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PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan

putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIKAEL KAMBUAYA
2. Tempat lahir . Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun /15
Januari 1962
4. Jenis kelamin  : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Bintan Nomor 24 DOK-V, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan Staf ahli

Gubernur Papua (Mantan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua)
9. Pendidikan :  Sarjana (S-1).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas | Jakarta Timur Cabang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rumah Tahanan Pomdam Jaya

Guntur Jakarta, oleh :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 1 Juli
2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

2. Diperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sejak tanggal 21 Juli 2019
sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai
dengan tanggal 28 September 2019;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2019 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2019;

5. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sejak tanggal 25 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
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6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7
Desember 2019;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai
dengan tanggal 5 Pebruari 2020;

8. Diperpanjang (1) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan
tanggal 6 Maret 2020;

9. Diperpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 5 April 2020.

10. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan
tanggal 1 Juli 2020;

12. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 2 Juli
2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;

Bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA didampingi
oleh Penasihat Hukum: Rudy Alfonso SH MH, Robinson SH MH, Bagus Tarigan SH,
Stenly Sahetapy SH, Indra Pratama SH, Engkus Kusma, SH, Rani Astriati, SH, dan
Adriansyah R. Tahir SH dari Kantor Hukum “YANCE SALAMBAUW & REKAN”
dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1013/Pid.Tpk/PN.Jkt.Pst
tanggal 13 November 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta
turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 101 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret

2020 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 101/TUT.01.04/24/11/2019 Terdakwa
telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
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Bahwa Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA selaku Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Papua sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Papua, bersama-sama dengan DAVID MANIBUI selaku Komisaris
PT. Manbers Jaya Mandiri (PT. MJM) yang juga selaku Pemegang Saham
Mayoritas PT. Bintuni Energy Persada/PT. BEP (penuntutan dilakukan terpisah),
pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jalan Sumatra Nomor 15 Dok IV
Jayapura, di Kantor PT. BEP Cabang Jayapura di Jalan Gerilyawan Nomor 38
Abepura Jayapura dan di ruas Jalan Kemiri-Depapre Jayapura atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, namun
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
168/KMA/SK/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, maka Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa perbuatan secara
melawan hukum, yaitu Terdakwa telah memerintahkan Natirmanus Demianus
Renyaan selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua untuk meng-input anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 ke dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perubahan Tahun Aanggaran 2015 sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan
puluh miliar rupiah) yang tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis
penyusunan anggaran, melakukan pertemuan dengan DAVID MANIBUI terkait
dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
Anggaran 2015 sebelum pelelangan, memerintahkan EDY TUPAMAHU selaku
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan FERDINAND R.
KUHEBA selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tetap
melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK)
Tahun Anggaran 2015 meskipun hasil telaahan teknik pekerjaan menyebutkan
antara lain bahwa pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan,
memerintahkan Johanis Anthonius Piet Taran selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja)
Unit Layanan Pengadaan 14 (ULP.14) memenangkan DAVID MANIBUI melalui PT.
BEP dalam pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00
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Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, sehingga kemudian Pokja 14 memenangkan PT.
BEP sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan,
memerintahkan EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA untuk membuat
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang
seharusnya hal tersebut merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang
ditetapkan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) namun Terdakwa tidak
menetapkannya, memerintahkan EDY TUPAMAHU menggunakan data-data harga
tahun 2012 untuk menyusun HPS/OE Pekerjaan Struktur pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, melakukan
pertemuan dengan DAVID MANIBUI pada saat sebelum pelelangan untuk
merencanakan dilakukannya addendum terhadap kontrak pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 karena
diperkirakan pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan,
memerintahkan EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA untuk mengubah
nilai HPS/OE Pekerjaan Struktur dan HPS/OE Pekerjaan Tanah pada pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015
yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan PT. BEP, memerintahkan EDY
TUPAMAHU untuk menyerahkan hardcopy volume rangka jembatan dan tiang
pancang yang merupakan bahan untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Struktur pada
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
Anggaran 2015 kepada David Manibui, memerintahkan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) untuk seolah-olah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan
serah terima pertama hasil pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015
meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai, memerintahkan Hans
Leonard selaku Sekretaris PPHP untuk membuat kelengkapan administrasi
pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan (PHO) pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 secara formalitas
(proforma), memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015
dalam rangka serah terima terakhir hasil pekerjaan/Final Hand Over (FHO),
memerintahkan Hans Leonard selaku Sekretaris PPHP untuk membuat
kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan terakhir hasil pekerjaan
(FHO) Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran
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2015 secara formalitas (proforma), yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan
secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu
memperkaya DAVID MANIBUI melalui PT. BEP sebesar Rp40.264.277.179,64
(empat puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh
ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) dan memperkaya
Hans Leonard ARUAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Johanis
AP Taran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Indra
Rerungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), EDY
TUPAMAHU sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah),
Ferry Manopo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Aswar Burhanuddin
sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Reza Bayu Pahlavi Ayomi sebesar
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), FERDINAND R. KUHEBA sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), James Richard Homer sebesar
Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), Refly Herman Maleke sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Irzaq Basir sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, Vvyaitu merugikan keuangan negara  sebesar
Rp40.931.277.179,64 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua
ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh empat

sen), yang antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Provinsi Papua berencana melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan pagu
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anggaran sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), sumber dana
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- Bahwa untuk melaksanakan rencana Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2015, pada bulan Februari 2015, Gubernur
Provinsi Papua mengirimkan surat Nomor 915/2417/SET tanggal 12 Februari 2015
perihal Permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Provinsi pada Perubahan APBN
Tahun Anggaran 2015, ditujukan kepada Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang pada pokoknya menyebutkan
perlu pengalokasian DAK Tambahan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp296.000.000.000,00 (dua
ratus sembilan puluh enam miliar rupiah), di antaranya untuk kegiatan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 km (DAK) Tahun Anggaran 2015 senilai
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa kemudian tindak lanjut dari surat Nomor 915/2417/SET tanggal 12 Februari
2015 tersebut adalah disetujuinya permohonan DAK Tambahan pada Perubahan APBN
Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36
Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya memuat nilai DAK Tambahan
untuk Provinsi Papua sebesar Rp 295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima
miliar rupiah) yang terdiri atas Rp 95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah)
untuk pekerjaan irigasi dan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk
pekerjaan jalan;

- Bahwa Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut dijabarkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015
yang di dalamnya tercantum pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00
Km senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya Gubernur Provinsi Papua mengirimkan surat Nomor
914/6873/SET tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyampaian Rencana Definitif (RD) DAK
Penanganan Jalan Provinsi pada Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Papua, namun isi surat tersebut berbeda dengan isi surat Nomor
915/2417/SET tanggal 12 Februari 2015, yaitu antara lain menyebutkan bahwa nilai
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km mengalami penambahan
anggaran senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sehingga meningkat
menjadi Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Gubernur Provinsi Papua mengirimkan surat
kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, yaitu surat Nomor 914/7402/SET
tanggal 23 Juni 2015 perihal Permohonan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 atas DAK Tambahan Usulan Daerah

sebesar Rp295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar rupiah);
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- Atas permohonan tersebut, BPKP Perwakilan Provinsi Papua melakukan reviu atas
DAK Tambahan yang memuat nilai Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bukan sebesar
Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang hasilnya dituangkan dalam
Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor LR-305/PW26/3/2015 tanggal 7 Juli 2015, antara
lain sebagai berikut:

- Reviu meliputi penilaian atas eligibilitas usulan kegiatan oleh Pemda untuk
mendapatkan pendanaan DAK Tambahan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2015, yaitu program/kegiatan bidang kesehatan, perdagangan, infrastruktur jalan, dan
infrastruktur irigasi. Reviu tidak mencakup penilaian atas kewajaran volume dan
anggaran biaya kegiatan yang diusulkan. Reviu dilakukan dengan metode desk review
yang dilaksanakan mulai pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni
2015;

- Hasil reviu meliputi: Administrasi, Eligibilitas Proposal/Kegiatan, Jumlah DAK
Tambahan Usulan Daerah yang dapat disalurkan;

- Hal-hal lain yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil reviu tersebut, yaitu:
usulan/proposal tidak mencantumkan volume pekerjaan; total permohonan DAK
Pemprov Papua pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015 yang diusulkan melebihi
jumlah alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah yang tersedia; proposal yang
disampaikan ke DPR RI tidak didukung data dari dinas teknis terkait (tidak didukung
TOR dan DED dari dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua);

Bahwa meskipun Laporan Hasil Reviu BPKP menyebutkan nilai Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sesuai dengan surat permohonan DAK Tambahan ke Ketua Banggar DPR RI,
sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dan sesuai Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015, namun LUKAS
ENEMBE selaku Gubernur Provinsi Papua melalui Terdakwa selaku Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua, memerintahkan Natirmanus Demianus Renyaan selaku
Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk meng-input
anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre ke dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh
miliar rupiah), yang tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis penyusunan
anggaran ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua, DAVID MANIBUI menemui Terdakwa dan
mengatakan bahwa DAVID MANIBUI ingin mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Papua, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa proyek

yang akan dikerjakan yang sumber dananya berasal dari DAK Tahun 2015. Atas
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informasi tersebut, DAVID MANIBUI menyatakan minatnya untuk mengerjakan proyek
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) T.A 2015 dan Terdakwa
mempersilahkannya;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, Terdakwa memerintahkan EDY TUPAMAHU
selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan FERDINAND
R. KUHEBA selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk membuat
telaahan teknik terhadap paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran senilai Rp 90.000.000.000,00
(sembilan puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa hasil telaahan teknik yang dibuat oleh EDY TUPAMAHU dan
FERDINAND R. KUHEBA tersebut dituangkan dalam Hasil Telaah/Kajian Team Teknik
Paket Peningkatan Jalan Kemiri Depappre (24,00 Km) DAK Perubahan 2015, yang
kesimpulannya antara lain sebagai berikut:

- Pekerjaan Kemiri-Depapre tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan;
Pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam)
bulan;

- Untuk dapat menyelesaikan dengan waktu efektif 3 (tiga) bulan, maka: Diperlukan
review dana dari Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) menjadi Rp
40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dimasukkan pekerjaan Pengadaan
Rangka Jembatan dan Tiang Pancang; desain jembatan pada ruas jalan tersebut belum
tersedia.

Selanjutnya EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA menyerahkan hasil
telaahan teknik tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Atas telaahan teknik tersebut, Terdakwa menanggapinya dengan mengatakan "Jalankan
saja” dan "Anggaran Rp90 Milyar tetap harus dioptimalkan". Terdakwa juga memerintahkan
EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA agar membantu DAVID MANIBUI untuk
dapat memenangkan lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km
(DAK) Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya juga memerintahkan EDY TUPAMAHU untuk
membuat HPS/OE Pekerjaan Struktur yaitu berupa Pengadaan Rangka Jembatan dan
Tiang Pancang dengan nilai sekitar Rp47,5 miliar serta memerintahkan FERDINAND R.
KUHEBA untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Tanah vyaitu berupa Pekerjaan
Pembuatan Jalan dengan nilai sekitar Rp42 miliar, yang seharusnya tugas menetapkan
HPS/OE tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan
Terdakwa selaku Pengguna Anggaran namun Terdakwa tidak menetapkan PPK;

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, dengan tidak mengkalkulasikan secara
keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung kertas

kerja penyusunan HPS/OE, tidak berdasarkan survey harga pasar dan tidak
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berdasarkan analisis kebutuhan, kemudian EDY TUPAMAHU memerintahkan Ivan
Petra Abel selaku tenaga honorer untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Struktur dan
FERDINAND R. KUHEBA memerintahkan Melyanto Langi Paonganan yang juga selaku
tenaga honorer untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Tanabh;

- Bahwa terkait pembuatan HPS/OE Pekerjaan Struktur, EDY TUPAMAHU
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dibutuhkan waktu untuk pembuatan HPS/OE
Struktur, agar dapat memperoleh harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dari
pabrikan, namun Terdakwa mengatakan "Pakai saja harga-harga dulu dengan data-
data yang ada".

- Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian EDY TUPAMAHU memerintahkan lvan
Petra Abel untuk menggunakan asumsi harga penawaran dan volume pekerjaan
struktur pada tahun 2012 yang antara lain berasal dari PT. Waagner Biro Indonesia.
Selain itu, oleh karena dokumen perencanaan pembangunan jembatan belum ada,
maka Ivan Petra Abel melakukan sendiri pengukuran panjang jembatan di lapangan,
mempelajari desain-desain jembatan dan dokumen teknis proyek lainnya, membuat
estimasi kebutuhan jembatan, menghitung volume rangka jembatan dan tiang pancang
menyesuaikan dengan harga satuannya, yang semua itu dilakukan tanpa tes sondir
dan boring atas tanah.

- Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015 Ivan Petra Abel menyelesaikan
penyusunan HPS/OE Struktur dengan nilai sebesar Rp42.207.355.000,00 (empat puluh
dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN
10%. Sedangkan terkait HPS/OE Pekerjaan Tanah, FERDINAND R. KUHEBA
memerintahkan Melyanto Langi Paonganan untuk berkoordinasi dengan Komang
Surata selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kemudian Komang
Surata menyerahkan Gambar Design Perencanaan Teknis Jalan Kemiri-Depapre 2
Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun Anggaran 2009 dan file data tentang Cut and Fill
tentang gambar tersebut, yang kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015 Melyanto Langi
Paonganan menyelesaikan penyusunan HPS/OE Pekerjaan Tanah senilai
Rp47.332.895.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%. Kemudian pada tanggal 9
Agustus 2016, Melyanto Langi Paonganan menyerahkan HPS/OE Pekerjaan Tanah
kepada Ivan Petra Abel untuk digabung dengan HPS/OE Struktur, sehingga nilai
HPS/OE gabungan menjadi senilai Rp89.530.250.000,00 (delapan puluh sembilan
miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%;

- Bahwa kemudian beberapa hari sebelum pelelangan, DAVID MANIBUI bersama
dengan Terdakwa, EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA melakukan
peninjauan ke ruas jalan Kemiri-Depapre guna melakukan penghitungan kembali
volume pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan pagu anggaran yang
tersedia. Pada saat kegiatan tersebut, Terdakwa, David Manibui, EDY TUPAMAHU dan
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FERDINAND R. KUHEBA memperkirakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun kemudian
Terdakwa dan DAVID MANIBUI sepakat bahwa nantinya akan dilakukan adendum
terhadap kontrak yang akan ditandatangani.

- Di samping itu, DAVID MANIBUI melalui Rusdianto selaku Project Manager PT. BEP
dan WIDODO YULISTIO selaku Kepala Cabang PT. BEP Cabang Jayapura
menyampaikan kepada EDY TUPAMAHU dan Komang Surata bahwa PT. BEP hanya
mampu melaksanakan pekerjaan tanah (jalan) senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh
milyar rupiah), sehingga Rusdianto dan WIDODO YULISTIO meminta nilai HPS/OE
Pekerjaan Tanah disesuaikan dengan kemampuan PT. BEP,;

- Atas kemampuan PT. BEP tersebut, EDY TUPAMAHU menyampaikannya kepada
Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan EDY TUPAMAHU dan Ivan Petra Abel
mengubah HPS/OE Pekerjaan Struktur dari senilai Rp42.207.355.000,00 (empat puluh
dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditambah menjadi
sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sehingga untuk Pekerjaan
Tanah berkurang menjadi sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sesuai
kemampuan PT. BEP;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2015, Ivan Petra Abel menyelesaikan
perubahan HPS/OE Pekerjaan Struktur menjadi senilai Rp61.436.041.706,13 (enam
puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus
enam rupiah tiga belas sen).

- Sedangkan untuk Pekerjaan Tanah, Melyanto Langi Paonganan melakukan
penyesuaian HPS/OE menjadi senilai Rp28.094.208.483,45 (dua puluh delapan miliar
sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga

rupiah empat puluh lima sen);

Bahwa selanjutnya DAVID MANIBUI menemui Terdakwa meminta hardcopy
volume rangka jembatan dan tiang pancang jembatan lalu Terdakwa memerintahkan EDY
TUPAMAHU untuk menyerahkannya dengan mengatakan: "tolong dibantu Pak David
diberikan volume rangka jembatan dan tiang pancang karena beliau segera pesan" dan
atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian bertempat di depan ruang kerja Edy Tupamahu,
DAVID MANIBUI menerima hardcopy volume rangka jembatan dan tiang pancang dari Edy
Tupamahu, yang akan digunakan oleh DAVID MANIBUI sebagai bahan acuan menyusun

penawaran dalam mengikuti pelelangan;

Bahwa setelah itu DAVID MANIBUI menyerahkan hardcopy volume rangka
jembatan dan tiang pancang tersebut kepada TOMY ISWAHYUDI selaku Direktur PT. BEP
dan memerintahkan TOMY ISWAHYUDI mencari informasi tentang harga pipa pancang ke

PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (PT. SPIl) dan harga rangka baja jembatan ke PT.
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Waagner Biro Indonesia (PT. WBI), yang selanjutnya diperoleh penawaran harga sebagai

berikut:
- PT. SPIl mengirimkan surat tanggal 12 Agustus 2015 kepada TOMY ISWAHYUDI,
yang berisi antara lain penawaran harga pipa baja (Spiral weldwed)-vernish+Bevellend
end (2 sisi) dengan spesifikasi ASTM A 252 Gr 2, ukuran OD 400 mm x 12.0x 6.000
mm, Jumlah 1.833 batang, harga Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas
ribu rupiah) per batang, total harga sebesar Rp10.481.094.000,00 (sepuluh miliar
empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya
DAVID MANIBUI melakukan penawaran dan disepakati harga per batang sebesar
Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga
seluruhnya sebesar Rp10.228.140.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh delapan
juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- PT. WBI mengirimkan surat/dokumen tanggal 5 Agustus 2015 yang ditujukan
kepada TOMY ISWAHYUDI yang ditembuskan kepada David Manibui, yang berisi
antara lain tentang penawaran rangka baja jembatan dengan total harga
Rp11.330.066.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu
rupiah). Atas penawaran tersebut, DAVID MANIBUI menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Kepala Unit Layanan Pekerjaan (ULP)
Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 020/60-
SP/ULP/PAPUA/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, ditujukan kepada Kelompok Kerja
(Pokja) 14 yang diketuai oleh Johanis Anthonius Piet. Taran dan Indra Rerungan selaku
Sekretaris, untuk melaksanakan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015;
- Setelah penunjukan Pokja untuk melaksanakan pelelangan tersebut, kemudian
EDY TUPAMAHU menyampaikan kepada Johanis Anthonius Piet Taran mengenai
perintah Terdakwa agar membantu DAVID MANIBUI memenangkan lelang Pekerjaan

tersebut dan Johanis Anthonius Piet. Taran menyanggupinya;

Bahwa kemudian Pokja 14 mulai melakukan proses pelelangan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dimulai
dengan tahap Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui LPSE
dengan alamat website www. Ipse .papua. go.id yang dilaksanakan pada tanggal 24
Agustus 2015 pukul 21.00 WIT sampai dengan 31 Agustus 2015 pukul 21.00 WIT.

Dalam pengumuman tersebut dicantumkan syarat dokumen penawaran dan
dokumen kualifikasi antara lain yaitu:
- Syarat Dalam Dokumen Penawaran, antara lain: Ada metode pelaksanaan;
- Syarat Dalam Dokumen Kualifikasi, antara lain: Memiliki tenaga ahli dengan

kualifikasi keahlian:
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- General Manager: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai GM
proyek pekerjaan jalan dan jembatan pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
minimal 8 tahun dengan melampirkan sertifikasi Ahli Teknis Jalan-utama dan sertifikasi
ahli teknik jembatan-Madya yang masih berlaku, serta ijazah akademis (yang telah
dilegalisir) dan KTP;

- Site Manager: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai Manager
Proyek Pekerjaan Jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 8 Tahun dengan
lampiran sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Utama yang masih berlaku serta ijazah akademis
(yang telah dilegalisir)dan KTP;

- Pelaksana: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai pelaksanaan
pekerjaan jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 6 tahun dengan melampirkan
Sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Madya yang masih berlaku serta ijazah akademis (yang
telah dilegalisir) dan KTP;

- Quality Control: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai Pengendali
Mutu Pekerjaan Jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 6 tahun dengan
melampirkan Sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Madya yang masih berlaku serta ijazah

akademis (yang telah dilegalisir) dan KTP;

Bahwa dalam rangka mengikuti pelelangan, DAVID MANIBUI memerintahkan
TOMY ISWAHYUDI yang selanjutnya TOMY ISWAHYUDI memerintahkan WIDODO
YULISTIO mengurus kelengkapan keikutsertaan PT. BEP dalam pelelangan dan kemudian
WIDODO YULISTIO memerintahkan stafnya yaitu Jani Andriana untuk menyiapkan seluruh
dokumen persyaratan lelang, namun ada dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. BEP,
yaitu Surat Keterangan Ahli (SKA) dan ijazah personil tenaga ahli;
- Bahwa oleh karena ada persyaratan lelang yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. BEP,
kemudian WIDODO YULISTIO menemui Dudi Sutardi selaku Tenaga Marketing PT.
Cendrawasih Mas untuk mencarikan SKA dan ijazah personil tenaga ahli dengan
imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-SKA dan Dudi Sutardi
menyanggupinya.
- Setelah mendapatkan SKA dan ijazah personil ahli yang dibutuhkan PT. BEP,
kemudian Dudi Sutardi menyerahkan kepada WIDODO YULISTIO dan WIDODO
YULISTIO meng-upload SKA dan ijazah personil tenaga ahli tersebut bersama
persyaratan lainnya ke website LPSE Provinsi Papua.
- Di samping itu, pada bulan Agustus 2015, Dudi Sutardi juga diperintahkan oleh
Ritoko Arfianto selaku Direktur PT. Cendrawasih Mas agar PT. Cendrawasih Mas
mengikuti pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km
(DAK) Tahun Anggaran 2015 namun hanya sebagai perusahaan pendamping PT. BEP
dengan mengatakan “Pak Dudi, itu paket jalan Kemiri-Depapre sudah tayang, tolong

daftar, nanti itu untuk damping PT. BEP".

Halaman 12 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah Ritoko Arfianto tersebut, Dudi Sutardi kemudian mengumpulkan
dokumen lelang, beberapa hari kemudian Dudi Sutardi menemui WIDODO YULISTIO
dan membicarakan tentang harga penawaran dari PT. Cendrawasih Mas yang harus
lebih tinggi daripada penawaran PT. BEP;

- Bahwa pada tanggal 28-30 Agustus 2015 Jani Andriana memberikan fasilitas
akomodasi di Hotel Sahid Jayapura kepada Indra Rerungan untuk mempermudah
melakukan koordinasi Jani Andriana dengan Indra Rerungan antara lain saling
mengirimkan file lewat e-mail yang berisi metode pelaksanaan untuk dikoreksi Indra

Rerungan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum di-upload ke website LPSE;

Bahwa setelah itu, pada saat tahap Evaluasi Penawaran pada tanggal 31

Agustus 2015 pukul 16.00 WIT sampai dengan tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 WIT,
Pokja 14 ULP menetapkan bahwa peserta lelang yang lulus Evaluasi Administrasi adalah
PT. Bintuni Energy Persada (BEP), PT. Nafri Jaya Pratama dan PT. Cendrawasih Mas.
Terhadap peserta yang lulus Evaluasi Administrasi, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis,
dengan hasil sebagai berikut:

- PT. Bintuni Energy Persada: Tidak ada metode pelaksanaan pada item pekerjaan:

Pengadaan jembatan Girder B-25; Pengadaan jembatan Grider B-30; Pengadaan

jembatan Grider B-35; Pasangan batu dengan adukan.

- PT. Nafri Jaya Pratama: Tidak ada metode pelaksanaan untuk item pekerjaan

antara lain: Pekerjaan pemasangan batu dan mortar; Penyiapan badan jalan;

Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm;

- PT. Cendrawasih Mas: Tidak ada metode pelaksanaan untuk item pekerjaan antara

lain: Pekerjaan pemasangan batu dan mortar; Pemotongan pohon pilihan diameter 15-

30 cm; Pengadaan jembatan Girder B-25.

Selain itu, PT. BEP juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan
dalam Dokumen Pengadaan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) bagian Persyaratan
Kualifikasi Angka 8 huruf e, vyaitu : “memliliki kemampuan untuk menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini berupa Dump Truk kapasitas
3,5 Ton sebanyak 20 unit”, karena PT. BEP hanya memiliki dump truk sebanyak 10
(sepuluh) unit. Meskipun tidak ada peserta lelang yang lolos tahap Evaluasi Teknis, namun
Terdakwa melalui EDI TUPAMAHU memerintahkan Johanis Anthonius Piet. Taran untuk
menetapkan PT. BEP sebagai peserta yang lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap
Evaluasi Harga. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Harga, Pokja 14 ULP menetapkan PT.

BEP dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang.

Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, setelah pengesahan APBD
Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang di dalamnya memuat kegiatan
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan
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puluh miliar rupiah), pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa dan TOMY ISWAHYUDI
menandatangani Kontrak Nomor 050/3492.A tanggal 16 September 2015 tentang
Proyek/Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dengan ketentuan antara
lain sebagai berikut:

- Jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan sudah harus

selesai pada 15 Desember 2015;

- Nilai kontrak pekerjaan adalah Rp 86.893.711.000,00 (delapan puluh enam milyar

delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- Pembayaran pekerjaan dilakukan secara termin, yaitu: 30% pembayaran angsuran

pertama; 45% pembayaran angsuran kedua; 25% pembayaran pelunasan; Waktu

pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dilakukan serah terima

pertama pekerjaan;

Ruang lingkup pekerjaan sesuai data kuantitas dan harga pada dokumen

kontrak adalah:
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Mobilisasi Ls 1,00 438.350.000,00 438.350.000,00

Drainase :

Pekerjaan galian drainase m?® 5.000,00 69.750,00 348.750.000,00

dan saluran air

Pekerjaan pasangan batu m? 750,00 1.854.766,00 1.391.074.500,00

dengan mortar

Pekerjaan tanah :

Galian biasa m® | 210.027,4 86.909,00 | 18.253.278.259,32
8

Timbunan Pilihan m? 4.660,07 346.835,00 1.616.273.644,28

Penyiapan badan jalan m? 15.000,00 6.073,00 91.095.000,00

Pemotongan pohon pilih- Bua 2.000,00 1.347.831,04 2.695.662.080,00

an diameter 15-30 cm h

Pekerjaan struktur :

Pengadaan jembatan Kg 29.730,00 29.600,00 880.008.000,00

girder B-25 (1 unit)

Pengadaan jembatan Kg | 250.776,0 29.600,00 7.422.969.600,00

girder B-30 (6 unit) 0

Pengadaan jembatan Kg | 181.077,0 29.600,00 5.359.879.200,00

girder B-35 (3 unit) 0
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Pengadaan rangka Kg 74.716,00 29.600,00 2.211.593.600,00

jembatan B-40 (1 unit)

Pengangkutan bahan Kg 29.730,00 4.051,35 120.446.635,50

jembatan girder B-25 (1

unit)

Pengangkutan bahan Kg 250.776,0 4.051,35 1.015.981.347,60

jembatan girder B-30 (6 0

unit)

Pengangkutan rangka Kg | 181.077,0 4.051,35 733.606.303,95

jembatan B-35 (3 unit) 0

Pengangkutan rangka Kg | 74.716,00 4.051,35 302.700.666,60

jembatan B-40 (1 unit)

Pengadaan tiang pancang Kg | 1.297.764 22.800,00 | 29.589.019.200,00

diameter 400 mm tebal 12 ,00

mm

Pengangkutan tiang Kg 1.297.764 4.051,35 5.257.696.181,40

pancang diameter 400 mm ,00

tebal 12 mm

Pasangan batu dengan m?® 761,01 1.663.446,24 1.265.899.223,10

adukan
JUMLAH HARGA 78.994.283.441,75
PPN 10% 7.899.428.344,17
HARGA TOTAL 86.893.711.785,92
HARGA TOTAL DIBULATKAN 86.893.711.000,00

Bahwa beberapa hari kemudian, Rusdianto selaku Project Manager PT. BEP
melakukan pengecekan di lokasi dan kondisi jalan sesuai dengan gambar. Pada saat
melakukan pengecekan di lapangan, Rusdianto menemukan ketidaksesuaian antara

gambar dengan kondisi jalan yang sebenarnya, yaitu:

- Pada STA 16+900, ruas jalan yang digambar Desain Konsultan terdapat belokan ke
kiri namun kenyataannya di lapangan ruas jalannya berbelok ke kanan (tikungan
tajam), sehingga harus dilakukan pengukuran dan desain ulang untuk ruas jalan
tersebut;

- Pada STA 16+700 sampai dengan STA 17+450, pada gambar potongan melintang

jalan hanya terdapat gambar bukit dengan elevasi sekitar 3-4 meter, namun kenyataan
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di lapangan elevasi bukitnya sekitar 10-20 meter, sehingga harus dilakukan pengukuran
dan desain ulang untuk ruas jalan tersebut;

- Kondisi geometrik jalan existing, sangat tidak memungkinkan untuk dilewati oleh
kontainer, karena sudut tikungan jalan existing adalah lebih dari 25 derajat yang
seharusnya untuk jalan yang dilewati oleh kontainer seharusnya sudut tikungan jalan
adalah kurang dari 25 derajat. Sedangkan kondisi struktur tanah yang berbukit tinggi
dan ada lembah di sebelah kiri jalan jika tetap dipaksakan maka akan membutuhkan
banyak biaya dan waktu yang tidak mungkin dipenuhi dalam jangka waktu efektif

pekerjaan yang hanya 1,5 bulan.

Atas kondisi tersebut maka Rusdianto mengusulkan kepada DAVID MANIBUI
untuk mendesain trace (jalur) baru untuk STA 16+200 sampai dengan STA 17+575 pada
ruas jalan Kemiri-Depapre dan DAVID MANIBUI menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Rusdianto melakukan pengukuran dan membuat desain trace
jalan baru di ruas jalan tersebut. Setelah itu gambar trace jalan baru diserahkan kepada
Komang Surata, Ferdinand D. Kuheba dan Bertus Tabuni selaku Kepala Bidang Jalan
dan Jembatan untuk dimintakan persetujuan dan ditandatangani. Pada tanggal 16
Oktober 2015 TOMY ISWAHYUDI mengajukan permohonan adendum dengan surat
Nomor 017/ADD/BEP-PT/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
- Sebelum pengajuan permohonan adendum tersebut, DAVID MANIBUI meminta
Rusdianto untuk memasukkan Pekerjaan Timbunan Pilihan ke dalam usulan
addendum, namun Rusdianto menyampaikan kepada DAVID MANIBUI bahwa
pekerjaan ini tidak membutuhkan timbunan pilihan karena tanah bekas galian yang
merupakan tanah kapur dan berkualitas cukup baik dapat digunakan sebagai tanah
timbunan.
Atas penyampaian Rusdianto tersebut, DAVID MANIBUI tetap memerintahkan
Rusdianto agar tetap memasukkan Pekerjaan Timbunan Pilihan ke dalam usulan

addendum, sehingga Rusdianto menuruti perintah David Manibui;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2015 ditandatangani Adendum |
Kontrak Nomor 050/3962 oleh Terdakwa dengan TOMY ISWAHYUDI yang isinya
menambah nilai kontrak menjadi Rp89.530.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar
lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan menambah jangka waktu pekerjaan menjadi
selama 106 (seratus enam) hari kalender atau akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2015;

- Didalam addendum juga dicantumkan volume Pekerjaan Timbunan Pilihan sebesar
24.978,45 m® (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat
puluh lima meter kubik) dan terdapat harga Bahan Pilihan sebesar Rp105.283,20
(seratus lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh sen), sehingga Bahan
Pilihan yang digunakan untuk Pekerjaan Timbunan Pilihan adalah sebesar
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Rp105.283,20 x 24.978,45 = Rp2.629.811.147,04 (dua miliar enam ratus dua puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah nol empat
sen), namun pada pelaksanaanya Pekerjaan Timbunan Pilihan tersebut tidak
dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, TOMY ISWAHYUDI mengirimkan surat
Nomor 017/PHO/BEP-PT/XI1/2015 tertanggal 4 Desember 2015 kepada Terdakwa
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang pada pokoknya
menyampaikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km
(DAK) di Kabupaten Jayapura dengan Sumber Dana APBD-P Pemerintah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 telah diselesaikan dengan progress pekerjaan 100%,
padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan.

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai, namun untuk
memenuhi syarat prosedural, pada tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa meminta
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri atas Edy Kambuaya selaku
Ketua, Hans Leonard selaku Sekretaris, Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin, Reza Bayu
Pahlavi Ayomi masing-masing selaku Anggota untuk seolah-olah melakukan proses
pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional
Hand Over (PHO);

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Hans Leonard untuk membuat
kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan secara
formalitas (proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan
administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: Surat undangan rapat panitia
Nomor 01/UND-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Risalah Rapat Panitia Pertama Nomor 02/PAN-PHO/INFRA-JIn.KD/2015
tanggal 8 Desember 2015 di Ruang Rapat Bidang dan Jembatan pada pukul 09.00 WIT
yang dihadiri oleh Edy Kambuaya, Hans Leonard, Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin,
Reza Bayu Pahlavi Ayomi, WIDODO YULISTIO dan Ir. Parulian Marpaung (perwakilan dari
PT. BEP), dan Rony Tandungan (perwakilan dari CV. Cipta Buana Lestari selaku Konsultan
Supervisi). Dalam rapat tersebut disepakati pembagian kelompok dan tugas di antara

panitia penerima pekerjaan sebagai berikut:

- Kelompok | Pemeriksaan Administrasi, dengan anggota EDY TUPAMAHU selaku
Ketua dan Ferry Manoppo selaku anggota;

- Kelompok Il Pemeriksaan Visual, dengan anggota Hans Leonard selaku Ketua,
Reza Bayu Pahlavi Ayomi selaku anggota, dan Ronny Tandungan selaku Pendamping;
- Kelompok Il Pemeriksaan Mutu, dengan anggota Hans Leonard selaku Ketua,

Aswar Burhanuddin selaku anggota, dan Ronny Tandungan selaku Pendamping.
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Surat undangan rapat panitia kedua Nomor 02/UND-PHO/INFRA-JIn.KD/2015
tanggal 9 Desember 2015 dengan acara penyampaian dan pembahasan laporan hasil

pemeriksaan masing-masing kelompok;

- Pada sekitar tanggal 12 Desember 2015 Edy Tupamahu, WIDODO YULISTIO dan
Hans Leonard menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pengiriman tiang pancang dan
rangka jembatan untuk Pekerjaan Struktur tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu
karena permasalahan cuaca yang buruk sehingga pengiriman via laut tidak dapat
dilakukan, karena itu PT. BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan dan
meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, karena kondisi tersebut
merupakan kondisi force majeure.

- Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakan
pekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani
meskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwa
memang benar terdapat kondisi cuaca yang buruk di lautan sekitar Jayapura di bulan
Desember 2015. Terdakwa juga memberikan syarat bahwa PT. BEP harus terlebih
dahulu memberikan Pernyataan untuk menjamin pengiriman tiang pancang dan rangka
jembatan dapat dilaksanakan.

- Permintaan membuat Surat Pernyataan oleh Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh
TOMY ISWAHYUDI pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi serah terima pertama
pekerjaan, Terdakwa memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi
secara formalitas (proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam
kelengkapan administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: dibuat Risalah
Rapat Panitia Kedua Nomor 04/PAN-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tertanggal 14 Desember

2015 yang memuat hasil rapat panitia penerima pekerjaan.

Dalam risalah rapat tersebut dicantumkan mengenai laporan hasil pemeriksaan

dan pembahasan dari Kelompok I, Il dan Ill, sebagai berikut:

- Kelompok | melaporkan telah melakukan pemeriksaan administrasi dengan
kesimpulan bahwa PT. BEP telah membuat dan melengkapi administrasi dan data-data
pendukung selama pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana penjelasan detailnya dimuat
dalam Lampiran | Risalah Rapat;

- Kelompok II melaporkan telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual
terhadap komponen rangka jembatan masing-masing bentang yang tercantum di dalam
daftara kuantitas dan harga untuk disesuaikan dengan volume di lapangan sesuai
Addendum Kontrak Nomor 050/3962 tanggal 27 Oktober 2015, dengan kesimpulan:
seluruh item dan volume pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan oleh PT. BEP;
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- Kelompok Il melaporkan telah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan pada
beberapa lokasi pekerjaan dengan hasil dapat memenuhi spesifikasi teknis maupun
mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak, dengan kesimpulan : Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km (DAK) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan semua pekerjaan di lapangan
dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan maupun gejala kerusakan, sebagaimana
penjelasan detailnya dimuat dalam Lampiran Il Risalah Rapat;
- Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor 05/BAP-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tanggal
14 Desember 2015 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 06/BAHP-
PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tanggal 14 Desember 2015;
Bahwa meskipun pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km
(DAK) Tahun Anggaran 2015 belum diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak,

namun telah dilakukan pembayaran kepada PT. BEP sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp17.378.742.200,00 (tujuh belas miliar tiga
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)
dikurangi PPN sebesar Rpl1.579.885.655,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh
sembilan juta delapan ratus delapan pulu lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp473.965.696,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta
sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi
sebesar Rp15.324.890.849,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta
delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sesuai
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 579/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 9
Oktober 2015 dan SP2D Nomor 4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20
oktober 2015;

- Pembayaran angsuran I, Il dan 11l sebesar 80% sebesar Rp54.139.806.240,00 (lima
puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu dua ratus
empat puluh rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp4.921.800.567,00 (empat miliar
sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh
rupiah) dan Pph Pasal 4 (2) sebesar Rp1.476.540.170,00 (satu miliar empat ratus tujuh
puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) menjadi
sebesar Rp47.741.465.503,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu
juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), sesuai SPM Nomor
844/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D Nomor
6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 26 Nopember 2015;

- Pembayaran pelunasan sebesar Rpl18.011.451.560,00 (delapan belas miliar
sebelas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai
SPM Nomor 1111/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D
Nomor 6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 15 Desember 2015.
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Bahwa kemudian sejak sekitar tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan sekitar
tanggal 2 Maret 2016, PT. BEP melanjutkan kembali Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, namun pada pelaksanaannya
dalam Pekerjaan Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang tidak sesuai
dengan volume kontrak berupa pekerjaan galian biasa dan timbunan pilihan senilai
Rp5.886.262.972,19 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam

puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan belas sen).

Selain itu pada Pekerjaan Struktur, terdapat perbedaan berat dari setiap
komponen material, yaitu berat material komponen terpasang lebih kecil dibandingkan
dengan berat komponen material yang dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga
menyebabkan kekurangan volume pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan struktur
jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp1.324.472.211,11 (satu miliar
tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah

sebelas sen);

- Setelah pekerjaan selesai, TOMY ISWAHYUDI mengirimkan surat Nomor
01/FHO/BEP-PT/11/2016, tanggal 3 Maret 2016, perihal Permohonan Serah Terima
Terakhir Pekerjaan (FHO) Paket Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km
(DAK), ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 telah
berakhir dan dalam kondisi baik, dan memohon agar dapat dilakukan pemeriksaan
pekerjaan guna pelaksanaan serah terima terakhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui penyelesaian pekerjaan telah lewat waktu
dan masa pemeliharaan kurang dari 3 (tiga) bulan, namun untuk memenuhi syarat
prosedural, pada tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa melalui surat Nomor 050/1519,
memerintahkan PPHP, untuk segera melakukan pemeriksaan dalam rangka serah
terima terakhir pekerjaan, melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemeliharaan di
lapangan dan mempersiapkan serah terima terakhir pekerjaan.

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi serah terima pekerjaan,
Terdakwa memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi secara
formalitas (proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan
administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: dibuat surat undangan rapat
panitia | Nomor 01/UND-FHO/DAK-JIn.KD/2016, tanggal 7 Maret 2016.

Risalah rapat panitia pertama Nomor 02/PAN-FHO/DAK-JIn.KD/2016 pada hari
Selasa tanggal 8 Maret 2016 pukul 10.00 WIT di ruang rapat bidang jalan dan jembatan
DPUP Papua, dengan agenda rapat penjelasan pemeriksaan pemeliharaan pekerjaan,

dengan kesimpulan rapat:
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- Kelompok |, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi teknis dan
keuangan setelah serah terima pertama serta memperbaiki/melengkapi kekurangan
yang mungkin belum dipenuhi;

- Kelompok Il, melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan kerusakan pekerjaan
pada masa pemeliharaan, meneliti kondisi pekerjaan yang mungkin mengalami
kerusakan agar mencatat lokasinya kemudian disampaikan kepada pihak kontraktor
untuk segera dilakukan perbaikan;

- Kelompok Ill, melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan di lapangan, apabila
ada kerusakan diluar dugaan, supaya dilakukan pengujian dan penelitian melalui
laboratorium (jika dianggap perlu) untuk dasar pelaksanaan perbaikan.

Penjelasan cara pemeriksaan masing-masing kelompok telah dipahami yang
selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ke lapangan mulai pada tanggal 8 Maret 2016 dan
penyampaian laporan hasil pemeriksaannya pada tanggal 11 Maret 2016 dibuat Surat
Undangan Rapat Panitia Il dengan surat Nomor 03/UND-FHO/DAK-JIn.KD/2016 tanggal 10
Maret 2016;

Risalah Rapat Panitia Kedua Nomor 04/PAN-FHO/DAK-JIn.KD/2016 tertanggal
11 Maret 2016, disimpulkan dalam rapat bahwa:

- Kontraktor sudah melakukan pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh)
hari kalender sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam
dokumen kontrak dan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor
050/4826, tanggal 15 Desember 2015;
- Panitia sepakat menerima hasil pemeriksaan masing-masing kelompok dengan
baik, oleh karena itu pekerjaan yang dilaksanakan dan dipelihara kontraktor dapat
diterima untuk dilakukan serah terima terakhir pekerjaan;
Setelah serah terima terakhir pekerjaan (FHO), kontraktor PT. Bintuni Energi
Persada telah bebas dari segala tanggung jawab pemeliharaan pekerjaan tersebut. Dari
laporan yang disampaikan masing-masing kelompok, Panitia menilai jika pihak kontraktor
PT. Bintuni Energi Persada telah melakukan pemeliharaan pekerjaan dan seluruh volume
jenis pekerjaan di lapangan tetap cukup/sesuai dan dalam kondisi baik serta didukung

administrasi, teknis dan keuangan yang memenuhi secara lengkap.

Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 05/BAP-FHO/DAK-
Jin.KD/2016, tanggal 11 Maret 2016, yang isinya menyebutkan bahwa sesuai hasil
pemeriksaan yang dilakukan tanggal 8-11 Desember 2015, masing-masing kelompok pada

Panitia Serah Terima Pekerjaan sepakat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan administrasi: Pihak kontraktor maupun kegiatan telah melengkapi
persyaratan administrasi, teknik, dan keuangan yang menjadi data pendukung selama

pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pembayaran.
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- Pemeriksaan lapangan secara visual: Selama masa pemeliharaan pekerjaan,
kontraktor sudah memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan memelihara
pekerjaan dari kekurangan maupun dari kerusakan, sehingga volume pekerjaan tetap
dalam keadaan cukup dan baik.

- Pemeriksaan mutu: Kondisi pekerjaan masih dalam keadaan baik tanpa ada
kerusakan/gejala kerusakan, dengan demikian mutu perkara dapat terjamin.

Dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 06/BAP-FHO/DAK-
Jin.KD/2016, tanggal 11 Maret 2016. Hasilnya disepakati oleh panitia bahwa kontraktor PT.
Bintuni Energi Persada telah melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama jangka waktu
yang ditentukan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 050/4826,
tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian semua jenis pekerjaan di lapangan dalam
kondisi baik dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilakukan serah terima terakhir

pekerjaan;

Panitia Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) mengirimkan surat Nomor
07/PAN.FHO/DAK-JIn.KD/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dialamatkan kepada Terdakwa
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan. Dibuat Berita Acara Serah Terima Terakhir
Pekerjaan (FHO) Nomor 050/1769 tanggal 14 Maret 2016, yang ditandatangani oleh
Terdakwa dan Tomy Iswahyudi;

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan David

Manibui, bertentangan dengan:

- Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

- Pasal 5 beserta penjelasannya, Pasal 6 huruf a, b, c, e, f dan g, Pasal 8 ayat (1),
Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 66 ayat (7), Pasal 83 ayat
(2) huruf d, e, Pasal 89 ayat (2a), Pasal 95 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 118 ayat (1)
huruf ¢ Lampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;
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- Pasal 11 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015
tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Bab lll. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf c, d, e Dokumen Pengadaan Secara
Elektronik untuk Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112)
24,00 Km (DAK) Nomor 21/PPBJ.14/DOK-KUAL/JLN.KD/APBD/VIII/2015 tanggal 14
Agustus 2015.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DAVID MANIBUI
tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp40.931.277.179,64 (empat puluh miliar
sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh

sembilan rupiah enam puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Nilai Kerugian (Rp)
1. Selisih Harga Pengadaan Material Struktur Jembatan 31.090.730.849,30
2. Material Bahan Pilihan pada Pekerjaan Timbunan Pilihan 2.629.811.147,04

Tidak Dapat Dibayarkan

3. Kekurangan Volume Pekerjaan :

Volume Pekerjaan Terpasang Tidak Sesuai dengan 5.886.262.972,19
Volume Kontrak

Kekurangan Volume Pekerjaan karena Spesifikasi Teknis 1.324.472.211,11
Pekerjaan Struktur Jembatan Tidak Sesuai dengan

Spesifikasi Kontrak

Jumlah 40.931.277.179,64

atau setidak-tidaknya di sekitar Jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan
Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan
Keuangan Negara atas Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 Nomor 17/LHP/XXI1/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Papua dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum
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Provinsi bersama-sama dengan DAVID MANIBUI selaku Komisaris PT. Manbers Jaya
Mandiri (PT. MJM) yang juga selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Bintuni Energy
Persada (PT. BEP)/penuntutan dilakukan terpisah, pada bulan Juni 2015 sampai dengan
bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jalan
Sumatra Nomor 15 Dok IV Jayapura, di Kantor PT. BEP Cabang Jayapura di Jalan
Gerilyawan Nomor 38 Abepura Jayapura dan di ruas Jalan Kemiri — Depapre Jayapura,
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, namun berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK/X/2019
tanggal 11 Oktober 2019, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang mempunyai
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu
perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yaitu menguntungkan DAVID MANIBUI melalui PT. BEP sebesar Rp40.264.277.179,64
(empat puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) dan menguntungkan Hans
Leonard ARUAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Johanis AP. Taran
sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Indra Rerungan sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), EDY TUPAMAHU sebesar
Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Ferry Manopo sebesar
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Aswar Burhanuddin sebesar Rp4.000.000,00 (empat
juta rupiah), Reza Bayu Pahlavi Ayomi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
FERDINAND R. KUHEBA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), James
Richard Homer sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), Refly Herman Maleke
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Irzaq Basir sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyalahgunakan kewenangan
Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus selaku
Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dimana Terdakwa
telah memerintahkan Natirmanus Demianus Renyaan selaku Kepala Sub Bagian Program
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk meng-input anggaran pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 ke dalam Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp90.000.000.000,00
(sembilan puluh miliar rupiah) yang tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis
penyusunan anggaran, melakukan pertemuan dengan DAVID MANIBUI terkait dengan
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015

sebelum disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE), memerintahkan
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EDY TUPAMAHU selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan
FERDINAND R. KUHEBA selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk
tetap melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK)
Tahun Anggaran 2015 meskipun hasil telaahan teknik pekerjaan menyebutkan antara lain
bahwa pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, memerintahkan
Johanis Anthonius Piet Taran selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 14 Unit Layanan
Pengadaan (ULP) memenangkan DAVID MANIBUI melalui PT. BEP dalam pelelangan
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015
sehingga kemudian Pokja 14 memenangkan PT. BEP sebagai pemenang lelang meskipun
tidak memenuhi persyaratan, memerintahkan EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R.
KUHEBA untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang
seharusnya hal tersebut merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang
ditetapkan Terdakwa selaku PA namun Terdakwa tidak menetapkannya, memerintahkan
EDY TUPAMAHU menggunakan data-data harga tahun 2012 untuk menyusun HPS/OE
Pekerjaan Struktur pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK)
Tahun Anggaran 2015, melakukan pertemuan dengan DAVID MANIBUI pada saat sebelum
pelelangan untuk merencanakan dilakukannya addendum terhadap kontrak pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 karena
diperkirakan pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan,
memerintahkan EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA untuk mengubah nilai
HPS/OE Pekerjaan Struktur dan HPS/OE Pekerjaan Tanah pada pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang nilainya
disesuaikan dengan kemampuan PT. BEP, memerintahkan EDY TUPAMAHU untuk
menyerahkan hardcopy volume rangka jembatan dan tiang pancang yang merupakan
bahan untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Struktur pada pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 kepada David Manibui,
memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk seolah-olah melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pertama hasil pekerjaan/Provisional Hand
Over (PHO) pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
Anggaran 2015 meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai, memerintahkan
Hans Leonard selaku Sekretaris PPHP untuk membuat kelengkapan administrasi
pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan (PHO) pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 secara formalitas (proforma),
memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka serah terima terakhir
hasil pekerjaan/Final Hand Over (FHO), memerintahkan Hans Leonard selaku Sekretaris
PPHP untuk membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan terakhir
hasil pekerjaan (FHO) Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
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Anggaran 2015 secara formalitas (proforma), yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp40.931.277.179,64
(empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen), yang dilakukan dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Provinsi Papua berencana melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan pagu
anggaran sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), sumber dana
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- Bahwa untuk melaksanakan rencana Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2015, pada bulan Februari 2015, Gubernur
Provinsi Papua mengirimkan surat Nomor 915/2417/SET tanggal 12 Februari 2015
perihal Permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Provinsi pada Perubahan APBN
Tahun Anggaran 2015, ditujukan kepada Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang pada pokoknya menyebutkan
perlu pengalokasian DAK Tambahan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp296.000.000.000,00 (dua
ratus sembilan puluh enam miliar rupiah), di antaranya untuk kegiatan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 km senilai Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah);

- Bahwa kemudian tindak lanjut dari surat Nomor 915/2417/SET tanggal 12 Februari
2015 adalah disetujuinya permohonan DAK Tambahan pada Perubahan APBN Tahun
Anggaran 2015 sehingga ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36
Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya memuat nilai DAK Tambahan
untuk Provinsi Papua sebesar Rp295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima
miliar rupiah) yang terdiri atas Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah)
untuk pekerjaan irigasi dan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk
pekerjaan jalan. Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal
4 Mei 2015 yang di dalamnya tercantum pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 km senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya Gubernur Provinsi Papua mengirimkan surat Nomor
914/6873/SET tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyampaian Rencana Definitif (RD) DAK
Penanganan Jalan Provinsi pada Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Papua, namun isi surat tersebut berbeda dengan isi surat Nomor
915/2417/SET tanggal 12 Februari 2015, yaitu antara lain menyebutkan bahwa nilai
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pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km. mengalami penambahan
anggaran senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sehingga meningkat
menjadi Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Gubernur Provinsi Papua mengirimkan surat
kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua yaitu surat Nomor 914/7402/SET tanggal
23 Juni 2015 perihal Permohonan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan
Daerah Tahun Anggaran 2015 atas DAK Tambahan Usulan Daerah sebesar
Rp295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar rupiah). Atas permohonan
tersebut, BPKP Perwakilan Provinsi Papua melakukan reviu atas DAK Tambahan yang
memuat nilai Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre sebesar Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah), bukan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar
rupiah), yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor LR-
305/PW26/3/2015 tanggal 7 Juli 2015, antara lain sebagai berikut:

- Reviu meliputi penilaian atas eligibilitas usulan kegiatan oleh pemda untuk
mendapatkan pendanaan DAK Tambahan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2015 yaitu program/kegiatan bidang kesehatan, perdagangan, infrastruktur jalan, dan
infrastruktur irigasi. Reviu tidak mencakup penilaian atas kewajaran volume dan
anggaran biaya kegiatan yang diusulkan. Reviu dilakukan dengan metode desk review
yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;

- Hasil reviu meliputi: Administrasi; Eligibilitas proposal/kegiatan; Jumlah DAK
Tambahan Usulan Daerah yang dapat disalurkan;

- Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu: Usulan/proposal tidak mencantumkan
volume pekerjaan; Total permohonan DAK Pemprov Papua pada Perubahan APBN
Tahun Anggaran 2015 yang diusulkan melebihi Jumlah alokasi DAK Tambahan Usulan
Daerah yang tersedia; Proposal yang disampaikan ke DPR RI tidak didukung data dari
dinas teknis terkait (tidak didukung TOR dan DED dari dinas terkait yaitu Dinas PU
Propinsi Papua).

Bahwa meskipun Laporan Hasil Reviu BPKP menyebutkan nilai Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sesuai dengan surat permohonan DAK Tambahan ke Ketua Banggar DPR RI,
Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) : Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015, namun LUKAS ENEMBE selaku
Gubernur Provinsi Papua melalui selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua
dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA)
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua memerintahkan Natirmanus Demianus
Renyaan selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua

untuk meng-input anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre ke dalam
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Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang tidak berdasarkan kertas kerja

perhitungan teknis penyusunan anggaran.

Bahwa selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas dan kewenangan

sebagai berikut:

- menetapkan Rencana Umum Pengadaan; mengumumkan secara luas Rencana
Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/ Lembaga/Dinas/Instansi
(K/L/D/); menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); menetapkan Pejabat
Pengadaan; menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

- menetapkan: pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pemenang pada Seleksi
atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- mengawasi pelaksanaan anggaran; menyampaikan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelesaikan perselisihan antara
PPK dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi
perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua, DAVID MANIBUI menemui Terdakwa dan mengatakan
bahwa DAVID MANIBUI ingin mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang akan
dikerjakan yang sumber dananya berasal dari DAK Tahun 2015. Atas informasi tersebut,
DAVID MANIBUI menyatakan minatnya untuk mengerjakan proyek Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa

mempersilahkannya;

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, Terdakwa memerintahkan EDY
TUPAMAHU selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan
FERDINAND R. KUHEBA selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk
membuat telaahan teknik terhadap paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran senilai
Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan
selama 3 (tiga) bulan. Hasil telaahan teknik yang dibuat oleh EDY TUPAMAHU dan
FERDINAND R. KUHEBA tersebut dituangkan dalam Hasil Telaah/Kajian Team Teknik
Paket Peningkatan Jalan Kemiri Depappre (24,00 Km) DAK Perubahan 2015, yang
kesimpulannya antara lain, sebagai berikut:
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- Pekerjaan Kemiri-Depapre tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

- Pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre dapat diselesaikan dalam waktu 6
(enam) bulan;

- Untuk dapat menyelesaikan dengan waktu efektif 3 (tiga) bulan, maka: diperlukan
review dana dari Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) menjadi
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dimasukkan pekerjaan pengadaan
Rangka Jembatan dan Tiang Pancang; desain jembatan pada ruas jalan tersebut belum
tersedia.

Selanjutnya EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA menyerahkan hasil
telaahan teknik tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Atas telaahan teknik tersebut, Terdakwa menanggapinya dengan mengatakan "Jalankan
saja” dan "Anggaran Rp90 Milyar tetap harus dioptimalkan". Terdakwa juga memerintahkan
EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA agar membantu DAVID MANIBUI untuk
dapat memenangkan lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km
(DAK) Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya juga memerintahkan EDY TUPAMAHU untuk
membuat HPS/OE Pekerjaan Struktur yaitu berupa Pengadaan Rangka Jembatan dan
Tiang Pancang dengan nilai sekitar Rp47,5 miliar serta memerintahkan FERDINAND R.
KUHEBA untuk membuat HPS/OE Pekerjaan Tanah, yaitu berupa Pekerjaan
Pembuatan Jalan dengan nilai sekitar Rp42 miliar;

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian EDY TUPAMAHU
memerintahkan Ivan Petra Abel selaku tenaga honorer untuk membuat HPS/OE
Pekerjaan Struktur dan FERDINAND R. KUHEBA memerintahkan Melyanto Langi
Paonganan yang juga selaku tenaga honorer untuk membuat HPS/OE Pekerjaan
Tanah.

Bahwa terkait pembuatan HPS/OE Pekerjaan Struktur, EDY TUPAMAHU
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dibutuhkan waktu untuk pembuatan HPS/OE
Struktur, agar dapat memperoleh harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dari pabrikan,
namun Terdakwa mengatakan "Pakai saja harga-harga dulu dengan data-data yang ada".
Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian EDY TUPAMAHU memerintahkan Ivan Petra
Abel untuk menggunakan asumsi harga penawaran dan volume pekerjaan struktur pada
tahun 2012 yang antara lain berasal dari PT. Waagner Biro Indonesia.

Selain itu, oleh karena dokumen perencanaan pembangunan jembatan belum
ada, maka Ivan Petra Abel melakukan sendiri pengukuran panjang jembatan di lapangan,
mempelajari desain-desain jembatan dan dokumen teknis proyek lainnya, membuat
estimasi kebutuhan jembatan, menghitung volume rangka jembatan dan tiang pancang
menyesuaikan dengan harga satuannya, yang semua itu dilakukan tanpa tes sondir dan
boring atas tanah.
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Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015 Ivan Petra Abel menyelesaikan
penyusunan HPS/OE Struktur dengan nilai sebesar Rp42.207.355.000,00 (empat puluh
dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
Sedangkan terkait HPS/OE Pekerjaan Tanah, FERDINAND R. KUHEBA memerintahkan
Melyanto Langi Paonganan untuk berkoordinasi dengan Komang Surata selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kemudian Komang Surata menyerahkan Gambar
Design Perencanaan Teknis Jalan Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun
Anggaran 2009 dan file data tentang Cut and Fill tentang gambar tersebut, yang kemudian
pada tanggal 7 Agustus 2015 Melyanto Langi Paonganan menyelesaikan penyusunan
HPS/OE Pekerjaan Tanah senilai Rp47.332.895.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus

tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Melyanto Langi Paonganan
menyerahkan HPS/OE Pekerjaan Tanah kepada lvan Petra Abel untuk digabung dengan
HPS/OE Struktur, sehingga nilai HPS/OE gabungan menjadi senilai Rp89.530.250.000,00
(delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
termasuk PPN 10%;

Bahwa kemudian beberapa hari sebelum pelelangan, Terdakwa bersama
dengan David Manibui, EDY TUPAMAHU dan FERDINAND R. KUHEBA melakukan
peninjauan ke ruas jalan Kemiri-Depapre guna melakukan penghitungan kembali volume
pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan pagu anggaran yang tersedia.
Pada saat kegiatan tersebut, Terdakwa, David Manibui, EDY TUPAMAHU dan
FERDINAND R. KUHEBA memperkirakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun kemudian Terdakwa
dan DAVID MANIBUI sepakat bahwa nantinya akan dilakukan adendum terhadap kontrak

yang akan ditandatangani.

Di samping itu, DAVID MANIBUI melalui Rusdianto selaku Project Manager PT.
BEP dan WIDODO YULISTIO selaku Kepala Cabang PT. BEP Cabang Jayapura
menyampaikan kepada EDY TUPAMAHU dan Komang Surata bahwa PT. BEP hanya
mampu melaksanakan pekerjaan tanah (jalan) senilai sekitar Rp30 miliar, sehingga
Rusdianto dan WIDODO YULISTIO meminta nilai HPS/OE Pekerjaan Tanah disesuaikan
dengan kemampuan PT. BEP. Atas kemampuan PT. BEP tersebut, EDY TUPAMAHU
menyampaikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan EDY
TUPAMAHU dan Ivan Petra Abel untuk mengubah HPS/OE Pekerjaan Struktur dari senilai
Rp42.207.355.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima
ribu rupiah) ditambah menjadi sekitar Rp60 miliar sehingga untuk Pekerjaan Tanah
berkurang menjadi sekitar Rp30 miliar sesuai kemampuan PT. BEP. Selanjutnya pada

tanggal 11 Agustus 2015, Ivan Petra Abel menyelesaikan perubahan HPS/OE Pekerjaan
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Struktur menjadi senilai Rp61.436.041.706,13 (enam puluh satu miliar empat ratus tiga
puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah tiga belas sen). Sedangkan
untuk Pekerjaan Tanah, Melyanto Langi Paonganan melakukan penyesuaian HPS/OE
menjadi senilai Rp28.094.208.483,45 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta

dua ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh lima sen);

Bahwa selanjutnya DAVID MANIBUI menemui Terdakwa meminta hardcopy
volume rangka jembatan dan tiang pancang jembatan lalu Terdakwa memerintahkan EDY
TUPAMAHU untuk menyerahkannya dengan mengatakan "Tolong dibantu Pak David
diberikan volume rangka jembatan dan tiang pancang karena beliau segera pesan”. Atas
perintah Terdakwa tersebut, kemudian bertempat di depan ruang kerja Edy Tupamahu,
DAVID MANIBUI menerima hardcopy volume rangka jembatan dan tiang pancang dari Edy
Tupamahu, yang akan digunakan oleh DAVID MANIBUI sebagai bahan acuan menyusun

penawaran dalam mengikuti pelelangan;

Bahwa setelah itu DAVID MANIBUI menyerahkan hardcopy volume rangka
jembatan dan tiang pancang tersebut kepada TOMY ISWAHYUDI selaku Direktur PT. BEP
dan memerintahkan TOMY ISWAHYUDI mencari informasi tentang harga pipa pancang ke
PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (PT. SPIl) dan harga rangka baja jembatan ke PT.
Waagner Biro Indonesia (PT. WBI), yang selanjutnya diperoleh penawaran harga sebagai
berikut:

- PT SPIlI mengirimkan surat tanggal 12 Agustus 2015 kepada Tomy Iswahyudi, yang
berisi antara lain penawaran harga pipa baja (Spiral weldwed)-vernish+Bevellend end
(2 sisi) dengan spesifikasi ASTM A 252 Gr 2, ukuran OD 400 mm x 12.0x 6.000 mm,
Jumlah 1.833 batang, harga Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu
rupiah) per batang, total harga sebesar Rp10.481.094.000,00 (sepuluh miliar empat
ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya DAVID
MANIBUI melakukan penawaran dan disepakati harga per batang sebesar
Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga
seluruhnya sebesar Rp10.228.140.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh delapan
juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- PT. WBI mengirimkan surat/dokumen tanggal 5 Agustus 2015 yang ditujukan
kepada TOMY ISWAHYUDI yang ditembuskan kepada David Manibui, yang berisi
antara lain tentang penawaran rangka baja jembatan dengan total harga
Rp11.330.066.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu
rupiah). Atas penawaran tersebut, DAVID MANIBUI menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Kepala Unit Layanan Pekerjaan (ULP)
Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 020/60-
SP/ULP/PAPUA/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, ditujukan kepada Kelompok Kerja
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(Pokja) 14 yang diketuai oleh Johanis Anthonius Piet. Taran dan Indra Rerungan selaku
Sekretaris, untuk melaksanakan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015. Setelah penunjukan Pokja
untuk melaksanakan pelelangan tersebut, kemudian EDY TUPAMAHU menyampaikan
kepada Johanis Anthonius Piet. Taran mengenai perintah Terdakwa agar membantu
DAVID MANIBUI memenangkan lelang Pekerjaan tersebut dan Johanis Anthonius Piet.
Taran menyanggupinya.

Bahwa kemudian Pokja 14 mulai melakukan proses pelelangan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 dimulai
dengan tahap Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui LPSE
dengan alamat website www-Ipse.papua-go.id yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus
2015 pukul 21.00 WIT sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 pukul 21.00 WIT. Dalam

pengumuman tersebut dicantumkan syarat dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi

antara lain, yaitu syarat Dalam Dokumen Penawaran, antara lain: ada metode
pelaksanaan. Syarat dalam Dokumen Kualifikasi, antara lain: memiliki tenaga ahli dengan

kualifikasi keahlian:

- General Manager: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai GM
proyek pekerjaan jalan dan jembatan pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
minimal 8 tahun dengan melampirkan sertifikasi Ahli Teknis Jalan-utama dan sertifikasi
ahli teknik jembatan-Madya yang masih berlaku, serta ijazah akademis (yang telah
dilegalisir) dan KTP;
- Site Manager: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai Manager
Proyek Pekerjaan Jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 8 Tahun dengan
lampiran sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Utama yang masih berlaku serta ijazah akademis
(yang telah dilegalisir)dan KTP;
- Pelaksana: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai pelaksanaan
pekerjaan jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 6 tahun dengan melampirkan
Sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Madya yang masih berlaku serta ijazah akademis (yang
telah dilegalisir) dan KTP.
- Quality Control: satu orang Sarjana Teknik Sipil berpengalaman sebagai Pengendali
Mutu Pekerjaan Jalan pada pekerjaan konstruksi jalan minimal 6 tahun dengan
melampirkan Sertifikasi Ahli Teknik Jalan-Madya yang masih berlaku serta ijazah
akademis (yang telah dilegalisir) dan KTP.
Bahwa dalam rangka mengikuti pelelangan, DAVID MANIBUI memerintahkan
TOMY ISWAHYUDI yang selanjutnya TOMY ISWAHYUDI memerintahkan WIDODO
YULISTIO mengurus kelengkapan keikutsertaan PT. BEP dalam pelelangan dan kemudian

WIDODO YULISTIO memerintahkan stafnya yaitu Jani Andriana untuk menyiapkan seluruh
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dokumen persyaratan lelang, namun ada dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. BEP

yaitu Surat Keterangan Ahli (SKA) dan ijazah personil tenaga ahli;

Bahwa oleh karena ada salah satu persyaratan lelang yang tidak dapat dipenuhi
oleh PT. BEP, kemudian WIDODO YULISTIO menemui Dudi Sutardi selaku Tenaga
Marketing PT. Cendrawasih Mas untuk mencarikan SKA dan ijazah personil tenaga ahli
dengan imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-SKA dan Dudi Sutardi
menyanggupinya. Setelah mendapatkan SKA dan ijazah personil ahli yang dibutuhkan PT.
BEP, kemudian Dudi Sutardi menyerahkan kepada WIDODO YULISTIO dan WIDODO
YULISTIO meng-upload SKA dan ijazah personil tenaga ahli tersebut bersama persyaratan
lainnya ke website LPSE Provinsi Papua. Di samping itu, pada bulan Agustus 2015, Dudi
Sutardi juga diperintahkan oleh Ritoko Arfianto selaku Direktur PT. Cendrawasih Mas agar
PT. Cendrawasih Mas mengikuti pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 namun hanya sebagai perusahaan
pendamping PT. BEP dengan mengatakan “Pak Dudi, itu paket jalan Kemiri-Depapre sudah
tayang, tolong daftar, nanti itu untuk damping PT. BEP”. Atas perintah Ritoko Arfianto
tersebut, Dudi Sutardi kemudian mengumpulkan dokumen lelang, beberapa hari kemudian
Dudi Sutardi menemui WIDODO YULISTIO dan membicarakan tentang harga penawaran

dari PT. Cendrawasih Mas yang harus lebih tinggi daripada penawaran PT. BEP;

Bahwa pada tanggal 28-30 Agustus 2015 Jani Andriana memberikan fasilitas
akomodasi di Hotel Sahid Jayapura kepada Indra Rerungan untuk mempermudah
melakukan koordinasi Jani Andriana dengan Indra Rerungan antara lain saling
mengirimkan file lewat e-mail yang berisi metode pelaksanaan untuk dikoreksi Indra

Rerungan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum di-upload ke website LPSE;

Bahwa setelah itu, pada saat tahap Evaluasi Penawaran pada tanggal 31 Agustus
2015 pukul 16.00 WIT sampai dengan tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 WIT, Pokja
14 ULP menetapkan bahwa peserta lelang yang lulus Evaluasi Administrasi adalah PT.
Bintuni Energy Persada (BEP), PT. Nafri Jaya Pratama dan PT. Cendrawasih Mas.
Terhadap peserta yang lulus Evaluasi Administrasi, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis,

dengan hasil sebagai berikut:

- PT. Bintuni Energy Persada: tidak ada metode pelaksanaan pada item pekerjaan:
Pengadaan jembatan Girder B-25; Pengadaan jembatan Grider B-30; Pengadaan
jembatan Grider B-35; Pasangan batu dengan adukan;

- PT. Nafri Jaya Pratama: tidak ada metode pelaksanaan untuk item pekerjaan antara
lain: Pekerjaan pemasangan batu dan mortar; Penyiapan badan jalan; Pemotongan

pohon pilihan diameter 15-30 cm;
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- PT. Cendrawasih Mas: tidak ada metode pelaksanaan untuk item pekerjaan antara
lain: Pekerjaan pemasangan batu dan mortar; Pemotongan pohon pilihan diameter 15-
30 cm; Pengadaan jembatan Girder B-25.

Selain itu, PT. BEP juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan
dalam Dokumen Pengadaan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) bagian Persyaratan
Kualifikasi Angka 8 huruf e vyaitu “memliliki kemampuan untuk menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini berupa Dump Truk kapasitas
3,5 Ton sebanyak 20 unit”, karena PT. BEP hanya memiliki dump truk sebanyak 10
(sepuluh) unit. Meskipun tidak ada peserta lelang yang lolos tahap Evaluasi Teknis, namun
Terdakwa melalui EDI TUPAMAHU memerintahkan Johanis Anthonius Piet. Taran untuk
menetapkan PT. BEP sebagai peserta yang lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap
Evaluasi Harga. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Harga, Pokja 14 ULP menetapkan PT.

BEP dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang;

Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, setelah pengesahan APBD
Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang di dalamnya memuat kegiatan
pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan
puluh miliar rupiah), pada tanggal 16 September 2015, Terdakwa dan TOMY ISWAHYUDI
menandatangani Kontrak Nomor 050/3492.A tanggal 16 September 2015 tentang
proyek/paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun
Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dengan ketentuan antara

lain sebagai berikut:

- Jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan sudah harus
selesai pada 15 Desember 2015;

- Nilai kontrak pekerjaan adalah Rp 86.893.711.000,00 (delapan puluh enam milyar
delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- Pembayaran pekerjaan dilakukan secara termin, yaitu: 30% pembayaran angsuran
pertama; 45% pembayaran angsuran kedua; 25% pembayaran pelunasan;

- Waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dilakukan
serah terima pertama pekerjaan;

- Ruang lingkup pekerjaan sesuai data kuantitas dan harga pada dokumen kontrak

adalah:
Mobilisasi Ls 1,00 438.350.000,00 438.350.000,00
Drainase :
Pekerjaan galian drainase m? 5.000,00 69.750,00 348.750.000,00

dan saluran air

Pekerjaan pasangan batu m? 750,00 1.854.766,00 1.391.074.500,00
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dengan mortar

Pekerjaan tanah :

Galian biasa m? 210.027,48 86.909,00 18.253.278.259,32
Timbunan Pilihan m? 4.660,07 346.835,00 1.616.273.644,28
Penyiapan badan jalan m? 15.000,00 6.073,00 91.095.000,00
Pemotongan pohon pilih- Bua 2.000,00 1.347.831,04 2.695.662.080,00
an diameter 15-30 cm h

Pekerjaan struktur :

Pengadaan jembatan Kg 29.730,00 29.600,00 880.008.000,00
girder B-25 (1 unit)

Pengadaan jembatan Kg 250.776,00 29.600,00 7.422.969.600,00
girder B-30 (6 unit)

Pengadaan jembatan Kg 181.077,00 29.600,00 5.359.879.200,00
girder B-35 (3 unit)

Pengadaan rangka Kg 74.716,00 29.600,00 2.211.593.600,00
jembatan B-40 (1 unit)

Pengangkutan bahan Kg 29.730,00 4.051,35 120.446.635,50
jembatan girder B-25 (1

unit)

Pengangkutan bahan Kg 250.776,00 4.051,35 1.015.981.347,60
jembatan girder B-30 (6

unit)

Pengangkutan rangka Kg 181.077,00 4.051,35 733.606.303,95
jembatan B-35 (3 unit)

Pengangkutan rangka Kg 74.716,00 4.051,35 302.700.666,60
jembatan B-40 (1 unit)

Pengadaan tiang pancang Kg 1.297.764,00 22.800,00 29.589.019.200,00
diameter 400 mm tebal 12

mm

Pengangkutan tiang Kg 1.297.764,00 4.051,35 5.257.696.181,40
pancang diameter 400 mm

tebal 12 mm

Pasangan batu dengan m? 761,01 1.663.446,24 1.265.899.223,10

adukan

JUMLAH HARGA

78.994.283.441,75
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PPN 10% 7.899.428.344,17
HARGA TOTAL 86.893.711.785,92
HARGA TOTAL DIBULATKAN 86.893.711.000,00

Bahwa beberapa hari kemudian, Rusdianto selaku Project Manager PT. BEP
melakukan pengecekan di lokasi dan kondisi jalan sesuai dengan gambar. Pada saat
melakukan pengecekan di lapangan, Rusdianto menemukan ketidaksesuaian antara

gambar dengan kondisi jalan yang sebenarnya, yaitu:

- Pada STA 16+900, ruas jalan yang digambar Desain Konsultan terdapat belokan ke
kiri namun kenyataannya di lapangan ruas jalannya berbelok ke kanan (tikungan
tajam), sehingga harus dilakukan pengukuran dan desain ulang untuk ruas jalan
tersebut;
- Pada STA 16+700 sampai dengan STA 17+450, pada gambar potongan melintang
jalan hanya terdapat gambar bukit dengan elevasi sekitar 3-4 meter, namun kenyataan
di lapangan elevasi bukitnya sekitar 10-20 meter, sehingga harus dilakukan pengukuran
dan desain ulang untuk ruas jalan tersebut;
- Kondisi geometrik jalan existing, sangat tidak memungkinkan untuk dilewati oleh
kontainer, karena sudut tikungan jalan existing adalah lebih dari 25 derajat yang
seharusnya untuk jalan yang dilewati oleh kontainer seharusnya sudut tikungan jalan
adalah kurang dari 25 derajat. Sedangkan kondisi struktur tanah yang berbukit tinggi
dan ada lembah di sebelah kiri jalan jika tetap dipaksakan maka akan membutuhkan
banyak biaya dan waktu yang tidak mungkin dipenuhi dalam jangka waktu efektif
pekerjaan yang hanya 1,5 bulan.
Atas kondisi tersebut maka Rusdianto mengusulkan kepada DAVID MANIBUI
untuk mendesain trace (jalur) baru untuk STA 16+200 sampai dengan STA 17+575 pada
ruas jalan Kemiri-Depapre dan DAVID MANIBUI menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Rusdianto melakukan pengukuran dan membuat desain trace
jalan baru di ruas jalan tersebut. Setelah itu gambar trace jalan baru diserahkan kepada
Komang Surata, Ferdinand D. Kuheba dan Bertus Tabuni selaku Kepala Bidang Jalan
dan Jembatan untuk dimintakan persetujuan dan ditandatangani. Pada tanggal 16
Oktober 2015 TOMY ISWAHYUDI mengajukan permohonan adendum dengan surat
Nomor 017/ADD/BEP-PT/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

- Sebelum pengajuan permohonan adendum tersebut, DAVID MANIBUI meminta
Rusdianto untuk memasukkan Pekerjaan Timbunan Pilihan ke dalam usulan
addendum, namun Rusdianto menyampaikan kepada DAVID MANIBUI bahwa
pekerjaan ini tidak membutuhkan timbunan pilihan karena tanah bekas galian yang
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merupakan tanah kapur dan berkualitas cukup baik dapat digunakan sebagai tanah
timbunan. Atas penyampaian Rusdianto tersebut, DAVID MANIBUI tetap
memerintahkan Rusdianto agar tetap memasukkan Pekerjaan Timbunan Pilihan ke
dalam usulan addendum, sehingga Rusdianto menuruti perintah David Manibui;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2015 ditandatangani Adendum |
Kontrak Nomor 050/3962 oleh Terdakwa dengan TOMY ISWAHYUDI yang isinya
menambah nilai kontrak menjadi Rp89.530.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar
lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan menambah jangka waktu pekerjaan menjadi
selama 106 (seratus enam) hari kalender atau akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2015;

- Didalam addendum juga dicantumkan volume Pekerjaan Timbunan Pilihan sebesar
24.978,45 m® (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat
puluh lima meter kubik) dan terdapat harga Bahan Pilihan sebesar Rp105.283,20
(seratus lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh sen), sehingga Bahan
Pilihan yang digunakan untuk Pekerjaan Timbunan Pilihan adalah sebesar
Rp105.283,20 x 24.978,45 = Rp2.629.811.147,04 (dua miliar enam ratus dua puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah nol empat
sen), namun pada pelaksanaanya Pekerjaan Timbunan Pilihan tersebut tidak
dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, TOMY ISWAHYUDI mengirimkan surat
Nomor 017/PHO/BEP-PT/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2015 kepada Terdakwa
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang pada pokoknya
menyampaikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km
(DAK) di Kabupaten Jayapura dengan Sumber Dana APBD-P Pemerintah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 telah diselesaikan dengan progress pekerjaan 100%,
padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai, namun untuk
memenuhi syarat prosedural, pada tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa meminta
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri atas Edy Kambuaya selaku
Ketua, Hans Leonard selaku Sekretaris, Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin, Reza Bayu
Pahlavi Ayomi masing-masing selaku Anggota untuk seolah-olah melakukan proses
pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional
Hand Over (PHO);

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Hans Leonard untuk membuat
kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan secara formalitas
(proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan administrasi
sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: Surat undangan rapat panitia Nomor
01/UND-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tanggal 7 Desember 2015;
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Risalah Rapat Panitia Pertama Nomor 02/PAN-PHO/INFRA-JIn.KD/2015
tanggal 8 Desember 2015 di Ruang Rapat Bidang dan Jembatan pada pukul 09.00 WIT
yang dihadiri oleh Edy Kambuaya, Hans Leonard, Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin,
Reza Bayu Pahlavi Ayomi, WIDODO YULISTIO dan Ir. Parulian Marpaung (perwakilan dari
PT. BEP), dan Rony Tandungan (perwakilan dari CV. Cipta Buana Lestari selaku Konsultan
Supervisi). Dalam rapat tersebut disepakati pembagian kelompok dan tugas di antara

panitia penerima pekerjaan, sebagai berikut:

- Kelompok I: Pemeriksaan Administrasi, dengan anggota EDY TUPAMAHU selaku

Ketua dan Ferry Manoppo selaku anggota;

- Kelompok II: Pemeriksaan Visual, dengan anggota Hans Leonard selaku Ketua,

Reza Bayu Pahlavi Ayomi selaku anggota, dan Ronny Tandungan selaku Pendamping;

- Kelompok Ill: Pemeriksaan Mutu, dengan anggota Hans Leonard selaku Ketua,

Aswar Burhanuddin selaku anggota, dan Ronny Tandungan selaku Pendamping;

Surat undangan Rapat Panitia Kedua Nomor 02/UND-PHO/INFRA-JIn.KD/2015

tanggal 9 Desember 2015 dengan acara penyampaian dan pembahasan laporan hasil

pemeriksaan masing-masing kelompok;

- Pada sekitar tanggal 12 Desember 2015 Edy Tupamahu, WIDODO YULISTIO dan
Hans Leonard menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pengiriman tiang pancang dan
rangka jembatan untuk Pekerjaan Struktur tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu
karena permasalahan cuaca yang buruk sehingga pengiriman via laut tidak dapat
dilakukan, karena itu PT. BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan dan
meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, karena kondisi tersebut
merupakan kondisi force majeure;
- Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakan
pekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani
meskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwa
memang benar terdapat kondisi cuaca yang buruk di lautan sekitar Jayapura di bulan
Desember 2015;
- Terdakwa juga memberikan syarat bahwa PT. BEP harus terlebih dahulu
memberikan Pernyataan untuk menjamin pengiriman tiang pancang dan rangka
jembatan dapat dilaksanakan;
- Permintaan membuat Surat Pernyataan oleh Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh
TOMY ISWAHYUDI pada tanggal 15 Desember 2015;
Bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi serah terima pertama
pekerjaan, Terdakwa memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi
secara formalitas (proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam

kelengkapan administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: dibuat Risalah
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Rapat Panitia Kedua Nomor 04/PAN-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tertanggal 14 Desember
2015 yang memuat hasil rapat panitia penerima pekerjaan. Dalam risalah rapat tersebut
dicantumkan mengenai laporan hasil pemeriksaan dan pembahasan dari Kelompok I, Il dan

I, sebagai berikut:

- Kelompok I: melaporkan telah melakukan pemeriksaan administrasi dengan
kesimpulan bahwa PT. BEP telah membuat dan melengkapi administrasi dan data-data
pendukung selama pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana penjelasan detailnya dimuat
dalam Lampiran | Risalah Rapat;
- Kelompok II: melaporkan telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual
terhadap komponen rangka jembatan masing-masing bentang yang tercantum di dalam
daftara kuantitas dan harga untuk disesuaikan dengan volume di lapangan sesuai
Addendum Kontrak Nomor 050/3962 tanggal 27 Oktober 2015, dengan kesimpulan:
seluruh item dan volume pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan leh PT. BEP;
- Kelompok Ill: melaporkan telah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan pada
beberapa lokasi pekerjaan dengan hasil dapat memenuhi spesifikasi teknis maupun
mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak, dengan kesimpulan: Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km (DAK) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan semua pekerjaan di lapangan
dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan maupun gejala kerusakan, sebagaimana
penjelasan detailnya dimuat dalam Lampiran Il Risalah Rapat.
Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor 05/BAP-PHO/INFRA-JIN.KD/2015
tanggal 14 Desember 2015 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
06/BAHP-PHO/INFRA-JIn.KD/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa meskipun pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km
(DAK) belum diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, namun telah dilakukan

pembayaran kepada PT. BEP sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp17.378.742.200,00 (tujuh belas miliar tiga
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)
dikurangi PPN sebesar Rpl1.579.885.655,00 dan Pph Pasal 4 (2) sebesar
Rp473.965.696,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima
ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp15.324.890.849,00
(lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu
delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sesuai Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor 579/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dan SP2D Nomor
4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20 oktober 2015;

- Pembayaran angsuran I, Il dan Il sebesar 80% sebesar Rp54.139.806.240,00 (lima

puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu dua ratus
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empat puluh rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp4.921.800.567,00 (empat miliar
sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh
rupiah) dan Pph Pasal 4 (2) sebesar Rp1.476.540.170,00 (satu miliar empat ratus tujuh
puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) menjadi
sebesar Rp47.741.465.503,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu
juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), sesuai SPM Nomor
844/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D Nomor
6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 26 Nopember 2015;

- Pembayaran pelunasan sebesar Rp18.011.451.560,00 (delapan belas miliar
sebelas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai
SPM Nomor 1111/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D
Nomor 6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 15 Desember 2015.

Bahwa kemudian sejak sekitar tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan sekitar
tanggal 2 Maret 2016, PT. BEP melanjutkan kembali Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, namun pada pelaksanaannya
dalam Pekerjaan Tanah terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang tidak sesuai
dengan volume kontrak berupa pekerjaan galian biasa dan timbunan pilihan senilai
Rp5.886.262.972,19 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam
puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan belas sen). Selain itu pada
Pekerjaan Struktur, terdapat perbedaan berat dari setiap komponen material, yaitu berat
material komponen terpasang lebih kecil dibandingkan dengan berat komponen material
yang dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan
karena spesifikasi teknis pekerjaan struktur jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi
kontrak senilai Rp1.324.472.211,11 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus

tujuh puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah sebelas sen);

Setelah pekerjaan selesai, TOMY ISWAHYUDI mengirimkan surat Nomor
01/FHO/BEP-PT/11/2016, tanggal 3 Maret 2016, perihal Permohonan Serah Terima
Terakhir Pekerjaan (FHO) Paket Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km
(DAK), ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua,
yang pada pokoknya menyebutkan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri—-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 telah berakhir dan
dalam kondisi baik, dan memohon agar dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan guna

pelaksanaan serah terima terakhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui penyelesaian pekerjaan telah lewat
waktu dan masa pemeliharaan kurang dari 3 (tiga) bulan, namun untuk memenuhi syarat
prosedural, pada tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa melalui surat Nomor 050/1519,
memerintahkan Panitia Serah Terima Terakhir Pekerjaan paket Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015, untuk segera melakukan
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pemeriksaan dalam rangka serah terima terakhir pekerjaan dan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan pemeliharaan di lapangan dan mempersiapkan serah terima terakhir

pekerjaan;

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi serah terima pekerjaan,
Terdakwa memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi secara
formalitas (proforma), dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan
administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, yaitu: dibuat surat undangan rapat
panitia | Nomor 01/UND-FHO/DAK-JIn.KD/2016, tanggal 7 Maret 2016.

Risalah rapat panitia pertama Nomor 02/PAN-FHO/DAK-JIn.KD/2016 pada hari
Selasa, 8 Maret 2016, pukul 10.00 WIT di ruang rapat bidang jalan dan jembatan DPUP
Papua, dengan agenda rapat penjelasan pemeriksaan pemeliharaan pekerjaan, dengan

kesimpulan rapat:

- Kelompok 1, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi teknis dan

keuangan setelah serah terima pertama serta memperbaiki/melengkapi kekurangan

yang mungkin belum dipenuhi;

- Kelompok Il, melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan kerusakan pekerjaan

pada masa pemeliharaan, meneliti kondisi pekerjaan yang mungkin mengalami

kerusakan agar mencatat lokasinya kemudian disampaikan kepada pihak kontraktor

untuk segera dilakukan perbaikan;

- Kelompok Ill, melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan di lapangan, apabila

ada kerusakan diluar dugaan, supaya dilakukan pengujian dan penelitian melalui

laboratorium (jika dianggap perlu) untuk dasar pelaksanaan perbaikan.

Penjelasan cara pemeriksaan masing-masing kelompok telah dipahami yang

selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ke lapangan mulai tanggal 8 Maret 2016 dan

penyampaian laporan hasil pemeriksaannya pada 11 Maret 2016.

Dibuat surat undangan rapat panitia Il, dengan surat Nomor 03/UND-FHO/DAK-
Jin.KD/2016, tanggal 10 Maret 2016. Risalah rapat Panitia Kedua Nomor 04/PAN-
FHO/DAK-JIn.KD/2016 tertanggal 11 Maret 2016, disimpulkan dalam rapat, yaitu:

- Kontraktor sudah melakukan pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh)
hari kalender sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam
dokumen kontrak dan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor
050/4826, tanggal 15 Desember 2015;

- Panitia sepakat menerima hasil pemeriksaan masing-masing kelompok dengan
baik, oleh karena itu pekerjaan yang dilaksanakan dan dipelihara kontraktor dapat

diterima untuk dilakukan serah terima terakhir pekerjaan;
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- Setelah serah terima terakhir pekerjaan (FHO), kontraktor PT. Bintuni Energi
Persada telah bebas dari segala tanggung jawab pemeliharaan pekerjaan tersebut;
- Dari laporan yang disampaikan masing-masing kelompok, panitia menilai jika pihak
kontraktor PT. Bintuni Energi Persada telah melakukan pemeliharaan pekerjaan dan
seluruh volume jenis pekerjaan di lapangan tetap cukup/sesuai dan dalam kondisi baik
serta didukung administrasi, teknis dan keuangan yang memenuhi secara lengkap;
Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 05/BAP-FHO/DAK-
Jin.KD/2016, tanggal 11 Maret 2016, yang isinya menyebutkan bahwa sesuai hasil
pemeriksaan yang dilakukan tanggal 8 s.d. 11 Desember 2015, masing-masing kelompok

pada Panitia Serah Terima Pekerjaan sepakat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan administrasi: Pihak kontraktor maupun kegiatan telah melengkapi
persyaratan administrasi, teknik, dan keuangan yang menjadi data pendukung selama
pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pembayaran.

- Pemeriksaan lapangan secara visual: Selama masa pemeliharaan pekerjaan,
kontraktor sudah memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan memelihara
pekerjaan dari kekurangan maupun dari kerusakan, sehingga volume pekerjaan tetap
dalam keadaan cukup dan baik.

- Pemeriksaan mutu: Kondisi pekerjaan masih dalam keadaan baik tanpa ada
kerusakan/gejala kerusakan, dengan demikian mutu perkara dapat terjamin.

Dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 06/BAP-FHO/DAK-
Jin.KD/2016, tanggal 11 Maret 2016. Hasilnya disepakati oleh panitia bahwa kontraktor PT.
Bintuni Energi Persada telah melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama jangka waktu
yang ditentukan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 050/4826,
tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian semua jenis pekerjaan di lapangan dalam
kondisi baik dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilakukan serah terima terakhir

pekerjaan;

- Panitia Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) mengirimkan surat Nomor
07/PAN.FHO/DAK-JIn.KD/2016, tanggal 14 Maret 2016, dialamatkan kepada Terdakwa,
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Dibuat Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) Nomor 050/1769,
tanggal 14 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Tomy Iswahyudi.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DAVID MANIBUI
tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp40.931.277.179,64 (empat puluh miliar
sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh

sembilan rupiah enam puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Nilai Kerugian (Rp)

1. Selisih Harga Pengadaan Material Struktur Jembatan 31.090.730.849,30
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2. Material Bahan Pilihan pada Pekerjaan Timbunan Pilihan 2.629.811.147,04
Tidak Dapat Dibayarkan

3. Kekurangan Volume Pekerjaan :

Volume Pekerjaan Terpasang Tidak Sesuai dengan 5.886.262.972,19
Volume Kontrak

Kekurangan Volume Pekerjaan karena Spesifikasi Teknis 1.324.472.211,11
Pekerjaan Struktur Jembatan Tidak Sesuai dengan

Spesifikasi Kontrak

Jumlah 40.931.277.179,64

Atau setidak-tidaknya di sekitar Jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan
Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan
Keuangan Negara atas Peningkatan Jalan Kemiri Depapre pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 Nomor 17/LHP/XXI1/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan
supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA berupa
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
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3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti Nomor 1 sampai
dengan Nomor 450 (sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam
amar putusan ini) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK
untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DAVID
MANIBUI;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Maret 2020
Nomor 101 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
sebagaimana dalam Dakwaan Kedua perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti yang diurut dari Barang Bukti Nomor BB Nomor 1 sampai

dengan Nomor BB Nomor 451, sebagai berikut:

01. 4 (empat) lembar daftar nama-nama Direksi dan Pemegang saham Per 2016;

02. 1 (satu) bundel Rekap Bulan Desember 2015;

03. 4 (empat) lembar Estimasi Rekap Gaji Kemiri-Depapre Jayapura 26 November
-25 Desember 2015;

04. 1 (satu) lembar Estimasi Gaji / Bulan Project Kemiri Depapre |l 2016;

05. 2 (dua) lembar Rekap Gaji Kemiri — Depapre Jayapura 26 Okt — 25 Nov 2015;

06. 2 (dua) lembar Rekap Bulan Nopember 2015;

07. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT BINTUNI ENERGY
PERSADA” Tanggal 03 Nopember 2013, Nomor 02, Dibuat oleh Kantor Notaris
dan pejabat Pembuat Akta Tanah: DIRHAMDAN, SH;

08. 1 (satu) bundel Akta Pembukaan dan Pengangkatan Kepala Cabang Perseroan
Terbatas “PT BINTUNI ENERGY PERSADA” Cabang Kota Jayapura Tanggal 11
Desember 2013, Nomor 10, Dibuat oleh Kantor Notaris dan pejabat Pembuat Akta
Tanah: HERMAN, SH, M.Kn;
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09. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham Sebagai
pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT BINTUNI
ENERGY PERSADA" Tanggal 09 Desember 2014, Nomor 02, Dibuat oleh Kantor
Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah: DIRHAMDAN, SH;

10. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham Sebagai
pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT BINTUNI
ENERGY PERSADA" Tanggal 25 Nopember 2015, Nomor 44, Dibuat oleh Kantor
Notaris Jakarta Timur: RYAN BAYU CANDRA, SH. Mkn;

11. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham Sebagai
pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT BINTUNI
ENERGY PERSADA” Tanggal 29 Juli 2016, Nomor 28, Dibuat oleh Kantor Notaris
Jakarta Timur: RYAN BAYU CANDRA, SH. Mkn;

12. 1 (satu) lembar Laporan Kas Cab. Kaimana Tahun 2016, PT. Bintuni Energy
Persada, tanggal 12 Januari 2017,

13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Rekening yang ditandatangani oleh
JOI ANTONIUS LEEMANUT (Direktur) PT. Bintuni Energi Persada;

14. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak:
003.15.91579632 yang ditandatangani oleh JOI ANTONIUS LEEMANUT
(Direktur) PT. Bintuni Energi Persada, untuk penagihan uang muka sebesar 20 %
atas pelaksanaan Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00
Km (DAK) dengan nilai Rp17.378.742.000;

15. 1 (satu) bundel Kuitansi luran Jasa Konstruksi Nomor 10115090083, Tanggal 22
September 2015 sebesar: Rp80.544.300,00, Termin: 1;

16. 1 (satu) bundel Surat Setoran pajak (SSP), WP: PT. Bintuni Energi Persada,
Uraian Pembayaran: PPH atas permintaan Uang Muka 20% Pekerjaan:
peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK), sebesar
Rp473.965.696,00;

17. 1 (satu) bundel Surat Setoran pajak (SSP), WP: PT. Bintuni Energi Persada,
Uraian Pembayaran: PPH atas permintaan Uang Muka 20% Pekerjaan:
peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK), sebesar
Rp1.579.885.655,00;

18. 1 (satu) bundel Kuitansi Pemegang Kas daerah AC.21.10.02.01080.1, Setoran
dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua Untuk pembayaran: Set Pihak le-tiga
KPD PAD atas Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km
(DAK), PT. Bintuni Energi Persada, tanggal 15 Oktober 2015;

19. 1 (satu) bundel Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Nomor 900 / 3884,

tanggal 9 Oktober 2015, uraian: Pembayaran muka sebesar 20 % atas
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pelaksanaan Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km
(DAK), dengan nilai Rp17.378.742.000;

20. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Uang Muka 20 % dari PT. Bintuni Energi
Persada kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, tanggal 5
Oktober 2015;

21. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Terdaftar: S-13686KT/WPJ.18/KP.0403/2015,
Kantor Wilayah DJP Papua dan maluku, KPP Pratama Jayapura, untuk wajib
pajak: PT. Bintuni Energi Persada, tanggal 6 Agustus 2015;

22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0215-31-284/B4/BM/15, tanggal
5 Oktober 2015;

23. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BCA 073 Juli

'15, yang berisi:

1) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/007 tanggal 4 Des 15 dengan uraian “Bantuan Pilkada
Info P’'Dav via Phone 3/12/15 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah);

2) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/006 tanggal 4 Des 15 dengan uraian “Bantuan” sebesar
Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

3) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.M.15/12/005 tanggal 4 Desember 15 dengan uraian “BTJ"
sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

4)  Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/002 tanggal 1 Des3mber 15 dengan uraian “BTJ” sebesar Rp
5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

5)  Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/004 tanggal 2 Desember 15 dengan uraian “BTJ” sebesar
Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

6)  Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/003 tanggal 1 Desember 15 dengan uraian “BTJ” sebesar
Rp2.700.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

7)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/002 tanggal 1 Des 15 dengan uraian “Salary BEP
Nov'l5” sebesar Rp47.411.238,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) beserta copy Cek BCA
KCP Muara Karang Utara Nomor BS 752255 tgl 13/11/2015
Rp47.411.238,00;
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8)  Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/001 tgl 1 Des 15 dengan uraian “Pengembalian Pinjaman dari
051" sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

9)  Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/012 tanggal 22 Des 15 dengan uraian “Pinjaman dari Mandiri TI”
sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/020 tanggal 22 Des 15 dengan uraian “Prop BEP Des’15”
sebesar Rp46.028.788,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/016 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Kembalikan
Setoran Kembalikan Pinj BCA DM ke 814035 1777 David Manibui” sebesar
Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah);

12) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/010 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Pengembalian Pinjaman
dan 095" sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah);

13) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/009 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Terima Setoran dari
GMS (BR922718) Kekurangan Salary Okt'15” sebesar Rp2.515.370,00 (Dua
Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

14) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/007 tanggal 15 Des 15 dengan uraian “Pengembalian Kelebihan
Tarikan Pembelian USD” sebesar Rp1.402.000,00 (Satu Juta Empat Ratus
Dua Ribu Rupiah) beserta slip setor BCA tanggal 15-12-2015 dari Nomor
Rek 8040732838 PT. Bintuni Energy Persada Rp1.402.000,00;

15) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/011 tanggal 10 Des 15 dengan uraian “Dana Numpang
Lewat Pindah ke Rek.DM 777, Beli USD 200 x Rp14.000 u/ setor rekening,
pinjaman karyawan an. Syahri, parkir langganan A17" sebesar
Rp605.445.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima
Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-2015
sebesar Rp600.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-
2015 sebesar USD 100 dan 1 (satu) lembar copy Cek BCA KCP Muara
Karang Utara Nomor BS 752263;

16) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/008 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Kekurangan Gaji Okt dan
Yolefa” sebesar Rp1.433.938,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga
Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah;

Halaman 47 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/11/008 tanggal 27 Nov 15 dengan uraian “Kembalikan
Pinjaman ke Proy 20/10'15 DJJ” sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh
Lima Juta Rupiah);

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/11/006 tanggal 24 Nov 15 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Modal dan B.adm” sebesar Rp3.700.005.000,00 (Tiga Miliar Tujuh
Ratus Juta Lima Ribu Rupiah);

19) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/005 tanggal 30 Nov 15 dengan uraian “Kembalikan Pinjaman
LCT” sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

20) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/10/015 tanggal 27 Okt 15 dengan uraian “PC JKT” sebesar
Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta copy Cek BCA KCP Muara
Karang Nomor BQ 733717;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/10/004 tanggal 23 Okt 15 dengan uraian “Kas BEP Sorong”
sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

22) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/004 tanggal 23 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman LCT” sebesar
Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);

23) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/002 tanggal 20 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman 8140289222"
sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

24) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/001 tanggal 16 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman Dari GMS”
sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/09/014 tanggal 22 Sep 15 dengan uraian “Tagihan Notaris
Pembuatan Akta, Pembuatan NPWP, Pengurusan ljin Gangguan/ljin Usaha
Diseperindag, Pembuatan Surat ljin Gangguan & Pengurusan SITU SIUP”
sebesar Rp21.740.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh
Ribu Rupiah);

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/09/011 tanggal 14 Sep 15 dengan uraian “Cicilan ke-1 Mobil
APV” sebesar Rp5.529.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan
Ribu Rupiah);

27) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/010 tanggal 9 Sep 15 dengan uraian “Pembayaran Cicilan APV
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GMS 6 bulan” sebesar Rp33.174.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh
Puluh Empat Ribu Rupiah);

28) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/009 tanggal 4 Sep 15 dengan uraian “PD 008" sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

29) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/008 tanggal 4 Sep 15 dengan uraian “PD 008" sebesar
Rp764.202.700,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua
Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

30) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/007 tanggal 2 Sep 15 dengan uraian “GMS” sebesar
Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

31) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/006 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus’l5”
sebesar Rp98.940.175,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

32) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/005 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus ‘15"
sebesar Rp11.613.625,00 (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam
Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

33) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/004 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus’l5”
sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);

34) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/003 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustusl5”
sebesar Rp42.034.063,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu
Enam Puluh Tiga Rupiah);

35) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/002 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus 2015”
sebesar Rp1.613.625,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam
Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

36) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/001 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP” sebesar
Rp1.572.300,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus
Rupiah);

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/004 tanggal 31 Agustus 15 dengan uraian “B.Adm
Rp30.000, Bunga Rp344.640,98 dan Pajak Bunga Rp168.928,29";
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38) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/003 tanggal 31 Agustus 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian dari Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp17.416.538,00 (tujuh
belas juta empat ratus enam belas lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/011 tanggal 18 Agustus 15 dengan uraian “Ongkos
Bongkar Muat dan Pembelian Solar” sebesar Rp68.825.000,00 (Enam Puluh
Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/011 tanggal 21 Agustus 15 dengan uraian “PT Gevita
Tour inv.TK0115011888 an.Zamsari dan inv.TK0115012007 an Tomy dlII’
sebesar Rp52.788.800,00 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) berserta lampiran;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/009 tanggal 19 Agustus 15 dengan uraian “PT ISO
Elektra  inv.0564/VIII/TB/2015 dan  inv.0565/VIII/TB/2015" sebesar
Rp7.699.500,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Lima Ratus Rupiah) berserta lampiran;

42) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/008 tanggal 19 Agustus 15 dengan uraian “MPM 240713”
sebesar Rp26.127.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tujuh
Ribu Rupiah);

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/007 tanggal 14 Agustus 15 dengan uraian “Pembayaran
ke Supplier” sebesar Rp19.061.000,00 (Sembilan Belas Juta Enam Puluh
Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

44) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/006 tanggal 14 Agustus 15 dengan uraian “Biaya
Supplier” sebesar Rp54.095.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh
Lima Ribu Rupiah);

45) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/005 tanggal 12 Agustus 15 dengan uraian “Bayar
Supplier” sebesar Rp12.138.500,00 (Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/004 tanggal 11 Agustus 15 dengan uraian “Interco 095"
sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) berikut lampiran;
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47) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/003 tanggal 11 Agustus 15 dengan uraian “Interco ke
051" sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/002 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Biaya Upgrade
tiket ke bisnis, tiket an. Maria Evelin & Maria Sarlota, Parkir Member A17
periode 05.09.15, Maintenance A17” sebesar Rp19.895.800,00 (Sembilan
Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Rupiah) berserta lampiran;

49) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/002 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Terima Pinjaman dari
pihak ketiga” sebesar Rp1.564.712.200,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam
Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

50) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/001 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Terima Pinjaman dari
Pihak Ketiga” sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

51) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/001 tanggal 8 Agustus 15 dengan uraian “Pembuatan
BPWP Il LPSE, Ekspedisi Mulya Jaya MJ/07022/SRG/BEP/2015, b.adm”
sebesar Rp6.513.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

52) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/017 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Biaya Admin
Rp30.000,00, Bunga Bank 315.240,36 dan Pajak Bunga Rp63.048,07";

53) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/016 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp33.992.738,00 (Tiga Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan
Rupiah);

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/019 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Salary Jakarta,
Sorong, Bintuni & Eni, Camp Pro Merah - Juli 15" sebesar
Rp226.618.250,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan
Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

55) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/015 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp22.661.825,00 (Dua Puluh Dua Juta
Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah);
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56) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/014 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp22.661.825,00 (Dua Puluh Dua Juta
Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah);

57) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/013 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp67.985.475,00 (Enam Puluh Tujuh Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima
Rupiah);

58) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/012 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp56.654.563,00 (Lima Puluh Enam Juta
Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga);

59) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/018 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Plhak Ketiga By Adm” sebesar Rp2.380.005.000,00 (Dua Miliar
Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ribu Rupiah) dan lampiran;

60) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/011 tanggal 30 Juli 15 dengan uraian “Dana Numpang Lewat
sebesar Rp2.380.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta
Rupiah) dan lampiran;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/017 tanggal 29 Juli 15 dengan uraian “PC Jakarta Dan
Pembayaran Surat Kendaraan” sebesar Rp16.858.000,00 (Enam Belas Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/016 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Tambal Ban
Padaelo, Ban Luar Super 8 pcs, dIlI” sebesar Rp25.405.812,00 (Dua Puluh
Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) dan
lampiran;

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/015 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Pinjaman
Karyawan dan By Renovasi’ sebesar Rp15.443.000,00 (Lima Belas Juta
Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampiran;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/014 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Pinjaman ke Pihak
Ketiga” sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta lampiran;
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65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/013 tanggal 24 Juli 15 dengan uraian “Buku Cek”
sebesar 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/012 tanggal 24 Juli 15 dengan uraian “Buku Cek”
sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

67) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor CB.K.15/07/011 tanggal
23 Juli 15 dengan uraian “Pindah Buku” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga
Puluh Juta Rupiah) dan lampiran;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/010 tanggal 22 Juli 15 dengan uraian “Leasing MPM 23
240713" sebesar Rp26.127.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua
Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

69) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/009 tanggal 14 Juli 15 dengan uraian “Setor Dana Sisa
Renovasi” sebesar Rp561.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/009 tanggal 13 Juli 15 dengan uraian “Pembayaran Tiket
Dan Langganan Parkir” sebesar Rp2.320.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah);

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/008 tanggal 10 Juli 15 dengan uraian “Interco 051,
Intercome 095, Maintenance A17” sebesar Rp1.520.923.500,00 (Satu Miliar
Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/006 tanggal 10 Juli 15 dengan uraian “THR Lebaran
Juli'l5, Jakarta, Sorong, Bintuni&Eri, Camp Pro Merah” sebesar
Rp83.994.250,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

73) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/008 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Terima Pinjaman Dari
Pihak Ketiga” sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);

74) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/007 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Terima Pinjaman Dari
Pihak Ketiga” sebesar Rp1.159.917.700,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh

Sembilan juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah”;
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75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/006 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Pelunasan Kapal
Speedboat” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan
lampiran;

76) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada:
CB.M.15/07/006 tanggal 7 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp75.446.300,00 (Tujuh Puluh Lima Juta
Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);

77) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/015 tanggal 7 Juli 15 dengan uraian “Interco 095"
sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

78) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/004 tanggal 7 Juli 15 dengan uraian “Surya Motor inv
003394, Andi Motor inv 6063 dan biaya transfer” sebesar Rp13.553.000,00
(Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampiran;
79) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/005 tanggal 3 Juli 15 dengan uraian “Terima dari
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp13.498.000,00 (Tiga
Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

80) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/003 tanggal 3 Juli 15 dengan uraian “Sewa Tanah Camp
Merah Periode 20.03.15-20.03.16" sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) beserta lampiran;

81) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/004 tanggal 2 Juli 15 dengan uraian “Terima Dari Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp21.556.100,00 (Dua Puluh Satu Juta
Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);

82) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/002 tanggal 2 Juli 15 dengan uraian “Yopi Computer
Maintenance Junil5, Bantuan Anak Karyawan Masuk RS” sebesar
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran;

83) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/003 tanggal 1 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp32.334.100,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);

84) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor

CB.M.15/07/002 tanggal 1 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
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Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp43.112.200,00 (Empat Puluh Tiga Juta
Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

85) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/001 tanggal 1 Juli 15 dengan uraian “Salary Juni 15"
sebesar Rp215.560.950,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam
Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

86) Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/001 tanggal 1 Juli 15 dengan uraian “Terima Pengembalian
Pinjaman dari Pihak ketiga” sebesar Rp21.556.100,00 (Dua Puluh Satu Juta
Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);

24. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan Rekening
Koran 2015, terdiri dari: a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA
an. PT. Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040732838 periode 31-
12-14 s/d 31-12-15; b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an.
PT. Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040512838 periode 31-12-14
s/d 31-12-15; c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040952838 periode 31-12-14 s/d
31-12-15; d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro (USD) Bank BCA an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040182838 periode 31-12-14 s/d
31-12-15; e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 125-00-2277778-3 periode 01-01-
15 s/d 31-12-15; f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Papua an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 1500110003043 periode 15-01-15
s/d 22-12-15; g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA an. PT. Graha
Manbers Sentosa Nomor Rekening 6840310777 periode 31-12-14 s/d 31-12-
15; h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Papua an. PT. Graha Manbers
Sentosa Nomor Rekening 3010110011933 periode 01-01-15 s/d 07-01-16; i.
1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an. PT. Bintuni Energy
Persada Nomor Rekening 8040622838 periode 31-12-14 s/d 31-12-15; j. 1
(satu) bundel Rekening Koran Giro (USD) Bank BCA an. PT. Bintuni Energy
Persada Nomor Rekening 6370777100 periode 31-12-14 s/d 31-10-15; k. 1
(satu) bundel Rekening Koran BCA Dollar Bank BCA an. Grandy Nomor
Rekening 6840556555 periode 15-11-14 s/d 15-01-16; I. 1 (satu) bundel
Rekening Koran BCA Dollar an. DAVID MANIBUI Nomor Rekening
8040307878 periode 15-11-14 s/d 15-12-15; dan m. 1 (satu) bundel
Rekening Koran Giro Bank BCA an. DAVID MANIBUI Nomor Rekening
8040288989 periode 31-12-14 s/d 31-12-15.
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25. 1 (satu) ordner berwarna biru yang sisi sampingnya bertuliskan Kemiri 2015,
dengan rincian sebagai berikut:

1) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/12/047 tanggal 30/12/15 dengan uraian “Pembelian Rangka
Jembatan-Truss Bridge” sebesar Rp881.800.000,00 (Delapan Ratus
Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

2)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/11/023 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Pengajuan Dana Proyek
Kemiri Depapre” sebesar Rp133.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta
Enam Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/11/021 tanggal 24/11/15 dengan uraian “Kebutuhan DT.Canter
Proy Depapre” sebesar Rp41.572.500,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

4)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/11/022 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Pembelian Solar 50 Ton”
sebesar Rp489.750.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

5)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/11/018 tanggal 20/11/15 dengan wuraian “PT.Intim Irja
Inv.511509408,511509406,BG1246.09.05, CV. Maju Makmur, Syallom
Komputer, Toko Citra Mandiri inv.3721/CM-JYP/2015, PT. Hexindo
inv.63000338, Kas Jkt dst " sebesar Rp65.694.230,00 (Enam Puluh Lima
Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Rupiah) beserta lampiran;

6)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/10/017 tanggal 27/10/15 dengan uraian “Pembayaran Spindo”
sebesar Rp2.045.628.000,00 (Dua Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam
Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

7)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/10/046 tanggal 22/01/16 dengan uraian “Jasa Ekspedisi Barang
(62 unit x @Rp 62.800.000,00)" sebesar Rp1.351.600.000,00 (Satu Miliar
Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

8) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/02/040 tanggal 23/12/15 dengan uraian “Acara Adat” sebesar
Rp389.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

beserta lampiran;
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9) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/12/023 tanggal 16/12/15 dengan uraian “Gaji Desember 2015”
sebesar Rp254.159.231,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/014 tanggal 30/12/15 dengan uraian “Biaya Kirim Barang”
sebesar Rp5.571.900,00 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/012 tanggal 22/12/15 dengan uraian “Gaji Des’15” sebesar
Rp72.573.341,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rlbu
Tlga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/010 tanggal 18/12/15 dengan uraian “Dinamo Generator”
sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) beserta lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/008 tanggal 17/12/15 dengan uraian “THR Natal 2015” sebesar
Rp28.333.300,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Tiga Ratus Rupiah);

14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/005 tanggal 11/12/15 dengan uraian “Biaya Kirim Barang”
sebesar Rp3.550.200,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus
Rupiah) beserta lampiran;

15) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/003 tanggal 02/12/15 dengan uraian “Gaji November 2015”
sebesar Rp72.520.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah):

16) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/12/002 tanggal 01/12/15 dengan uraian “Solar 5 Ton, Biaya Kirim”
sebesar Rp48.981.500,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/11/025 tanggal 24/11/15 dengan uraian “PT.Pulau DOOM
033/BEP-PO/XI/2015" sebesar Rp98.550.000,00 (Sembilan Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/11/004 tanggal 20/11/15 dengan uraian “Biaya Kirim Barang”
sebesar Rp2.588.200,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu

Dua Ratus Rupiah) beserta lampiran;
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19) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/11/002 tanggal 11/11/15 dengan uraian “Biaya Angkut Pengiriman
Barang” sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

20) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/11/001 tanggal 05/11/15 dengan uraian “Solar 5 Ton dan Biaya
Angkut” sebesar Rp45.090.910,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh
Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) beserta lampiran;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/10/006 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Gaji Oktl5” sebesar
Rp70.990.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu
rupiah);

22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/10/002 tanggal 08/10/15 dengan uraian “Biaya Kirim Barang”
sebesar Rp5.188.500,00 (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu
Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

23) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/09/001 tanggal 07/09/15 dengan uraian “Biaya Kirim Barang”
sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

24) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/08/001 tanggal 12/08/15 dengan uraian “Biaya Pengiriman
Barang” sebesar Rp6.580.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/006 tanggal 30/07/15 dengan uraian “Pembelian Solar 10 ton x
Rp9.000” sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/005 tanggal 23/07/15 dengan uraian “Pembelian Solar 10 Ton x
Rp9.000” sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/003 tanggal 10/07/15 dengan uraian “THR Lebaran 2015”
sebesar Rp13.375.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

28) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/002 tanggal 10/07/15 dengan uraian “Permohonan Dana untuk
PBM/TKBM 2 unit Exca 1 mixer TS, Solar Bintuni 2,5 Ton x Rp10.000”
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sebesar Rp34.250.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

29) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/007 tanggal 31/07/15 dengan uraian “Operasional, Part, Kirim
Truk” sebesar Rp11.243.308,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga
Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) beserta lampiran;

30) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/004 tanggal 14/07/15 dengan uraian “Cahaya Timur 31/03/15
dan Cahaya Timur 07/05/15” sebesar Rp17.898.000,00 (Tujuh Belas Juta
Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

31) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBL.K.15/07/001 tanggal 08/07/15 dengan uraian “Cahaya Timur dan
B.Kirim Barang” sebesar Rp88.535.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

32) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/021 tanggal 23/12/15 dengan uraian “Maintenance Website,
Server BEP, Manbers, Sewa Hosting Domain PT. Global Earth Technologi”
sebesar Rp2.050.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

33) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/020 tanggal 22/12/15 dengan uraian “Gaji Des’l5” sebesar
Rp36.678.452,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

34) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/019 tanggal 18/12/15 dengan uraian “THR Natal 2015” sebesar
Rp10.146.250,00 (Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus
Lima Puluh Rupiah);

35) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/018 tanggal 18/12/15 dengan uraian “Biaya Cargo, Biaya
Service dan Service Motor” sebesar Rp46.835.000,00 (Empat Puluh Enam
Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

36) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/017 tanggal 17/12/15 dengan uraian “Inv. DAM OFC 2154
(Bi.Service B 1560 LL)” sebesar Rp23.025.332,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) beserta lampiran;

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/014 tanggal 14/11/15 dengan uraian “B. Perbaikan A17” sebesar
Rp1.084.300,00 (Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)

beserta lampiran;
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38) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/011 tanggal 10/12/15 dengan uraian “Parkir Langgaran A17”
sebesar Rp1.645.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/010 tanggal 08/12/15 dengan uraian “Travel Connexion inv.IV10-
TK-E01871 an Tomy & inv.IV10-TK-E01887 an Tomy, Syahri, Arfian, Edy)”
sebesar Rp7.259.200,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Dua
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/005 tanggal 03/12/15 dengan uraian “Bi. Perjalanan Dinas
CV.Giant Vision inv.047" sebesar Rp6.261.281,00 (Enam Juta Dua Ratus
Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta
lampiran;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/002 tanggal 01/12/15 dengan uraian “Gaji November 2015”
sebesar Rp38.589.067,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);

42) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/12/001 tanggal 01/12/15 dengan uraian “CV Tri Global Tek Inv.ACF-
TGT-1510352, Bi. Perjalanan Dinas, Maintenance IT Nov 2015” sebesar
Rp9.510.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.15/11/007 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Tiket Sorong-JPT an/DM,
Service AC Al7, B.adm” sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga Juta Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

44) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBK.15/11/005 tanggal 20/11/15 dengan uraian “DP Seragam inv.215”
sebesar Rp2.704.000,00 (Rupiah) beserta lampiran;

45) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/11/004 tanggal 13/11/15 dengan uraian “B.Perjalanan Dinas Edy,
Genta Tour TK0115016471, TK0115016712, TK0115016466, B.Perjalanan
Dinas” sebesar Rp12.944.600,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) beserta lampiran;

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/11/003 tanggal 13/11/15 dengan uraian “Pembelian ATK, Parkir
Member Al7, Alomodasi, B.Perbaikan, B.Kirim Dok” sebesar
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Rp6.142.250,00 (Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah) beserta lampiran;

47) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/11/001 tanggal 02/11/15 dengan uraian “Maintenance IT Okt'15”
sebesar Rp2.050.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/018 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Gajo Okt ‘15" sebesar
Rp31.263.298,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu
Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

49) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/017 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Bensin, Ganti Uang
P'Hary, Tiket” sebesar Rp3.166.500,00 (Tlga Juta Seratus Enam Puluh
Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

50) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/016 tanggal 30/10/15 dengan uraian “B. Perjalanan Dinas”
sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) beserta lampiran;

51) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/012 tanggal 20/11/15 dengan uraian “Genta Tour TK0115015192
an Pangihutan, Reebook Tiket Jkt Shy, Reimbursement Audit SBY, Parkir
Member A17 OKtober ‘15" sebesar Rp8.194.320,00 (Delapan Juta Seratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) beserta
lampiran;

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/009 tanggal 10/10/15 dengan uraian “B.Perjalanan Dinas an Edy
S, B. Perjalanan Dinas an Yopiyan " sebesar Rp12.850.000,00 (Dua Belas
Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

53) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/008 tanggal 19/10/15 dengan uraian “Pengajuan Dana untuk
Pembelian Tiket” sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) beserta
lampiran;

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/004 tanggal 08/10/15 dengan uraian “Toko Semeru Teknik
22/07" sebesar Rp5.360.000,00 (Lima JUta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

55) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/002 tanggal 05/10/15 dengan uraian “Renovasi Al7,
B.Perjalanan Din” sebesar Rp5.011.569,00 (Lima Juta Sebelas Ribu Lima

Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) beserta lampiran;
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56) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/10/001 tanggal 12/10/15 dengan uraian “Gaji September ‘15"
sebesar Rp26.776.918,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Enam RlIbu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah);

57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/015 tanggal 29/09/15 dengan uraian “Surya Motor inv.CD Nomor
003016, Mulya Jaya inv.MJ/09001/SRG/BEP/2015, Maintenance IT Periode
Sep’l5, B.Training Finger Print” sebesar Rp15.386.000,00 (Lima Belas Juta
Tiga Ratus Delapan Puluh Enam RIbu Rupiah) beserta lampiran;

58) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/012 tanggal 15/09/15 dengan uraian “inv.SNI, RM Surabaya
inv.RJ240815015, inv.RJ 200815031, Mulya Jaya inv.14/08/15,
MJ/08003/5RG/BEP/2015" sebesar Rp20.653.500,00 (Dua Puluh Juta Enam
Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

59) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/009 tanggal 10/09/15 dengan uraian “Service Mobil B 1560 LL”"
sebesar Rp9.607.900,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

60) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/008 tanggal 09/09/15 dengan uraian “Beli Alat Pel untuk Kantor
Jakarta, Reimbursment Internal Audit Jakarta 02/09-04/09/15, B.adm”
sebesar Rp5.010.072,00 (Lima Juta Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)
beserta lampiran;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/003 tanggal 02/09/15 dengan uraian “Maintenance Kantor A17,
Service Mesin Fotocopy” sebesar Rp4.297.350,00 (Empat Juta Dua Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta
lampiran;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/002 tanggal 01/09/15 dengan uraian “Gaji Agustus 2015”
sebesar Rp132.289.300,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah),

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/09/001 tanggal 01/09/15 dengan uraian “Maintenanve IT, Service
Mobil” sebesar Rp4.354.500,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat
Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/011 tanggal 28/08/15 dengan uraian “Permohonan Dana
Pembuatan Greader Ex Jayapura dlI” sebesar Rp68.825.000,00 (Enam
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Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/0010 tanggal 21/08/15 dengan uraian “PT Genta Tour TK
0115011888, TK 0115012007” sebesar Rp21.488.800,00 (Dua Puluh Satu
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
beserta lampiran;

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/007 tanggal 14/08/15 dengan uraian “Sonic Motor Noya Nomor
07595, Toko Eka Teknik Nota: 15001740, Nota Sorong 08/08/15, PT. Bumi
Irian Indah Nota P19629” sebesar Rp19.061.000,00 (Sembilan Belas Juta
Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

67) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/006 tanggal 14/08/15 dengan uraian “Pinjaman Dana u/Yopiyan
(Maintenance IT) Matandi Motor inv.MM-N0.109622, 108628, 109635"
sebesar Rp54.095.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/005 tanggal 12/08/15 dengan uraian “Karya hasil Nota 20/04/15,
UD Mo Eng Nota V392, B.Adm” sebesar Rp12.138.500,00 (Dua Belas Juta
Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

69) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/08/001  tanggal  03/08/15 dengan uraian  “Mulyajaya
MJ/07022/SRG/BEP/2015”" sebesar Rp3.508.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus
Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/019 tanggal 31/07/15 dengan uraian “Gaji Juli 2015” sebesar
Rp132.282.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Dua Ribu Rupiah);

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/017 tanggal 29/07/15 dengan uraian “Yopi Computer Periode
Juli 2015, Global Earth Tech Juli 2015” sebesar Rp3.550.000,00 (Tiga Juta
Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/016 tanggal 27/07/15 dengan uraian “Salawati Motor Nomor
005604, 005633, 005640”" sebesar Rp10.675.812,00 (Sepuluh Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) beserta

lampiran;
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73) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/015 tanggal 27/07/15 dengan uraian “Bayar Tukang Renovasi
Al7, Pembelian Pillow” sebesar Rp5.765.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

74) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/007 tanggal 10/07/15 dengan uraian “Salary THR Juni 2015”
sebesar Rp56.930.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga
Puluh Ribu Rupiah);

75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/002 tanggal 02/07/15 dengan uraian “Yopi Computer
Maintenance Juni 2015” sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

76) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CB.K.15/07/001 tanggal 01/07/15 dengan uraian “Salary Juni 2015” sebesar
Rp215.560.950,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh
Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

26. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan Inv Steel pipe
SPINDO, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT.
STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Nomor IFP-151788 senilai
Rp2.008.800.002,00 (Dua Miliar Delapan Juta DelapanRatus Ribu Dua Rupiah)
dan Faktur Pajak: 010.004.-15.52226562, beserta lampiran dokumen pendukung;
b. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA
Tbk Nomor IFP-151789 senilai Rp1.406.160.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus
Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Faktur Pajak : 010.004.-
15.52226530, beserta lampiran dokumen pendukung; c. 1 (satu) bundel dokumen
invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Nomor IFP-151850
senilai Rp1.607.040.002,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Puluh
Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak : 010.004.-15.52226717, beserta lampiran
dokumen pendukung; d. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE
INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Nomor IFP-1511949 senilai Rp1.205.280.001,00
(Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah)
dan Faktur Pajak : 010.004.-15.52227033, beserta lampiran dokumen pendukung;
e. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA
Tbk Nomor IFP-15J043 senilai Rp2.008.800.002,00 (Dua Miliar Delapan Juta
DelapanRatus Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak : 010.004.-15.52227166,
beserta lampiran dokumen pendukung; dan f. 1 (satu) bundel dokumen invoice
PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Nomor IFP-15J181 senilai
Rp1.992.060.002,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam
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Puluh Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak : 010.004.-15.52227380, beserta

lampiran dokumen pendukung.

27. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran / Payment Voucher Nomor CBN.K.16/01/032
tanggal 18 / 1/ 16 sebesar Rp933.755.288,00;

28. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran / Payment Voucher Nomor CBN.K.16/01/001
tanggal 4 / 1/ 16 sebesar Rp881.800.000,00;

29. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Papua nomor rekening: 1020114000021 a/n
PT. Bintuni energi periode 01/06/2015 s.d 31/07/2016;

30. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening: 8040732838 a/n PT. Bintuni
energi periode 31/12/2014 s.d 31/10/2016;

31. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Proyek Ruas Kwarja Kemiri;

32. 1 (satu) bundel Faktur Pajak PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT.
Waagner Biro Indonesia, PT. Transporindo Agung Sejahtera, dan PT. Sindita
Salsabila;

33. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2015 PT.
Bintuni Energy Persada;

34. 1 (satu) bundel Addendum | Kontrak Nomor 050 / 3962 Tanggal 27 Oktober 2015
terhadap Surat perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 050 / 3492.A Tanggal:
16 September 2015 Paket Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24,00 Km
(DAK), Lokasi Pekerjaan: Kabupaten Jayapura, Nilai Kontrak:
Rp89.530.000.000,00, Sumber Dana: DAK (perubahan), Tahun Anggaran: 2015,
Penyedia Jasa Konstruksi: PT. Bintuni Energy Persada, Jin. H. Benyamin Sueb
Blok A5 Jakarta Pusat;

35. 1 ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BEP Papua Mandiri
Januari — Desember 2016, yang berisikan:

1) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/12/001 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga” sebesar
Rp1.278.874,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan
Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) beserta lampirannya;

2) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/12/003 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp 3.820.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/12/002 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampirannya;

4)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampirannya;
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5)  Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/11/022 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Bunga sebesar Rp323.204
dan Pajak sebesar Rp164.640,00

6) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/11/001 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Pembayaran | 30% K2”
sebesar Rp11.812.222.972,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Belas
Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua
Rupiah) beserta lampirannya;

7)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/10/001 tanggal 15/10/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

8) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/09/001 tanggal 15/09/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

9)  Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/08/001 tanggal 15/08/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/07/001 tanggal 15/07/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/06/002 tanggal 30/06/16 dengan uraian “Biaya Admin sebesar
Rp30.000,00, Jasa Rpl1.326.817,00, dan Pajak Rp265.363,00" beserta
lampiran.

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/06/004 tanggal 20/06/16 dengan uraian “Pindah Dana Interco BCA
095" sebesar Rp2.635.384.500,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/06/003 tanggal 20/06/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp3.000.000.000,00 (Tlga Miliar Rupiah);

14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/06/002 tanggal 17/06/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp3.000.000.000,00 (Tlga Miliar Rupiah);

15) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/06/001 tanggal 14/06/16 dengan uraian “Uang Muka Proy Kemiri 2"
sebesar Rp11.635.384.500,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
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16) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/05/001 tanggal 15/05/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/04/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/03/001 tanggal 15/03/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

19) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/02/001 tanggal 15/02/16 dengan uraian “Biaya Admin” sebesar
Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

20) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/01/003 tanggal 31/01/16 dengan uraian “Jasa Giro | 2016” sebesar
Rp11.721.559,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima
Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) beserta lampirannya;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/009 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp3.860.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/008 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampiran;

23) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/007 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah); berikut lampirannya;

24) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/006 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana ” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampirannya;

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/005 tanggal 15/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampirannya;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/004 tanggal 14/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampirannya;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/003 tanggal 13/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
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28) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/002 tanggal 08/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

29) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.K.16/01/001 tanggal 08/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

30) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/01/002 tanggal 05/01/16 dengan uraian “Sisa Tunjangan Yotefa”
sebesar Rp13.171.612.300,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu
Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

31) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CP.M.16/01/001 tanggal 04/01/16 dengan uraian “Sisa Tagihan” sebesar
Rp15.882.825.400,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua
Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);

32) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/007 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga” sebesar
Rp550.696,98 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh
Enam Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) beserta lampirannya;

33) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/031 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pembuatan Back Up Data”
sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) berikut lampirannya;

34) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/030 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman BJT” sebesar
Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

35) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/029 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman Tabura” sebesar
Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

36) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/028 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman GMS” sebesar
Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/027 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Sewa Unit (Buldozer,
Excavator, BOMAG)” sebesar Rp290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan
Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

38) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/026 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT. Tobura,
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PInjaman BJT” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/025 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Operasional Proyek
(Pinjaman Pemegang Saham)” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/024 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Tagihan Toko Mimika
Nomor Inv: 004/TM/XII/16) dan Nomor Inv: 005/TM/XII/16)" sebesar
Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) beserta lampirannya;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/023 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Dana Cad.Kas” sebesar
Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

42) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/006 tanggal 29/12/16 dengan uraian “Term Il Kaimana” sebesar
Rp6.126.852.330,00 (Enam Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan
Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah):

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/022 tanggal 27/12/16 dengan uraian “BBM Solar” sebesar
Rp104.994.000,00 (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

44) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/005 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Pinjaman dari MJM”
sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh JUta Rupiah);

45) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/004 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Setor Balik” sebesar
Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah):

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/021 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Sumbangan Natal Gereja”
sebesar Rp52.600.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampirannya:

47) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/003 tanggal 23/12/16 dengan uraian “....(tidak ada)” sebesar
Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/020 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary Karyawan Kaimana
(26 Nop -25 Des 2016), Profesional Fee dan Tiet Karyawan (20 Des 16)”
sebesar Rp67.465.700,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam

Puluh Lima Rlbu Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampirannya;
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49) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/12/002 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pinjaman (MJM) " sebesar
Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

50) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/019 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Aviatour Nomor 826770
TK 32364, Nomor 827275 TK 32540, Nomor 827324 TK 32824, Nomor
827547 TK 32946” sebesar Rp17.039.600.00 (Tujuh Belas Juta Tiga Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

51) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/018 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary Kamimana
Desember 2016” sebesar Rp73.222.040,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) beserta lampirannya

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/017 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal 2016 Kaimana”
sebesar Rp10.040.833,00 (Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus
Tiga Puluh Tiga Rupiah) beserta lampirannya;

53) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/016 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Dana Opr LCT 67
(Kaimana-Lobo-Sorong) Muat Dump Truck 8 unit & Tiket™ sebesar
Rp83.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta lampirannya

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/015 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Tiket Aviatour Nomor
826420TK32055 Kaimana” sebesar Rp5.768.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

55) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/014 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Akomodasi, Danas Ops
Lain Proyek, Ops Kantor Kaimana, Bama & Material Proy Lobo, Pengurusan
Surat Jalan Kendaraan Plat 6 x Rp700.000,00 dst” sebesar
Rp128.768.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

56) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/013 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Sewa DT 8 unit /Lawatrijito
periode 15/12-14/01/2017 (DP)” sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh
Juta Rupiah) beserta lampirannya;

57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/012 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Perjalanan Dinas Budi
Sungkono (Bintuni-Kaimana)” sebesar Rp3.053.000,00 (Toga Juta Lima
Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
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58) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/001 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Intervo dari 095" sebesar
Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);

59) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/011 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Opr Proy Kaimana”
sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

60) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/010 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Toko Mimika Inv.
003/TM/XI/16, Inv. 002/TM/XI/16, Inv. 001/TM/XI/16, Inv. 007/TM/XI/16, Inv.
008/TM/XI/16 " sebesar Rp144.971.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat
Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/009 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Karya Teasil Motor (S.part)
Nomor 010 Kaimana, Eksepdisi Mulya Jaya (MJ/11017/SRG/ BEP/2016
Kaimana, Operasional (PBM, ljin, Kegiatan Pelabuhan Kaimana, Tiket
(Travel Connection Inv.IVIO-TK-F01980" sebesar Rp15.491.025,00 (Lima
Belas Juta Sempat Ratus Sembilan Puluh Satu Rlbu Dua Puluh Lima
Rupiah) beserta lampirannya;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/008 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kaimana”
sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/007 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kaimana”
sebesar Rp290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/006 tanggal 07/12/16 dengan uraian “S.Part (Ratu Motor)
PJ.08111688" sebesar Rp2.710.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/005 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Kekurangan Pembelian Ol
Mediterania SAE 40 (1 drum) PT. Pelumas Unggul Jaya, Pulsa Thuraya, Tol,
Parkir” sebesar Rp6.125.000,00 (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/004 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Salary Kamimana 26
Oktober — 25 Nop 2016, dan BUlan November Kaimana” sebesar
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Rp116.603.887,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu
Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampirannya;

67) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/003 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Tenaga Ahli” sebesar
Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) beserta lampirannya;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/002 tanggal 01/12/16 dengan uraian “OPS Proy Kaimana”
sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

69) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Pemuatan Truck dan
Barang Campuran (dr Sorong-Kaimana)” sebesar Rp225.000.000,00 (Dua
Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/... tanggal 01/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/... tanggal 02/11/16 dengan uraian “Gaji Kaimana (okt 16)”
sebesar Rp99.751.857,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) beserta
lampirannya

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/tanggal 07/11/16 dengan uraian “Tiket Pesawat Susi Air
(Sorong-Kaimana) an Pak Budi Elektro, Travel Connections a.n.
Kuohati/Nicolas)” sebesar Rp2.789.400,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

73) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/001 tanggal 08/11/16 dengan uraian “Termin | Kaimanan”
sebesar Rp6.126.852.330 (Enam Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);

74) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/004 tanggal 08/11/16 dengan uraian “Travel Connection TK-
K0O1803 an B. Halinan, TK-KO1838 an B. Halinan” sebesar Rp7.070.000,00
(Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/005 tanggal 09/11/16 dengan uraian “Pulsa Telpon Satelit
Thuraya XTLife Kaimana, Kekurangan Pembayaran untuk 15 Ton Solar”
sebesar Rp14.110.000,00 (Empat Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

beserta lampirannya;
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76) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/006 tanggal 10/11/16 dengan uraian “Bukopin BED dst...”
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

77) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/007 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Solar 5 Ton, Pengiriman,
Ongkos Bongkar (Toko Mimika) Proyek Kaimana Inv: 004/TM BBM/XI/16"
sebesar Rp52.447.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh
Tujuh RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

78) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/008 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Solar 5 Ton, Transport,
Ongkos Bongkar (Inv: 003,002,001) 3 x Rp52.447.000,00" sebesar
Rp157.341.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

79) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/009 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095, Interco
Bukopin BEP” sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

80) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/010 tanggal 14/11/16 dengan uraian “Ekspedisi 5 unit Dump
Truck (HINO) PT. Gentayu Gema Abadi (50% x Rp135.600.000,00) Pro
Kaimana” sebesar Rp67.800.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

81) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/011 tanggal 15/11/16 dengan uraian “Lemburan dan Retase
(Agustus s.d Okktober 2016) Proyek Pembangunan Jalan Wangatnau”
sebesar Rp9.880.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

82) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/0112 tanggal 16/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095, Interco
BCA 073" sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

83) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/013 tanggal 16/11/16 dengan uraian “Ekspedisi S.Part dst....”
sebesar Rp25.283.141,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

84) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/014 tanggal 17/11/16 dengan uraian “Cash Operasional Proyek”
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;
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85) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/015 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Travel Connections Nomor
Inio-TK-FO1852 an Sumarno” sebesar Rp3.540.000,00 (Tiga Juta Lima
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

86) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/016 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Pelunasan Ekspedisi 5
unit Dumptruck (HINO) PT. Gentayu Gema Abadi (50% x Rp135.600.000,00”
sebesar Rp67.800.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

87) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/017 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Kas Bed Kaiman, BAMA
Proyek Lobo, 2 BA Meja Kantor BEP Kaimana, Invoice Nomor
005/TM/BBM/X1/2006 Toko Mimika, Beli 1 bh TV BEP Kaimana” sebesar
Rp89.447.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

88) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/018 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

89) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/019  tanggal 22/11/16  dengan uraian  “PD  Inv
006/TM/BBM/X1/2016 Toko Mimika (Solar 5 Ton, Transport, Muatan
Kaimana)” sebesar Rp52.447.000 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat
Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

90) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/020 tanggal 22/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

91) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/021 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Travel Connections Nomor
Inv—TK-F01930” sebesar Rp2.420.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

92) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/022 tanggal 24/11/16 dengan uraian “PT Hexindo Filter Housing
Nomor 632E001758, PT. Hexindo ENG O0li, Gear, HAPHYO Oil Nomor
632E01751, Toko WiraJaya (Barang Bangunan)’sebesar Rp54.256.281,00
(Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus
Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

93) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/023 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Toko Mimika sumbangan
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Nomor 001/TM/XI/16” sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

94) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/024 tanggal 24/11/16 dengan uraian “4 Drum Oli Mediteran
dst...” sebesar Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

95) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/025 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Interco BCA” sebesar
Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

96) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/026 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Tiket (Tour & Travel) GA
TK29672, GA TK29454, GA TK30266" sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

97) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/027 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Tax Amnesty (Nop) 2016
PT. Bintuni Energy Persada Nomor A16158989.988" sebesar
Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

98) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/11/002 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Setor Balik CDR MDN
BEP/ F1 517210) sebesar Rp977.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Ribu Rupiah);

99) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/029 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Kekurangan Trakindo
Quotation Nomor 44Q037238 Kaimana, PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor
632E01759 Kaimana, Nota S.Part Nomor 005564" sebesar
Rp17.496.984,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam
Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta lampirannya;

100) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/030 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Trakindo 448037238
Pinjaman Mimika P’Romy, Hexindo” sebesar Rp13.365.958,00 (Tiga Belas
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan
Rupiah) beserta lampirannya;

101) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/031 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Interco 095" sebesar
Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

102) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/032 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Pinjaman Pihak 3
Kaimana” sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

beserta lampirannya;
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103) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/033 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Ops Proyek Kaimana”
sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

104) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/11/003 tanggal 30/11/16 dengan uraian “B.Adm Rp20.000,00,
Bunga Rp3.904.952,66, Pajak Rp780.990, 53, Materai Rp6.000,00, Buku
Cek Rp50.000,00, Materai Rp150.000,00%;

105) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/10/002 tanggal 31/10/16 dengan uraian “B.Adm Rp20.000,00,
Bunga Rp766.624,42, Pajak Rp153.324,88, Materai Rp6.000,00;

106) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/010 tanggal 26/10/16 dengan uraian “Ban Dumptruck (Size
7.50-16.14 PR) Proy Kaimana PO 048" sebesar Rp118.800.000,00 (Seratus
Delapan Belas Juta Rupiah) beserta lampirannya;

107) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/009 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

108) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/008 tanggal 25/10/16 dengan uraian “Karangan Bunga, Dana
Operasional Untuk Sumbangan PESPARAW!I Kantor BEP Kaimana” sebesar
Rp20.500.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

109) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/007 tanggal 21/10/16 dengan uraian “15 Ton Solar @9000 (lot
67), Bi Cleansing untuk 2 Trip, Air Tengki 10 Ret” sebesar Rp144.500.000,00
(Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

110) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/006 tanggal 21/10/16 dengan uraian “Interco BCA 095, Interco
BCA 073" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

111) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/005 tanggal 21/10/16 dengan uraian “Kas Operasional PT. BEP
Cab Kaimana, Bama — Proy Lobo, Besi Kipas Angin 4 unit untuk Base Camp
Lobo” sebesar Rp31.800.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;
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112) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/004 tanggal 19/10/16 dengan uraian “BBM Solar 30 Ton Proy
Kaimana, Nota Tighan Toko Mikika” sebesar Rp385.975.000,00 (Tiga Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

113) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/003 tanggal 18/10/16 dengan uraian “Interco BCA 073, Interco
BCA 095" sebesar Rp1.175.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

114) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/002 tanggal 18/10/16 dengan uraian “Interco BCA 095, Interco
BCA 073" sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

115) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/10/001 tanggal 17/10/16 dengan uraian “DP 20% Pembangunan
Jalan Wanggatnausa” sebesar Rp5.105.704,442,00 (lima Miliar Seratus
Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

116) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.R.16/10/001 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Bi. Referennsi Bank”
sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

117) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/003 tanggal 30/09/16 dengan uraian “Biaya Admin Rp20.000,00,
Bunga Rp9.765,2, Pajak Rp1.953,04, Materai Rp6.000”

118) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/002 tanggal 29/09/16 dengan uraian “Bi.Referensi Bank”
sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

119) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/001 tanggal 08/09/16 dengan uraian “Bi Dukungan dari
Referensi Bank” sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

120) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/08/001 tanggal 31/08/16 dengan uraian “Biaya Admin Rp20.000,00
Bunga Rp65.902,25, Pajak Rp13.180,45, Biaya Materai Rp6.000,00”;

121) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/08/033 tanggal 15/08/16 dengan uraian “Pindah Dana (Interco BCA
095)" sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

122) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/07/002 tanggal 31/07/16 dengan uraian “Biaya Admin
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Rp20.000,00, Bunga Rp39.152,27, Pajak Rp7.830, 45, Biaya Materai
Rp6.000,00”

123) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/07/001 tanggal 25/07/16 dengan uraian “Eni Arguni” sebesar
Rp81.727.114,00 (Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh
Ribu Seratus Empat Belas Rupiah);

124) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/06/001 tanggal 30/06/16 dengan uraian “Biaya Admin Rp20.000,00
Bunga Rp13.548,63, Pajak Rp2.709,73 Materai Rp6.000”

125) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/09/001 tanggal 31/05/16 dengan uraian “Biaya Admin 20.000
Bunga Rp79.716,11 Pajak Rp15.943,22 dan Biaya Materai Rp6.000";

126) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/05/002 tanggal 16/05/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B 1108
PZJ Angsitan 35" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah);

127) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/05/001 tanggal 11/05/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

128) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/04/002 tanggal 30/04/16 dengan uraian “Biaya Admin Rp20.000
Bunga Rp76.792.43 Pajak Rp15.358,49 Biaya Materai Rp6.000,007;

129) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/04/001 tanggal 22/04/16 dengan uraian “Eni Arguni” sebesar
Rp163.454.228,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh
Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

130) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/04/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B1108
PZl Angsuran 34" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah);

131) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/03/001 tanggal 31/03/16 dengan uraian “Bunga Rpl77.241,67
Biaya Admin Rp20.000 Pajak Rp35.448,33 Biaya Materai Rp6.000";

132) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/03/002 tanggal 22/03/16 dengan uraian “Interco BCA 095" sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya,;

133) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/03/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B1108
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PZJ Angsuran 33" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah);

134) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/02/002 tanggal (...) dengan uraian “Biaya Administrasi Rp20.000,
Pajak Rp36.649,46, Biaya Metarai Rp6.000, Bunga Rp183.247,32”

135) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/02/001 tanggal 15/02/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B 1108
PZJ Angsuran 32" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah);

136) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/02/001 tanggal 04/02/2016 dengan uraian “Pembayaran Sewa dari
Eni Arguni” sebesar Rp163.454.239,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta
Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan
Rupiah);

137) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/004 tanggal 31/01/2016 dengan uraian “Biaya Administrasi
Rp20.000, Pajak Rp76.442,55, Biaya Metarai Rp6.000, Bunga
Rp282.212,73";

138) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/004 tanggal 26/01/16 dengan uraian “Interco 095" sebesar
Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah” beserta lampiran;

139) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/003 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian Tobura
Mandiri Dr B. Papua CC 8314971" sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan
Ratus Juta Rupiah);

140) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/002 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian Tobura
Mandiri Perkasa dr B.Papua / CC 831497" sebesar Rp700.000.000,00
(Tujuh Ratus Juta Rupiah);

141) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/001 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian Tobura
Mandiri Perkasa (dr B.Papua / CC 831497)” sebesar Rp900.000.000,00
(Sembilan Ratus Juta Rupiah);

142) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/003 tanggal 25/01/16 dengan uraian “Dipo Mitsubishi FE7U
Angsuran ke 35" sebesar Rp6.218.700,00 (Enam Juta Dua Ratus Delapan
Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah”;
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143) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/002 tanggal 20/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah” beserta lampiran;

144) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/001 tanggal 15/01/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza
B1108PZJ Angsuran ke 31" sebesar Rp4.860.000,00 “Empat Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah”.

36. 1 ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BEP BCA 095

November—Desember 2016 yang berisi:

1) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/067 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
Unit Cicilan ke 16” sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam
Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

2) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/066 tanggal 29/12/16 dengan uraian “Angsuran ke 9 (2 unit
HINO F 260 jm+Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00 (Seratus
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/065 tanggal 28/12/16 dengan uraian “Mitsubishi All New Tritob
Single Cab-HDX Cicilan ke 14" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan Belas
Juta Sembilan Ratus Dua Puluh RIbu Tiga Ratus Rupiah) beserta lampiran;

4) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/064 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Pelunasan Material (CV
Proviednsia Papua) Inv: 002/PP/X1/2006” sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh
Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

5) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/063 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Biaya Perjalanan Dinas
Jepang” sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

6) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/062 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Leasing 8 (Jalan Deere
Crawler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat
Juta Lima Puluh Tujuh RIbu Rupiah) beserta lampiran;

7) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/061 tanggal 23/12/16 dengan uraian “ATK (Kantor Pusat) Inv:
38671, 5 Pesawat Telp (CV.Giant Vision) Inv: 037: 037/KW-6V/XII/16),
Aviatour No: 026772 TK 32395” sebesar Rp7.318.700,00 (Tujuh Juta Tiga
Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampiran;
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8) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/060 tanggal 23/12/16 dengan wuraian “Material (CV
Proviedensia Papua( Inv: 002/PP/XI/2016" sebesar Rp722.723.404,00
(Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Empat Rupiah) beserta lampiran;

9) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/059 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salang K2 Des 2016,
ESTS Desember 2016, Surveyor K2 Desember 2016" sebesar
Rp181.728.270,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua
Puluh Delapan RIbu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) beserta lampiran;

10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/058 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary Karyawan (Kantor
Jayapura) Per: 25 Nop-25 Des 2016" sebesar Rp293.461.000,00 (Dua Ratus
Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) beserta
lampiran;

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/057 tanggal 24/12/16 dengan uraian “Interco Bukopin BEP”
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/056 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT.BTJ Baru”
sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/055 tanggal 21/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT. TOBURA"
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/054 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Biaya Cetak Buku”
sebesar Rp200.00000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

15) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/053 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Manajemen Konstruksi
PT. CIPTA TAHAP 5: Proyek Jembatan Listrik” sebesar Rp200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

16) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/052 tanggal 20/12/16 dengan uraian “PC Jakarta, Exp Mulya
Jaya (No.MH/12001/SRG/BEP/2016), Exp Mulya Jaya (N0.MJ/12004),
Maintenance Website Server (Kantor Pusat), Pajak Mobil HINO (PB 9670 B
& PB 9671 B)" sebesar Rp16.628.500,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus
Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/051 tanggal 25/12/16 dengan uraian “PPN PT. Global Pasific
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Prima” sebesar Rp15.803.247,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Rlbu
Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampiran;

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/050 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan ke
16" sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Ratu Ribu Lima Ratus
Rupiah) beserta lampiran;

19) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/049 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal 2016 Kemiri
DEPAPRE I, THR Natal 2016 Staff Kantor Jayapura” sebesar
Rp96.500.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

20) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/048 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal 2016 K2"
sebesar Rp20.893.333,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tigas Rupiah ) beserta lampiran;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/047 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Pinjaman Karyawan An
Edy Sulistyono 2x (Des-Jan 2017) dan Jadian Pernikahan an Mega” sebesar
Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) beserta lampiran;

22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/046 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Leasing Fortuner (DM)
Angsuran ke 8" sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

23) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/045 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Hitachi Hydralic
Excavator type XZ200-5G cicilan ke 15" sebesar Rp88.061.000,00 (Delapan
Puluh Delapan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

24) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/044 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Pembelian 4000 sak x
Rp81.000 an KUMAEDI" sebesar Rp324.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh
Empat Juta Rupiah) beserta lampiran;

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/043 tanggal 16/12/16 dengan uraian “2 unit HINO FM 260JD
DumpTruck (Angsuran ke 6)" sebesar Rp127.689.000,00 (Seratus Dua
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan RIbu Rupiah)
beserta lampiran;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/042 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Grand Palace unit A-06

AB an Budi Kurniawan, Peningkatan Jalan Kemiri, Kayu dan logistik”
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sebesar Rp93.179.784,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh
Sembilan Rlbu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta
lampirannya;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/041 tanggal 15/12/16 dengan uraian “COR Abutmen 2 +
Wingwail Kemiri Lokasi: Waidron, Pengingkatan Jalan Kemiri: Lokasi
Waipon” sebesar Rp191.883.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampiran;

28) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/040 tanggal 15/12/16 dengan uraian “PLN, Telp dan Visa”
sebesar Rpl12.033.002,00 (Dua Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua
Rupiah) beserta lampiran;

29) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/039 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Dana Sosialiasi K2”
sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

30) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/038 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Pekerjaan Jalan (Ref
060) dan Peningkatan Jalan Kemiri (Ref 087)” sebesar Rp230.225.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima RIlbu Rupiah)
beserta lampiran;

31) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/038 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Sewa Gudang Workshop
It.1 (Kota Jayapura-Papua_ 2015-2016" sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga
Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

32) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/035 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Supplier (CV Maju
Makmur, Padma Jaya, Nusantara Motor, Intim, Hexindo” sebesar
Rp172.071.895,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu
Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) beserta lampiran;

33) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/034 tanggal 14/12/16 dengan wuraian “Sub Kontraktor
Pekerjaan Kembatan dan Jalan RF 096" sebesar Rp184.058.700,00
(Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus
Rupiah) beserta lampiran;

34) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/033 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Dana Sosialisasi K2”
sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta

lampiran;
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35) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/032 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Sewa Apt (an Cu Kong
Fu), Untuk Pak Kiki, Kas Operasioanal BEP SOrong” sebesar
Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) beserta lampiran;

36) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/031 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Ops Proy K2 Dana
Sosialisasi” sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta
Rupiah) beserta lampiran;

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/030 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pekerjaan Jalan (Ref
060) Tahao II, Pembelian Material (Ref 086)" sebesar Rp236.488.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

38) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/029 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pengembalian Pinjaman
ke BTJ” sebesar Rp908.500.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/028 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Interco Mandiri BEP”
sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/027 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pinjaman GMS” sebesar
Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/026 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Aviatour Nomor 825853
TK 0116031519, Kayu Papan Rf 043 Proyek Kemiri Depapre, Kayu Papan
Rf 075 Proyek Kemiri Depapre” sebesar Rp44.238.000,00 (Empat Puluh
Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rlbu Rupiah) beserta lampiran;

42) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/025 tanggal 09/12/16 dengan uraian “PD. Kantor Bantuni
(Untuk SKAMadya Bantuan Lomba Motor Cross, Expedisi Mulya Jaya
MJ/11016, Ekspedisi Mulya Jaya MJ/11012, SPart Andi Motor: Nomor
10442, 10.414, 10.415, Jamsostek (16120.664.1138)" sebesar
Rp85.298.219,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) beserta lampiran;

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/024 tanggal 09/12/16 dengan uraian “COR Apartemen 2 +Wing
Wall (Rf 089) Pelunasan” sebesar Rp53.329.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta

Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan RIbu Rupiah) beserta lampiran;
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44) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/023 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2”
sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

45) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/022 tanggal 09/12/16 dengan uraian “PD Rf 060 Proyek Kemiri
Depapri” sebesar Rp112.050.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/021 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Biaya Sewa Rukan
Grand Palace Al7, Biaya Sewa Ruko di Jalan Gerilyawan Nomor 38"
sebesar Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

47) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/020 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Sub Kontraktor
Pekerjaan Jembatan dan Jalan (Candra Kristo Kamuh) Rf 096 No SPK:
1/2016-07/SPK-SK01/CND/JYP, Jayu Rf 095 Proyek Abutmen Doyo Adiken”
sebesar Rp206.058.700,00 (Dua Ratus Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu
Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampiran;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/019 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

49) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/018 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satua Miliar Rupiah) beserta lampiran;

50) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/017 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2”
sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

51) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/016 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Kas Kecil, Tiket, Sewa
Back Up untuk Mobilitas Tiang Pancang per 20 Nov-19 Des 2016), Logistik
Kantor Kab Jayapura, Biaya Akte Kuasa Direktur PT. BEP, Akomodasi”
sebesar Rp29.545.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/015 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) beserta lampiran;

53) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/014 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Grand Palace Unit A-
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19AC, A-06-AB, RKA-17" sebesar Rp3.977.057,00 (Tiga Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Tujuh RIbu Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/013 tanggal 07/12/16 dengan uraian “COR Abutmen 2 + Wing
Wall (Rf 089)” sebesar Rp53.329.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus
Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

55) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/012 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Autodebet Leasing
Landcruiser Angs ke 3" sebesar Rp51.836.400,00 (Lima Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

56) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/011 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Akomodasi Pak Tommy,
CSTS” sebesar Rp11.121.350,00 (Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Satu
Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/010 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Gaji Karyawan Proyek
Kantor Jayapura per 26 oktober 0 25 November 2016)” sebesar
Rp339.279.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

58) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/009 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Material untuk Proyek
Pek. Rigit Semenisasi, Bronjong, Ruas Jalan Kemiri, CV. Providensia Papua
inv: 002/PP/X1/2016" sebesar Rp1.369.269.235,00 (Satu Miliar Tiga Ratus
Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan RIbu DUa
Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) beserta lampiran;

59) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/008 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Surveyor Kemiri 2, Gaji
CSTS November 2016" sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta
Rupiah) beserta lampiran;

60) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/007 tanggal 05/12/16 dengan uraian “COR Tiang Pancang dan
Lantai Kerja (Rf 042)” sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta
Rupiah) beserta lampiran;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/006 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Honor Pengawas
Lapangan, Upah Lembut P.Kontrak, Dana Umum Operasional” sebesar
Rp77.366.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam
RIbu Rupiah) beserta lampiran;
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62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/005 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Dump 5 unit Angsuran ke
2 (PT SMFL) Leasing Indonesia” sebesar Rp112.352.000,00 (Sebelas Juta
Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) beserta lampiran;

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/004 tanggal 02/12/16 dengan uraian “Aviatoru Nomor
824625TK30608 an Semy Khojojo (CSTS), Aviatour Nomor 824056 TK
30265 an Mansawan, Mapokem, UTBete, HutuBEB Sy, Tikey Lion Air an
Yulistyo Widodo, Maintenance Website, Server BEP, Sewa Hosting, HP
Samsung Perdaana Slmpati, Perpanjangan Pajak STNK B 6144 BYV”
sebesar Rp15.016.000,00 (Lima Belas Juta Enam Belas Rlbu Rupiah)
beserta lampiran;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/003 tanggal 02/12/16 dengan uraian “Pengembalian Pinjaman
Pihak ke-3” sebesar Rp300.000.000,00 (Toga Ratus Juta Rupiah) beserta
lampiran;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/002 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Salary Bulan November
2016” sebesar Rp139.201.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua
Ratus Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Mixer 2 unit 3M3 Cicilan
kel5” sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

67) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/052 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Profesional Fee” sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/051 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2 unit
Cicilan ke 15" sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam
Puluh Lima Rlbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

69) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/050 tanggal 29/11/16 dengan uraian “Rf 067 Kayu Besi Balok,
Kayu Matoa Balok, Kayu Matoa Papan, Rf 051 Mobil Pick Up untuk
Mobilisasi / Transportasi PChandra (20 Oktober — 19 November 2016)”
sebesar Rp10.433.650,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/049 tanggal 29/11/16 dengan uraian “PPn PT. Pratama Mandiri
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Prima” sebesar Rp17.551.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh
Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/048 tanggal 29/11/16 dengan uraian “Angsuran ke 8 C2 Unit
HINO FM 260 JM+Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00 (Seratus
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/047 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Buku Cek” sebesar
Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

73) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/046 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Leasing 7 (Jalan Depre
Ciawuler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat
Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

74) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/045 tanggal 25/11/16 dengan uraian “HDD, Flashdisk 8GB,
Print Server, Kasbon untuk Sdr Henny Sumarni” sebesar Rp14.000.000,00
(Empat Belas Juta Rupiah) beserta lampiran;

75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/044 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Mitsubishi All New Triton
Single Cab-HDX Cicilan ke 13" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan Belas
Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) beserta lampiran;

76) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/043 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Uang Permisi Ondo
Yasionttom (Lokasi: Jembatan Doyo IlI) Pelunasan Rf 048, Ondo Danial
Kreuta ( Lokasi: Jembatan Doyo Advent Pelunasan Rf 050, Uang Tanaman
di Jembatan Waibron, Logistik Material Rf 077" sebesar Rp116,894.500,00
(Seratus ENam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empay Ribu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

77) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/042 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2"
sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

78) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/041 tanggal 24/11/16 dengan uraian “ATK Inv: 37607 CV. Arita
Stattionery, Service AC 17 unit Jakarta, Daba Sosialisasi Kemiri 2 (Hotel
Best Western, Toner Printer Fotocopy Zerox” sebesar Rp6.082.500,00
(Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima ratus Rupiah) beserta lampiran;

79) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/040 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Cash: Trf BCA 073"
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sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

80) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/039 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Tax Reporting (Januari —
Juni 2016) Artha Bumi Raya” sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

81) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/038 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Tahap IV Manajemen
Kontrak PT. Dipta Proyek Jembatan (5 titik) Jayapura, SPK Nomor 111/2016-
06/MK/DIPTA” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampiran;

82) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/037 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Biaya Reimbursement
Nomor Kwi: 002/KWT-Reimburse/lll/21 Nov/2016 —CSTS, Dana Sosialisasi
Kemiri 2" sebesar Rp4.616.479,00 (Empat Juta Enam Ratus Enam Belas
Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) beserta lampiran;

83) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/036 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Biaya Penumpukkan Inv:
075/NHL-Inv/IX/2016” sebesar Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

84) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/035 tanggal 22/11/16 dengan uraian “Jamsostek
(1611.2178.8436) Nop 2016 BEp, M. Bio Solar (N0.1489,1434,1528,1549
PT. SINDITA SALSABILA Proyek Kemiri 2" sebesar Rp196.501.800,00
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus
Rupiah) beserta lampiran;

85) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/034 tanggal 22/11/16 dengan uraian “PD Konsumsi untuk
Team Tender CSTS, Grand Palace Unit A-19 AC” sebesar Rp6.176.112,00
(Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
beserta lampiran;

86) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/033 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Cash Operasional”
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

87) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/032 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan ke 15"
sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus
Rupiah) beserta lampiran;
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88) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/031 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Hitachi Hydraulic
Excavator Type ZX200-5G cicilan ke 14" sebesar Rp88.061.000,00 (Delapan
Puluh Delapan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

89) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.K.16/11/030 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Pengadaan
Material CCR Providensia Papua) Nomor 08/COP/PP” sebesar
Rp202,938.48400 (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta lampiran;

90) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.K.16/11/029 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Jamsostek BEP
(161.007.648.259) Okt 2016, Biaya Pengiriman S.Part via Cargo Udara
Kemiri 2, Niaya Kontrak 1 unit Apartemen an Pak Kiki, Biaya Kontrak 1 unit
Apartemen an Pak Samy” sebesar Rp13.411.800,00 (Tiga Belas Juta Empat
Ratus Sebesa Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

91) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.K.16/11/028 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Papan Matoa (Rf
048), Dana PAM (Marinir Rf 078), Oxygen Rf 079, Brake PAD
Kamparan/Depan/Belakang Rf 081" sebesar Rp35.250.000,00 (Tiga Puluh
Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

92) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.K.16/11/027 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Leasing Fortuner
(DM) Angsuran ke 7" sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus
Empat Puluh Sembilan Rlbu Rupiah) beserta lampiran;

93) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.K.16/11/026 tanggal 17/11/16 dengan uraian “Biaya Meeting
Tender CSTS, Pembayaran Upah Kerja Subkon P Cendra, Pembayaran
Sewa DT, Rawat Inap an Desy Mariana, 1 Set Legalisasi Surat Kuasa Nomor
Reg 597/2016" sebesar Rp316.790.165,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh RIbu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)
beserta lampiran;

94) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/021 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga” sebesar
Rp2.299.750,17,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Tujuh Ratus Lima Puluh Koma Tujuh Belas Rupiah) beserta lampiran;

95) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/020 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
Leaseback Mixer” sebesar Rp284.076.500,00 (Dua Ratus Delapan Puluh
Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
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96) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/019 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
LeaseBack DT” sebesar Rp131.678.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

97) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/018 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
Lease Back DT” sebesar Rp93.169.250,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta
Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

98) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/017 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
Lease back DT” sebesar Rp131.678,000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rlbu Rupiah);

99) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/016 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
Leasback DT” sebesar Rp131.678,000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rlbu Rupiah);

100) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/015 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Setor Balik”
sebesar Rp9.200.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

101) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/014 tanggal 23/12/16 dengan uraian “...” sebesar
Rp490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

102) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/013 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke 3" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
beserta lampiran;

103) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/012 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke 3" sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh
Juta Rupiah) beserta lampiran;

104) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/011 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke-3" sebesar Rp540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh
Juta Rupiah) beserta lampiran;

105) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/010 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Dana Gaji Des 2016” sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
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106) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/009 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Kelebihan Dana
Speedy” sebesar Rp382.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua RIbu Lima
Ratus Rupiah;
107) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/008 tanggal 19/12/16 dengan uraian “drGarnad Palace
unit AO6 Ab an Budi Kurniawan (Setor Balik)” sebesar Rp685.200,00 (Enam
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
108) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/006 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Tolakan Opname
P Cendra” sebesar Rp184.058.700,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta
Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
109) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/005 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco dari
Papua” sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh
Juta Rupiah);
110) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/004 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Interco dari Bank
Papua” sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
111) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/003 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Sisa Pembelian HDD” sebesar Rp415.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Ribu
Rupiah) beserta lampiran;
112) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/002 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Setor Balik”
sebesar Rp8.600.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Rlbu Rupiah);
113) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Interco” sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

37. 1 ordner berwarna biru yang sisi sampingnya bertuliskan BEP BCA 095 Agustus —

September 2016, yang berisi:

1) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/051 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Pembayaran Upah
Kerja Dirkeet/BaseCamp Proyek Kemiri Depapre, Pembayaran Upah Kerja
Subkon P Cendra Proyek Kemiri Depapre” sebesar Rpl125.602.860,00
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua RlIbu Delapan Ratus Enam

Puluh Rupiah) beserta lampiran;
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2) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/050 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Gaji Karyawan Proyek
Cabang Jayapura (26 Agustus 2016-25 September 2016) " sebesar
Rp321.057.100,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu
Seratus Rupiah) beserta lampiran;

3) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/049 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Biaya Surveyor
Peningkatan Jalan Proyek Kemiri Depapre (Sep 2016)” sebesar
Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

4)  Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/048 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Gaji Kemiri 2
September 2016” sebesar Rp88.132.870,00 (Delapan Puluh Delapan Juta
Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) beserta
lampiran;

5) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/047 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Premi Asuransi Tahun
ke 2" sebesar Rp37.126.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh
Enam RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

6) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/046 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
Unit Cicilan ke-13” sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam
Puluh Lima Rlbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

7) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/045 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Pembayaran Tahap 03
Jasa Technical Advisor DIPTA SM Proyek Jembatan Jayapura, SPK 003/inv-
Jayapura/111/19 September 2016)” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus
Juta Rupiah) beserta lampirannya;

8) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/044 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Angsuran ke 6 (2 unit
HINO FM 260 JM + Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00
(Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Rlbu Rupiah) beserta
lampirannya;

9) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/043 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Perjalanan Dinas
Jayapura, PD Proses Tender CSTS Pekerjaan Konstruski Comp 5500 PUB,
PC Kas Jakarta” sebesar Rp32.625.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Enam
Ratus Dua Puluh Lima RlIbu Rupiah) beserta lampirannya;

10) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/042 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Laptop Core i7 Opr
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Jayapura” sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

11) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/041 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Cicilan ke-17" sebesar
Rp15.780.500,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh RIbu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

12) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/040 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Mitsubishi All New
Triton Single Cab-HDX Cicilan ke 11" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan
Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh RIbu Tiga Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

13) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/039 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Leasing S (John Deere
Crawler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat
Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

14) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/038 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “Pembelian Solar
Industri 12.000 Itr & Transportasi Proyek Kemiri Depapre” sebesar
Rp195.640.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

15) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/037 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “BAMA Depapre (Per
Okt 2016) Kemiri Depapre, BAMA Depapre (per Sep 2016) Kemiri Depapre,
Sewa Mobil Pick Up untuk Mobilisasi Team Tiang Pancang” sebesar
Rp59.500.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

16) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/036 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “BBM Solar &
Transportasi untuk Proyek Kemiri 2 PO: 037A/BEP-PO PT. SANDITA
SALSABILA” sebesar Rp46.558.500,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima
Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

17) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/035 tanggal 23/09/2016 dengan uraian “Inv 004 United
Tractors MR 020" sebesar Rp9.123.180,00 (Sembilan Juta Seratus Dua
Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) beserta lampirannya;

18) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/034 tanggal 23/09/2016 dengan uraian “Perjalanan Dinas Desy
Mariana (10 Sep-20 Sep 2016), Kekurangan Perjalanan Dinas Desy Mariana

Halaman 94 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11 Agustus 0 9 September 2016)" sebesar Rp2.293.500,00 (Dua Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

19) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/033 tanggal 24/09/2016 dengan uraian “Leasing Fortuner (DM)
Angsuran ke 5” sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

20) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/032 tanggal 22/09/2016 dengan uraian “Leasing BFI 35"
sebesar Rp47.718.500,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan
Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

21) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/031 tanggal 22/09/2016 dengan uraian “PD Kantor Cabang
Jayapura Kas” sebesar Rp80.616.500,00 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus
Enam Belas RlIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

22) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/030 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Besi Beton 2 x
28.400.000 dan Dokumen & Seal” sebesar Rp57.050.000,00 (Lima Puluh
Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

23) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/029 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Pelunasan 75% PO:
033/BEP-PO/VIII/2016 Nestable Flange E100 PT. Catalya Metal Perkasa”
sebesar Rp196.143.750,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus
Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta
lampirannya;

24) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/028 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “PD Kebutuhan Proyek
Kemiri Depapre (Mobilisasi & Sosialisasi), PD Kebutuhan Proyek Kemiri
Depapre (Panjar Tukang Jembatan)” sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

25) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/027 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Jamsostek BPJS,
Tambahan Bongkar Besi Beton PT. Nusantara Hebat Logistik” sebesar
Rp8.110.000,00 (Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

26) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/026 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part dst” sebesar
Rp17.106.221,00 (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Dua
Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

Halaman 95 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/025 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part for Blade
Hitachi Description Proyek Aroba” sebesar Rpl17.037.711,00 (Tujuh Belas
Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) beserta
lampirannya;

28) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/024 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part untuk alat-alat
Berat, Tax Reporting (Jan-Jun 2016) PT. BEP, Supplier Andi Motor (Rantai)”
sebesar Rp73.268.194,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) beserta lampirannya;

29) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/023 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan ke
13" sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Satu Rlbu Lima Ratus
Rupiah) beserta lampirannya;

30) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/022 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Hitachi Hydraulic
Excavator tipe ZX200-5G cicilan ke 12" sebesar Rp146.768.000,00 (Seratus
Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

31) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/021 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Service Unit Hitachi”
sebesar Rp83.661.381,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta
lampirannya;

32) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/020 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Biaya Tolakkan”
sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

33) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/019 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Asuransi Th 2"
sebesar Rp47,570.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh
Rlbu Rupiah) beserta lampirannya;

34) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/018 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Angsuran ke 11 Motor
Grader” sebesar Rp30,856.500,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Enam Rlbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

35) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/017 tanggal 16/09/2016 dengan uraian “2 unit HINO RN 260
JO Dump Truck (Angsuran ke 3)” sebesar Rp127.689.000,00 (Seratus Dua
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Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rlbu Rupiah)
beserta lampirannya;

36) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/016 tanggal 15/09/2016 dengan uraian “HINO FM 260 JM &
Mixer Cicilan ke 12" sebesar Rp71.763.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

37) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/015 tanggal 14/09/2016 dengan uraian “Listrik Sep 2016, Telp,
VISAT M2” sebesar Rp10.393.392,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan
Puluh Tiga RIbu Tlga Ratus Sembialn Puluh Dua Rupiah) beserta
lampirannya;

38) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/014 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Solar (10.000 liter @
Rp9.011,70) & Transportasi (2 x Rp2.000.000)" sebesar Rp93.117.000,00
(Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

39) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/013 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “S.Part untuk Alat2
Berat untuk Proyek Kemiri Depapre, Aviatour Nomor 808144 Tujuan CGK-
DJJ an Desy Mariana” sebesar Rp12.035.194,00 (Dua Belas Juta Tiga Puluh
Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) beserta lampirannya;

40) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/012 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Tax Reporting
(Januari-Juni 2016) PT. BEP inv: 005/ABR/VIII/16 dan Jamsostek PT. BEP
Sorong” sebesar Rp65.661.744,00 ( Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Enam Puluh Enam Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
beserta lampirannya;

41) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/011 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Cicilan ke-16" sebesar
Rp22.357.500,00 (Dua Puluh Dua Juta Tlga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu
Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

42) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/010 tanggal 09/09/2016 dengan uraian “Sewa Dump Truck
Peningkatan Jalan Kemiri Depapre 1.9.2016” sebesar Rp160.000.000,00
(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

43) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/009 tanggal 08/09/2016 dengan uraian “DP MObil” sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;
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44) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/008 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Hydrolic Breaker”
sebesar Rp258.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

45) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/007 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “PD Sosialisasi BEP
Jayapura” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

46) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/006 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Jasa Technical Advisor
DIPTA CM Tahap 02 Proyek Jembatan Jayapura” sebesar
Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

47) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/005 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Biaya Buku Cek”
sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

48) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/004 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Mixer 2 Unit 3M3
Cicilan ke 12" sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

49) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/003 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “PD Pemindahan
Jaringan Kabel Telp dan Listrik” sebesar Rp127.971.100,00 (Seratus Dua
Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)
beserta lampirannya;

50) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/002 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

51) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/001 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Biaya Tollakan Bank”
sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

52) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/048 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Gaji Kemiri 2 (Agustus
2016)” sebesar Rp104.173.225,00 (Seratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) beserta lampirannya;

53) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/047 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Gavanite Corrugated
Steel Pipe (Gorong-Gorong) PT. Cahaya Metal Perkasa” sebesar
Rp65.381.250,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu

Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) beserta lampirannya;
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54) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/046 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “PD Sosialisasi”
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

55) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/045 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Gaji Karyawan Proyek
Kantor Cab. Jayapura (25 Juli-26 Agustus 2016) Kemiri 2" sebesar
Rp230.512.450,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Rlbu
Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampirannya;

56) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/044 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Solar Industri &
Ekspedisi (15.000 X Rp7.600) Proyek LCT PT. Bina Maju Utama” sebesar
Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Rlbu Rupiah)
beserta lampirannya;

57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/043 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Leasing 4 (John Deere
Crowler Dozer)” Rp455.716.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta
Tujuh Ratus Enam Belas RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

58) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/042 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Biaya Tolakkan
Klearing” sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

59) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/041 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
Unit Cicilan ke 12" sebesar Rp129.693.400,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

60) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/040 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Angsuran ke 5 (2 unit
HINO F 260 JM+Mixer On The Road)” sebesar Rp151.230.000,00 (Seratus
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

61) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/039 tanggal 29/08/2016 dengan uraian “Pembelian Olie Untuk
Proyek Kemiri Depapre (CV Sucessful Nasional)” sebesar Rp45.900.000,00
(Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

62) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/038 tanggal 28/08/2016 dengan uraian “Espedisi Mulya Jaya
No MJ/08006 S.part Mobil (Kemiri Depapre) dan Perjalanan Dinas P'Tomy ”
sebesar Rp16.550.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) beserta lampirannya;
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63) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/037 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Cicilan ke 16” sebesar
Rp15.780.500,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Rlbu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

64) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/036 tanggal 26/08/2016 dengan uraian “Besi Beton (3.205
Batang) PT. Putra Baja Deli” sebesar Rp255.189.792,00 (Dua Ratus Lima
Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua Rupiah) beserta lampirannya;

65) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/035 tanggal 25/08/2016 dengan uraian “Mitsubishi All New
Triton Single Cab-HDX Cicilan ke 10" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan
Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

66) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/034 tanggal 24/08/2016 dengan uraian “Reimbursement Tiket
Pesawat Tim Surveyor Proyek Jembatan Jayapura (DIPTA)” sebesar
Rp15.584.366,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) beserta lampirannya;

67) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/033 tanggal 24/08/2016 dengan uraian “Solar Industri &
Transportasi (20.000 liter) @ Rp9.070” sebesar Rp187,400.000,00 (Seratus
Delapan Puluh TUjuh Juta Empat Ratus RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

68) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/032 tanggal 23/08/2016 dengan uraian “Bar Bender & BAR
Cutter Kemiri Depapre, Jamsostek BEP Jakarta (Agustus 2016)” sebesar
Rp66.348.480,00 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan
Rlbu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) beserta lampirannya;

69) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/031 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Leasing BFI 34"
sebesar Rp47.718.500,00 (Empat Puluh Tujuh Juta tujuh Ratus Delapan
Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

70) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/030 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Pengadaan MEP
Tahap IA PT. Nugroho Teknik” sebesar Rp330.682.787,00 (Tiga Ratus Tiga
Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampirannya;

71) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/029 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Sosisaliasi, Kebutuhan
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Kantor JPR, Mandiri BEP Jayapura, Dana Sosialisasi Kemiri 2 " sebesar
Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

72) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/028 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Sakai Vibro Clcilan ke
12" sebesar Rp33.304.500,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu
Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

73) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/027 tanggal 19/08/2016 dengan uraian “Hitachi Hydralulic
Excavator type ZX200-5G cicilan ke 11" sebesar Rp146.768.000,00 (Seratus
Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

74) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/026 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Leasing Fortuner
Angsuran ke 4" sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

75) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/025 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Angsuran ke 10 Motor
Grader” sebesar Rp30.856.500,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

76) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/024 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “MEP Tahap 1A Proyek
MHotel SK 02, Pinjaman BMS 031 PT. Nugroho Teknik” sebesar
Rp330.682.787,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampirannya;

77) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/023 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “Perhitungan PPh
terhitung Pasal 21 2015” sebesar Rp10.825.000,00 (Sepuluh Juta Delapan
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

78) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/022 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “HINO FM 260 JM x
Mixer Cicilan ke 11” sebesar Rp71.763.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

79) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/021 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “2 unit HINO FM 260
JO DUMP TRUCK (Angsuran ke 2)" sebesar Rp127.689.000,00 (Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

80) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/020 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Solar Industri &
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Transportasi PT. Sindita Salsabila” sebesar Rp96.060.000,00 (Sembilan
Puluh Enam Juta Enam Puluh Rlbu Rupiah) beserta lampirannya;

81) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/019 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Kebutuhan Safety
Equipment Kemiri Dedapre” sebesar Rp53.308.500,00 (Lima Puluh Tiga Juta
Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

82) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/018 tanggal 12/08/2016 dengan uraian “Pinjaman Proyek”
sebesar Rp83.601.381,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Satu Ribu
Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

83) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/017 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Tiket Sriwijaya an
Guntur CKG-UPG, Listrik, Telp, VISAT" sebesar Rp12.499.935,00 (Dua
Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
Tiga Puluh Lima Rupiah) beserta lampirannya;

84) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/016 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Perjalanan Dinas Desy
Mariana Proyek Kemiri Depapre, Kasbon Desy Mariana, Setor Balik”
sebesar Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

85) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/015 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Pembelian Hammer
M-35 untuk Proyek Kemiri 2" sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

86) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/014 tanggal 10/08/2016 dengan uraian “Stiker Scottlight, Uang
Makan, Parkir A17 Langganan” sebesar Rp14.520.000,00 (Empat Belas Juta
Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

87) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/013 tanggal 10/08/2016 dengan uraian “Cicilan ke 16" sebesar
Rp22.357.500,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu
Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

88) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/012 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Kasbon Burongan
Jembaran P Cendra Kamuh, Operasional dan Setor Balik” sebesar
Rp304.540.700,00 (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Empay Puluh Ribu
Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

89) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/011 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Biaya Bagasi Pesawat,
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Akomodasi dan Kekurangan Perjalanan Dinas an Lina Tunjangan Jayapura”
sebesar Rp3.691.100,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu
Seratus Rupiah) beserta lampirannya;

90) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/010 tanggal 05/08/2016 dengan uraian “Peningkatan Jalan
Kemiri Depapre” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

91) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/009 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Biaya Perjalanan
Dinas Faktur Ke Manokwari” sebesar Rp5.068.500,00 (Lima Juta Enam
Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

92) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/008 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Ekspedisi Mulya Jaya
(MJ/06013/JPR/BEP/2016) Kemiri Depapre, Komersil Pekerjaan UT&Megger
Uji (LCT, 67) Pinjaman BCA 051" sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh
Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

93) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/007 tanggal 02/08/2016 dengan uraian “Gaji Bulan Juli 2016”
sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

94) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/006 tanggal 02/08/2016 dengan uraian “Mixer 2 Unit 3M3
Cicilan ke 11" sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

95) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/005 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Ekspedisi untuk Besi
Beton Tujuan: Depapre Jayapura Proyek Jembatan Depapre Papua”
sebesar Rp258.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

96) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/004 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Gaji Juli 2016, Gaiji
Karyawan Non Staf Cab Jayapura (25 Juni-26 Juli 2016) BEP Jayapura”
sebesar Rp155.791.676,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) beserta
lampirannya;

97) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/003 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;
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98) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/002 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
Unit Cicilan ke 11" sebesar Rp129.663.400,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

99) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/001 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “BBM Solar 1000 liter”
sebesar Rp96.650.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

100) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/022 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Biaya Administrasi
Rp30.000,00, Bunga Rp160.761.78, Pajak Bunga Rp32.152.36;

101) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/021 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 446911” sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

102) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/020 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 4469 10) " sebesar Rp310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta
Rupiah);

103) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/019 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Setor Balik (dari BCA
095/BY 647936)" sebesar Rp16.203.726,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus
Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

104) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/018 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 446903" sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);

105) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/017 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
073 BY 647949" sebesar Rp48.750.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Rlbu Rupiah);

106) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/016 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ446898" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

107) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/015 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095 BY 647948" sebesar Rp66.700.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh
Ratus Rlbu Rupiah);
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108) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/014 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 446897" sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

109) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/013 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 446891" sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah):

110) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/012 tanggal 14/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 4466889” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

111) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/011 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095 / 6479181" sebesar Rp6.568.194,00 (Enam Juta Lima Ratus Enam
Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah):

112) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/010 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095 BY 647916" sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah);

113) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/009 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Pengembalian Sisa
Perjalanan Dinas dari BCA 095 BY 647926" sebesar Rp1.500.000,00 (Satu
Juta Lima Ratus Rlbu Rupiah) beserta lampirannya;

114) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/008 tanggal 09/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 446888" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

115) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/007 tanggal 08/09/2016 dengan uraian “Pinjaman dari BTJ
Lama GT 899386” sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

116) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/006 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095/BY 647928" sebesar Rpl12.555.237,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus
Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

117) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/005 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
072/BZ 4468821" sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

118) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/004 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BZ 446883" sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
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119) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/003 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Pengembalian Dama
Sosialiasi dari BCA 095 BX 232845 Tgl 27 Juni 2016” sebesar
Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

120) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/002 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Pengembalian
Marketing dari BTJ lama GT 899678" sebesar Rp83.661.400,00 (Delapan
Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

121) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/001 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Tolakkan Bank dari
BCA 095 BY 647929” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

122) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/020 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Biaya Adm
Rp30.000,00 Bunga Rp242.318,50, Pajak Bunga Rp48.483,76;

123) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/019 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Pinjaman BCA 095
dari MdrBTJ GT 899396” sebesar Rp88.500.000,00 (Delapan Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Rlbu Rupiah):

124) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/018 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Setor Balik BCA 095
Kelebihan Permohonan Gaji Agustus 2016” sebesar Rp9.000.000,00
(Sembilan Juta Rupiah);

125) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/017 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Interco BCA 095 dari
BCA 073 BY 716250” sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh
Juta Rupiah);

126) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/016 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Pinjaman BCA 095
dari Mdr BTJ lama GT 899396" sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) ;

127) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/015 tanggal 29/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 446878 sebesar Rp665.000.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima
Juta Rupiah):

128) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/014 tanggal 26/08/2016 dengan uraian “Pengembalian HUtang
dari MDR BTJ Lama GT 899370” sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah);
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129) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/013 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095 BY 647906" sebesar Rp323.434.833,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga
Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empay Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga
Rupiah);

130) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/012 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BY 716246" sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

131) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/011 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Tolakkan Bank dari
BCA 095 BY 647917" sebesar Rp330.682.787,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rlbu Tujuh Ratus Delapan Puluh
Tujuh Rupiah);

132) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/010 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari MDR BEP
FT 517469” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

133) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/009 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BY 716245" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

134) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/008 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BY 716237" sebesar Rp287.500.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

135) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/007 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA 073
BY 716241" sebesar Rp350.000.000,00 Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);

136) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/006 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Setor Balik dari BCA
095 BY 647912" sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

137) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/005 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Setor Balik” sebesar
Rp154.540.700,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat
Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

138) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/004 tanggal 05/08/2016 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Proyek (Ket: BCA 095 BY 232869) dari MDR BTJ GT 899356"
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sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh
Rlbu Rupiah);

139) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/003 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman dari BCA 051 BY 500987” sebesar Rp14.850.000,00 (Empat Belas
Juta Delapan Ratus Lima Puluh RIbu Rupiah);

140) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/002 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco dr Bukopin
1115032508" sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 Miliar Rupiah);

141) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/001 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco dari GMS
031/82068004" sebesar Rp323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta
Rupiah).

38. 1 (satu) bundel Kas Bulan maret 2016 PT. Bintuni Energy Persada Cabang
Jayapura, Kemiri Depapre.

39. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Kerja Nomor 042/SK.JAL/ IX/2014
PT. Bumi Infrastruktur JI. Gerilyawan 38 Abepura, tanggal 22 September 2014
ditandatangai oleh Human Resource Development PT. Bumi Infrastruktur JOI
ANTONIUS LEFMANUT.

40. 4 (empat) lembar asli dokumen bermaterai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
tanggal 31 Oktober 2014 antar Pihak Pertama Nama: JOI A. LEFMANUT;
Pekerjaan: Swasta; Jabatan: Human Resouce Development (Perusahaan PT.
Sinar Global) dengan Pihak Kedua Nama: ANTHON YOSEP DABER.

41. 1 (satu) lembar asli Print out Daftar Gaji Proyek Depapre - Kemiri.

42. 1 (satu) lembar asli Print out Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah
Kurang; Paket: Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24,00 KM (DAK);
Peningkatan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Tahun Anggaran
2015; Kontrak Nomor 050/3492,A ; tanggal 16 September 2015.

43. 1 (satu) bundel asli Print out dokumen Daily Reports Kemiri - Depapre PT. Bintuni
Energy Persada Periode bulan Oktober 2015 sebanyak 62 (Enam puluh dua)
lembar.

44. 1 (satu) lembar print out Organization Chart.

45. 1 (satu) lembar print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Waktu
Pelaksanaan, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran 2015, Daftar Kebutuhan Bahan.

46. 1 (satu) lembar Print out PT. Bintuni Energy Persada Program: Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24 KM,
Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015.
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47. 1 (satu) lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Anggaran
Pelaksanaan (RAP), Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.

48. 1 (satu) lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Program:
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre
(111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015 Daftar
Kebutuhan Upah Pekerjaan.

49. 1 (satu) lembar print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Waktu
Pelaksanaan, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran 2015.

50. 1 (satu) lembar PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Kebutuhan Alat Kerja,
Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan
Kemiri- Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun
Anggaran: 2015.

51. 3 (tiga) Lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERKASA Program:
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre
(111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015 Biaya
Umum Lapangan.

52. 1 (satu) bundel PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Program: Pembangunan Jalan
dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24 KM, Lokasi
Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015 Analisa Harga Satuan
Pekerjaan.

53. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Denah Pondasi Wordshop Skala 1:50
beserta dengan gambar.

54. 1 (satu) lembar print out Formulir Standar untuk rekaman analisa harga satuan,
Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Provinsi: Papua, Mata
Anggaran: 7.1 (3), Jenis Pekerjaan: Beton Struktur K-350, Satuan Pekerjaan: M3.

55. 2 (dua) lembar Print out Surat Penawaran Harga PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 007/SPH-BEP/JLN-KD/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015
tanpa tanda tangan TOMY ISWAHYUDI.SE.

56. 1 (satu) lembar Printout Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM,
Provinsi: Papua, Tahun: 2015.

57. 1 (satu) lembar Printout Rekapitulasi Anggaran Pelaksanaan PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.
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58. 1 (satu) lembar Printout PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Anggaran
Pelaksanaan (RAP), Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.

59. 4 (empat) lembar dokumen terdiri dari Sketsa Potongan Melintang untuk Galian
dan Timbunan, Sketsa Potongan Melintang untuk Galian, Sketsa Potongan
Melintang untuk Timbunan, Sketsa Potongan Melintang.

60. Kumpulan dokumen terkait dengan PT. CENDERAWASIH MAS diantaranya: a. 1
(satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENERAWASIH
MAS,DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI, Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre (111)
24 KM (DAK) Kelompok Kerja 14 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Layana
Pengadaan (ULP) Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015"; b. 1 (satu) lembar print
out dokumen tertulis diantaranya "PAKTA INTEGRITAS, RITOKO ARFIANTO SE,
Direktur PT. CENDERAWASIH MAS, Dalam Rangka pengadaan "Pembangunan
Jalan Kemiri -Depapre (111) 24 Km (DAK)....."; ¢. 1 (satu) lembar print out
dokumen tertulis diantaranya "FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI, Nama
RITOKO ARFIANTO, SE Direktur PT. CENDERAWASIH MAS Alamat JI Sorong No
9 Abepura Jayapura"; d. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis "data
aministrasi Nama PT. PT CENDERAWASIH MAS... "; e. 1 (satu) lembar print out
dokumen tertulis "D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN, Akta
PEndirian PT. Cenderawasih Mas...... ", f. 1 (satu) lembar print out dokumen
diantaranya tertulis "E. PENGELOLA BADAN USAHA, DANIEL DIMARA, SUHAN,
RITOKO ARFIANTO, SE....."; g. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis
diantaranya "F. DATA KEUANGAN, RITOKO ARFIANTO, SE; SUHAN ..."; h. 1
(satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "Daftar Personil Inti, Rasyid
Muhammad ST, Jaya Pura , 31 Agustus 2015, RITOKO ARFIANTO SE
Direktur ..... " 1. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya " Jenis,
kapasitas, komposisi, dan jalan peralatan utama minimal yang dibutuhkan .... PT.
CENDERAWASIH MAS RITOKO ARFIANTO, SE direktur "; j. 1 (satu) lembar print
out dokumen tertulis diantaranya "H. DATA PERALATAN ...... " k. 1 (satu) lembar
print out dokumen tertulis diantaranya "Daftar Pengalaman Perusahaan ....."; I. 1
(satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "J. DATA PEKERJAAN YANG
SEDANG DILAKSANAKAN ..... PT. CENDERAWASIH MAS (KSO)."; m. 1 (satu)
lembar print out dokumen tertulis diantaranya "K. MODAL KERJA ...... PT.
CENDERAWASIH MAS, RITOKO ARFIANTO SE, Direktur "; terdapat materai
6000 tanpa tanda tangan dan stempel; n. 1 (satu) lembar print out dokumen
tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH MAS , KEMAMMPUAN DASAR (KD)
DAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP) Nama RITOKO ARFIANTO SE , Direktur,
PT. CENDERAWASIH MAS .... PT. CENDERAWASIH MAS, RITOKO ARFIANTO
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SE, Direktur"; 0. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "BAGIAN
PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN... PT. CENDERAWASIH MAS,
RITOKO ARIANTO SE Direktur"; p. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis
diantaranya "SPESIFIKASI TEKNIS ... PT. CENDERAWASIH MAS RITOKO
ARFIANTO SE, Dlrektur"; dan g. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis
diantaranya "PT CENDERAWASIH MAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN
MENUNTUT GANTI RUGI, PT. CENDERAWASIH MAS RITOKO ARFIANTO SE
Direktur"; terdapat materai 6000 tanpa tanda tangan dan stempel.

61. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH MAS Nomor
Surat 016/CM-Duk. Bank/V1/2015 perihal Permohonan Surat Dukungan Keuangan
Kepada Yth PT. BANK Papua ..... PT. CENDERAWASIH MAS RITOKO
ARFIANTO SE, Direktur".

62. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI INFRASTRUKTUR
Making the Difference Nomor Surat 015/SDB-BI/V1/2015 Abeura 03 Juni 2015
Kepada Yth PT. Bank Mandiri, PT. BUMI INFRASTRUKTUR WEMART MERDIN
MATNAY Direktur"

63. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT NAFRI JAYA PRAMTAMA .....
PT. NAFRI JAYA PRATAMA D.A. WINARTA Direktur Utama"; Nomor Nomor:
006/NJP/SDB/VI/2015.

64. 2 (dua) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI INFRASTRUKTUR
..... Perihal Penawaran Pekerjaan LAnjutan PEmbangunan FAsilitas Sisi Udara
Bandara Aboy .... PT. BUMI INFRASTRUKTUR WEMART MERDIN MATNAY
Direktur..." Nomor 075/SPH-BI/BU.ABOY/VI/2015.

65. 1 (satu) bendel print fotokopi dokumen tertulis diantaranya ... " PT. BUMI
INFRASTRUKTUR-1927041" .

66. 1 (satu) bendel print out fotokopi dokumen tertulis diantaranya .... "PT.
CENDERAWASIH MAS".

67. 1 (satu) Ilembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI
INFRASTRUKTUR" kepada pemilik email ptbumiinfrastruktur@yahoo.com.

68. 1 (satu) Ilembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI
INFRASTRUKTUR.."

69. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH
MAS..."

70. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH
MAS..."; kepada pemilik email cenderawasih_jayapura@yahoo.com.

71. 1 (satu) lembar dokumen dibelakangnya print out tertulis diantaranya
"TRAVELOKA ..." di depan terdapat tulisan tangan "Uang Muka 20% Kegiatan
Peningkatan Jalan Kemir Depapre Rp15.798.856.364 Biaya Panitia 1% ........ "
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72. 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan diantaranya " SERAH TERIMA ALAT
SURVEY Total Station Top Con (1 Unit .... "

73. 1 (satu) bendel dokumen terdapat kertas dengan tulisan tangan "PT
CEnderawasih Mas" digunakan sebagai pembatas sebagai print out dokumen
penawaran.

74. 1 (satu) bendel kumpulan dokumen di dalam Map Batik Papua, di atas map
terdapat tulisan tangan "Project Bandara Aboy Kab Bintang Izasah dan Dukungan
Bank PT. Bumi Infrastruktur 2015" yang didalamnya terdapat: a. 1 (Satu) bundel
dokumen terdapat pembatas dengan kertas kecil dengan tulisan tangan "PT
NAFRI"; b. 1 (Satu) bundel dokumen terdapat pembatas dengan kertas kecil
dengan tulisan tangan “Daftar peralatan”; dan c. 1 (Satu) bundel dokumen
terdapat pembatas dengan kertas kecil dengan tulisan tangan “Paket Bandara
Sentani tenaga ahli PT. NAFRI”.

75. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen terjilid tertulis di halaman depan "Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, PEKERJAAN
PERENCANAAN TEKNIS JALAN KEMIRI -DEPAPRE TAHUN ANGGARAN
2015".

76. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid, tertulis di halaman depan "
Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua AS BUILD
DRAWING PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPPRE (112) 24".

77. 1 (satu) buah fotokopi dokumen terjilid tertulis di halaman depan " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua SHOP DRAWING
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRe (112) 24.0 KM (DAK
TAHUN ANGGARAN 2015" .

78. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid spiral di depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
(PHO) Nomor 050/4826 tanggal 15 Desember 2015 Antara DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI PAPUA dengan PT. BINTUNEI ENERGY PERSADA PEkerjaan
PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE (112) 24, 00 KM (DAK) DI KAB.
JAYAPURA APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015"

79. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid di halaman depan tertulis
Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BERITA ACARA RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN (P.C.M) NO. 01/BA/PCM/PJ-KD/1X/2015 TANGGAL
21 SEPTEMBER 2015 PAKET PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE (112)
24 KM (DAK) NOMOR KONTRAK 050/3492.A TANGGAL KONTRAK 13 APRIL
2015 APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

80. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN HARIAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN

Pemerintah
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KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015" .

81. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015".

82. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015".

83. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA BECK UP DATA KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KEMIRI -
DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA TAHUN
ANGGARAN 2015".

84. Kumpulan barang yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah amplop ukuran sedang warna
coklat tertulis di depan "SPINDO PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDOENSIA,
Tbk.." dan Tulisan tangan "Surat dukungan & surat jaminan minta u/ kirim ke.
Jayapura"; b. 1 (satu) lembar print out warna tertulis diantaranya "DRAGON INN
KEMAYORAN JAKARTA .. GUSET BILL .. FIRST NAME JANI .. ROOM 511...";
dan c. 1 (satu) buah amplop panjang kecil warna tertulis diantaranya "DRAGON
INN...";

85. 1 (satu) lembar Print out Data Personil Inti (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha.

86. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanda tangang PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
tanggal 1 Oktober 2015 sudah terima dari Gubernur Provinsi Papua terbilang Rp
17.378.742.200,00 .

87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dinas: Pekerjaan Umum
Provinsi Papua, Bidang: Jalan dan Jembatan, Program: Peningkatan Jalan dan
Jembatan , Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM Kab.
Kab Jayapura, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM
(DAK) , Lokasi: Kab. Jayapura, Nomor 209.3/BJJ-30501-BA/X1/2015, tanggal 18
November 2015.

88. 1 (satu) lembar Print Out Data Kuantitas Pekerjaan, Kegiatan Paket Pekerjaan:
Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua, Paket Kegiatan: Peningkatan
Jalan Kemiri- Depapre (112) 24,00 Km (DAK) dengan harga total dibulatkan
89.530.000.000,00.
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89. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan VIDEI General Insurance SB
Nomor : 1733936 dengan nilai Rp 4.476.500.000.

90. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :900/4477
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua

91. 1 (satu) bundel printout dokumen terdiri dari: a. Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan (P.C.M) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua; b. Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua
Bidang Jalan dan Jembatan Kegiatan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan
di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014-2015-2016; dan c. Rencana Alih Trase.

92. 1 (satu) lembar printout PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Purchase Order, P.O.
No: 001/BEP-PO/IX/2015 tanggal 02- Sep-15 .

93. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak Standar, kode dan nomor seri faktur pajak:
003.15.91579633, pengusaha kena pajak: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA.

94. 5 (lima) lembar print out Surat Setoran Pajak (SSP) , NPWP: 31.229.211.8-
952.001, Nama WP: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Uraian Pembayaran PPN
10% Atas Penagihan Termin 1 (satu) sebesar 80 % Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK).

95. 5 (lima) lembar print out Surat Setoran Pajak (SSP) , NPWP: 31.229.211.8-
952.001, Nama WP: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Uraian Pembayaran Pph
3 % Atas Penagihan Termin 1 (satu) sebesar 80 % Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK).

96. 1 (satu) bundel print out Data Kuantitas Pekerjaan.

97. 4 (empat) lembar Print out Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Penanganan
Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Paket Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24.00 Km (DAK) Lokasi: Kabupaten Jayapura, T. Anggaran: 2015.

98. 5 (lima) lembar printout Berita Acara Hasil Pelelangan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Kelompok Kerja 14 Tahun
Anggaran 2015 Nomor 05/PPBJ.14/BAHP/JL-KD/APBDP/IX/2015 nama
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK), Lokasi
Pekerjaan :Kabupaten Jayapura.

99. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 9171011501620002 a.n. MIKAEL KAMBUAYA.

100. 1 (satu) lembar asli SK Gubernur Papua Nomor SK.821.2-112 tanggal 1 Februari
2013 tentang Pengangkatan MIKAEL KAMBUAYA sebagai Kepala Dinas PU
Pemprov Papua, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran.

101. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas PU Provinsi Papua Nomor 800/169 tanggal 23
Januari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan PPK, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerima, dll. SKPD Dinas PU Papua TA 2015.
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102. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas PU Pemprov. Papua nomor 700/8350 tanggal 29
September 2016 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre.

103. 1 (satu) jilid fotocopy Hasil Pengukuran Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre oleh
CV. ATMA MITRA CIPTA Konsultan Teknik Jayapura.

104. 2 (dua) lembar asli printout Pembelian 3 Unit Ruko oleh MIKAEL KAMBUAYA
(diwakilkan oleh SUPRAPTONO) tertanggal 24 Januari 2017.

105. 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Undangan AJB PT. Jakarta Realty
Nomor 181/JR/DIR/X/16 tanggal 24 Oktober 2016 kepada pemesan unit di
Apartemen the Jakarta Residences (Cosmo Terrace) a.n. MIKAIL KAMBUAYA.

106. 1 (satu) jilid asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Dinas PU Provinsi
Papua TA. 2015.

107. 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Papua Nomor 700/8351 tanggal 29 September
2016 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre, beserta lampiran.

108. 1 (satu) jilid asli Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan per 29 November 2015
Kegiatan APBD Perubahan TA 2015 Dinas PU Papua tanggal 3 Desember 2015.

109. 1 (satu) jilid asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan
Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-
1) tanggal 25 April 2015.

110. 1 (satu) jilid Back Up Data Kegiatan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
24,00 Km (DAK) Dinas PU Papua—PT. Bintuni Energy Persada.

111. 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 168 Tahun 2012 tentang
Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua
tanggal 24 Oktober 2012.

112. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua Nomor 050/6655 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak (P3K) pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan yg Dibiayai APBD
dan DAK TA 2014 di Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Papua
tanggal 18 Juli 2014, beserta lampiran.

113. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua Nomor 050/3483.Z.D.E tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak (P3K) pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan yg Dibiayai APBD
dan DAK TA 2015 di Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Papua
tanggal 16 September 2015, beserta lampiran.

114. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Papua tanggal 14 Agustus 2014 tentang
Penyampaian Usulan Perbaikan Dokumen RAPBD-P TA 2014 atas Kegiatan pada
SKPD Dinas PU Papua, beserta lampiran.
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115. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) Dinas
PU Papua tanggal 10 Agustus 2015.

116. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Papua Nomor 050/7388 tanggal 29 Agustus
2016 kepada Direktur CV. Atma Mitra Cipta tentang Bantuan Opname Hasil
Pekerjaan terkait Pekerjaan Jalan Kemiri-Depapre DAK APBD-P TA 2015.

117. 1 (satu) bundel fotocopy Usulan Program Kegiatan DAK Tambahan Sub Bidang
Jalan & Sub Bidang Irigasi Dinas PU Papua TA 2015.

118. Dokumen Renja dan Renstra, dengan rincian: a. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana
Kerja SKPD Dinas PU Papua (Renja) 2015; dan b. 1 (satu) jilid asli Rencana
Strategi SKPD Dinas PU Papua Tahun 2013-2018.

119. 4 (empat) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015; Belanja
Langsung; NO DPPA SKPD: 1.03 01 01 31 84 5 2; Kegiatan: Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK); Lokasi Kegiatan: Kab. Jayapura; Sumber
Dana: 4 Dana Alokasi Khusus (DAK); Jumlah Anggaran: 90.000.000.000,00
(Sembilan puluh milyar rupiah); Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:
Ir. MIKAEL KAMBUAYA.

120. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis di antaranya “Daftar Pengawasan, 12.
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111), 24,00 km (DAK)
ROIS 081248145288...”

121. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan diantarnya "REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015, NATIR,
WATIMENA, SEKDA, ASISTEN 1, ASISTEN 2, IBU YOGOBA, Transfer ke M
ZAINI, Jumlah 2.625.000.000; b. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan
tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN 2015, NILAI
KONTRAK... 14.548.603.000,... 992.501.506...."; c. 1 (Satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN DAN
JEMBATAN APBD-P 2015,.. JUMLAH... 9.074.627.000,... 590.123.422.."; d. 1
(satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan di antaranya “KA-ANDAL
2015..."; e. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulsian di antaranya “
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN (REGULER) 2015... 8. Pengawasan
Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111), 24 Km...”; f. 1 (satu) lembar print
out warna dokumen dengan tulisan di antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN
JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah 8.444.046.000..."; dan g. 1 (satu) lembar print
out warna dokumen dengan tulisan di antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN
JEMBATAN (MULTI YEARS CONTRACT) 2015...4.541.291.748...";

122. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan di antaranya “DAFTAR PEROLEHAN PERENCANAAN &
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PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN... 26. EDO Pengawasan Teknis
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 km 200.000..."; b. 1 (satu) lembar
print out dokumen dengan tulisan di antaranya “DAFTAR KEGIATAN
PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN...JUMLAH 14.910.000.000...."; c. 1
(satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya “DAFTAR KEGIATAN
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN (REGULER)...8. Pengawasan Teknis
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 km 200.000.000 EDO...."; dan d. 1
(satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya “DAFTAR KEGIATAN
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN (MULTI YEARS CONTRACT)... Jumlah
18.800.000.000....";

123. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan di antaranya “REKAP
DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015... NATIR, WATIMENA, SEKDA, ASISTEN 1,
ASISTEN 2, Ibu YAKOBA LOKBERE, Tranfer MUHAMMAD ZAINI, Transfer
HENDRIK WANOTOREY, Tunai via Pak Komang, Jumlah 53.490.703.748...
Jumlah 3.625.000.000".

124. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan "/REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015... Tunai via Pak
Komang 700.000.000 Total Jumlah 3.625.000.000...."; b. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN 2015,
... JUMLAH.. 15.081.413.000..."; c. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan "PERENCANAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah
9.074.627.000...."; d. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan
"PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN (REGULER) 2015..8. Pengawasan
Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 Km 342.630.000 UMAR
FAARAUK..."; e. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan
"PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah
8.124.122.000...."; dan f. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan
"PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN (MULTI YEARS CONTRACT) 2015...
8.037.203.962....7;

125. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan "REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015... Tunai via
Langsung 700.000.000 Total Jumlah 3.625.000.000...."; b. 1 (satu) lembar print
out warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN
2015, ... JUMLAH.. 15.081.413.000..."; c. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan "PERENCANAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P
2015... Jumlah 9.074.627.000...."; d. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan "Pengawasan Jalan dan Jembatan (Reguler) 2015.. 8.
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 Km 342.630.000
UMAR FAARAUK...”; e. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan
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"PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah
8.124.122.000...."; dan f. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan
"Pengawasan Jalan dan Jembatan (MULTI YEARS CONTRACT) 2015...
8.037.203.962....".

126. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan’REKAP DANA JALAN
DAN JEMBATAN 2015 ... JUMLAH... 56.972.635.462..., Tunai via Pak Komang,
Jumlah 3.625.000.000.”

127. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan”’REKAP DANA JALAN
DAN JEMBATAN 2015 ... JUMLAH... 52.725.162.462... Jumlah 3.625.000.000"
terdapat coretan pada tulisan”via Pak Komang” dan tulisan tangan’LANGSUNG”.

128. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya “REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2016... Jumlah
23.057.349.000... Jumlah 840.000.000"; b. 1 (satu) lembar print out dokumen
dengan tulisan di antaranya “PPTK-sdr. KOMANG SURATA PERENCANAAN
JALAN APBD-P 2016... Jumlah 3.767.766.000.”; c. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PPTK-sdr. KOMANG SURATA
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN REGULER 2016... Jumlah
6.244.407.000...."; d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya “PPTK MAX YEUWUN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
REGULER 2016 Jumlah 4.697.529.000...”; dan e. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PPTK=PPTK FISIK REKAP WAS JALAN &
JEMBATAN MULTI YEARS CONTRACT (2014-2016)...”

129. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya “REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2016... Jumlah
63.641.835.729... Jumlah 140.000.000"; b. 1 (satu) lembar print out dokumen
dengan tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN APBD-P 2016 Jumlah
3.767.766.000...."; c. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN REGULER 2016... Jumlah
8.202.359.0007; d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya
“REKAP WAS JALAN & JEMBATAN MULTI YEARS CONTRACT (2014-2016)...";
dan e. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya “DAFTAR
KEGIATAN REN& WAS JALAN DAN JEMBATAN 2016...";

130. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan di antaranya “ PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN 2015...
Jumlah 14.548.603.000..."; b. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya “PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah
9.074.627.000"; c. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya
“KA-ANDAL 2015... Jumlah 4.960.359.000"; d. 1 (satu) lembar print out dokumen

dengan tulisan di antaranya: a.."Pengawasan Jalan dan Jembatan (REGULER)
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2015.. 8. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri Depapre (111), 24 Km...
Jumlah 12.407.796.500...."; e. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan
di antaranya "Pengawasan Jalan dan Jembatan APBD-P 2015 Jumlah
7.944.046.000; dan f. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya "Pengawasan Jalan dan Jembatan” (MULTI YEARS CONTRACT)
2015..”

131. 7 (tujuh) lembar print out dokumen dengan tulisan pada lembar pertama di
antaranya “RENCANA UMUM PENGADAAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2015...”

132. 2 (dua) lembar dokumen tertulis pada halaman depan di antaranya “Lampiran
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tanggal 20 April 2015
Perihal Usulan Kegiatan pada APBD Perubahan Provinsi Papua TA 2015..."
Terdapat coretan tulisan tangan.

133. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 800/3469.B tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang Jalan dan Jembatan pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

134. 1 (satu) bendel dokumen jilid pada halaman depan tertulis di antaranya
“RENCANA PEMAKAIAN TIANG PANCANG DAN RANGKA JEMBATAN PADA
RUAS JALAN KEMIRI-DEPAPRE KAB JAYA PURA...”

135. 1 (satu) bendel dokumen jilid pada halaman pertama tertulis di antaranya
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BERITA ACARA RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN (P.C.M.) NO: 01/BA/PCM/PJ-KD/1X/2015 TANGGAL
21 SEPTEMBER 2015 PAKET PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE (112)
24 KM (DAK) NOMOR KONTRAK: 050/3492.A TANGGAL KONTRAK 13 APRIL
2015 APBD-P TA 2015.”

136. 1 (satu) lembar print warna dokumen tertulis di antaranya “PT. BINTUNY
ENERGY PERSADA SURAT PERNYATAAN Nama TOMY ISWAHYUDI SE
Jayapura 15 Desember 2015 Penyedia Jasa PT. Bintuni Energy Perkasa TOMY
ISWAHYUDI, SE.”

137. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA PERTAMA
PEKERJAAN (PHO) Nomor 050/4826 Tanggal 15 Desember 2015 antara DINAS
PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA Dengan PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE (112) 24 KM
(DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA APBD-P TA 2015.”

138. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA TERAKHIR
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PEKERJAAN (FHO) Nomor 050/1769Tanggal 14 Maret 2016 antara DINAS
PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA Dengan PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE (112) 24 KM
(DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA APBD-P TA 2015.”

139. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN DESIGN
MIX FORMULA BETON K-250 PENYEDIA JASA PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM
(DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA 2015.”

140. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN KUAT
TEKAN BETON K-250 PENYEDIA JASA PT. BINTUNI ENERGI PERSADA Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM (DAK) DI KABUPATEN
JAYAPURA 2015.”

141. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN
KEPADATAN DENGAN ALAT SAND CONE PADA LAPIS PONDASI BAWAH
(TIMBUNAN PILIHAN) PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI
PAPUA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM (DAK).”

142. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN AGREGAT
TIMBUNAN PILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI
PAPUA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM (DAK)”

143. 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Papua Nomor
020/536/Pmng-ULP-SETDA/2015 tanggal 14 September 2015 tentang
pemberitahuan PT. BINTUNI ENERGY PERSADA sebagai pemenang pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK).

144. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Pokja 14 Paket
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) APBD TA 2015.

145. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemprov Papua Nomor
020/60/SP-ULP/Papua/VIIl/2015 tanggal 13 Agustus 2015, beserta lampiran,
terkait penunjukan Pokja pelaksanaan PBJ yang didanai oleh ABPD dan APBN
2015.
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146. 1 (satu) jilid asli Dokumen Teknis Dinas Pekerjaan Umum Papua Paket
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km di Kabupaten Jayapura APBD
TA 2015 tanpa Pagu dengan HPS: Rp89,530,250,000. Kode KKD No: 599.

147. 1 (satu) jilid asli Dokumen Teknis Dinas Pekerjaan Umum Papua Paket
Pengadaan Rangka/Tiang Pancang Jembatan APBD TA 2015 dengan Pagu:
Rp25,000,000,000 dan HPS Rp89,530,250,000. Kode KKD No: 99.

BB Nomor 143 s.d BB Nomor 147 dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Papua melalui DEBORA DIANA SALOSA,;

148. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua
Nomor 050/2910 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyampaian Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan sumber
Dana APBD Perubahan 2015 yang siap dilelangkan.

149. 4 (empat) lembar fotocoyp Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun
2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Organisasi dan
Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi ULP PBJ Pemprov Papua
Tahun 2015.

150. 3 (tiga) lembar asli Resume dan 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Rapat tentang
APBD P Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua pada Kamis, 10
September 2015.

151. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dokumen Summary Lelalng yang terdapat
keterangan Nama Penyedia PT. BINTUNI ENERGY PERSADA dengan harga
penawaran Rp86,893,713,000.

152. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. BINTUNI ENERGY PERSADA dengan SIUP 0534/29.01/SIUP-
PB/IV/2012.

153. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. NAFRI dengan SIUP 510/1.584/PM/INDAGKOP.

154. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. CENDERAWASIH dengan SIUP 0193/29.01/SIUP-PB/VI11/2011.

155. 1 (satu) buah asli bonggol buku cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura 15415/008-
3467 Cek Nomor GF 994426 s.d. Nomor GF 994450.

156. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengurusan Tagihan Uang Muka Rek.
Kemiri-Depapre sejumlah Rp5,000,000 tanggal 12 Oktober 2015 yg ditandatangi
oleh JANI ANDRIANA.

157. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengajuan Anggaran PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Cabang Jayapura tanggal 5 Oktober 2015, Proyek: Kantor Cabang,
Tahun 2015, Uraian: “Kebutuhan Kantor Cabang 1). By Pengurusan Tagihan
Kemiri—-Depapre” senilai total Rp3,000,000.
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158. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengajuan Anggaran PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Cabang Jayapura tanggal 27 Oktober 2015, Proyek: Kemiri-Depapre,
Tahun 2015, Uraian: “Rek. Kemiri-Depapre Panitia 1%” senilai total
Rp789,942,800.

159. 1 (satu) buah buku Kwarto Kas dengan cover warna kuning dan hitam, merk Kiky
Kwarto Kas 100 2K, dan label: Kas Keluar Project Kemiri-Depapre.

160. 1 (satu) buah Buku Bank dengan cover warna merah muda, merk Utama, yang
pada halaman kedua terdapat tulisan “Tgl: 3/9/15, Nomor Check: GF.988205,
Uraian: Tarik Tunai (Widodo Yulistio) Panitia Project, Kredit: 90.000.000".

161. 1 (satu) buah Buku Kas dengan cover warna kuning kecoklatan, merk Marabunta
0118 H, yang pada lembar ke-10 terdapat tulisan: “Tgl: 29/7/15, Kode: Project,
Nomor Nota: P’'David, Uraian: BY ENTERTAIN DINAS PU PAK EDY TUPAMAHU
(P’DAVID, Kredit: Rp25.000.000...".

162. 1 (satu) buah buku dengan cover warna coklat kemerahan, merk Kiky Folio Kas
3K, dan label: Buku Kas Besar, yang pada halaman pertama terdapat tulisan: “Tgl:
1/9/15, Uraian: Saldo Awal, D: Rp9.829.075...".

163. 1 (satu) buah folder warna merah merk InterXFolder yang di dalamnya terdapat
dokumen: a. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. BINTUNI ENERGY PERSADA,
Kemiri-Depapre, Daily Reports”; b. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre, Personnel On Board”;
c. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian, Paket: Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre
dan Jembatan (112), Kontraktor: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Konsultan:
CV. CIPTA BUANA LESTARI; d. 1 (satu) bundel asli Rencana Alih Trase Proyek
Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre (112) 24 KM; dan e. 1 (satu) lembar asli Surat
Dinas PU Pemprov Papua, tanpa nomor, tanggal 12 Oktober 2014, kepada PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA, tentang Pemeriksaan Rangka Jembatan.

164. 1 (satu) buah buku Agenda Batik warna dominan hijau kuning hitam AB: 202 B
dengan data personal Nama: Herma Hafid.

165. 1 (satu) lembar printout booking tiket Garuda Indonesia dengan kode booking
439PMX tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Edy Tupamahu, Hans Leonard,
Calvin Rumakito.

166. 1 (satu) lembar asli dokumen bertuliskan tangan ‘Pengambilan di luar Panitia.

167. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bertuliskan tangan di antaranya “Perincian
Pengeluaran...”.

168. 1 satu) lembar tindisan aplikasi Slip setoran Bank PAPUA tanggal 4 Nov 2015
nomor rekening 150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, penyetor Joi Antonius Lefmanut, sumber dana Tagihan
Proyek (DAK) senilai Rp47.741.465.000, termin 80% Kemiri-Depapre.
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169. 1 satu) lembar tindisan aplikasi Slip setoran Bank PAPUA tanggal 4/01/2016
nomor rekening 150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, penyetor Cica Ratnasari, Keterangan: Pelunasan Pek
Depapre senilai Rp15.882.825.400.

170. 1 satu) lembar tindisan Slip setoran Bank PAPUA tanggal 5/1/16 nomor rekening
150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI ENERGY PERSADA,
nama penyetor PT. BEP JPR, senilai Rp13.171.612.300.

171. 1 (satu) buah buku dengan cover batik berwarna biru bertuliskan Kwarto Kas 3K
yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang di antaranya 31/12/2015 saldo
Rp1.755.521.

172. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen bertuliskan tangan di antaranya Provinsi
P’Homer: 15jt (dir. Keu PU).

173. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque cc
898302, Nilai Rp47.741.465.000, Keperluan RTGS Bank Papua U. Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre.

174. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque GF
991836, Nilai Rp200.000.000, Keperluan Entertaint Walikota.

175. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher tanggal 7/6/16,
Nomor 006/KK.BEP/061, dibayar kepada/paid to: P'Widodo, Uraian utk BPK
100.000.000, EDY TUPAMAHU 95.000.000.

176. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, Nomor Rekening 154-00-0363838383-8 periode 1/12/15 s/d
23/12/15.

177. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan lzasah Personil Tenaga Ahli PT.
NAFRI beserta dengan lampirannya.

178. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan Izasah Personil tenaga Ahli PT.
CENDERAWASIH MAS beserta dengan lampirannya.

179. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan Izasah Personil tenaga Ahli PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA beserta dengan lampirannya.

180. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher No
007/KK.BEP/0616 tanggal 8/6/16, dibayar kepada/Paid To P'Widodo, Nomor
Cek/BG: GF 994443, Project: Pek. Kemiri-Depapre Lanjutan, dengan uraian By
Pengurusan Tagihan Uang Muka, Jumlah 10.000.000 beserta kuitansinya.

181. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
019/KK.BEP/061 tanggal 17/6/16, dibayar kepada/Paid To P’'Widodo, Nomor
Cek/BG: GF 994446, Project....., dengan uraian By Pengurusan Uang Muka
Tagihan 10jt dan By Entertain & Operasional 10jt, Jumlah 20.000.000 beserta

lampiran kuitansinya.
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182. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
036/KK.BEP/0616 tanggal 28/6/16, dibayar kepada/Paid To P'Widodo, Nomor
Cek/BG: Nomor GF 994449, Project: Pek. Kemiri-Depapre Lanjutan, dengan
uraian Pinjaman Pak Ferdinant, Jumlah 30.000.000 beserta kuitansinya.

183. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
021/KK.BEP/0616 tanggal 20/6/16, dibayar kepada/Paid To:..., Nomor Cek/BG....,
Project...., dengan uraian Fee 1% Panitia, Jumlah 581.700.000 beserta
kuitansinya.

184. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Tanda Anggota Biasa Gabungan Pelaksana
Konstruksi Nasional, Nama Perusahhan: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA,
Nama Pimpinan: TOMY ISWAHYUDI, Nomor Registrasi:
02.2015.32.9104.002512.

185. 1 (satu) lembar fotocopy warna KTP Komisaris dan Direksi yang diantaranya atas
nama TOMY ISWAHYUDI, NIK: 9206012604780001.

186. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi Lapangan PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK)
Tahun Anggaran 2015.

187. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Pengadaan Rangka Baja Jembatan PT. Waggner Biro Indonesia Tahun Anggaran
2015.

188. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Pengadaan Tiang Pancang Jembatan PT. Spindo, TBK Tahun Anggaran 2015.

189. 1 (satu) bundel printout warna Laporan Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Kegiatan Kunjungan Pabrik Rangka Jembatan PT. Waggner Biro
Indonesia, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri Depapre—Depapre (112) DAK
24,00 Km (DAK).

190. 1 (satu) bundel printout warna Laporan Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Kegiatan Kunjungan Pabrik Pipa Pancang di PT. Spindo, TBK,
Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri Depapre—Depapre (112) DAK 24,00 Km
(DAK).

191. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 058/VK-BEP/2016 tanggal 10/2/15 Dibayar Kepada
IRZAQ dengan uraian Trf Rek an. IRZAQ utk honor konsultan pengawas pek.
Kemiri Depapre, Jumlah 25.000.000,- beserta fotocopy voucher Mandiri tanggal
02/10/16 Transfer Rp25,000,000,00 ke IRZAQ BASIR.

192. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura 15415/008-3467,
Cek Nomor GF 992769, JPR 22 Februari 2016 sejumlah Rp25.000.000 beserta
Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA tanggal 22/02/2016 Nomor
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073/VK-BEP/20 dibayar kepada p'widodo, uraian Utk P’Eddy Tupamahu (Pek.
Kemiri-Depapre) Jumlah Rp25.000.000.

193. 2 (dua) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura 15415/008-3467
yang diantaranya Cek Nomor GF 991838, JPR 2/12/15.

194. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran BCA, Nomor Rekening 8140123499 atas
nama DAVID MANIBUI, tanggal 29/12/15, sejumlah Rp50.000.000,-

195. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Bank Mandiri yang diantaranya tanggal
28/12/2015 dengan nama penerima DAVID  MANIBUI  sejumlah
Rp1.000.000.000,00;

196. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura-Abepura 15415/008-3467,
Cek Nomor GF 992764 JPR 04 Februari 2016 sejumlah Rp334.000.000,- beserta
Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 044/VK-BEP/2016
tanggal 3/2/16, uraian Utk Pak EDDY TUPAMAHU dengan nilai Rp300.000.000,-

197. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Nomor 044/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16, uraian Utk Pak EDDY TUPAMAHU
dengan nilai Rp300.000.000,- beserta fotocopy Kwitansi Telah terima dari PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA, sejumlah Rp300.000.000, Untuk pembayaran Bp
EDY TUPAMAHU PU Provinsi, tanggal 04-02-2016.

198. 4 (empat) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran dan fotocopy Kwitansi yang
diantaranya Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 045/VK-
BEP/2016 tanggal 3/2/16 dengan uraian Reimburs Ticket DJJ-CGK-DJJ AN.
P’Widodo sejumlah Rp5.000.000,-

199. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Nomor 046/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16 dengan uraian Beli Ticket DJJ-CGK an
YOSEF sejumlah Rpl1.574.600,- beserta your flight confirmation Sriwijaya Air,
booking reference AZSYQP, booking date Mon, 01 Feb 2016 atas nama
YOSEPIUS DEDY SUHARJANTO.

200. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi kuitansi telah terima
dari PT. BEP uang sejumlah enam juta rupiah by SEWA MOBIL RUSH PUTIH
PERIODE TANGGAL, IDR 7/12/15 RIMBA SONGGO; b. Print out mandiri Tanggal
12/08/15 Lokasi JP ID SENTRAL BISNIS 2 TRANSFER RP10.000.000 DARI
TABUNGAN REK NO 13000133xxxx KE: IRZAQ BASIR REK. Nomor
1540001213630; c. KTP atas nama IRZAQ BASIR; dan d. fotokopi kuitansi telah
terima dari PT. BEP uang sejumlah sepuluh juta rupiah FEE KONSULTAN PEK.
KEMIRI-DEPAPRE JPR, JPR 8/12/15

201. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen
yang terdiri dari: (a.1). fotokopi CEK No GF 992759, 27/1/16 Mandiri Dua puluh
tujuh juta rupiah; (a.2). fotokopi dokumen PT. BINTUNE ENERGY PERSADA
BUKTI PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER TANGGAL/DATE 27/1/16 Nomor
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202.

203.

204.

205.

038/UK-BEP/2016 P GATOT PROJECT KEMIRI-DEPAPRE, HONOR
KONSULTAN PENGAWAS PEK KEMIRI-DEPAPRE UTK 3 ORG SELAMA 3 BLN
@.3.000.000, DITERIMA M ARIGATO; b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen
FORM ANGGARAN PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Cabang: Jayapura Proyek
PEningaktan Jalan Kemiri Depapre Tanggal 11 JANUARI 2016 TOTAL
ANGGARAN 27.000.000 Menyetujui Hermawati Keuangan, Mengetahui Widodo
Kepala Cabang, PEmohon M Arigato Staf Operasional; dan c. 1 (satu) lembar
fotokopi dokumen yang terdiri dari: (c.1). Fotokopi dokumen PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA BUKTI PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER Nomor
039/VK-BEP/2016 DIBAYARKAN KEPADA/PAID TO P WIDODO PROJECT
PASAR YOTEFA, URAIAN DINAS PU KOTA Jumlah 105.000.000; (c.2). fotokopi
dokumen kuitansi telah diterima dari PT. BINTUNI NERGY PERSADA uang
sejumlah SEratus lima juta rupiah untuk pembayaran Bp NOVDY RONPI PU
KOTA ABEPURA 28-01-2016 NOVDY.

5 (lima) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a.1 (satu) lembar fotokopi
dokumen yang terdiri dari: (a.1). fotokopi kuitansi telah terima dari PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Uang sejumlah Delapan Juta rupiah Untuk pembayran UJI
SANCE UJI TIMHER PILAR JAYAPURA, 18/12/205 KARLOS...., (a.2). fotokopi
kuitansi telah terima dari PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Uang sejumlah tiga
puluh Juta rupiah Untuk pembayaran P'"MARPAUNG KEB FLAT DECKER JPR
19/12/15 P MARPAUNG; b.1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Provinsi
Papua Dinas PEKERJAAN UMUM UPTD BALAlI PENGUJIAN DAN
LABORATORIUM Nomor 604/BPL-PU/X1/2015/437 Jayapura, 12 November 2015
Lampiran 1 (satu) berkas Kepada yth PT. BINTUNI ENERGI PERSADA Perihal
Laporan Hasil Pengujian ditandatangani oleh ABMBANG RUBIYANTO SE; c..3
(tiga) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Provinsi Papua DINAS PEKERJAN
UMUM UPTD BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM NO KODE LAPORAN
604/BPL-PU/X1/2015 BIDANG PENGUJIAN TANAH PAGE 2/11/2015
PENGUJIAN KEPADATAN TANAH DENGAN SAND CONE; dan d. fotokopi
gambar foto DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN SAND CONE DI
LAPANGAN;

1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi dokumen Surat
Permintaan TTD Cek GF 991828 Rp200.000.000 Dibuat oleh Hermawati
Keuangan Mengetahui Widodo Yullistyo; dan b. fotokopi dokumen mandiri CEK
NO GF 991828 JPR 18/11/15 Widodo Yulistyo Dua ratus juta rupiah;

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Garuda Indonesia booking reference 5KKTB4
KARTIKA SARIE IDR 2.455.000

1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri atas: a. fotokopi dokumen ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN JANI P WIDODO ADJ TAMBAHAN UTK
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PANITIA PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT | KEMIRI-DEPAPRE RP50.000.000
PENGELUARANNYA RP45.000.000 SISA/RETUR RP5.000.000; dan b. fotokopi
dokumen PT. BINTUNI ENERGY PERSADA BUKTI PENGELUARAN TANGGAL/
DATE 27/11/15 P WIDODO URAIAN PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT I
(KEMIRI-DEPAPRE) - BP HOMER 20.000, BP REFLI 15.000.000, HIKMAH
5.000.000, ASET DAERAH 2.000.000, IKSAN 3.000.000 Jumlah 45.000.000;

206. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi kuitansi Bp DAVID
MANIBUI empat ratus lima puluh rb RpPapan Duka Kecil Rp450.000; b. fotokopi
dokumen PT. BINTUNI ENERGI PERSADA BON SEMENTARA/KAS BON
DANIEL KEBUTUHAN PERALATAN TIANG PANCANG KEMIRI DEPAPRE
11.000.000; dan c. fotokopi dokumen NOTA NO 27112015, 6 Teh Kotak

207. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA BUKTI PERSADA BUKTI PENGELUARNA/PAYMENT VOUCHER
26/11/15 JANI Adj Pengurusan Tagihan Kemiri-Depapre Tgl 24/11/15
Rp15.000.000 Keluar......; dan b. PT. BINTUNI ENERGY PERSADA BUKTI
PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER 26/11/15 P WIDODO PENGURUSAN
TAGIHAN TERMINT | KEMIRI - DEPAPRE...... Jumlah Rp12.500.000.

208. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi dokumen Nota NO
18 Nov 2015 PT. BINTUNI ENERGI PERSADA 100.000; b. NOTA KONTAN CV.
MITRA PERKASA Jumlah 52.500; dan c. PT. BINTUNI ENERGI PERSADA BUKTI
PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER 26/11/15 P JANI TAMBAHAN UTK
PANITIA PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT 1 KEMIRI DEPAPRE Jumlah
50.000.000

209. 1 (Satu) lembar fotokopi dokumen Llon air VKHVHD Wed 25 Nov 2015 MR DAVID
MANIBUI IDR 5,644,000

210. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. BIMA ABEPURA Table R 18
(SMALL) MBR NEW RAHMAT HIDAYAT 21/11/2015 Total 659.274; dan b. CIRITA
CAFE RICA RICA DAN WOKU NOTA NO 03038 Makan Bersama Org PU Provinsi
Sub total 430.000;

211. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
BUKTI PENGELUARAN 24/11/15 P' WIDODO BY AMBIL NO PENAGIHAN
TERMINT 1 Jumlah 200.000; dan b. PT. BINTUNI ENERGY PERSADA BUKTI
PENGELUARAN 24/11/15 P GATOT UANG MAKAN SEWA OJEK 2 HARI
HELPER OPERATOR DOZER DI KOYA Jumlah 100.000;

212. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. Mandiri Cek No GF 991832 Enam
puluh juta rupiah; dan b. Surat Permintaan TTd Cek GF 991872 Rp60.000.000
Pengurusan Tagihan Pekerjaan Kemiri-Depapre Jayapura 24/11/15;

213. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
BUKTI PENGELUARAN 24/11/15 P WIDODO BY PANITIA ADDENDUM
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KONTRAK PEK KEMIRI-DEPAPRE BY PENGURUSAN PENAGIHAN Jumlah
70.000.000; b. Kuitansi Telah terima dari PT. BINTUNI ENERGY PERSADA uang
sejumlah dua juta rupiah Biaya material timbunan pilihan 24 Nov 2015

214. 1 (satu) bendel berisi 10 (sepuluh) lembar fotokopi dokumen PT. BINTUNI
PERSADA CAB JAYAPURA KAS BULAN JANUARI 2016.

215. 1 (satu) bundel dokumen draft Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015
tanggal 21 September 2015, tanpa nomor dan belum ditandatangani.

216. 1 (satu) bundel fotocopy bagian dari arsip dokumen penawaran lelang a.n. PT.
CENDRAWASIH MAS.

217. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Pekerjaan
Umum Pemprov Papua atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
24,00 Km (DAK) beserta kelengkapannya dan pada bagian depan terdapat tulisan
tangan “Arsip Keuangan Kemiri-Depapre (DAK) 2015.

218. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rencana Pemakaian Tiang Pancang dan
Rangka Jembatan Pada Ruas Jalan Kemiri-Depapre Kab. Jayapura yang
ditandatangani oleh EDY TUPAMAHU - tanpa tanggal.

219. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 050/3483.Z.D tentang Pembentukan Panitia Penerima
Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Yang
Dibiayai Dengan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 di
Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua
tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh MIKAEL KAMBUAYA selaku
Kepala Dinas PU Provinsi Papua, beserta lampirannya.

220. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 800/2689 tentang Pembentukan Panitia Penerima
Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Yang
Dibiayai Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MIKAEL
KAMBUAYA selaku Kepala Dinas PU Provinsi Papua, beserta lampirannya.

221. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan dari BMKG Stasiun Meteorologi
Maritim Klas | Tanjung Priok Jakarta Nomor Me.401/08/MTJP/11-2016 tanggal 9
Februari 2016.

222. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Danamon atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 17159625 Cabang BDI Timika Bhayangkara.

223. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Central Asia atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 08140041140 Cabang Jayapura.
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224. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 08140041140 Cabang Jayapura.

225. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Central Asia Dollar atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 08140083284 Cabang Jayapura.

226. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 768-01-00138-12-2 Cabang Jayapura.

227. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Edy Tupamabhu,
nomor rekening 154-0002423550 Cabang Jayapura Abepura.

228. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri atas nama Edy Tupamahu,
nomor rekening 154-0002423550 Cabang Jayapura Abepura, periode 01/01/16
s.d. 16/08/16.

229. 2 (dua) bundel fotocopy Buku Tabungan Bank Papua atas nama Edy Tupamahu,
nomor rekening 1000205044025 Cabang Utama Jayapura.

230. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tabungan BNI 46 atas nama Edy Tupamahu,
nomor rekening 0459139430 Cabang Jayapura.

231. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan APBN TA
2011, Bab VII Spesifikasi Umum.

232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-
1434 tanggal 23 Juni 2014 beserta lampirannya.

233. 1 (satu) dokumen fotocopy Gambar Design Perencanaan Teknis Jalan Kemiri-
Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun Anggaran 2009 Konsultan
Perencana CV. Citra Daya Bina.

234. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Telaah/Kajian Team Teknik Paket Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (24.00 KM) DAK perubahan 2015.

235. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Umum 2010 Seksi 3.2 Timbunan.

236. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-
2033 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua atas nama Mikael Kambuaya, beserta lampiran pendukung paket
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015.

237. 9 (sembilan) lembar fotocopy dokumen Keputusan Gubernur Papua Nomor
SK.821.2-518 tanggal 7 Maret 2016 beserta lampirannya.

238. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 oleh PT. Bintuni
Energy Persada.

239. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tiang Pancang dan Rangka
Jembatan tanggal 22 Januari 2015.

240. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Harga Satuan dan Harga Satuan Pekerjaan

(Basic & Unit Price Semester | TA. 2015 Dinas PU Pemprov Papua.
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241. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan)
Nomor 050/3505.F tanggal 18 September 2015 Paket Pengawasan Peningkatan
Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Sumber Dana APBDP Tahun
Anggaran 2015 dengan penyedia jasa CV. Cipta Buana Lestari.

242. 1 (satu) bundel fotocopy Draft Dokumen Owner’s Estimate (OE) [tanpa tanda
tangan] Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua, Paket Pengadaan Rangka/
Tiang Pancang Jembatan pada Ruas Kemiri Depapre Provinsi Papua APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2015.

243. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Owner’s Estimate (OE) [dengan tanda tangan]
Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua, Paket Peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre (111) 24 Km Tahun Anggaran 2015.

244. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.07/2015
tanggal 4 Mei 2015 tentang pelaksanaan dana alokasi khusus tambahan pada
APBN TA 2015.

245. 1 (satu) bundel fotocopy Owner’s Estimate (OE) Paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 Km (DAK) tahun 2015.

246. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran lunas 100% kepada CV. Cipta Buana
Lestari.

247. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reviu Permintaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Tambahan Usulan Daerah TA 2015 pada Provinsi Papua Nomor LR-
305/PW26/3/2015 tangggal 7 Juli 2015.

248. 1 (satu ) bundel fotocopy Peraturan Presiden RI nomor 36 tahun 2015 tanggal 17
Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015.

249. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua
Nomor 050/2898 Perihal: RUP Kegiatan Perubahan APBD TA 2015 tanggal 10
Agustus 2015 kepada Ketua ULP Prov. Papua beserta lampirannya.

250. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 050/3492.A
tanggal 16 September 2015 Paket Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112)
24.00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015.

251. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 900/11903/SET
tanggal 30 September 2014 perihal: Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-
PPKD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015.

252. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 4 Maret 2015.

253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran lunas 100% kepada PT. Bintuni
Energy Persada dan lampirannya.
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254. 1 (satu) bundel asli dokumen Harga Satuan dan Harga Satuan Pekerjaan (basic &
unit price) Semester Il TA.2015 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua.

255. 2 (dua) lembar Print-out warna Surat Waagner Biro Indonesia nomor 08-10052/01
tanggal 01/11/2012 kepada Bp. Ir. Edy Tupamahu, MM — Kepala Divisi Jembatan,
subject: Penawaran Harga Perkiraan untuk Pengadaan Jembatan Rangka.

256. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 tahun 2015
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

257. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk
keperluan Pembayaran Permintaan Angsuran |, Il, dan Ill sebesar 80% atas Pek.
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM (DAK) Sesuai Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492 Tgl. 16 September 2015, Add. Nomor
050/3962 Tgl. 27 Oktober 2015, beserta lampirannya.

258. 1 (satu) jilid asli Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) tanpa materai Nomor
050.1/1557.A Tanggal 02 Juni 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua dengan CV. CITRA DAYA BINA, Pekerjaan: Perencanaan Teknis Jalan
Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 m) di Kabupaten Jayapura Tahun
Anggaran 2009.

259. (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak)
Nomor 050.1/1557.A Tanggal 02 Juni 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua dengan CV. CITRA DAYA BINA, Pekerjaan: Perencanaan Teknis
Jalan Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 m) di Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2009.

260. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Kuantitas Harga (EE) Perencanaan Teknis Jalan
Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun Anggaran 2009 Konsultan
Perencana CV. CITRA DAYA BINA.

261. 1 (satu) lembar asli legalisir Rekening Koran Bank Papua Capem Abepura Nomor
Rekening: 1020114000021 atas nama PT. BINTUNI ENERGY PERSADA,
Periode: 01/01/2015 s.d 31/12/2015.

262. 1 (satu) lembar asli legalisir Rekening Koran Bank Papua Capem Abepura Nomor
Rekening: 1020114000021 atas nama PT. BINTUNI ENERGY PERSADA,
Periode: 01/01/2016 s.d 31/12/2016.

263. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran atas nama BINTUNI ENERGY PERSA,
Nomor Rekening: 1540036383838, Periode: 1-Jan-2015 s/d 31-Dec-2015.

264. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya 10/7/15 Tiket Mkw-SOQ
P'David 646.500 dan pada bagian belakang terdapat fotocopy kwitansi Nomor
1003/SS-BBM.INDS/XI1/2015.

265. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Gubernur Papua Nomor 914/7402/SET
Jayapura 23 Juni 2015 Hal Permohonan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
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Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 Kepada Yth Kepala PErwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua yang
ditandatangani GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE, SIP, MH.

266. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pemerintah PRovinsi Papua Dinas
Pekerjaan Umum Nomor 800/13791 Pengajuan Admin RUP Jayapura 25
November 2014.

267. 1 (satu) lembar Berita Acara Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor
01/PPBJ.14/BAKU/PNJ-KD/APBDP/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

268. 3 (tiga) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional LKPP atas nama Johanis
Anthonius Piet Taran, Indra Rerungan, Fitsgeral Drfaidiban, Sandra Dewi Mirino.

269. Fotokopi 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor
03/PPBJ.14/BAEP/JL-KD/APBDP/1X/2015 tanggal 7 September 2015.

270. 2 (dua) lembar Copy dokumen Perjanjian Jasa Ekspedisi Barang antara Pihak
Pertama a.n TOMY ISWAHYUDI sebagai Direktur Utama dari PT. Bintuni Energy
Persada dengan Pihak Kedua a.n REFLY JOCOM sebagai Direktur Utama dari
PT. Nusantara Hebat Logistik.

271. 2 (dua) lembar Copy dokumen Perjanjian Jasa Ekspedisi Barang antara Pihak
Pertama a.n TOMY ISWAHYUDI sebagai Direktur Utama dari PT. Bintuni Energy
Persada dengan Pihak Kedua a.n CITRA INDRAWATI sebagai Direktur dari PT.
Transporindo Agung Sejahtera.

272. 1 (satu) bundel Draft dokumen PT. MANBERS JAYA MANDIRI, Peta Tata Letak
Pipa Pancang Produk SPINDO dan Rangka Jembatan Produk WAAGNER,
Lokasi: Depo Dinas Pekerjaan Umum JI. Pantai Hamadi - Entrop Jayapura,
sebanyak 11 (sebelas) lembar.

273. 1 (satu) bundel Copy dokumen SALINAN AKTA: Pernyataan Keputusan Edaran
Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (CIRCULAR RESOLUTION) PT. MANBERS JAYA MANDIRI, Nomor 04,-
tanggal 28 Agustus 2015; Notaris FARIDA WIDYAWATI,SH.

274. 1 (satu) Jilid dokumen draft Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
24,00 KM (DAK); Dokumen Pengadaan Nomor 21/PPBJ.14/DOK-
KUAL/JLN.KD/APBD/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015.

275. 1 (Satu) lembar Kartu nama PT. BINTUNI ENERGY PERSADA atas nama DAVID
MANIBUI 08124827777

276. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Bintuni Energy Persada Setoran Modal P.
David Transfer bbKe Rek. CIMB — NIAGA A/C: 124.01.00027.00.0.

277. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Setoran Modal a/n Mr. Frans M (Idr), Setoran
Modal a/n Mr. David M. (Idr), Setoran Modal a/n Mr. David M. (Usd) dengan total
setoran modal 21,250,941,131.
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278. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen PT. Bintuny Energy Persada Setoran Modal P.
David Transfer Ke Rek. CIMB — NIAGA A/C: 124.01.00027.00.0, beserta Posisi
Modal Disetor PT. Bintuni Energy Persada, dan Posisi Modal Disetor Per 31 Mei
2012.

279. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Setoran Modal a/n Mr. Frans M (Idr), Setoran
Modal a/n Mr. David M. (Idr), dan Setoran Modal a/n Mr. David M. (Usd), dengan
Total Setoran Modal 21,650,941,131.

280. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Gaji PT. Manbers Jaya Mandiri Bulan April 2012,
atas nama KARTIKA SARIE, SE Jabatan Komisaris.

281. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAVID MANIBUI, NIK:
9171030510730005 dan KARTIKA SARIE, SE NIK: 9171034904730005.

282. 1 (satu) jilid fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintuny Energy
Persada Nomor 02 tanggal: 03 Nopember 2010 dengan Notaris DIRHAMDAN, SH

283. 1 (satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Thk To: PT. Bintuny
Energy Persada, Subyek: Penawaran Harga Pipa, tanggal: 12 Agustus 2015,
From: Danny T.

284. 4 (empat) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk To: PT.
Bintuny Energy Persada, Subyek: Konfirmasi Order, tanggal: 2 September 2015,
From ; Danny T, dengan tulisan tangan tinta berwarna merah yang diantaranya
bertuliskan BCA 11/9 15 Rp1.022.814.000 beserta lampirannya, yaitu: a. 1 (satu)
lembar fotocopy dokumen bertuliskan 19/10 SETORAN TUNAI DP 20% BEP;
2,045,628,000.00; -43,106,395,443.21; b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran
BCA dengan Nomor Rekening: 010 306 870 1 atas nama PT. Steel Pipe Industry
Of Indonesia, dengan nama penyetor: BEP, total 7.159.703.000; dan c. 1 (satu)
lembar fotocopy Bukti Setoran BCA dengan Nomor Rekening: 010 306 870 1 atas
nama PT. Steel Pipe Industry Of, dengan nama penyetor: TOMY, total
1.022.814.000.

285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia,
Tbk Nomor 047/VI11/2015/D tanggal 31.08.2015.

286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Nomer:
047/VIII/2015/K, Perihal: Kewajiban Penerimaan Surat Dukungan, Kepada/ Yth:
TOMY ISWAHYUDI, tanggal 31.08.2015.

287. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk Nomor
IFP-151788, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 10.12.2015 dengan
nilai GR. Total 2.008.800.002 beserta lampiran faktur pajak.

288. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Nomor
IFP-151789, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 11.12.2015 dengan
nilai GR. Total 1.406.160.000 beserta lampiran faktur pajak.
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289. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Nomor
IFP-151850, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 14.12.2015 dengan
nilai GR. Total 1.607.040.002 beserta lampiran faktur pajak.

290. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Thk Nomor
IFP-151949, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 16.12.2015 dengan
nilai GR. Total 1.205.280.001 beserta lampiran faktur pajak.

291. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Nomor
IFP-15J043, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 17.12.2015 dengan
nilai GR. Total 2.008.800.002 beserta lampiran faktur pajak.

292. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Nomor
IFP-15J181, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 18.12.2015 dengan
nilai GR. Total 1.992.060.002 beserta lampiran faktur pajak.

293. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB) PT. Steel
Pipe Industry Of Indonesia, Tbk, Nomor Form :DLV / SPD / 01, Kepada Yth: PT.
Bintuni Energy Persada.

294. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. WAAGNER BIRO INDONESIA nomor 08-
2146/BEP/01 tanggal 5 Agustus 2015 kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
tentang Penawaran Harga Rangka Baja untuk Papua.

295. 1 (satu) bundel fotocopy Purchase/Supply Agreement atau Perjanjian
Pembelian/Pemasokan Nomor 08-2146/T/BEP/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015
antara PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dengan PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA dengan nilai total Rp11,023,848,000 (sebelas milyar dua puluh tiga
juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

296. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. WAAGNER BIRO
INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA nomor 08-2146/SD-
01/BEP/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

297. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. WAAGNER BIRO
INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA nomor 08-2146/SPK-
02/BEP/09/2015 tanggal 04 September 2015.

298. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kunjungan Pabrik Rangka Jembatan PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh
Pihak DPU Papua: EDY TUPAMAHU dan HANS LEONARD.

299. 4 (empat) lembar fotocopy Invoice PT. WAAGNER BIRO INDONESIA kepada PT.
BINTUNI ENERGI PERSADA dengan ket: Jembatan Papua XX dengan rincian
berikut ini (termasuk pajak): a. Down Payment 10% tanggal 16 September 2015
senilai Rp1,102,384,800; b. Progress Payment 10% tanggal 16 September 2015
senilai Rp1,102,384,800; c. Final Payment 80% ke-1 tanggal 30 November 2015
senilai Rp4,260,643,200; dan d. Final Payment 80% ke-2 tanggal 10 Desember
2015 senilai Rp4,558,435,200.
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300. 4 (empat) lembar fotocopy printout bukti penerimaan Deutsche Bank oleh PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA dari PT. BINTUNI ENERGI PERSADA dengan
rincian berikut ini: a. Tanggal 16 September 2015 senilai Rp1,102,384,800.; b.
Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp1,102,384,800; c. Tanggal 07 Desember 2015
senilai Rp4,260,643,200.; dan d. Tanggal 17 Desember 2015 senilai
Rp4,558,435,200.

301. 1 (satu) lembar asli printout dokumen PT. WAAGNER BIRO INDONESIA tentang
Summary Project 10-777 PT. BINTUNI ENERGI PERSADA (Project Papua XX).

302. 4 (empat) lembar fotocopy faktur pajak PPN 10% PT. WAAGNER BIRO
INDONESIA terkait pembelian barang oleh PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
dengan rincian berikut ini: a. Tanggal 16 September 2015 senilai Rp100,216,800;
b. Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp100,216,800; c. Tanggal 07 Desember 2015
senilai Rp387,331,200; dan d. Tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp414,403,200.

303. 4 (empat) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. WAAGNER
BIRO INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA selaku pembeli
barang atau PT. NUSANTARA HEBAT LOGISTIK selaku ekspedisi pengirim
barang, dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor 10-777/BASTB-
B40/BEP/XI1/2015, tertanggal 11 Desember 2015 (1 unit); b. Nomor 10-
777/BASTB-B35/BEP/XI1/2015, tertanggal 16 Desember 2015 (3 unit); c. Nomor
10-777/BASTB-BG25/BEP/XI1/2015, tertanggal 23 Desember 2015 (1 unit); d.
Nomor 10-777/BASTB-BG30/BEP/XI11/2015 tanggal 23 Desember 2015 (6 unit).

304. 2 (dua) bundel fotocopy Delivery Order PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dengan
rincian berikut ini: a. DO: 001/10-777/DO/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 dan
b. DO: 002/10-777/DO/XI11/2015 tanggal 18 Desember 2015.

305. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua No 915/2417/SET terkait
pengajuan permohonan dana alokasi khusus (DAK) jalan provinsi pada
perubahan tahun anggaran 2015 tanggal 12 Februari 2015 beserta lampirannya.

306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua No 910/2418/SET tanggal 12
February 2015 tentang permohonan anggaran DAK bidang sumber daya air
provinsi pada perubahan APBN TA 2015 kepada Badan Anggaran DPR RI beserta
lampirannya.

307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Papua nomor S-864/PW26/3/2015 tanggal 22 Mei
2015 terkait permintaan dokumen usulan dana alokasi khusus tambahan usulan
daerah TA 2015 kepada Gubernur Papua beserta lampirannya.

308. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua nomer 914/6872/SET tanggal 11
Juni 2015 terkait penyampaian rencana definitif (RD) DAK Sumber Daya Air
Perubahan APBN TA. 2015 beserta lampirannya.
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309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua Nomor 914/6873/SET tanggal 11
juni 2015 terkait penyampaian rencana definitif (RD) DAK Penanganan Jalan
Provinsi pada Perubahan TA. 2015 beserta lampirannya.

310. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua nomor 930/6878/SET tanggal 7
juli 2015 terkait klarifikasi laporan hasil reviu permintaan dana alokasi khusus
(DAK) tambahan usulan daerah TA 2015 beserta lampirannya.

311. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPKP Perwakilan Papua S-
2020/PW26/3/2016 Tanggal 13 Juli 2015, terkait pelaksanaan DAK tambahan
usulan daerah TA 2015.

312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas PU Provinsi Papua nomor 248/
Kabid.55.30501-UM/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Perihal: Permohonan
Informasi Harga Jembatan Rangka Baja kepada PT. Bukaka Teknik Utama, PT.
Wagner Biro, PT. Bakrie Brother, PT. Wijaya Karya, PT. Gunung Raja Paksi.

313. 1 (satu) bundel Purchase/Supply Agreement atau Perjanjian Pembelian/
Pemasokan Nomor 08-2146/T/BEP/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA dengan PT. BINTUNI ENERGI PERSADA dengan
nilai total Rp11,023,848,000 (sebelas milyar dua puluh tiga juta delapan ratus
empat puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak..

314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penawaran Harga Pipa dari PT. Steel Pipe
Industry of Indonesia, Tbk kepada PT. Bintuni Energy Persada tanggal 12 Agustus
2015.

315. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi Order PT. SPINDO, Tbk
tanggal 2 September 2015 kepada PT. Bintuni Energy Persada beserta lampiran
bukti setoran.

316. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor subl1315122700003 dan
sub1315122700004 terkait pengiriman tiang pancang ke papua pada tanggal 24
Desember 2015 sebanyak 62 Container 20 feet Open.

317. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Pembayaran Tiang Pancang PT. Spindo
ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor IFP-151788, IFP-151789, IFP-151850, IFP-
151949, IFP-15J043, IFP-15J181.

318. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor 2215606112VA tanggal 20
Desember 2015 terkait pengiriman Rangka Jembatan Baja sebanyak 19 Unit
Container.

319. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor 3015648712VA tanggal 02 Januari
2016 terkait pengiriman Rangka Jembatan Baja sebanyak 18 Unit Container.

320. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pembayaran Biaya Ekspedisi PT. Nusantara
Hebat Logistik ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor 139/NHL-INV/XII/2015
tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp881.800.000,-.
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321. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pembayaran Biaya Ekspedisi PT. Nusantara
Hebat Logistik ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor 001/NHL-INV/I/2016 tanggal
11 Januari 2016 sebesar Rp925.200.000,.

322. 4 (empat) lembar asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Per 29
November 2015 Kegiatan APBD Perubahan TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua yang ditandatangani oleh EDY TUPAMAHU.

323. 12 (dua belas) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 902/96/Tahun
2015 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

324. 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Asuransi Intra Asia Nomor 768419, Ikhtisar
Pertanggungan Asuransi Marine Cargo tertanggal 19 Desember 2015.

325. 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Asuransi Intra Asia Nomor 768696, lIkhtisar
Pertanggungan Asuransi Marine Cargo tertanggal 2 Januari 2016.

326. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Dukungan nomor 08/NHL-
BEP/VII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015.

327. 1 (satu) lembar copy dokumen Invoice Nomor 001/NHL-INV/I/2016 tertanggal 11
Januari 2016.

328. 2 (dua) lembar copy dokumen Bill of Lading B/L Nomor 3015648712VA tertanggal
2 Januari 2016.

329. 1 (satu) lembar copy dokumen Invoice Nusantara Hebat Logistik Nomor 139/NHL-
INV/XI11/2015 tertanggal 23 Desember 2015.

330. 2 (dua) lembar copy dokumen Bill of Lading B/L Nomor 2215606112VA tertanggal
20 Desember 2015.

331. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Transporter/ Forwarder
tertanggal 14 Desember 2015.

332. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Transporter/ Forwarder
tertanggal 8 Desember 2015.

333. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Nusantara Hebat Logistik Nomor
03/PWR/NHL/XII/15 Perihal: Penawaran tertanggal 4 Desember 2015.

334. 1 (satu) lembar copy dokumen bukti setoran BCA tertanggal 4 Januari 2016
sebesar Rp881.800.000; setoran BCA tertanggal 18 Januari 2016 sebesar
Rp800.000.000; dan setoran BCA tertanggal 22 Januari 2016 sebesar
Rp125.200.000,-.

335. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan BCA KCP Taman Pondok Indah
Nomor Rekening 6720327838 an Refly Jocom periode 3 November 2014 sd 18
Januari 2016;

336. 1 (satu) lembar copy dokumen Perincian Transaksi Gabungan Tahapan Bank
Central Asia No Rekening 06720327838 an Refly Jocom tanggal 15/02/16.
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337. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sby
TanjungPerak Nomor Rekening 140-00-1526856-9 an PT. Nusantara Hebat
Logistik;

338. 1 (satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22 Januari
2016 senilai Rp1.351.600.000,- ;

339. 1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.
Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahtera senilai
Rp1.351.600.000,- ;

340. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Nomor Surat;282/TE-MKT/SBY/XI1/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Surat
Keterangan Keterlambatan KM. Kanal Mas Voy 63/15 SUB-UPG-DJJ.

341. 3 (tiga) lembar fotocopy Mutasi Rekening bertuliskan tangan PT. Bintuni Energy P.
419/IX/15 SETORAN TUNAI TOMY DP 10/PIPA BAJA sebesar 1,022,814,000.00.

342. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk. Mills
Inspection Certificate (Bare Pipe) Nomor 534/MC-BP/XII/2015, tanggal 19
December 2015, Customer: PT. Bintuni Energy Persada.

343. 1 (satu) bundel asli legalisir dokumen PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk.
Pipes Tally Sheet Nomor 512/PTS-BP/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015,
Customer: PT. Bintuni Energy Persada.

344. 1 (satu) buku asli Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KC Jayapura Ahmad Yani
15400 atas nama Ir. MUHAMMAD ZAINI, Nomor Rekening: 154-00-1306602-6.

345. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nomor
533/PB.PASI/St.M/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, Perihal: S.K. PB.PASI
Nomor 14 Tahun 2013.

346. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan Rekapitulasi Galian / Timbunan STA.
16+200 s/d 17+574 Jalan Kemiri Depapre;

347. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan Potongan Memanjang Jalan Kemiri-
Depapre 16+200 s/d 17+574 (sesuai perencanan;

348. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan USULAN GAMBAR RENCANA PERUBAHAN
ALIH TRASE Jalan Kemiri Depapre.

349. 1 (satu) lembar rincian Pengeluaran PASI (Uang Pak Zaini) berikut lampiran bukti
transaksinya;

350. 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (112)
24.00 KM, Jalur Daerah Batas Galian dan Timbunan (DAK) tertanggal 15
Desember 2015;

351. 5 (lima) lembar Tanda Terima Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre 112) 24.00 KM (DAK) Kontrak Nomor 050/3505.F tanggal 18 Desember
2015
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352. 1 (satu) bundel Surat Perseroan Komanditer CV. Cipta Buana Lestari Nomor 04
Dengan Notaris Dalwiah Pida, S.H tanggal 13 Oktober 2008

353. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/4814-A
tanggal 15 Desember 2015

354. 1 (satu) lembar Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi Nomor 06/UM/PTJJ/MP-
ABT/2015 tanggal 19 Desember 2015

355. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Paket Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112)
24.00 KM (DAK) tanggal 3 Oktober 2015

356. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Nomor Rekening:
1010110001046 Periode 01/01/2015 s.d 11/01/2016

357. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 3:23 AM

358. 2 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 11:21 AM

359. 3 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:21 AM

360. 4 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 6:13 AM

361. 5 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 6:16 AM

362. 6 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 2:08 PM

363. 7 (satu) lembar print out surat -elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:10 PM

364. 8 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:11 PM

365. 9 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:14 AM
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366. 10 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 3:24 PM,;

367. 11 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 11:26 PM;

368. 12 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/23/15 jam 8:50 PM,;

369. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor
914/7067/Set tanggal 16 Juni 2015 tentang Permohonan Reviu Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;

370. 1 (satu) bundel fotokopi lembar disposisi no urut 900/Dis.468 tanggal 17 Juni 2015
Perihal Permintaan Dokumen Usulan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015
beserta lampirannya;

371. 1 (satu) bundel fotokopi usulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK)
perubahan sub bidang jalan tahun anggaran 2015;

372. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Papua nomor 900/8683/Set tanggal 23
Juli 2015 perihal Permohonan Transfer Tri Wulan | Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;

373. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua
Nomor 188-3/8646/Set tanggal 4 Agustus 2015 tentang penyampaian Nota
Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015;

374. 3 (tiga) lembar fotokopi persetujuan Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua tentang Rancangan;

375. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua
Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penyampaian Raperda
tentang Perubahan APBD TA 2015 dan RAPERGUB tentang penjabaran
perubahan APBD TA 2015 (beserta lampiran fotokopi tanda terima surat);

376. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 903-4988 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan PEraturan Daeran
Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 2015;

377. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua
tanggal 7 Agustus 2015;

378. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran
2015 (Buku I);
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379. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran
2015 (Buku I1);

380. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2015;

381. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku I)

382. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku II);

383. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku Ill);

384. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015;

385. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2015 (buku I);

386. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2015 (buku I1);

387. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2015 (buku Ill);

388. 1 (satu) bundel fotokopi surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1218/KEUDA tanggal 12 November
2014 Hal: penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4633 Tahun
2014,

389. 1 (satu) buah buku DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua Kode SKPD: 1.03.1.1 Tahun Anggaran 2015;

390. 1 (satu) buah buku DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua Kode SKPD: 1.03.1.1 Tahun Anggaran 2015 (Buku II);

391. Asli 1 (Satu) bundel dokumen Laporan Investigasi Proyek Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM (DAK) di Kabupaten Jayapura Dengan Sumber
dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua TA. 2015, ITB Bandung 2016;
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392. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Institut Teknologi Bandung kepada Deputi Bidang
Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 1488/1.1.B03/ KP/2016
tanggal 10 Agustus 2016 Perihal: Permintaan bantuan Ahli;

393. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas asisten tenaga Ahli, tanggal 10 Agustus 2016
yang ditandatangani oleh Dr.Ir. Sangriyadi Setio selaku Ketua Tim Tenaga Ahli

394. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening a/n PT.Bintuni Energy Persada di Bank Papua
Cabang Abepura dengan Nomor 102011400021, periode 01/01/2014 s.d
11/04/2017 beserta lampirannya

395. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening a/n PT.Bintuni Energy Persada di Bank Papua
Cabang Jakarta dengan Nomor 1500110003043, periode 01/01/2014 s.d
11/04/2017 beserta lampirannya

396. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal
20 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Jalan Kemiri
- Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten Jayapura (DAK) sesuai Surat
Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492.A tanggal 16 September
2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan Jumlah yang dibayarkan
Rp15.324.890.849,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan
Rupiah), beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar Penguji SP2D

397. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal
26 November 2015 untuk Pembayaran Angsuran I, II, lll, sebesar 80% atas
pekerjaan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten Jayapura
(DAK) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492.A tanggal
16 September 2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan Jumlah yang
dibayarkan Rp47.741.465.503,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat
Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah ),
beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar Penguji SP2D

398. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 9262/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal
29 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran IV, sebesar 100% atas
pekerjaan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten Jayapura
(DAK) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492.A tanggal
16 September 2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan Jumlah yang
dibayarkan: Rp15.882.825.467,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan
Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh LIma Ribu Empat Ratus Enam Puluh
Tujuh Rupiah ), beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar Penguji SP2D

399. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 992754, sebesar
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 28/12/15 yang dicairkan oleh CICA
RATNA SARI, pada tanggal 28/12/15, dari rekening PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 1540036383838, beserta lampirannya;
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400. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 988240, sebesar
Rp177.000.000,- (seratus tujuh puluh tuju juta rupiah) tanggal 27/10/15 yang
dicairkan oleh HERMAWATI, pada tanggal 27/10/15, dari rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838, beserta lampirannya;

401. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994442, sebesar
Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 07/06/16 yang
dicairkan oleh CICA RATNA SARI, pada tanggal 08/06/16, dari rekening PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

402. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994449, sebesar Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah) tanggal 28/06/16 dari rekening PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 1540036383838

403. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994434, sebesar Rp20.500.000,-
(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh CICA RATNA SARI,
pada tanggal 09 Mei 2016 dari rekening PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor
1540036383838

404. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994433, sebesar Rp35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04/05/16 dari rekening PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 1540036383838

405. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994436, sebesar Rp69.843.800,-
(Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tigas Ribu Delapan
Ratus Rupiah) tanggal 07/05/16 yang dicairkan oleh HERMAWATI pada tanggal
17 Mei 2016, dari rekening PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor
1540036383838

406. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 988239, sebesar
Rp788.942.800,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Dua Rlbu Delapan Ratus Rupiah) 26-10-2015 yang dicairkan oleh
WIDODO YULISTIO, pada tanggal 26-10-2015, dari rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

407. 1 (satu) bundel mutasi rekening Nomor 1540036383838 atas nama PT. Bintuni
Energy Persada periode 30 Juli 2015 s/d 30 Desember 2017

408. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 02 Desember 2009, Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

409. 1 (satu) bundel salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 04 Februari 2010 Nomor 6, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

410. 1 (satu) bundel salinan Akta Hibah Saham Tanggal 04 Februari 2010, Nomor 7,
yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan

Anjasmoro 40, Surabaya
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411. 1 (satu) bundel salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 04 Februari 2010, Nomor 8, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

412. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 10, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

413. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 11, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

414. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 12, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

415. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 30 Oktober 2012, Nomor 13, yang
dibuat oleh Notaris DIRHAMDAN, SH, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika
Nomor 123, Jakarta Timur

416. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 28 Agustus 2015, Nomor 04, yang
dibuat oleh Notaris FARIDA WIDYAWATI, SH, yang beralamat di Jalan Mayjen.
Soetoyo No 37, Cawang, Jakarta Timur

417. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 26 Januari 2016, Nomor 26, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

418. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 26 Januari 2016, Nomor 33, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

419. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 05 September 2016, Nomor 02,
yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA, SH. Mkn, yang beralamat di
Jalan Bekasi Timur Raya No 9, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur;

420. Kumpulan barang yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah amplop coklat besar terdapat
tulisan tangan di antaranya “kumpul uang dari Rekanan kosultan atas kerelaan
dari konsutltan 12+13 perus saya kumpulkan sendiri di kantor 1 bundel 10jt 2
karet masing2 3jt=6jt.”; b. Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 100 (seratus) lembar total sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Uang pecahan Rpl100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)
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lembar total sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah); dan d. Uang pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar total sejumlah
Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

421. Uang tunai sebesar Rp4,000,000,- (Empat juta rupiah) dengan pecahan
Rp100.000,-; .

422. Uang tunai sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan Rp50.000
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar

423. Uang tunai sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan Rp100.000
(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar

424. Uang tunai sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan Rp100.000
(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar

425. Uang Rp150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

426. Uang Rp150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

427. Uang Rp250,000,000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah);

428. Uang tunai Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

429. Uang Rp12,000,000 (dua belas juta rupiah); dirampas untuk negara
beserta 1 (satu) lembar Asli tindisan Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2018 untuk Setoran
Kembali ke KPK RI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dari Penyetor
atas nama REFLY MALEKE;

430. Uang Rp15,000,000 (lima belas juta rupiah); di rampas untuk negara
beserta 1 (Satu) lembar Asli tindisan Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2018 untuk
Penyetoran Kembali ke KPK RI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6
dari Penyetor atas nama JAMES RICHARD HOMER
tetap terlampir dalam berkas perkara

431. Uang Rp25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) di rampas untuk negara
beserta 1 (Satu) lembar Asli Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Februari 2018 untuk
Setoran Kembali ke KPK RI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dari
Penyetor atas nama FERDINAND KUHEBA
tetap terlampir dalam berkas perkara

432. 1 (satu) keping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, S/N:
MAPA19RC25184820 1, yang bertuliskan: Data Uthan Logistik, yang ditanda
tangani pada tanggal 31/1 '17

433. 1 (satu) Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 32 GB, dengan tulisan
tangan: Legal, Kode: 154115XA753YBRJ31S, pengguna: Albania Damayanti / Nia
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434. 1 (satu) External Hardisk, Merk: Seagate, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 TB, P/N:
1TEAP5-500, S/N: NA87BVNG, Pengguna: Edy Sulistyono

435. 1 (satu) Flashdisk, Merk: Sandisk, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, Kode:
BL154925276D, Pengguna: Lina Christiana

436. 1 (satu) Keping CD-R, Warna: Silver, Merk: SPC, Kapasitas: 700 MB, Kode:
07041814, yang bertuliskan: Data Laptop an. Tomy, yang ditandatangani pada
tanggal 31/01-17

437. 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam; Jenis: Handphone; Merk: Nokia;
Model: RM-1035; Code: 059W062; Imei 1: 355119/07/061984/5; Imei 2:
355119/07/061985/2, dengan kartu SimCard 1: Telkomsel; ICCID: 6210 0244
4275 8662 03; SimCard 2: tidak ada (kosong), tanpa memory card dan tanpa
charger.

438. 1 (satu) perangkat elektronik, Warna: coklat; Jenis: Handphone; Merk: Samsung;
Model: Galaxy Note 4 (SM-N910H), Imei: 356001060361597; Nomor serial:
RF1FBO0J1JFD; dengan kartu SimCard: Telkomsel; ICCID: 0012 0000 0147 6463;
tanpa memory card eksternal, charger, dan stylus.

439. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis HardDisk TOSHIBA
MK5065GSXN, S/N: YOKDS503S, Kapasitas 500GB, yang diambil dari Laptop
TOSHIBA SATELLITE L645. S/IN: ZA072311W, yang digunakan oleh KOMANG
SURATA.

440. 1 (satu) unit HandPhone NOKIA Model 101, Type RM-769, IMEl 1:
358109/05/337340/0, IMEI 2: 358109/05/337341/8, yang di dalamnya terdapat
SIM Card dengan tulisan Kartu As 6210 0297 9031 9488 00, yang digunakan oleh
KOMANG SURATA.

441. 1 (satu) unit HandPhone NOKIA Model C2-00, Type RM-704, IMEIl 1:
358610/04/652204/5, IMEI 2: 358610/04/652205/2, yang di dalamnya terdapat
SIM Card dengan tulisan TELKOMSEL 6210 1144 3207 0178 dan MicroSD
ProDisk 1GB, yang digunakan oleh KOMANG SURATA.

442. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis HardDisk TOSHIBA
MK5055GSX, s/N: Z9A1S1TYS, kapasitas 500GB, beserta dengan enclosure
motif kotak-kotak Yang digunakan oleh KOMANG SURATA.

443. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis FlashDisk, MSM USB Flash
Drive USB Device warna Abu-abu, dengan S/N: C010423922B900AF yang dibaca
dengan aplikasi USBDeview v1.05, Kapasitas 124MB, yang digunakan oleh
KOMANG SURATA.

444. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik Expansion Portable Drive SEAGATE,
dengan P/n: 1D6AP1-500, S/N: NA4BXPYB kapasitas 500GB, beserta dengan
Kabel data USB 3, yang digunakan oleh KOMANG SURATA.
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445. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis FlashDisk, SanDisk Cruzer
Blade USB Device warna Hitam Merah, S/N: 4C531001520425111024 yang
dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05, Kapasitas 16GB, yang digunakan oleh
NATIRMALUS D. RENYAAN.

446. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R merk Verbatim
kode: MAPA23RC24091053 2 dengan keterangan Data LPSE Prov. Papua
Kemiri-Depapre (112) ditandatangani oleh ELIAS PAONGANAN tanggal 2
Februari 2017.

447. 1 (satu) buah CD dengan merek Exist CD-R bertuliskan HPS Jalan Kemiri-
Depapre APBDP 2015 yang berisi: (1). 1 (satu) softcopy file berupa folder dengan
nama Asumsi_awal_anto yang berisikan softcopy file type Microsoft Excel
Worksheet dengan nama Kemiri Depapre APBDP 2015 OE.; (2). 1 (satu) softcopy
file berupa folder dengan nama Gabung_pertama yang berisikan softcopy file type
Microsoft Excel Worksheet dengan nama Kemiri Depapre APBDP 2015 OE; (3). 1
(satu) softcopy file type Microsoft Excel Worksheet dengan nama Kemiri Depapre
APBDP 2015 OE Reuvisi I; dan (4). 1 (satu) softcopy file type Microsoft Excel
Worksheet dengan nama Kemiri Depapre APBDP 2015 OE.

448. 1 (satu) keeping DVD-R merk Verbatim 4.7 GB, SN: MFP6BOSD30195185 D3
yang di dalamnya terdapat softcopy file-file berikut ini:

a. Referensi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri TA 2015.

b. Dokumen Owner’s Estimate Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24 Km tahun 2015
Berita acara hasil pelelangan Nomor 05/PPK.12/BAHP/PNJL-KD/DAK/2014.

d. Surat penyampaian dokumen pengadaan Nomor 050/2910 tanggal 10
Agustus 2015 dari Mikael Kambuaya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum
kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi
Papua.

e. Surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun 2015 tanggal 5
Januari 2015 terkait penetapan pokja.

f. Dokumen Summary Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 dari SPSE Provinsi Papua.

g. Dokumen Penawaran PT. Nafri Jaya Pratama untuk pekerjaan TA 2015
dengan nama file PT. NAFRI JAYA PRATAMA-2358041.rhs yang diunggah
kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomor Hash
Key 514194d675d026ac181fb2b5b078bf1

h. Dokumen Penawaran PT. Cenderawasih Mas untuk pekerjaan TA 2015
dengan nama file PT. CENDERAWASIH MAS-2358041.rhs yang diunggah
kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomor Hash
Key 8d65bd023323ea203bed1710d5358c5f
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i. Dokumen Penawaran PT. Bintuni Energy Persada untuk pekerjaan TA 2015
dengan nama file PT.BINTUNI ENERGY PERSADA-2358041.rhs yang
diunggah kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015 dengan
nomor Hash Key 833e996d572f711e6647165dc9b597a8

j. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 02/PPBJ.14/BAPP/JLN.KD/
APBDP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

k. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 04/PPBJ.14/BAPK/JBT-
ALGT/IV/2015.

|. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 06/PPBJ.14/PENT/JL-
KD/APBDP/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

m. Surat perintah perjalanan dinas nomor 1160/SPPD-GP/2015 tanggal 2
September 2015 yang bertujuan untuk pembuktian kualifikasi pekerjaan
peningkatan jalan Kemiri-Depapre Tahun 2015 kepada PT. Waagner Biro
Indonesia.

n. Softcopy Transaksi Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT. Bintuni
Energy Persada dari Kementerian Hukum dan HAM.

0. Softcopy Transaksi Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT.
Cenderawasih Mas dari Kementerian Hukum dan HAM.

p. History Log IP Address penyedia jasa pada pelelangan pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri Depapre Tahun Anggaran 2015 yang diunggah dari SPSE
Provinsi Papua.

g. History Log IP Address penyedia jasa pada pelelangan pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri Depapre Tahun Anggaran 2014 yang diunggah dari SPSE
Provinsi Papua.

r. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 04/Pokja 13/BAPK/PNJ-
KD/APBD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

s. Surat penawaran harga perkiraan untuk rangka jembatan dan jembatan
gelagar baja dengan nomor referensi 08-2146/BEP/01 kepada TOMY
ISWAHYUDI dan DAVID MANIBUI melalui email Danny Ismail, staf PT.
Waagner Biro Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2015.

t. Kontrak Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 050/3492.A tanggal
16 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp86.893.711.000,00.

u. Addendum Kontrak Pekerjaan Tahun Anggaran 20015 dengan Nomor
050/3962 tanggal 27 Oktober 2015 dengan penambahan nilai kontrak menjadi
Rp89.530.000.000,00 dan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan
menjadi 106 hari kalender atau sampai tanggal 31 Desember 2015.

v. Dokumen SP2D pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre Tahun
Anggaran 2015 dengan nomor 4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal
20 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka (20%), SPPD 6420/SP2D-LS-

Halaman 148 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/1.03.01.01/2015 tanggal 26 November 2015 untuk pembayaran angsuran
LILIIE (80%), dan SPPD 9262/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 29
Desember 2015 untuk pembayaran angsuran ke IV (100%).

w. Dokumen Back Up Data Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre Tahun 2015.

x. Dokumen Back Up Data Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre Tahun 2015.

y. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 227.37/ B55.30501-
BA/XI1/2015 tanggal 15 Desember 2015 terkait serah terima pekerjaan dari
pihak pelaksana pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

449. 1 (satu) buah USB Flasdisk merk Toshiba 8GB warna putih dengan kode N723
D32210 yang di dalamnya berisi file video “Pengamatan Drone.mp4”

450. 1 (satu) keping CD-R warna silver merk: Verbatim, kapasitas 700MB yang
bertuliskan: File hasil pengukuran, Jalan Kemiri Depapre Jayapura, Papua, Tahun
2015

451. Barang Bukti tambahan yang diperoleh saat persidangan, yaitu: Uang tunai
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 451 tersebut dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DAVID
MANIBUI.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 7 / Akta.Pid.Sus / TPK /
2020 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2020, Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2020,
permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada
Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 April 2020;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 7 / Akta.Pid.Sus / TPK /
2020 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2020, Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
101/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2020, permintaan banding
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tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 8 April 2020;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
11 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat
pada tanggal 11 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah
diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 27 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan
Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2020, dan kontra memori banding tersebut telah
diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei
2020;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang
ditujukan  masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal
26 Mei 2020 Nomor : W210-U1/132/HN.05.V.2020.03 tentang pemberian
kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara ( inzage ) sebelum
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada
tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst
tanggal 30 Maret 2020, baik Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
masing-masing pada tanggal 3 April 2020 dan tanggal 6 april 2020, sehingga
Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut telah disertai Memori banding, dan memori banding tersebut jika

disimpulkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
101/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2020;
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- Bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi uraian
mengenai Eksepsi tentang kadaluarsa perkara atas nama Terdakwa Mikael
Kambuaya, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan ( pasal

40 (1) UU No0.19/2019 Jo. Pasal 78 KUHP, Nomor : 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN

Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2020 karena Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka

pada tanggal 19 Januari 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyalah gunakan kewenangan selaku

kepala dinas PU Provinsi Papua;

- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam memori banding Penasihat

Hukum dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya

pada akhirnya berkesimpulan ;

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa Mikael Kambuaya;

2. Mengadili sendiri perkara aquo, dengan menjatuhkan putusan terhadap
Terdakwa Mikael Kambuaya, sesuai surat tuntutan Penuntut Umum yakni
melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang R.l. Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan
atas Undang-Undang R.l. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH
Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN
Jkt.Pst, tanggal 30 Maret 2020, serta Memori banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua karena pertimbangan hukum Majelis
Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan, oleh
karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus
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perkara aquo dalam tingkat banding kecuali perihal pidana yang dijatuhkan kepada

Tedakwa harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah
menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)
bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut perlu
diperberat mengingat sejak dimulainya proyek Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
Jayapura tersebut, peran Terdakwa sangat dominan vyaitu Terdakwa
menandatangani kontrak kerja dengan PT. BEP, padahal PT. BEP tidak memenubhi
persyaratan teknis selain itu pada tahap akhir proyek tersebut Terdakwa juga
memerintahkan agar diterbitkan SPM agar kepada PT BEP selaku kontraktor bisa

dibayar 100 % padahal volume pekerjaan sebenarnya belum selesai 100 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan tersebut
diatas, maka pidana terhadap Terdakwa dipandang perlu diperberat yang
lamanya akan disebutkan pada bagian akhir sebagaimana dalam amar putusan

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penasihat Hukum
setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo
berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan sebagaimana terurai
dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut hemat
Pengadilan Tinggi tidak ada ha-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena
semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu
memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN
Jkt.Pst, tanggal 30 Maret 2020, harus diubah sepanjang mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap diri
terdakwa telah dilakukan penahanan dan Pengadilan Tinggi tidak pernah
mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar
terdakwa tetap ditahan, dan lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus

dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;
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Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan
Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun
2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun
2009 ;

3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHAP
(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

4.Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal
64 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan ;
MENGADI LI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 101 /Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Jkt. Pst, tanggal
30 Maret 2020, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama
dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL KAMBUAYA oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti yang diurut dari Barang Bukti Nomor BB Nomor 1
sampai dengan Nomor BB Nomor 451, sebagai berikut:

01. 4 (empat) lembar daftar nama-nama Direksi dan Pemegang saham Per
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2016;

02. 1 (satu) bundel Rekap Bulan Desember 2015;

03. 4 (empat) lembar Estimasi Rekap Gaji Kemiri-Depapre Jayapura 26
November -25 Desember 2015;

04. 1 (satu) lembar Estimasi Gaji / Bulan Project Kemiri Depapre 11 2016;

05. 2 (dua) lembar Rekap Gaji Kemiri — Depapre Jayapura 26 Okt — 25 Nov
2015;

06. 2 (dua) lembar Rekap Bulan Nopember 2015;

07. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT BINTUNI ENERGY
PERSADA” Tanggal 03 Nopember 2013, Nomor 02, Dibuat oleh Kantor
Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah: DIRHAMDAN, SH;

08. 1 (satu) bundel Akta Pembukaan dan Pengangkatan Kepala Cabang
Perseroan Terbatas “PT BINTUNI ENERGY PERSADA" Cabang Kota
Jayapura Tanggal 11 Desember 2013, Nomor 10, Dibuat oleh Kantor
Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah: HERMAN, SH, M.Kn;

09. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham
Sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT
BINTUNI ENERGY PERSADA” Tanggal 09 Desember 2014, Nomor 02,
Dibuat oleh Kantor Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah: DIRHAMDAN,
SH;

10. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham
Sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT
BINTUNI ENERGY PERSADA” Tanggal 25 Nopember 2015, Nomor 44,
Dibuat oleh Kantor Notaris Jakarta Timur : RYAN BAYU CANDRA, SH.
Mkn;

11. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Edaran pemegang Saham
Sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT
BINTUNI ENERGY PERSADA” Tanggal 29 Juli 2016, Nomor 28, Dibuat
oleh Kantor Notaris Jakarta Timur: RYAN BAYU CANDRA, SH. Mkn;

12. 1 (satu) lembar Laporan Kas Cab. Kaimana Tahun 2016, PT. Bintuni Energy
Persada, tanggal 12 Januari 2017;

13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Rekening yang
ditandatangani oleh JOI ANTONIUS LEEMANUT (Direktur) PT. Bintuni
Energi Persada;

14. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar dengan kode dan nomor seri faktur
pajak: 003.15.91579632 yang ditandatangani oleh JOI ANTONIUS
LEEMANUT (Direktur) PT. Bintuni Energi Persada, untuk penagihan uang
muka sebesar 20 % atas pelaksanaan Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri
— Depapre (112) 24.00 Km (DAK) dengan nilai Rp17.378.742.000;

Halaman 154 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Kuitansi Iluran Jasa Konstruksi Nomor 10115090083,
Tanggal 22 September 2015 sebesar: Rp80.544.300,00, Termin: 1;

16. 1 (satu) bundel Surat Setoran pajak (SSP), WP: PT. Bintuni Energi
Persada, Uraian Pembayaran: PPH atas permintaan Uang Muka 20%
Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK),
sebesar Rp473.965.696,00;

17. 1 (satu) bundel Surat Setoran pajak (SSP), WP: PT. Bintuni Energi
Persada, Uraian Pembayaran: PPH atas permintaan Uang Muka 20%
Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK),
sebesar Rp1.579.885.655,00;

18. 1 (satu) bundel Kuitansi Pemegang Kas daerah AC.21.10.02.01080.1,
Setoran dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua Untuk pembayaran: Set
Pihak le-tiga KPD PAD atas Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre (112) 24.00 Km (DAK), PT. Bintuni Energi Persada, tanggal 15
Oktober 2015;

19. 1 (satu) bundel Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Nomor 900 /
3884, tanggal 9 Oktober 2015, uraian: Pembayaran muka sebesar 20 %
atas pelaksanaan Pekerjaan: peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112)
24.00 Km (DAK), dengan nilai Rp17.378.742.000;

20. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Uang Muka 20 % dari PT. Bintuni Energi
Persada kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, tanggal 5
Oktober 2015;

21. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Terdaftar: S-13686KT/WPJ.18/
KP.0403/2015, Kantor Wilayah DJP Papua dan maluku, KPP Pratama
Jayapura, untuk wajib pajak: PT. Bintuni Energi Persada, tanggal 6 Agustus
2015;

22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0215-31-284/B4/BM/15,
tanggal 5 Oktober 2015;

23. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BCA 073

Juli’15, yang berisi:

1. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/007 tanggal 4 Des 15 dengan uraian “Bantuan
Pilkada Info P'Dav via Phone 3/12/15 sebesar Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah);

2. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/006 tanggal 4 Des 15 dengan uraian “Bantuan”
sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

3. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
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CB.M.15/12/005 tanggal 4 Desember 15 dengan uraian “BTJ” sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

4. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/002 tanggal 1 Des3mber 15 dengan uraian “BTJ" sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

5. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/004 tanggal 2 Desember 15 dengan uraian “BTJ" sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

6. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/003 tanggal 1 Desember 15 dengan uraian “BTJ” sebesar
Rp2.700.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

7. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/002 tanggal 1 Des 15 dengan uraian “Salary BEP
Nov'15” sebesar Rp47.411.238,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat
Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) beserta
copy Cek BCA KCP Muara Karang Utara Nomor BS 752255 tgl
13/11/2015 Rp 47.411.238,00;

8. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/001 tgl 1 Des 15 dengan uraian “Pengembalian Pinjaman
dari 051" sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu
rupiah);

9. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/012 tanggal 22 Des 15 dengan uraian “Pinjaman dari
Mandiri TI” sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

10. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/020 tanggal 22 Des 15 dengan uraian “Prop BEP
Des’15” sebesar Rp46.028.788,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh
Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

11. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/016 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Kembalikan
Setoran Kembalikan Pinj BCA DM ke 814035 1777 David Manibui”
sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah);

12. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/010 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman dan 095" sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar
Rupiah);

13. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/009 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Terima Setoran dari
GMS (BR922718) Kekurangan Salary Okt'15” sebesar Rp2.515.370,00
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(Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh
Rupiah);

14. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/007 tanggal 15 Des 15 dengan uraian “Pengembalian
Kelebihan Tarikan Pembelian USD” sebesar Rp1.402.000,00 (Satu Juta
Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) beserta slip setor BCA tanggal 15-12-
2015 dari Nomor Rek 8040732838 PT. Bintuni Energy Persada
Rp1.402.000,00;

15. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/12/011 tanggal 10 Des 15 dengan uraian “Dana
Numpang Lewat Pindah ke Rek.DM 777, Beli USD 200 x Rp14.000 u/
setor rekening, pinjaman karyawan an. Syahri, parkir langganan A17”
sebesar Rp605.445.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus
Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setor
BCA tanggal 10-12-2015 sebesar Rp600.000.000,00, 1 (satu) lembar
bukti setor BCA tanggal 10-12-2015 sebesar USD 100 dan 1 (satu)
lembar copy Cek BCA KCP Muara Karang Utara Nomor BS 752263;

16. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/12/008 tanggal 16 Des 15 dengan uraian “Kekurangan Gaji
Okt dan Yolefa” sebesar Rp1.433.938,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga
Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah;

17. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/11/008 tanggal 27 Nov 15 dengan uraian “Kembalikan
Pinjaman ke Proy 20/10'15 DJJ” sebesar Rp45.000.000,00 (Empat
Puluh Lima Juta Rupiah);

18. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/11/006 tanggal 24 Nov 15 dengan uraian
“Pengembalian Pinjaman Modal dan B.adm” sebesar
Rp3.700.005.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Lima Ribu Rupiah);

19. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/005 tanggal 30 Nov 15 dengan uraian “Kembalikan
Pinjaman LCT" sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta
Rupiah);

20. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/10/015 tanggal 27 Okt 15 dengan uraian “PC JKT”
sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta copy Cek
BCA KCP Muara Karang Nomor BQ 733717,

21. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/10/004 tanggal 23 Okt 15 dengan uraian “Kas BEP
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Sorong” sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

22. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/004 tanggal 23 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman LCT"
sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);

23. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/002 tanggal 20 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman
8140289222" sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta
Rupiah);

24. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/10/001 tanggal 16 Okt 15 dengan uraian “Pinjaman Dari
GMS” sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah);

25. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/09/014 tanggal 22 Sep 15 dengan uraian “Tagihan
Notaris Pembuatan Akta, Pembuatan NPWP, Pengurusan ljin
Gangguan/ljin Usaha Diseperindag, Pembuatan Surat ljin Gangguan &
Pengurusan SITU SIUP” sebesar Rp21.740.000,00 (Dua Puluh Satu
Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

26. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/09/011 tanggal 14 Sep 15 dengan uraian “Cicilan ke-1
Mobil APV” sebesar Rp 5.529.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan Ribu Rupiah);

27. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/010 tanggal 9 Sep 15 dengan uraian “Pembayaran Cicilan
APV GMS 6 bulan” sebesar Rp33.174.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta
Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

28. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/009 tanggal 4 Sep 15 dengan uraian “PD 008" sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

29. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/008 tanggal 4 Sep 15 dengan uraian “PD 008" sebesar
Rp764.202.700,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus
Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

30. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/007 tanggal 2 Sep 15 dengan uraian “GMS” sebesar
Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

31. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/006 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP
Agustus’l5” sebesar Rp98.940.175,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta

Halaman 158 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

32. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/005 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus
‘15" sebesar Rp11.613.625,00 (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Belas
Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

33. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/004 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP
Agustus’15” sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);

34. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/003 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP
Agustus15” sebesar Rp42.034.063,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga
Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah);

35. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/002 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP Agustus
2015" sebesar Rp1.613.625,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu
Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

36. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/09/001 tanggal 1 Sep 15 dengan uraian “Prop BEP” sebesar
Rp 1.572.300,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga
Ratus Rupiah);

37. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/004 tanggal 31 Agustus 15 dengan uraian “B.Adm
Rp30.000, Bunga Rp344.640,98 dan Pajak Bunga Rp168.928,29";

38. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/003 tanggal 31 Agustus 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian dari Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp17.416.538,00
(tujuh belas juta empat ratus enam belas lima ratus tiga puluh delapan
rupiah);

39. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/011 tanggal 18 Agustus 15 dengan uraian “Ongkos
Bongkar Muat dan Pembelian Solar” sebesar Rp68.825.000,00 (Enam
Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

40. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/011 tanggal 21 Agustus 15 dengan uraian “PT
Gevita Tour inv.TK0115011888 an.Zamsari dan inv.TK0115012007 an
Tomy dII” sebesar Rp52.788.800,00 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) berserta
lampiran;

41. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
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Nomor CB.K.15/08/009 tanggal 19 Agustus 15 dengan uraian “PT ISO
Elektra inv.0564/VIII/TB/2015 dan inv.0565/VIII/TB/2015" sebesar
Rp7.699.500,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Lima Ratus Rupiah) berserta lampiran;

42. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/008 tanggal 19 Agustus 15 dengan uraian “MPM
240713" sebesar Rp26.127.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua
Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

43. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/007 tanggal 14 Agustus 15 dengan uraian
“Pembayaran ke Supplier” sebesar Rp19.061.000,00 (Sembilan Belas
Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

44. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/006 tanggal 14 Agustus 15 dengan uraian “Biaya
Supplier” sebesar Rp54.095.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan
Puluh Lima Ribu Rupiah);

45. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/005 tanggal 12 Agustus 15 dengan uraian “Bayar
Supplier” sebesar Rp 12.138.500,00 (Dua Belas Juta Seratus Tiga
Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

46. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/004 tanggal 11 Agustus 15 dengan uraian “Interco
095" sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah) berikut lampiran;

47. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/003 tanggal 11 Agustus 15 dengan uraian “Interco
ke 051" sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

48. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/002 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Biaya
Upgrade tiket ke bisnis, tiket an. Maria Evelin & Maria Sarlota, Parkir
Member Al17 periode 05.09.15, Maintenance Al7”" sebesar
Rp19.895.800,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) berserta lampiran;

49. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/002 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Terima Pinjaman
dari pihak ketiga” sebesar Rp1.564.712.200,00 (Satu Miliar Lima Ratus
Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus

Rupiah);
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50. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/08/001 tanggal 7 Agustus 15 dengan uraian “Terima Pinjaman
dari Pihak Ketiga” sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

51. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/08/001 tanggal 8 Agustus 15 dengan uraian
“Pembuatan BPWP Il LPSE, Ekspedisi Mulya  Jaya
MJ/07022/SRG/BEP/2015, b.adm” sebesar Rp6.513.000,00 (Enam
Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) beserta lampiran;

52. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/017 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Biaya Admin Rp
30.000,00, Bunga Bank 315.240,36 dan Pajak Bunga Rp63.048,07";

53. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/016 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp 33.992.738,00 (Tiga
Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus
Tiga Puluh Delapan Rupiah);

54. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/019 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Salary
Jakarta, Sorong, Bintuni & Eni, Camp Pro Merah — Juli 15" sebesar Rp
226.618.250,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus
Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

55. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/015 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp22.661.825,00 (Dua
Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

56. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/014 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp22.661.825,00 (Dua
Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

57. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/013 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp67.985.475,00
(Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu
Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

58. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/012 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp56.654.563,00 (Lima
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Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus
Enam Puluh Tiga);

59. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/018 tanggal 31 Juli 15 dengan uraian
“Pengembalian  Pinjaman Plhak Ketiga By Adm” sebesar
Rp2.380.005.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima
Ribu Rupiah) dan lampiran;

60. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/011 tanggal 30 Juli 15 dengan uraian “Dana Numpang
Lewat sebesar Rp 2.380.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan
Puluh Juta Rupiah) dan lampiran;

61. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/017 tanggal 29 Juli 15 dengan uraian “PC Jakarta
Dan Pembayaran Surat Kendaraan” sebesar Rp16.858.000,00 (Enam
Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

62. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/016 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Tambal Ban
Padaelo, Ban Luar Super 8 pcs, dIl’ sebesar Rp25.405.812,00 (Dua
Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas
Rupiah) dan lampiran;

63. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/015 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Pinjaman
Karyawan dan By Renovasi” sebesar Rp15.443.000,00 (Lima Belas
Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampiran;

64. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/014 tanggal 27 Juli 15 dengan uraian “Pinjaman ke
Pihak Ketiga” sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

65. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/013 tanggal 24 Juli 15 dengan uraian “Buku Cek”
sebesar 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

66. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/012 tanggal 24 Juli 15 dengan uraian “Buku Cek”
sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

67. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor CB.K.15/07/011 tanggal
23 Juli 15 dengan uraian “Pindah Buku” sebesar Rp30.000.000,00
(Tiga Puluh Juta Rupiah) dan lampiran;

68. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
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Nomor CB.K.15/07/010 tanggal 22 Juli 15 dengan uraian “Leasing
MPM 23 240713” sebesar Rp26.127.000,00 (Dua Puluh Enam Juta
Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

69. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/009 tanggal 14 Juli 15 dengan uraian “Setor Dana Sisa
Renovasi” sebesar Rp561.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

70. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/009 tanggal 13 Juli 15 dengan uraian “Pembayaran
Tiket Dan Langganan Parkir” sebesar Rp2.320.000,00 (Dua Juta Tiga
Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

71. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/008 tanggal 10 Juli 15 dengan uraian “Interco 051,
Intercome 095, Maintenance A17” sebesar Rp 1.520.923.500,00 (Satu
Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu
Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

72. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/006 tanggal 10 Juli 15 dengan uraian “THR
Lebaran Juli'l5, Jakarta, Sorong, Bintuni&Eri, Camp Pro Merah”
sebesar Rp83.994.250,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta
lampiran;

73. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/008 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Terima Pinjaman Dari
Pihak Ketiga” sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah);

74. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/007 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Terima Pinjaman Dari
Pihak Ketiga” sebesar Rp1.159.917.700,00 (Satu Miliar Seratus Lima
Puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus
Rupiah”;

75. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/006 tanggal 8 Juli 15 dengan uraian “Pelunasan
Kapal Speedboat” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
dan lampiran;

76. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada:
CB.M.15/07/006 tanggal 7 Juli 15 dengan wuraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp75.446.300,00
(Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga
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Ratus Rupiah);

77. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/015 tanggal 7 Juli 15 dengan uraian “Interco 095"
sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

78. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/004 tanggal 7 Juli 15 dengan uraian “Surya Motor
inv 003394, Andi Motor inv 6063 dan biaya transfer” sebesar Rp
13.553.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

79. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/005 tanggal 3 Juli 15 dengan uraian “Terima dari
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp13.498.000,00 (Tiga
Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

80. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/003 tanggal 3 Juli 15 dengan uraian “Sewa Tanah
Camp Merah Periode 20.03.15-20.03.16” sebesar Rp25.000.000,00
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) beserta lampiran;

81. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/004 tanggal 2 Juli 15 dengan uraian “Terima Dari
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp21.556.100,00 (Dua
Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);

82. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/002 tanggal 2 Juli 15 dengan uraian “Yopi
Computer Maintenance Junil5, Bantuan Anak Karyawan Masuk RS”
sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta
lampiran;

83. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/003 tanggal 1 Juli 15 dengan wuraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp32.334.100,00 (Tiga
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);

84. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/002 tanggal 1 Juli 15 dengan wuraian “Terima
Pengembalian Pinjaman Pihak Ketiga” sebesar Rp43.112.200,00
(Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

85. Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada
Nomor CB.K.15/07/001 tanggal 1 Juli 15 dengan uraian “Salary Juni
15" sebesar Rp215.560.950,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima

Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta
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lampiran;

86. Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT. Bintuni Enerdy Persada Nomor
CB.M.15/07/001 tanggal 1 Juli 15 dengan wuraian “Terima
Pengembalian Pinjaman dari Pihak ketiga” sebesar Rp21.556.100,00
(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus
Rupiah);

24. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan Rekening
Koran 2015, terdiri dari: a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA
an. PT. Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040732838 periode 31-
12-14 s/d 31-12-15; b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an.
PT. Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040512838 periode 31-12-
14 s/d 31-12-15; c. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040952838 periode 31-12-14 s/d
31-12-15; d. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro (USD) Bank BCA an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 8040182838 periode 31-12-14 s/d
31-12-15; e. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 125-00-2277778-3 periode 01-01-
15 s/d 31-12-15; f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Papua an. PT.
Bintuni Energy Persada Nomor Rekening 1500110003043 periode 15-01-
15 s/d 22-12-15; g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA an. PT.
Graha Manbers Sentosa Nomor Rekening 6840310777 periode 31-12-14
s/d 31-12-15; h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Papua an. PT. Graha
Manbers Sentosa Nomor Rekening 3010110011933 periode 01-01-15 s/d
07-01-16; i. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BCA an. PT. Bintuni
Energy Persada Nomor Rekening 8040622838 periode 31-12-14 s/d 31-12-
15; j. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro (USD) Bank BCA an. PT. Bintuni
Energy Persada Nomor Rekening 6370777100 periode 31-12-14 s/d 31-10-
15; k. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Dollar Bank BCA an. Grandy
Nomor Rekening 6840556555 periode 15-11-14 s/d 15-01-16; |. 1 (satu)
bundel Rekening Koran BCA Dollar an. DAVID MANIBUI Nomor Rekening
8040307878 periode 15-11-14 s/d 15-12-15; dan m. 1 (satu) bundel
Rekening Koran Giro Bank BCA an. DAVID MANIBUI Nomor Rekening
8040288989 periode 31-12-14 s/d 31-12-15.

25. 1 (satu) ordner berwarna biru yang sisi sampingnya bertuliskan Kemiri
2015, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/12/047 tanggal 30/12/15 dengan uraian “Pembelian
Rangka Jembatan-Truss Bridge” sebesar Rp881.800.000,00 (Delapan
Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta
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lampiran;

2) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/11/023 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Pengajuan
Dana Proyek Kemiri Depapre” sebesar Rp133.600.000,00 (Seratus
Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/11/021 tanggal 24/11/15 dengan uraian “Kebutuhan
DT.Canter Proy Depapre” sebesar Rp41.572.500,00 (Empat Puluh
Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

4) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/11/022 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Pembelian
Solar 50 Ton” sebesar Rp489.750.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh
Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

5) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/11/018 tanggal 20/11/15 dengan uraian “PT.Intim Irja
Inv.511509408,511509406,BG1246.09.05, CV. Maju Makmur, Syallom
Komputer, Toko Citra Mandiri inv.3721/CM-JYP/2015, PT. Hexindo
inv.63000338, Kas Jkt dst " sebesar Rp65.694.230,00 (Enam Puluh
Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga
Puluh Rupiah) beserta lampiran;

6) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/10/017 tanggal 27/10/15 dengan uraian
“Pembayaran Spindo” sebesar Rp2.045.628.000,00 (Dua Miliar Empat
Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

7) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/10/046 tanggal 22/01/16 dengan uraian “Jasa
Ekspedisi Barang (62 unit x @Rp 62.800.000,00)" sebesar
Rp1.351.600.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta
Enam Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/02/040 tanggal 23/12/15 dengan uraian “Acara Adat”
sebesar Rp389.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Rupiah) beserta lampiran;

9) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/12/023 tanggal 16/12/15 dengan uraian “Gaji
Desember 2015” sebesar Rp254.159.231,00 (Dua Ratus Lima Puluh
Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Satu Rupiah);
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10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/014 tanggal 30/12/15 dengan uraian “Biaya Kirim
Barang” sebesar Rp5.571.900,00 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/012 tanggal 22/12/15 dengan uraian “Gaji Des'15"
sebesar Rp72.573.341,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh
Puluh Tiga RIbu Tlga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/010 tanggal 18/12/15 dengan uraian “Dinamo
Generator” sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah)
beserta lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/008 tanggal 17/12/15 dengan uraian “THR Natal
2015" sebesar Rp28.333.300,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);

14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/005 tanggal 11/12/15 dengan uraian “Biaya Kirim
Barang” sebesar Rp3.550.200,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh
Ribu Dua Ratus Rupiah) beserta lampiran;

15) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/003 tanggal 02/12/15 dengan uraian “Gaji
November 2015" sebesar Rp72.520.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta
Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah):

16) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/12/002 tanggal 01/12/15 dengan uraian “Solar 5 Ton,
Biaya Kirim” sebesar Rp48.981.500,00 (Empat Puluh Delapan Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/11/025 tanggal 24/11/15 dengan uraian “PT.Pulau
DOOM 033/BEP-PO/X1/2015" sebesar Rp98.550.000,00 (Sembilan
Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/11/004 tanggal 20/11/15 dengan uraian “Biaya Kirim
Barang” sebesar Rp2.588.200,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) beserta lampiran;

19) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
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Nomor CBL.K.15/11/002 tanggal 11/11/15 dengan uraian “Biaya
Angkut Pengiriman Barang” sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga Juta
Seratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

20) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/11/001 tanggal 05/11/15 dengan uraian “Solar 5 Ton
dan Biaya Angkut” sebesar Rp45.090.910,00 (Empat Puluh Lima Juta
Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) beserta
lampiran;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/10/006 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Gaji Okt15”
sebesar Rp70.990.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan
puluh ribu rupiah);

22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/10/002 tanggal 08/10/15 dengan uraian “Biaya Kirim
Barang” sebesar Rp5.188.500,00 (Lima Juta Seratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

23) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/09/001 tanggal 07/09/15 dengan uraian “Biaya Kirim
Barang” sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

24) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/08/001 tanggal 12/08/15 dengan uraian “Biaya
Pengiriman Barang” sebesar Rp6.580.000,00 (Enam Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/006 tanggal 30/07/15 dengan uraian “Pembelian
Solar 10 ton x Rp9.000” sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh
Juta Rupiah) beserta lampiran;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/005 tanggal 23/07/15 dengan uraian “Pembelian
Solar 10 Ton x Rp9.000” sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh
Juta Rupiah) beserta lampiran;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/003 tanggal 10/07/15 dengan uraian “THR
Lebaran 2015” sebesar Rp13.375.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

28) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/002 tanggal 10/07/15 dengan uraian
“Permohonan Dana untuk PBM/TKBM 2 unit Exca 1 mixer TS, Solar
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Bintuni 2,5 Ton x Rp10.000” sebesar Rp34.250.000,00 (Tiga Puluh
Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

29) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/007 tanggal 31/07/15 dengan uraian
“Operasional, Part, Kirim Truk” sebesar Rp11.243.308,00 (Sebelas
Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah)
beserta lampiran;

30) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/004 tanggal 14/07/15 dengan uraian “Cahaya
Timur 31/03/15 dan Cahaya Timur 07/05/15" sebesar
Rp17.898.000,00 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

31) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBL.K.15/07/001 tanggal 08/07/15 dengan uraian “Cahaya
Timur dan B.Kirim Barang” sebesar Rp88.535.000,00 (Delapan Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

32) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/021 tanggal 23/12/15 dengan uraian “Maintenance
Website, Server BEP, Manbers, Sewa Hosting Domain PT. Global
Earth Technologi” sebesar Rp2.050.000,00 (Dua Juta Lima Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

33) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/020 tanggal 22/12/15 dengan uraian “Gaji Des’'15"
sebesar Rp36.678.452,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

34

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/019 tanggal 18/12/15 dengan uraian “THR Natal
2015” sebesar Rp10.146.250,00 (Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

35

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/018 tanggal 18/12/15 dengan uraian “Biaya
Cargo, Biaya Service dan Service Motor” sebesar Rp46.835.000,00
(Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah) beserta lampiran;

36) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/017 tanggal 17/12/15 dengan uraian “Inv: DAM
OFC 2154 (Bi.Service B 1560 LL)” sebesar Rp23.025.332,00 (Dua
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Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua

Rupiah) beserta lampiran;

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/014 tanggal 14/11/15 dengan uraian “B. Perbaikan
A17" sebesar Rp1.084.300,00 (Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu

Tiga Ratus Rupiah) beserta lampiran;

38) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/011 tanggal 10/12/15 dengan uraian “Parkir
Langgaran Al7” sebesar Rp1.645.000,00 (Satu Juta Enam Ratus
Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/010 tanggal 08/12/15 dengan uraian “Travel
Connexion inv.IV10-TK-E01871 an Tomy & inv.IV10-TK-E01887 an
Tomy, Syahri, Arfian, Edy)” sebesar Rp7.259.200,00 (Tujuh Juta Dua

Ratus Lima Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah) beserta lampiran;

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/005 tanggal 03/12/15 dengan uraian “Bi.
Perjalanan DInas CV.Giant Vision inv.047" sebesar Rp6.261.281,00
(Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan

Puluh Satu Rupiah) beserta lampiran;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/002 tanggal 01/12/15 dengan uraian “Gaji
November 2015” sebesar Rp38.589.067,00 (Tiga Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh
Rupiah);

42) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/12/001 tanggal 01/12/15 dengan uraian “CV Tri
Global Tek Inv.ACF-TGT-1510352, Bi. Perjalanan Dinas, Maintenance
IT Nov 2015” sebesar Rp9.510.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.15/11/007 tanggal 25/11/15 dengan uraian “Tiket
Sorong-JPT an/DM, Service AC A17, B.adm” sebesar Rp3.150.000,00
(Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

44) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBK.15/11/005 tanggal 20/11/15 dengan uraian “DP Seragam
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inv.215” sebesar Rp2.704.000,00 (Rupiah) beserta lampiran;

45) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/11/004 tanggal 13/11/15 dengan uraian “B.Perjalanan
Dinas Edy, Genta Tour TKO0115016471, TK0115016712,
TK0115016466, B.Perjalanan Dinas” sebesar Rp12.944.600,00 (Dua
Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus

Rupiah) beserta lampiran;

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/11/003 tanggal 13/11/15 dengan uraian “Pembelian
ATK, Parkir Member Al17, Alomodasi, B.Perbaikan, B.Kirim Dok”
sebesar Rp6.142.250,00 (Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

47) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/11/001 tanggal 02/11/15 dengan uraian “Maintenance
IT Okt'15” sebesar Rp2.050.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/018 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Gajo Okt
‘15" sebesar Rp31.263.298,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus
Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

49) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/017 tanggal 30/10/15 dengan uraian “Bensin,
Ganti Uang P’Hary, Tiket” sebesar Rp3.166.500,00 (Tlga Juta Seratus
Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

50

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/016 tanggal 30/10/15 dengan uraian “B.
Perjalanan Dinas” sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
beserta lampiran;

51

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/012 tanggal 20/11/15 dengan uraian “Genta Tour
TK0115015192 an Pangihutan, Reebook Tiket Jkt Shy,
Reimbursement Audit SBY, Parkir Member A17 OKtober ‘15" sebesar
Rp8.194.320,00 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) beserta lampiran;

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/009 tanggal 10/10/15 dengan uraian “B.Perjalanan

”

Dinas an Edy S, B. Perjalanan Dinas an Yopiyan sebesar

Rp12.850.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
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Rupiah) beserta lampiran;

53) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/008 tanggal 19/10/15 dengan uraian “Pengajuan
Dana untuk Pembelian Tiket” sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta
Rupiah) beserta lampiran;

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/004 tanggal 08/10/15 dengan uraian “Toko
Semeru Teknik 22/07" sebesar Rp5.360.000,00 (Lima JUta Tiga
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

55) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/002 tanggal 05/10/15 dengan uraian “Renovasi
Al17, B.Perjalanan Din” sebesar Rp5.011.569,00 (Lima Juta Sebelas
Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) beserta lampiran;

56) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/10/001 tanggal 12/10/15 dengan uraian “Gaji
September ‘15" sebesar Rp26.776.918,00 (Dua Puluh Enam Juta
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rlbu Sembilan Ratus Delapan Belas
Rupiah);

57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/015 tanggal 29/09/15 dengan uraian “Surya Motor
inv.CD Nomor 003016, Mulya Jaya inv.MJ/09001/SRG/BEP/2015,
Maintenance IT Periode Sep’l5, B.Training Finger Print” sebesar
Rp15.386.000,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam
RlIbu Rupiah) beserta lampiran;

58) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/012 tanggal 15/09/15 dengan uraian “inv.SNI, RM
Surabaya inv.RJ240815015, inv.RJ 200815031, Mulya Jaya
inv.14/08/15, MJ/08003/5RG/BEP/2015" sebesar Rp20.653.500,00
(Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus
Rupiah) beserta lampiran;

59

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/009 tanggal 10/09/15 dengan uraian “Service
Mobil B 1560 LL" sebesar Rp9.607.900,00 (Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

60) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/008 tanggal 09/09/15 dengan uraian “Beli Alat Pel
untuk Kantor Jakarta, Reimbursment Internal Audit Jakarta 02/09-
04/09/15, B.adm” sebesar Rp5.010.072,00 (Lima Juta Sepuluh Ribu

Tujuh Puluh Dua Rupiah) beserta lampiran;
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61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/003 tanggal 02/09/15 dengan uraian “Maintenance
Kantor Al17, Service Mesin Fotocopy” sebesar Rp4.297.350,00
(Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima
Puluh Rupiah) beserta lampiran;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/002 tanggal 01/09/15 dengan uraian “Gaji Agustus
2015” sebesar Rp132.289.300,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua
Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah),

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/09/001 tanggal 01/09/15 dengan uraian “Maintenanve
IT, Service Mobil” sebesar Rp4.354.500,00 (Empat Juta Tiga Ratus
Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/011 tanggal 28/08/15 dengan uraian “Permohonan
Dana Pembuatan Greader Ex Jayapura dllI” sebesar Rp68.825.000,00
(Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/0010 tanggal 21/08/15 dengan uraian “PT Genta
Tour TK 0115011888, TK 0115012007" sebesar Rp21.488.800,00
(Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu
Delapan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/007 tanggal 14/08/15 dengan uraian “Sonic Motor
Noya Nomor 07595, Toko Eka Teknik Nota: 15001740, Nota Sorong
08/08/15, PT. Bumi Irian Indah Nota P19629" sebesar
Rp19.061.000,00 (Sembilan Belas Juta Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

67

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/006 tanggal 14/08/15 dengan uraian “Pinjaman
Dana u/Yopiyan (Maintenance IT) Matandi Motor inv.MM-N0.109622,
108628, 109635” sebesar Rp54.095.000,00 (Lima Puluh Empat Juta
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/005 tanggal 12/08/15 dengan uraian “Karya hasil
Nota 20/04/15, UD Mo Eng Nota V392, B.Adm” sebesar
Rp12.138.500,00 (Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu

Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;
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69) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/08/001 tanggal 03/08/15 dengan uraian “Mulyajaya
MJ/07022/SRG/BEP/2015” sebesar Rp3.508.000,00 (Tiga Juta Lima
Ratus Delapan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/019 tanggal 31/07/15 dengan uraian “Gaji Juli
2015" sebesar Rp132.282.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua
Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/017 tanggal 29/07/15 dengan uraian “Yopi
Computer Periode Juli 2015, Global Earth Tech Juli 2015” sebesar
Rp3.550.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/016 tanggal 27/07/15 dengan uraian “Salawati
Motor Nomor 005604, 005633, 005640” sebesar Rp10.675.812,00
(Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Dua Belas Rupiah) beserta lampiran;

73) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/015 tanggal 27/07/15 dengan uraian “Bayar
Tukang Renovasi Al7, Pembelian Pillow” sebesar Rp5.765.000,00
(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

74) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/007 tanggal 10/07/15 dengan uraian “Salary THR
Juni 2015" sebesar Rp56.930.000,00 (Lima Puluh Enam Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

75

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CB.K.15/07/002 tanggal 02/07/15 dengan uraian “Yopi
Computer Maintenance Juni 2015” sebesar Rp1.500.000,00 (Satu
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

76

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada

Nomor CB.K.15/07/001 tanggal 01/07/15 dengan uraian “Salary Juni

2015” sebesar Rp215.560.950,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima

Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta

lampiran;

26. 1 (satu) ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan Inv Steel
pipe SPINDO, dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) bundel dokumen
invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Nomor IFP-
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151788 senilai Rp2.008.800.002,00 (Dua Miliar Delapan Juta
DelapanRatus Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak: 010.004.-
15.52226562, beserta lampiran dokumen pendukung; b. 1 (satu) bundel
dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk
Nomor IFP-151789 senilai Rp1.406.160.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus
Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Faktur Pajak :
010.004.-15.52226530, beserta lampiran dokumen pendukung; c. 1 (satu)
bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA
Tbk Nomor IFP-151850 senilai Rp1.607.040.002,00 (Satu Miliar Enam
Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak :
010.004.-15.52226717, beserta lampiran dokumen pendukung; d. 1 (satu)
bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA
Tbk Nomor IFP-1511949 senilai Rp1.205.280.001,00 (Satu Miliar Dua
Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) dan Faktur
Pajak : 010.004.-15.52227033, beserta lampiran dokumen pendukung; e.
1 (satu) bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF
INDONESIA Tbk Nomor IFP-15J043 senilai Rp2.008.800.002,00 (Dua
Miliar Delapan Juta DelapanRatus Ribu Dua Rupiah) dan Faktur Pajak :
010.004.-15.52227166, beserta lampiran dokumen pendukung; dan f. 1
(satu) bundel dokumen invoice PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF
INDONESIA Tbk Nomor IFP-15J181 senilai Rp1.992.060.002,00 (Satu
Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Dua
Rupiah) dan Faktur Pajak : 010.004.-15.52227380, beserta lampiran
dokumen pendukung.

27. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran / Payment Voucher Nomor
CBN.K.16/01/032 tanggal 18 / 1 / 16 sebesar Rp933.755.288,00;

28. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran / Payment Voucher Nomor
CBN.K.16/01/001 tanggal 4 / 1/ 16 sebesar Rp881.800.000,00;

29. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Papua nomor rekening:
1020114000021 a/n PT. Bintuni energi periode 01/06/2015 s.d
31/07/2016;

30. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening: 8040732838 a/n PT.
Bintuni energi periode 31/12/2014 s.d 31/10/2016;

31. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Proyek Ruas Kwarja
Kemiri;

32. 1 (satu) bundel Faktur Pajak PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT.
Waagner Biro Indonesia, PT. Transporindo Agung Sejahtera, dan PT.
Sindita Salsabila;

33. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember
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2015 PT. Bintuni Energy Persada;

34. 1 (satu) bundel Addendum | Kontrak Nomor 050 / 3962 Tanggal 27
Oktober 2015 terhadap Surat perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor
050 / 3492.A Tanggal: 16 September 2015 Paket Peningkatan Jalan
Kemiri — Depapre (112) 24,00 Km (DAK), Lokasi Pekerjaan: Kabupaten
Jayapura, Nilai Kontrak: Rp89.530.000.000,00, Sumber Dana: DAK
(perubahan), Tahun Anggaran: 2015, Penyedia Jasa Konstruksi: PT.
Bintuni Energy Persada, Jin. H. Benyamin Sueb Blok A5 Jakarta Pusat;

35. 1 ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BEP Papua
Mandiri Januari — Desember 2016, yang berisikan:

1) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/12/001 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga”
sebesar Rp1.278.874,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) beserta lampirannya;

2) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/12/003 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA
095” sebesar Rp 3.820.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/12/002 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Interco BCA
095" sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

4) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Interco BCA
095" sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

5) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/11/022 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Bunga
sebesar Rp323.204 dan Pajak sebesar Rp164.640,00

6) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/11/001 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Pembayaran |
30% K2” sebesar Rp11.812.222.972,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus
Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Dua Rupiah) beserta lampirannya;

7) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/10/001 tanggal 15/10/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

8) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
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Nomor CP.K.16/09/001 tanggal 15/09/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

9) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/08/001 tanggal 15/08/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

10) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/07/001 tanggal 15/07/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tlga Puluh Ribu Rupiah);

11) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/06/002 tanggal 30/06/16 dengan uraian “Biaya Admin
sebesar Rp30.000,00, Jasa Rp1.326.817,00, dan Pajak Rp265.363,00"
beserta lampiran.

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/06/004 tanggal 20/06/16 dengan uraian “Pindah Dana
Interco BCA 095” sebesar Rp2.635.384.500,00 (Dua Miliar Enam Ratus
Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/06/003 tanggal 20/06/16 dengan uraian “Interco BCA
095” sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tlga Miliar Rupiah);

14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/06/002 tanggal 17/06/16 dengan uraian “Interco BCA
095" sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tlga Miliar Rupiah);

15) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/06/001 tanggal 14/06/16 dengan uraian “Uang Muka
Proy Kemiri 2" sebesar Rp11.635.384.500,00 (Sebelas Miliar Enam
Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Lima Ratus Rupiah);

16) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/05/001 tanggal 15/05/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/04/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

18) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/03/001 tanggal 15/03/16 dengan uraian “Biaya Admin”
sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

19) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/02/001 tanggal 15/02/16 dengan uraian “Biaya Admin”
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sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

20) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/01/003 tanggal 31/01/16 dengan uraian “Jasa Giro |
2016” sebesar Rp11.721.559,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh
Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) beserta
lampirannya;

21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/009 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp3.860.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh
Juta Rupiah);

22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/008 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta lampiran;

23) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/007 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah); berikut
lampirannya;

24) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/006 tanggal 21/01/16 dengan uraian “Pindah Dana "
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

25) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/005 tanggal 15/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/004 tanggal 14/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) beserta
lampirannya;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/003 tanggal 13/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

28) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/002 tanggal 08/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

29) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.K.16/01/001 tanggal 08/01/16 dengan uraian “Pindah Dana”
sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

30) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
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Nomor CP.M.16/01/002 tanggal 05/01/16 dengan uraian “Sisa
Tunjangan Yotefa” sebesar Rpl13.171.612.300,00 (Tiga Belas Miliar
Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus
Rupiah);

31) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CP.M.16/01/001 tanggal 04/01/16 dengan uraian “Sisa Tagihan”
sebesar Rp15.882.825.400,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus
Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Rupiah);

32) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/007 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga’
sebesar Rp550.696,98 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus
Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) beserta
lampirannya;

33) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/031 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pembuatan
Back Up Data” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
berikut lampirannya;

34) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/030 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman
BJT” sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

35) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/029 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman
Tabura” sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

36) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/028 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman
GMS” sebesar Rpl.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

37) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/027 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Sewa Unit
(Buldozer, Excavator, BOMAG)” sebesar Rp290.000.000,00 (Dua
Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

38) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/026 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT.
Tobura, Plnjaman BJT” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

39) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
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Nomor CM.K.16/12/025 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Operasional
Proyek (Pinjaman Pemegang Saham)” sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga
Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/024 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Tagihan Toko
Mimika Nomor Inv: 004/TM/XII/16) dan Nomor Inv: 005/TM/XII/16)"
sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/023 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Dana
Cad.Kas” sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

42) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/006 tanggal 29/12/16 dengan uraian “Term |l
Kaimana” sebesar Rp6.126.852.330,00 (Enam Miliar Seratus Dua
Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga
Puluh Rupiah):

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/022 tanggal 27/12/16 dengan uraian “BBM Solar”
sebesar Rp104.994.000,00 (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

44) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/005 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Pinjaman
dari MIJM” sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh JUta Rupiah);

45) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/004 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Setor Balik”
sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah):

46) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/021 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Sumbangan
Natal Gereja” sebesar Rp52.600.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Enam
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya:

47) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/003 tanggal 23/12/16 dengan uraian “....(tidak
ada)” sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/020 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary
Karyawan Kaimana (26 Nop -25 Des 2016), Profesional Fee dan Tiet
Karyawan (20 Des 16)” sebesar Rp67.465.700,00 (Enam Puluh Tujuh
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Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima RIbu Tujuh Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

49) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.M.16/12/002 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pinjaman
(MJIM) " sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

50) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/019 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Aviatour
Nomor 826770 TK 32364, Nomor 827275 TK 32540, Nomor 827324 TK
32824, Nomor 827547 TK 32946” sebesar Rp17.039.600.00 (Tujuh
Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

51) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/018 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary
Kamimana Desember 2016" sebesar Rp73.222.040,00 (Tujuh Puluh
Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah)
beserta lampirannya

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/017 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal
2016 Kaimana” sebesar Rp10.040.833,00 (Sepuluh Juta Empat Puluh
Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) beserta lampirannya;

53) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/016 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Dana Opr
LCT 67 (Kaimana-Lobo-Sorong) Muat Dump Truck 8 unit & Tiket™
sebesar Rp83.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta
lampirannya

54) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/015 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Tiket Aviatour
Nomor 826420TK32055 Kaimana” sebesar Rp5.768.000,00 (Lima Juta
Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

55) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/014 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Akomodasi,
Danas Ops Lain Proyek, Ops Kantor Kaimana, Bama & Material Proy
Lobo, Pengurusan Surat Jalan Kendaraan Plat 6 x Rp700.000,00 dst”
sebesar Rp128.768.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

56) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/013 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Sewa DT 8
unit  /Lawarjito  periode  15/12-14/01/2017  (DP)”  sebesar
Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;
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57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/012 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Perjalanan
Dinas Budi Sungkono (Bintuni-Kaimana)” sebesar Rp3.053.000,00
(Toga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

58) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/001 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Intervo dari
095" sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);

59) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/011 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Opr Proy
Kaimana” sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

60) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/010 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Toko Mimika
Inv. 003/TM/XI/16, Inv. 002/TM/XI/16, Inv. 00L/TM/XI/16, Inv.
007/TM/XI1/16, Inv. 008/TM/XI/16 " sebesar Rp144.971.000,00 (Seratus
Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/009 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Karya Teasil
Motor (S.part) Nomor 010 Kaimana, Eksepdisi Mulya Jaya
(MJ/11017/SRG/ BEP/2016 Kaimana, Operasional (PBM, ljin, Kegiatan
Pelabuhan Kaimana, Tiket (Travel Connection Inv.IVIO-TK-F01980"
sebesar Rp15.491.025,00 (Lima Belas Juta Sempat Ratus Sembilan
Puluh Satu Rlbu Dua Puluh Lima Rupiah) beserta lampirannya;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/008 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Ops Proyek
Kaimana” sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

63) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/007 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Ops Proyek
Kaimana” sebesar Rp290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/006 tanggal 07/12/16 dengan uraian “S.Part (Ratu
Motor) PJ.08111688" sebesar Rp2.710.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/005 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Kekurangan
Pembelian Oli Mediterania SAE 40 (1 drum) PT. Pelumas Unggul Jaya,
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Pulsa Thuraya, Tol, Parkir’ sebesar Rp6.125.000,00 (Enam Juta
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

66) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/004 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Salary
Kamimana 26 Oktober — 25 Nop 2016, dan BUlan November Kaimana”
sebesar Rp116.603.887,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus
Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) beserta
lampirannya;

67) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/003 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Tenaga Ahli"
sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) beserta lampirannya;

68) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/002 tanggal 01/12/16 dengan uraian “OPS Proy
Kaimana” sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

69) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Pemuatan
Truck dan Barang Campuran (dr Sorong-Kaimana)” sebesar
Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

70) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/11/... tanggal 01/11/16 dengan uraian “Interco BCA
095" sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

71) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/11/... tanggal 02/11/16 dengan uraian “Gaji Kaimana
(okt 16)” sebesar Rp99.751.857,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh
Rupiah) beserta lampirannya

72) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CM.K.16/11/tanggal 07/11/16 dengan uraian “Tiket Pesawat
Susi Air (Sorong-Kaimana) an Pak Budi Elektro, Travel Connections
a.n. Kuohati/Nicolas)” sebesar Rp2.789.400,00 (Dua Juta Tujuh Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

73) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/001 tanggal 08/11/16 dengan uraian “Termin | Kaimanan”
sebesar Rp6.126.852.330 (Enam Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);
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74) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/004 tanggal 08/11/16 dengan uraian “Travel Connection TK-
KO1803 an B. Halinan, TK-KO1838 an B. Halinan” sebesar
Rp7.070.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/005 tanggal 09/11/16 dengan uraian “Pulsa Telpon Satelit
Thuraya XTLife Kaimana, Kekurangan Pembayaran untuk 15 Ton Solar”
sebesar Rp14.110.000,00 (Empat Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

76) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/006 tanggal 10/11/16 dengan uraian “Bukopin BED dst...”
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

77) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/007 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Solar 5 Ton,
Pengiriman, Ongkos Bongkar (Toko Mimika) Proyek Kaimana Inv:
004/TM BBM/XI/16" sebesar Rp52.447.000,00 (Lima Puluh Dua Juta
Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rlbu Rupiah) beserta lampirannya;

78) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/008 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Solar 5 Ton, Transport,
Ongkos Bongkar (Inv: 003,002,001) 3 x Rp52.447.000,00" sebesar
Rp157.341.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

79) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/009 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095,
Interco Bukopin BEP” sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
beserta lampirannya;

80) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/010 tanggal 14/11/16 dengan uraian “Ekspedisi 5 unit Dump
Truck (HINO) PT. Gentayu Gema Abadi (50% x Rp135.600.000,00) Pro
Kaimana” sebesar Rp67.800.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

81) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/011 tanggal 15/11/16 dengan uraian “Lemburan dan Retase
(Agustus s.d Okktober 2016) Proyek Pembangunan Jalan Wangatnau”
sebesar Rp9.880.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

82) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CM.K.16/11/0112 tanggal 16/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095,
Interco BCA 073" sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

83) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/013 tanggal 16/11/16 dengan uraian “Ekspedisi S.Part
dst....” sebesar Rp25.283.141,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) beserta
lampirannya;

84) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/014 tanggal 17/11/16 dengan uraian “Cash Operasional
Proyek” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

85) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/015 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Travel Connections
Nomor Inio-TK-F01852 an Sumarno” sebesar Rp3.540.000,00 (Tiga Juta
Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

86) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/016 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Pelunasan Ekspedisi 5
unit Dumptruck (HINO) PT. Gentayu Gema Abadi (50% X
Rp135.600.000,00” sebesar Rp67.800.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

87) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/017 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Kas Bed Kaiman,
BAMA Proyek Lobo, 2 BA Meja Kantor BEP Kaimana, Invoice Nomor
005/TM/BBM/X1/2006 Toko Mimika, Beli 1 bh TV BEP Kaimana” sebesar
Rp89.447.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

88) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/018 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095"
sebesar Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

89) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/019 tanggal 22/11/16 dengan uraian “PD Inv
006/TM/BBM/X1/2016 Toko Mimika (Solar 5 Ton, Transport, Muatan
Kaimana)” sebesar Rp52.447.000 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus
Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

90) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/020 tanggal 22/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095"
sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta
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lampirannya;

91) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/021 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Travel Connections
Nomor Inv—TK-F01930” sebesar Rp2.420.000,00 (Dua Juta Empat Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

92) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/022 tanggal 24/11/16 dengan uraian “PT Hexindo Filter
Housing Nomor 632E001758, PT. Hexindo ENG O0li, Gear, HAPHYO Oil
Nomor 632E01751, Toko WiraJaya (Barang Bangunan)’sebesar
Rp54.256.281,00 (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam
Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

93) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/023 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Toko Mimika
sumbangan Nomor 001/TM/X1/16” sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh
Juta Rupiah) beserta lampirannya;

94) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/024 tanggal 24/11/16 dengan uraian “4 Drum Oli Mediteran
dst...” sebesar Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

95) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/025 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Interco BCA” sebesar
Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

96) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/026 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Tiket (Tour & Travel)
GA TK29672, GA TK29454, GA TK30266" sebesar Rp6.000.000,00
(Enam Juta Rupiah) beserta lampirannya;

97) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/027 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Tax Amnesty (Nop)
2016 PT. Bintuni Energy Persada Nomor A16158989.988”" sebesar
Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

98) Bukti Pemasukan/Received Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/11/002 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Setor Balik CDR MDN
BEP/ F1 517210) sebesar Rp977.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Rupiah);

99) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/029 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Kekurangan Trakindo
Quotation Nomor 44Q037238 Kaimana, PT. Hexindo Adiperkasa Tbk
Nomor 632E01759 Kaimana, Nota S.Part Nomor 005564” sebesar
Rp17.496.984,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam
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Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta
lampirannya;

100) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/030 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Trakindo 448037238
Pinjaman Mimika P’Romy, Hexindo” sebesar Rpl13.365.958,00 (Tiga
Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima
Puluh Delapan Rupiah) beserta lampirannya;

101) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/031 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Interco 095" sebesar
Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

102) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/032 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Pinjaman Pihak 3
Kaimana” sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

103) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/033 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Ops Proyek Kaimana”
sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

104) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/11/003 tanggal 30/11/16 dengan uraian “B.Adm Rp20.000,00,
Bunga Rp3.904.952,66, Pajak Rp780.990, 53, Materai Rp6.000,00, Buku
Cek Rp50.000,00, Materai Rp150.000,007;

105) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/10/002 tanggal 31/10/16 dengan uraian “B.Adm Rp20.000,00,
Bunga Rp766.624,42, Pajak Rp153.324,88, Materai Rp6.000,00;

106) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/010 tanggal 26/10/16 dengan uraian “Ban Dumptruck (Size
7.50-16.14 PR) Proy Kaimana PO 048" sebesar Rp118.800.000,00
(Seratus Delapan Belas Juta Rupiah) beserta lampirannya;

107) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/009 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Interco BCA 095"
sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

108) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/008 tanggal 25/10/16 dengan uraian “Karangan Bunga,
Dana Operasional Untuk Sumbangan PESPARAWI Kantor BEP
Kaimana” sebesar Rp20.500.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

109) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CM.K.16/10/007 tanggal 21/10/16 dengan uraian “15 Ton Solar @9000
(lot 67), Bi Cleansing untuk 2 Trip, Air Tengki 10 Ret” sebesar
Rp144.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

110) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/006 tanggal 21/10/16 dengan uraian “Interco BCA 095,
Interco BCA 073" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

111) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/005 tanggal 21/10/16 dengan uraian “Kas Operasional PT.
BEP Cab Kaimana, Bama — Proy Lobo, Besi Kipas Angin 4 unit untuk
Base Camp Lobo” sebesar Rp31.800.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

112) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/004 tanggal 19/10/16 dengan uraian “BBM Solar 30 Ton
Proy Kaimana, Nota Tighan Toko Mikika” sebesar Rp385.975.000,00
(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah) beserta lampirannya,;

113) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/11/003 tanggal 18/10/16 dengan uraian “Interco BCA 073,
Interco BCA 095" sebesar Rpl1.175.000.000,00 (Satu Miliar Seratus
Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

114) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/10/002 tanggal 18/10/16 dengan uraian “Interco BCA 095,
Interco BCA 073" sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus
Juta Rupiah) beserta lampirannya;

115) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/10/001 tanggal 17/10/16 dengan uraian “DP 20%
Pembangunan Jalan Wanggatnausa” sebesar Rp5.105.704,442,00 (lima
Miliar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Empat
Puluh Dua Rupiah);

116) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.R.16/10/001 tanggal 11/11/16 dengan uraian “Bi. Referennsi Bank”
sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

117) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/003 tanggal 30/09/16 dengan uraian “Biaya Admin
Rp20.000,00, Bunga Rp9.765,2, Pajak Rp1.953,04, Materai Rp6.000”

118) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/002 tanggal 29/09/16 dengan uraian “Bi.Referensi Bank”
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sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

119) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/09/001 tanggal 08/09/16 dengan uraian “Bi Dukungan dari
Referensi Bank” sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

120) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/08/001 tanggal 31/08/16 dengan uraian “Biaya Admin
Rp20.000,00 Bunga Rp65.902,25, Pajak Rp13.180,45, Biaya Materai
Rp6.000,007;

121) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/08/033 tanggal 15/08/16 dengan uraian “Pindah Dana (Interco
BCA 095)” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

122) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/07/002 tanggal 31/07/16 dengan uraian “Biaya Admin
Rp20.000,00, Bunga Rp39.152,27, Pajak Rp7.830, 45, Biaya Materai
Rp6.000,00”

123) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/07/001 tanggal 25/07/16 dengan uraian “Eni Arguni” sebesar
Rp81.727.114,00 (Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh
Tujuh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah);

124) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/06/001 tanggal 30/06/16 dengan uraian “Biaya Admin
Rp20.000,00 Bunga Rp13.548,63, Pajak Rp2.709,73 Materai Rp6.000”

125) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/09/001 tanggal 31/05/16 dengan uraian “Biaya Admin 20.000
Bunga Rp79.716,11 Pajak Rp15.943,22 dan Biaya Materai Rp6.000";

126) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/05/002 tanggal 16/05/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B
1108 PZJ Angsitan 35" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

127) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/05/001 tanggal 11/05/16 dengan uraian “Interco BCA 095"
sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

128) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/04/002 tanggal 30/04/16 dengan uraian “Biaya Admin
Rp20.000 Bunga Rp76.792.43 Pajak Rp15.358,49 Biaya Materai
Rp6.000,00";

129) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CM.K.16/04/001 tanggal 22/04/16 dengan uraian “Eni Arguni” sebesar
Rp163.454.228,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima
Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

130) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/04/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza
B1108 PZI Angsuran 34" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

131) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/03/001 tanggal 31/03/16 dengan uraian “Bunga Rpl177.241,67
Biaya Admin Rp20.000 Pajak Rp35.448,33 Biaya Materai Rp6.000";

132) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/03/002 tanggal 22/03/16 dengan uraian “Interco BCA 095"
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

133) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/03/001 tanggal 15/04/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza
B1108 PZJ Angsuran 33" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

134) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/02/002 tanggal (...) dengan uraian “Biaya Administrasi
Rp20.000, Pajak Rp36.649,46, Biaya Metarai Rp6.000, Bunga
Rp183.247,32"

135) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/02/001 tanggal 15/02/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza B
1108 PZJ Angsuran 32" sebesar Rp4.860.000,00 (Empat Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

136) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/02/001 tanggal 04/02/2016 dengan uraian “Pembayaran Sewa
dari Eni Arguni” sebesar Rp163.454.239,00 (Seratus Enam Puluh Tiga
Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Sembilan Rupiah);

137) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/004 tanggal 31/01/2016 dengan uraian “Biaya Administrasi
Rp20.000, Pajak Rp76.442,55, Biaya Metarai Rp6.000, Bunga
Rp282.212,73";

138) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/004 tanggal 26/01/16 dengan uraian “Interco 095" sebesar
Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah” beserta
lampiran;

139) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CM.M.16/01/003 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian
Tobura Mandiri Dr B. Papua CC 8314971" sebesar Rp900.000.000,00
(Sembilan Ratus Juta Rupiah);

140) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/002 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian
Tobura Mandiri Perkasa dr B.Papua / CC 831497" sebesar
Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

141) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.M.16/01/001 tanggal 25/01/2016 dengan uraian “Pengembalian
Tobura Mandiri Perkasa (dr B.Papua / CC 831497)" sebesar
Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

142) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/003 tanggal 25/01/16 dengan uraian “Dipo Mitsubishi FE7U
Angsuran ke 35" sebesar Rp6.218.700,00 (Enam Juta Dua Ratus
Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah”;

143) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/002 tanggal 20/01/16 dengan uraian “Pindah Dana” sebesar
Rp310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah” beserta lampiran;

144) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CM.K.16/01/001 tanggal 15/01/16 dengan uraian “Astra 1086 Avanza
B1108PZJ Angsuran ke 31" sebesar Rp4.860.000,00 “Empat Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah”.

36. 1 ordner berwarna hitam yang sisi sampingnya bertuliskan BEP BCA 095

November-Desember 2016 yang berisi:

1) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/067 tanggal 30/12/16 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
Unit Cicilan ke 16" sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta
Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

2) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/066 tanggal 29/12/16 dengan uraian “Angsuran ke 9 (2 unit
HINO F 260 jm+Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00 (Seratus
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

3) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/065 tanggal 28/12/16 dengan uraian “Mitsubishi All New
Tritob Single Cab-HDX Cicilan ke 14" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan
Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Rlbu Tiga Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

4) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/12/064 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Pelunasan Material
(CV Proviednsia Papua) Inv: 002/PP/XI/2006” sebesar Rp700.000.000,00
(Tujuh Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

5) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/063 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Biaya Perjalanan
Dinas Jepang” sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
beserta lampiran;

6) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/062 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Leasing 8 (Jalan
Deere Crawler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh
Empat Juta Lima Puluh Tujuh RIbu Rupiah) beserta lampiran;

7) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/061 tanggal 23/12/16 dengan uraian “ATK (Kantor Pusat)
Inv: 38671, 5 Pesawat Telp (CV.Giant Vision) Inv: 037: 037/KW-6V/XI1/16),
Aviatour No: 026772 TK 32395” sebesar Rp7.318.700,00 (Tujuh Juta Tiga
Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampiran;

8) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/060 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Material (CV
Proviedensia Papua( Inv: 002/PP/X1/2016" sebesar Rp722.723.404,00
(Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu
Empat Ratus Empat Rupiah) beserta lampiran;

9) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/059 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salang K2 Des 2016,
ESTS Desember 2016, Surveyor K2 Desember 2016" sebesar
Rp181.728.270,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua
Puluh Delapan RIbu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) beserta lampiran;

10

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/058 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Salary Karyawan
(Kantor Jayapura) Per: 25 Nop-25 Des 2016” sebesar Rp293.461.000,00
(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu
Rupiah) beserta lampiran;

11

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/057 tanggal 24/12/16 dengan uraian “Interco Bukopin BEP”
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

12) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/056 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT.BTJ
Baru” sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta
lampiran;

13) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/12/055 tanggal 21/12/16 dengan uraian “Pinjaman PT.
TOBURA” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampiran;
14) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/054 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Biaya Cetak Buku”
sebesar Rp200.00000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/053 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Manajemen Konstruksi
PT. CIPTA TAHAP 5: Proyek Jembatan Listrik” sebesar Rp200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

15

~

16

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/052 tanggal 20/12/16 dengan uraian “PC Jakarta, Exp Mulya
Jaya (No.MH/12001/SRG/BEP/2016), Exp Mulya Jaya (N0.MJ/12004),

Maintenance Website Server (Kantor Pusat), Pajak Mobil HINO (PB 9670

B & PB 9671 B)” sebesar Rpl16.628.500,00 (Enam Belas Juta Enam

Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

17) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/051 tanggal 25/12/16 dengan uraian “PPN PT. Global Pasific
Prima” sebesar Rp15.803.247,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga
RIbu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampiran;

18

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/050 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan ke
16" sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Ratu Ribu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

19

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/049 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal 2016
Kemiri DEPAPRE Il, THR Natal 2016 Staff Kantor Jayapura” sebesar
Rp96.500.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

20

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/048 tanggal 19/12/16 dengan uraian “THR Natal 2016 K2”
sebesar Rp20.893.333,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tigas Rupiah ) beserta lampiran;
21) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/047 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Pinjaman Karyawan
An Edy Sulistyono 2x (Des-Jan 2017) dan Jadian Pernikahan an Mega”
sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) beserta lampiran;
22) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/046 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Leasing Fortuner (DM)
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Angsuran ke 8” sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;
23

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/045 tanggal 19/12/16 dengan uraian “Hitachi Hydralic
Excavator type XZ200-5G cicilan ke 15" sebesar Rp88.061.000,00
(Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

24

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/044 tanggal 16/12/16 dengan uraian “Pembelian 4000 sak x
Rp81.000 an KUMAEDI" sebesar Rp324.000.000,00 (Tiga Ratus Dua
Puluh Empat Juta Rupiah) beserta lampiran;

25

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.K.16/12/043 tanggal 16/12/16 dengan uraian “2 unit HINO FM 260JD

DumpTruck (Angsuran ke 6)" sebesar Rp127.689.000,00 (Seratus Dua

Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rlbu Rupiah)

beserta lampiran;

26) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/042 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Grand Palace unit A-
06 AB an Budi Kurniawan, Peningkatan Jalan Kemiri, Kayu dan logistik”
sebesar Rp93.179.784,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh
Sembilan Rlbu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta
lampirannya;

27) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/041 tanggal 15/12/16 dengan uraian “COR Abutmen 2 +
Wingwail Kemiri Lokasi: Waidron, Pengingkatan Jalan Kemiri: Lokasi
Waipon” sebesar Rp191.883.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampiran;

28

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/040 tanggal 15/12/16 dengan uraian “PLN, Telp dan Visa”
sebesar Rp12.033.002,00 (Dua Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua
Rupiah) beserta lampiran;

29

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/039 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Dana Sosialiasi K2”
sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

30

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/038 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Pekerjaan Jalan (Ref
060) dan Peningkatan Jalan Kemiri (Ref 087)” sebesar Rp230.225.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima RIbu Rupiah)
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beserta lampiran;

31) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/038 tanggal 15/12/16 dengan uraian “Sewa Gudang
Workshop  It.1  (Kota Jayapura-Papua_  2015-2016" sebesar
Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/035 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Supplier (CV Maju
Makmur, Padma Jaya, Nusantara Motor, Intim, Hexindo” sebesar
Rp172.071.895,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu
Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) beserta lampiran;

32

~

33

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.K.16/12/034 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Sub Kontraktor

Pekerjaan Kembatan dan Jalan RF 096" sebesar Rp184.058.700,00

(Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh

Ratus Rupiah) beserta lampiran;

34) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/033 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Dana Sosialisasi K2"
sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

35

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/032 tanggal 14/12/16 dengan uraian “Sewa Apt (an Cu Kong
Fu), Untuk Pak Kiki, Kas Operasioanal BEP SOrong” sebesar
Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) beserta lampiran;

36

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/031 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Ops Proy K2 Dana
Sosialisasi” sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta
Rupiah) beserta lampiran;

37

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/030 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pekerjaan Jalan (Ref
060) Tahao II, Pembelian Material (Ref 086)" sebesar Rp236.488.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah) beserta lampiran;

38

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/029 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman ke BTJ” sebesar Rp908.500.000,00 (Sembilan Ratus Delapan
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

39

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/028 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Interco Mandiri BEP”
sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;
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40) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/027 tanggal 13/12/16 dengan uraian “Pinjaman GMS”
sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

41) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/026 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Aviatour Nomor
825853 TK 0116031519, Kayu Papan Rf 043 Proyek Kemiri Depapre,
Kayu Papan Rf 075 Proyek Kemiri Depapre” sebesar Rp44.238.000,00
(Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rlbu Rupiah)
beserta lampiran;

42

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/025 tanggal 09/12/16 dengan uraian “PD. Kantor Bantuni
(Untuk SKAMadya Bantuan Lomba Motor Cross, Expedisi Mulya Jaya

MJ/11016, Ekspedisi Mulya Jaya MJ/11012, SPart Andi Motor: Nomor

10442, 10.414, 10.415, Jamsostek (16120.664.1138)" sebesar

Rp85.298.219,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh

Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) beserta lampiran;

43) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/024 tanggal 09/12/16 dengan uraian “COR Apartemen 2
+Wing Wall (Rf 089) Pelunasan” sebesar Rp53.329.000,00 (Lima Puluh
Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan RIbu Rupiah) beserta lampiran;

44

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/023 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2"
sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

45

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/022 tanggal 09/12/16 dengan uraian “PD Rf 060 Proyek
Kemiri Depapri” sebesar Rp112.050.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima
Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

46

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/021 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Biaya Sewa Rukan
Grand Palace Al7, Biaya Sewa Ruko di Jalan Gerilyawan Nomor 38"
sebesar Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

47) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/020 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Sub Kontraktor
Pekerjaan Jembatan dan Jalan (Candra Kristo Kamuh) Rf 096 No SPK:
1/2016-07/SPK-SK01/CND/JYP, Jayu Rf 095 Proyek Abutmen Doyo
Adiken” sebesar Rp206.058.700,00 (Dua Ratus Enam Juta Lima Puluh

Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampiran;
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48) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/019 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

49) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/018 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satua Miliar Rupiah) beserta lampiran;

50

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/017 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2”
sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

51

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.K.16/12/016 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Kas Kecil, Tiket, Sewa

Back Up untuk Mobilitas Tiang Pancang per 20 Nov-19 Des 2016),

Logistik Kantor Kab Jayapura, Biaya Akte Kuasa Direktur PT. BEP,

Akomodasi” sebesar Rp29.545.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta lampiran;

52) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/015 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) beserta lampiran;

53

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/014 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Grand Palace Unit A-
19AC, A-06-AB, RKA-17" sebesar Rp3.977.057,00 (Tiga Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rlbu Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

54

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/013 tanggal 07/12/16 dengan uraian “COR Abutmen 2 +
Wing Wall (Rf 089)” sebesar Rp53.329.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;

55

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/012 tanggal 07/12/16 dengan uraian “Autodebet Leasing
Landcruiser Angs ke 3" sebesar Rp51.836.400,00 (Lima Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

56

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/011 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Akomodasi Pak
Tommy, CSTS” sebesar Rp11.121.350,00 (Sebelas Juta Seratus Dua
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

57

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/010 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Gaji Karyawan Proyek
Kantor Jayapura per 26 oktober 0 25 November 2016)" sebesar
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Rp339.279.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampiran;
58

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/009 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Material untuk Proyek
Pek. Rigit Semenisasi, Bronjong, Ruas Jalan Kemiri, CV. Providensia
Papua inv: 002/PP/XI/2016" sebesar Rpl1.369.269.235,00 (Satu Miliar
Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan
RIbu DUa Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) beserta lampiran;

59

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/008 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Surveyor Kemiri 2,
Gaji CSTS November 2016” sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta
Rupiah) beserta lampiran;

60

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/007 tanggal 05/12/16 dengan uraian “COR Tiang Pancang
dan Lantai Kerja (Rf 042)" sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh
Tiga Juta Rupiah) beserta lampiran;

61) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/006 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Honor Pengawas
Lapangan, Upah Lembut P.Kontrak, Dana Umum Operasional” sebesar
Rp77.366.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam
RlIbu Rupiah) beserta lampiran;

62) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/005 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Dump 5 unit Angsuran
ke 2 (PT SMFL) Leasing Indonesia” sebesar Rp112.352.000,00 (Sebelas
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) beserta lampiran;

63

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/004 tanggal 02/12/16 dengan uraian “Aviatoru Nomor
824625TK30608 an Semy Khojojo (CSTS), Aviatour Nomor 824056 TK
30265 an Mansawan, Mapokem, UTBete, HutuBEB Sy, Tikey Lion Air an
Yulistyo Widodo, Maintenance Website, Server BEP, Sewa Hosting, HP

Samsung Perdaana Slmpati, Perpanjangan Pajak STNK B 6144 BYV”

sebesar Rp15.016.000,00 (Lima Belas Juta Enam Belas RIbu Rupiah)

beserta lampiran;

64) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/003 tanggal 02/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke-3" sebesar Rp300.000.000,00 (Toga Ratus Juta
Rupiah) beserta lampiran;

65) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.K.16/12/002 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Salary Bulan
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November 2016" sebesar Rp139.201.000,00 (Seratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;
66

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Mixer 2 unit 3M3
Cicilan kel5” sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta lampiran;

67

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/052 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Profesional Fee”
sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

68

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/051 tanggal 30/11/16 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G 2
unit Cicilan ke 15" sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta
Enam Puluh Lima RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

69

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/050 tanggal 29/11/16 dengan uraian “Rf 067 Kayu Besi
Balok, Kayu Matoa Balok, Kayu Matoa Papan, Rf 051 Mobil Pick Up untuk
Mobilisasi / Transportasi PChandra (20 Oktober — 19 November 2016)"
sebesar Rp10.433.650,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga
Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampiran;

70

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/049 tanggal 29/11/16 dengan uraian “PPn PT. Pratama
Mandiri Prima” sebesar Rp17.551.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus
Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;

71

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/048 tanggal 29/11/16 dengan uraian “Angsuran ke 8 C2 Unit
HINO FM 260 JM+Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00
(Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
beserta lampiran;

72

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/047 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Buku Cek” sebesar
Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/046 tanggal 28/11/16 dengan uraian “Leasing 7 (Jalan
Depre Ciawuler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh
Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

73

~

74

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/045 tanggal 25/11/16 dengan uraian “HDD, Flashdisk 8GB,
Print Server, Kasbon untuk Sdr Henny Sumarni” sebesar
Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) beserta lampiran;
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75) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/044 tanggal 25/11/16 dengan uraian “Mitsubishi All New
Triton Single Cab-HDX Cicilan ke 13" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan
Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) beserta
lampiran;

76

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/043 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Uang Permisi Ondo
Yasionttom (Lokasi: Jembatan Doyo II) Pelunasan Rf 048, Ondo Danial
Kreuta ( Lokasi: Jembatan Doyo Advent Pelunasan Rf 050, Uang
Tanaman di Jembatan Waibron, Logistik Material Rf 077" sebesar
Rp116,894.500,00 (Seratus ENam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Empay Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampiran;

77

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/042 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Ops Proyek Kemiri 2”
sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

78) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/041 tanggal 24/11/16 dengan uraian “ATK Inv: 37607 CV.
Arita Stattionery, Service AC 17 unit Jakarta, Daba Sosialisasi Kemiri 2
(Hotel Best Western, Toner Printer Fotocopy Zerox” sebesar
Rp6.082.500,00 (Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima ratus Rupiah)
beserta lampiran;

79) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/040 tanggal 24/11/16 dengan uraian “Cash: Trf BCA 073"
sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

80

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/039 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Tax Reporting (Januari
— Juni 2016) Artha Bumi Raya” sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh
Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

81

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/038 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Tahap IV Manajemen
Kontrak PT. Dipta Proyek Jembatan (5 titik) Jayapura, SPK Nomor
111/2016-06/MK/DIPTA” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah) beserta lampiran;

82

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/037 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Biaya Reimbursement
Nomor Kwi: 002/KWT-Reimburse/lll/21  Nov/2016 —-CSTS, Dana
Sosialisasi Kemiri 2" sebesar Rp4.616.479,00 (Empat Juta Enam Ratus
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Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) beserta
lampiran;
83

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/036 tanggal 23/11/16 dengan uraian “Biaya Penumpukkan
Inv: 075/NHL-Inv/IX/2016” sebesar Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran;

84

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/035 tanggal 22/11/16 dengan uraian “Jamsostek
(1611.2178.8436) Nop 2016 BEp, M. Bio Solar (N0.1489,1434,1528,1549
PT. SINDITA SALSABILA Proyek Kemiri 2" sebesar Rp196.501.800,00
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

85

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/034 tanggal 22/11/16 dengan uraian “PD Konsumsi untuk
Team Tender CSTS, Grand Palace Unit A-19 AC” sebesar Rp6.176.112,00
(Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
beserta lampiran;

86

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/033 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Cash Operasional’
sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampiran;

87

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/032 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan ke
15" sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Satu Ribu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampiran;

88

~—

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/031 tanggal 21/11/16 dengan uraian “Hitachi Hydraulic
Excavator Type ZX200-5G cicilan ke 14" sebesar Rp88.061.000,00
(Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta
lampiran;

89

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/030 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Pengadaan Material
CCR Providensia Papua) Nomor 08/COP/PP” sebesar Rp202,938.48400
(Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat
Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) beserta lampiran;

90) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/029 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Jamsostek BEP
(161.007.648.259) Okt 2016, Biaya Pengiriman S.Part via Cargo Udara
Kemiri 2, Niaya Kontrak 1 unit Apartemen an Pak Kiki, Biaya Kontrak 1

unit Apartemen an Pak Samy” sebesar Rp13.411.800,00 (Tiga Belas Juta
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Empat Ratus Sebesa Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta lampiran;
91

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/028 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Papan Matoa (Rf 048),
Dana PAM (Marinir Rf 078), Oxygen Rf 079, Brake PAD
Kamparan/Depan/Belakang Rf 081" sebesar Rp35.250.000,00 (Tiga Puluh
Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran;

92

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/027 tanggal 18/11/16 dengan uraian “Leasing Fortuner (DM)
Angsuran ke 7" sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Rlbu Rupiah) beserta lampiran;

93

~

Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/11/026 tanggal 17/11/16 dengan uraian “Biaya Meeting Tender
CSTS, Pembayaran Upah Kerja Subkon P Cendra, Pembayaran Sewa

DT, Rawat Inap an Desy Mariana, 1 Set Legalisasi Surat Kuasa Nomor

Reg 597/2016” sebesar Rp316.790.165,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta

Tujuh Ratus Sembilan Puluh RIbu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)

beserta lampiran;

94) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/021 tanggal 31/12/16 dengan uraian “Bunga” sebesar
Rp2.299.750,17,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Tujuh Ratus Lima Puluh Koma Tujuh Belas Rupiah) beserta lampiran;

95) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/020 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance
Leaseback Mixer” sebesar Rp284.076.500,00 (Dua Ratus Delapan Puluh
Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

96

~

Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.M.16/12/019 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance

LeaseBack DT” sebesar Rp131.678.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta

Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

97) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/018 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance Lease
Back DT” sebesar Rp93.169.250,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

98) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/017 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance Lease
back DT” sebesar Rp131.678,000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Delapan Rlbu Rupiah);

99) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.M.16/12/016 tanggal 30/12/16 dengan uraian “BFI Finance Leasback
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DT” sebesar Rp131.678,000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Delapan Rlbu Rupiah);

100) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/015 tanggal 27/12/16 dengan uraian “Setor Balik” sebesar
Rp 9.200.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

101) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor

CBH.M.16/12/014 tanggal 23/12/16 dengan uraian “...” sebesar
Rp490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) beserta
lampiran;

102) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/013 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke 3" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta

Rupiah) beserta lampiran;

103) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBH.M.16/12/012 tanggal 23/12/16 dengan uraian
“Pengembalian Pinjaman Pihak ke 3” sebesar Rp520.000.000,00 (Lima
Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

104) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/011 tanggal 23/12/16 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Pihak ke-3" sebesar Rp540.000.000,00 (Lima Ratus Empat
Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

105) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/010 tanggal 22/12/16 dengan uraian “Pengembalian Dana
Gaji Des 2016” sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);

106) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/009 tanggal 20/12/16 dengan uraian “Kelebihan Dana
Speedy” sebesar Rp382.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua RIbu
Lima Ratus Rupiah;

107) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/008 tanggal 19/12/16 dengan uraian “drGarnad Palace unit
A06 Ab an Budi Kurniawan (Setor Balik)” sebesar Rp685.200,00 (Enam
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

108) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/006 tanggal 09/12/16 dengan uraian “Tolakan Opname P
Cendra” sebesar Rp184.058.700,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta
Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

109) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/005 tanggal 08/12/16 dengan uraian “Interco dari Papua”
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sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta
Rupiah);

110) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/004 tanggal 06/12/16 dengan uraian “Interco dari Bank
Papua” sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);

111) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/003 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Pengembalian Sisa
Pembelian HDD” sebesar Rp415.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Ribu
Rupiah) beserta lampiran;

112) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/002 tanggal 05/12/16 dengan uraian “Setor Balik” sebesar
Rp8.600.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Rlbu Rupiah);

113) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.M.16/12/001 tanggal 01/12/16 dengan uraian “Interco” sebesar Rp
4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

37. 1 ordner berwarna biru yang sisi sampingnya bertuliskan BEP BCA 095

Agustus —September 2016, yang berisi:

1) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/051 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Pembayaran Upah
Kerja Dirkeet/BaseCamp Proyek Kemiri Depapre, Pembayaran Upah
Kerja Subkon P Cendra Proyek Kemiri Depapre” sebesar
Rp125.602.860,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu
Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) beserta lampiran;

2) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/050 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Gaji Karyawan
Proyek Cabang Jayapura (26 Agustus 2016-25 September 2016) ”
sebesar Rp321.057.100,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh
Tujuh Ribu Seratus Rupiah) beserta lampiran;

3) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/049 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Biaya Surveyor
Peningkatan Jalan Proyek Kemiri Depapre (Sep 2016)" sebesar
Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) beserta lampiran;

4) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/048 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Gaji Kemiri 2
September 2016” sebesar Rp88.132.870,00 (Delapan Puluh Delapan Juta
Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) beserta
lampiran;

5) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/09/047 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Premi Asuransi
Tahun ke 2" sebesar Rp37.126.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus
Dua Puluh Enam RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

6) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/046 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Hitachi ZX200F-5G
2 Unit Cicilan ke-13" sebesar Rp77.065.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta
Enam Puluh Lima RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

7) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/045 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Pembayaran Tahap
03 Jasa Technical Advisor DIPTA SM Proyek Jembatan Jayapura, SPK
003/inv-Jayapura/111/19 September 2016)" sebesar Rp200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

8) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/044 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Angsuran ke 6 (2
unit HINO FM 260 JM + Mixer On The Road” sebesar Rp151.230.000,00
(Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Rlbu Rupiah)
beserta lampirannya;

9) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/043 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Perjalanan Dinas
Jayapura, PD Proses Tender CSTS Pekerjaan Konstruski Comp 5500
PUB, PC Kas Jakarta” sebesar Rp32.625.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta
Enam Ratus Dua Puluh Lima RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

10) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/042 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Laptop Core i7 Opr
Jayapura” sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
beserta lampirannya;

11) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/041 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Cicilan ke-17"
sebesar Rp15.780.500,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

12) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/040 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Mitsubishi All New
Triton Single Cab-HDX Cicilan ke 11" sebesar Rp18.920.300,00 (Delapan
Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Rlbu Tiga Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

13) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/039 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Leasing S (John
Deere Crawler Dozer)” sebesar Rp174.057.000,00 (Seratus Tujuh Puluh

Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
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14) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/038 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “Pembelian Solar
Industri 12.000 Itr & Transportasi Proyek Kemiri Depapre” sebesar
Rp195.640.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus
Empat Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

15) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/037 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “BAMA Depapre (Per
Okt 2016) Kemiri Depapre, BAMA Depapre (per Sep 2016) Kemiri
Depapre, Sewa Mobil Pick Up untuk Mobilisasi Team Tiang Pancang”
sebesar Rp59.500.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

16) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/036 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “BBM Solar &
Transportasi untuk Proyek Kemiri 2 PO: 037A/BEP-PO PT. SANDITA
SALSABILA” sebesar Rp46.558.500,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima
Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

17) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/035 tanggal 23/09/2016 dengan uraian “Inv 004 United
Tractors MR 020" sebesar Rp9.123.180,00 (Sembilan Juta Seratus Dua
Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) beserta lampirannya;

18) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/034 tanggal 23/09/2016 dengan uraian “Perjalanan Dinas
Desy Mariana (10 Sep-20 Sep 2016), Kekurangan Perjalanan Dinas Desy
Mariana (11 Agustus 0 9 September 2016)” sebesar Rp2.293.500,00 (Dua
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

19) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/033 tanggal 24/09/2016 dengan uraian “Leasing Fortuner
(DM) Angsuran ke 5" sebesar Rp11.149.000,00 (Sebelas Juta Seratus
Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

20) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/032 tanggal 22/09/2016 dengan uraian “Leasing BFI 35"
sebesar Rp47.718.500,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan
Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

21) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/031 tanggal 22/09/2016 dengan uraian “PD Kantor Cabang
Jayapura Kas” sebesar Rp80.616.500,00 (Delapan Puluh Juta Enam
Ratus Enam Belas RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

22) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/09/030 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Besi Beton 2 x
28.400.000 dan Dokumen & Seal” sebesar Rp57.050.000,00 (Lima Puluh
Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

23) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/029 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Pelunasan 75% PO:
033/BEP-PO/VIII/2016 Nestable Flange E100 PT. Catalya Metal Perkasa”
sebesar Rp196.143.750,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus
Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta
lampirannya;

24) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/028 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “PD Kebutuhan
Proyek Kemiri Depapre (Mobilisasi & Sosialisasi), PD Kebutuhan Proyek
Kemiri Depapre (Panjar Tukang Jembatan)” sebesar Rp75.000.000,00
(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) beserta lampirannya;

25) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/027 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Jamsostek BPJS,
Tambahan Bongkar Besi Beton PT. Nusantara Hebat Logistik” sebesar
Rp8.110.000,00 (Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

26) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/026 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part dst” sebesar
Rp17.106.221,00 (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Dua
Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

27) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/025 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part for Blade
Hitachi Description Proyek Aroba” sebesar Rp17.037.711,00 (Tujuh Belas
Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) beserta
lampirannya;

28) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/024 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “S.Part untuk alat-
alat Berat, Tax Reporting (Jan-Jun 2016) PT. BEP, Supplier Andi Motor
(Rantai)” sebesar Rp73.268.194,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus
Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
beserta lampirannya;

29) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/023 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Sakai Vibro Cicilan
ke 13" sebesar Rp11.101.500,00 (Sebelas Juta Seratus Satu Rlbu Lima
Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

30) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/09/022 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Hitachi Hydraulic
Excavator tipe ZX200-5G cicilan ke 12" sebesar Rpl146.768.000,00
(Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

31) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/021 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Service Unit Hitachi”
sebesar Rp83.661.381,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta
lampirannya;

32) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/020 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Biaya Tolakkan”
sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

33) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/019 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Asuransi Th 2"
sebesar Rp47,570.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh
Puluh RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

34) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/018 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Angsuran ke 11
Motor Grader” sebesar Rp30,856.500,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus
Lima Puluh Enam RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

35) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/017 tanggal 16/09/2016 dengan uraian “2 unit HINO RN 260
JO Dump Truck (Angsuran ke 3)” sebesar Rp127.689.000,00 (Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan RIbu Rupiah)
beserta lampirannya;

36) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/016 tanggal 15/09/2016 dengan uraian “HINO FM 260 JM &
Mixer Cicilan ke 12" sebesar Rp71.763.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta
Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

37) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/015 tanggal 14/09/2016 dengan uraian “Listrik Sep 2016,
Telp, VISAT M2” sebesar Rp10.393.392,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Tiga RIbu Tlga Ratus Sembialn Puluh Dua Rupiah)
beserta lampirannya;

38) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/014 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Solar (10.000 liter
@ Rp9.011,70) & Transportasi (2 x Rp2.000.000)" sebesar
Rp93.117.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu

Rupiah) beserta lampirannya;
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39) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/013 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “S.Part untuk Alat2
Berat untuk Proyek Kemiri Depapre, Aviatour Nomor 808144 Tujuan CGK-
DJJ an Desy Mariana” sebesar Rp12.035.194,00 (Dua Belas Juta Tiga
Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) beserta
lampirannya;

40) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/012 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Tax Reporting
(Januari-Juni 2016) PT. BEP inv: 005/ABR/VIII/16 dan Jamsostek PT. BEP
Sorong” sebesar Rp65.661.744,00 ( Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Enam Puluh Enam Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
beserta lampirannya;

41) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/011 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Cicilan ke-16"
sebesar Rp22.357.500,00 (Dua Puluh Dua Juta Tlga Ratus Lima Puluh
Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

42) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/010 tanggal 09/09/2016 dengan uraian “Sewa Dump Truck
Peningkatan Jalan Kemiri Depapre 1.9.2016” sebesar Rp160.000.000,00
(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

43) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/009 tanggal 08/09/2016 dengan uraian “DP MObil” sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

44) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/008 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Hydrolic Breaker”
sebesar Rp258.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

45) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/007 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “PD Sosialisasi BEP
Jayapura” sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

46) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/006 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Jasa Technical
Advisor DIPTA CM Tahap 02 Proyek Jembatan Jayapura” sebesar
Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

47) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/005 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Biaya Buku Cek”
sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

48) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBH.K.16/09/004 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Mixer 2 Unit 3M3
Cicilan ke 12" sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

49) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/003 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “PD Pemindahan
Jaringan Kabel Telp dan Listrik” sebesar Rp127.971.100,00 (Seratus Dua
Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)
beserta lampirannya;

50) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/002 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Interco BCA 073"
sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

51) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBH.K.16/09/001 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Biaya Tollakan
Bank” sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

52) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/048 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Gaji Kemiri 2
(Agustus 2016)" sebesar Rp104.173.225,00 (Seratus Empat Juta Seratus
Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) beserta
lampirannya;

53) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/047 tanggal 31/08/2016 dengan wuraian “Gavanite
Corrugated Steel Pipe (Gorong-Gorong) PT. Cahaya Metal Perkasa’
sebesar Rp65.381.250,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan
Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) beserta
lampirannya;

54) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/046 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “PD Sosialisasi”
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta lampirannya;

55) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/045 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Gaji Karyawan
Proyek Kantor Cab. Jayapura (25 Juli-26 Agustus 2016) Kemiri 2" sebesar
Rp230.512.450,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas
Rlbu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) beserta lampirannya;

56) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/044 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Solar Industri &
Ekspedisi (15.000 X Rp7.600) Proyek LCT PT. Bina Maju Utama” sebesar
Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Rlbu

Rupiah) beserta lampirannya;
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57) Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/043 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Leasing 4 (John
Deere Crowler Dozer)” Rp455.716.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima
Juta Tujuh Ratus Enam Belas RIbu Rupiah) beserta lampirannya;

58) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.K.16/08/042 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Biaya Tolakkan
Klearing” sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

59) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/041 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Hitachi
ZX200F-5G 2 Unit Cicilan ke 12" sebesar Rp129.693.400,00 (Seratus
Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

60) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/040 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Angsuran
ke 5 (2 unit HINO F 260 JM+Mixer On The Road)” sebesar
Rp151.230.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

61) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/039 tanggal 29/08/2016 dengan uraian “Pembelian
Olie Untuk Proyek Kemiri Depapre (CV Sucessful Nasional)” sebesar
Rp45.900.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

62) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/038 tanggal 28/08/2016 dengan uraian “Espedisi
Mulya Jaya No MJ/08006 S.part Mobil (Kemiri Depapre) dan Perjalanan
Dinas P'Tomy ” sebesar Rp16.550.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

63) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/037 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Cicilan ke
16" sebesar Rp15.780.500,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh RIbu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

64) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/036 tanggal 26/08/2016 dengan uraian “Besi Beton
(3.205 Batang) PT. Putra Baja Deli” sebesar Rp255.189.792,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) beserta lampirannya,;

65) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/035 tanggal 25/08/2016 dengan uraian “Mitsubishi
All New Triton Single Cab-HDX Cicilan ke 10" sebesar Rp18.920.300,00
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(Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
beserta lampirannya;

66) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/034 tanggal 24/08/2016 dengan uraian
“Reimbursement Tiket Pesawat Tim Surveyor Proyek Jembatan Jayapura
(DIPTA)" sebesar Rp15.584.366,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
beserta lampirannya;

67) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/033 tanggal 24/08/2016 dengan uraian “Solar
Industri & Transportasi (20.000 liter) @ Rp9.070" sebesar
Rp187,400.000,00 (Seratus Delapan Puluh TUjuh Juta Empat Ratus
Rlbu Rupiah) beserta lampirannya;

68) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/032 tanggal 23/08/2016 dengan uraian “Bar Bender
& BAR Cutter Kemiri Depapre, Jamsostek BEP Jakarta (Agustus 2016)”
sebesar Rp66.348.480,00 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Delapan RIbu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) beserta
lampirannya;

69) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/031 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Leasing BFI
34" sebesar Rp47.718.500,00 (Empat Puluh Tujuh Juta tujuh Ratus
Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

70) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/030 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Pengadaan
MEP Tahap IA PT. Nugroho Teknik” sebesar Rp330.682.787,00 (Tiga
Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus
Delapan Puluh Tujuh Rupiah) beserta lampirannya;

71) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/029 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Sosisaliasi,
Kebutuhan Kantor JPR, Mandiri BEP Jayapura, Dana Sosialisasi Kemiri
2 " sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

72) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/028 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Sakai Vibro
Clcilan ke 12" sebesar Rp33.304.500,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

73) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/027 tanggal 19/08/2016 dengan uraian “Hitachi
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Hydralulic Excavator type ZX200-5G cicilan ke 11" sebesar
Rp146.768.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Delapan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

74) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/026 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Leasing
Fortuner Angsuran ke 4" sebesar Rpl11.149.000,00 (Sebelas Juta
Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

75) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/025 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Angsuran
ke 10 Motor Grader” sebesar Rp30.856.500,00 (Tiga Puluh Juta Delapan
Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

76) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/024 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “MEP Tahap
1A Proyek MHotel SK 02, Pinjaman BMS 031 PT. Nugroho Teknik”
sebesar Rp330.682.787,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
beserta lampirannya;

77) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/023 tanggal 16/08/2016 dengan uraian
“Perhitungan PPh terhitung Pasal 21 2015" sebesar Rp10.825.000,00
(Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

78) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/022 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “HINO FM
260 JM x Mixer Cicilan ke 11" sebesar Rp71.763.000,00 (Tujuh Puluh
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) beserta
lampirannya;

79) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/021 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “2 unit HINO
FM 260 JO DUMP TRUCK (Angsuran ke 2)” sebesar Rp127.689.000,00
(Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan
Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

80) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/020 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Solar
Industri & Transportasi PT. Sindita Salsabila” sebesar Rp96.060.000,00
(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Rlbu Rupiah) beserta
lampirannya;

81) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/019 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Kebutuhan
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Safety Equipment Kemiri Dedapre” sebesar Rp53.308.500,00 (Lima
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

82) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/018 tanggal 12/08/2016 dengan uraian “Pinjaman
Proyek” sebesar Rp83.601.381,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus
Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) beserta lampirannya;

83) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/017 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Tiket
Sriwijaya an Guntur CKG-UPG, Listrik, Telp, VISAT” sebesar
Rp12.499.935,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) beserta
lampirannya;

84) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/016 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Perjalanan
Dinas Desy Mariana Proyek Kemiri Depapre, Kasbon Desy Mariana,
Setor Balik” sebesar Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

85) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/015 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Pembelian
Hammer M-35 untuk Proyek Kemiri 2" sebesar Rp9.500.000,00
(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

86) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/014 tanggal 10/08/2016 dengan uraian “Stiker
Scottlight, Uang Makan, Parkir Al17 Langganan” sebesar
Rp14.520.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

87) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/013 tanggal 10/08/2016 dengan uraian “Cicilan ke
16" sebesar Rp22.357.500,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

88) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/012 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Kasbon
Burongan Jembaran P Cendra Kamuh, Operasional dan Setor Balik”
sebesar Rp304.540.700,00 (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Empay
Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

89) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/011 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Biaya

Bagasi Pesawat, Akomodasi dan Kekurangan Perjalanan Dinas an Lina
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Tunjangan Jayapura” sebesar Rp3.691.100,00 (Tiga Juta Enam Ratus
Sembilan puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) beserta lampirannya;

90) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/010 tanggal 05/08/2016 dengan uraian
“Peningkatan Jalan Kemiri Depapre” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus
Juta Rupiah) beserta lampirannya;

91) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/009 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Biaya
Perjalanan Dinas Faktur Ke Manokwari” sebesar Rp5.068.500,00 (Lima
Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

92) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/008 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Ekspedisi
Mulya Jaya (MJ/06013/JPR/BEP/2016) Kemiri Depapre, Komersil
Pekerjaan UT&Megger Uji (LCT, 67) Pinjaman BCA 051" sebesar
Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) beserta lampirannya;

93) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/007 tanggal 02/08/2016 dengan uraian “Gaji Bulan
Juli 2016” sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

94) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/006 tanggal 02/08/2016 dengan uraian “Mixer 2 Unit
3M3 Cicilan ke 11" sebesar Rp31.557.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) beserta
lampirannya;

95) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/005 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Ekspedisi
untuk Besi Beton Tujuan: Depapre Jayapura Proyek Jembatan Depapre
Papua” sebesar Rp258.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

96) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/004 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Gaji Juli
2016, Gaji Karyawan Non Staf Cab Jayapura (25 Juni-26 Juli 2016) BEP
Jayapura” sebesar Rp155.791.676,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam
Rupiah) beserta lampirannya;

97) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/003 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco BCA
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073" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta
lampirannya;

98) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/002 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Hitachi
ZX200F-5G 2 Unit Cicilan ke 11" sebesar Rp129.663.400,00 (Seratus
Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Rupiah) beserta lampirannya;

99) Bukti Pengeluaran / Payment Voucher PT. Bintuni Energy Persada
Nomor CBN.K.16/08/001 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “BBM Solar
1000 liter” sebesar Rp96.650.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Enam
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta lampirannya;

100) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/022 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Biaya Administrasi
Rp30.000,00, Bunga Rp160.761.78, Pajak Bunga Rp32.152.36;

101) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/021 tanggal 30/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 446911" sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

102) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/020 tanggal 29/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 4469 10) " sebesar Rp310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta
Rupiah);

103) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/019 tanggal 28/09/2016 dengan uraian “Setor Balik (dari
BCA 095/BY 647936)" sebesar Rp16.203.726,00 (Enam Belas Juta Dua
Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

104) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/018 tanggal 26/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 446903" sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah);

105) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/017 tanggal 27/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 073 BY 647949" sebesar Rp48.750.000,00 (Empat Puluh Delapan
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh RIbu Rupiah);

106) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/016 tanggal 21/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ446898" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

107) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/015 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095 BY 647948” sebesar Rp66.700.000,00 (Enam Puluh Enam Juta
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Tujuh Ratus Rlbu Rupiah);

108) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/014 tanggal 20/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 446897 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

109) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/013 tanggal 19/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 446891" sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah):

110) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/012 tanggal 14/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 4466889” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

111) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/011 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095 / 6479181” sebesar Rp6.568.194,00 (Enam Juta Lima Ratus
Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah):

112) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/010 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095 BY 647916" sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

113) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/009 tanggal 13/09/2016 dengan uraian “Pengembalian
Sisa Perjalanan Dinas dari BCA 095 BY 647926" sebesar
Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus RIbu Rupiah) beserta
lampirannya;

114) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/008 tanggal 09/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 446888” sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

115) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/007 tanggal 08/09/2016 dengan uraian “Pinjaman dari BTJ
Lama GT 899386" sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

116) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/006 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095/BY 647928” sebesar Rp12.555.237,00 (Dua Belas Juta Lima
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

117) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/005 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
072/BZ 4468821" sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah);

118) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBN.M.16/09/004 tanggal 05/09/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BZ 446883" sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);

119) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/003 tanggal 02/09/2016 dengan uraian “Pengembalian
Dama Sosialiasi dari BCA 095 BX 232845 Tgl 27 Juni 2016” sebesar
Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta lampirannya;

120) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/002 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Pengembalian
Marketing dari BTJ lama GT 899678" sebesar Rp83.661.400,00
(Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat
Ratus Rupiah);

121) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/09/001 tanggal 01/09/2016 dengan uraian “Tolakkan Bank dari
BCA 095 BY 647929" sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah) beserta lampirannya;

122) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/020 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Biaya Adm
Rp30.000,00 Bunga Rp242.318,50, Pajak Bunga Rp48.483,76;

123) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/019 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Pinjaman BCA 095
dari MdrBTJ GT 899396” sebesar Rp88.500.000,00 (Delapan Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Rlbu Rupiah):

124) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/018 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Setor Balik BCA
095 Kelebihan Permohonan Gaji Agustus 2016” sebesar Rp9.000.000,00
(Sembilan Juta Rupiah);

125) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/017 tanggal 31/08/2016 dengan uraian “Interco BCA 095
dari BCA 073 BY 716250” sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus
Sepuluh Juta Rupiah);

126) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/016 tanggal 30/08/2016 dengan uraian “Pinjaman BCA 095
dari Mdr BTJ lama GT 899396” sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah) ;

127) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/015 tanggal 29/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BZ 446878" sebesar Rp665.000.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh
Lima Juta Rupiah):

128) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBN.M.16/08/014 tanggal 26/08/2016 dengan uraian “Pengembalian
HUtang dari MDR BTJ Lama GT 899370 sebesar Rp250.000.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

129) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/013 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095 BY 647906” sebesar Rp323.434.833,00 (Tiga Ratus Dua Puluh
Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empay Ribu Delapan Ratus Tiga
Puluh Tiga Rupiah);

130) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/012 tanggal 22/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073/BY 716246” sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

131) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/011 tanggal 18/08/2016 dengan uraian “Tolakkan Bank dari
BCA 095 BY 647917” sebesar Rp330.682.787,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua RIbu Tujuh Ratus Delapan Puluh
Tujuh Rupiah);

132) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/010 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari MDR
BEP FT 517469” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

133) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/009 tanggal 16/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BY 716245" sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

134) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/008 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BY 716237” sebesar Rp287.500.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

135) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/007 tanggal 15/08/2016 dengan uraian “Interco dari BCA
073 BY 716241" sebesar Rp350.000.000,00 Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);

136) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/006 tanggal 11/08/2016 dengan uraian “Setor Balik dari
BCA 095 BY 647912" sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
beserta lampirannya;

137) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/005 tanggal 08/08/2016 dengan uraian “Setor Balik”
sebesar Rp154.540.700,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus
Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

138) Bukti Pemasukan/Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
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CBN.M.16/08/004 tanggal 05/08/2016 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman Proyek (Ket: BCA 095 BY 232869) dari MDR BTJ GT 899356”
sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh
Rlbu Rupiah);

139) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/003 tanggal 04/08/2016 dengan uraian “Pengembalian
Pinjaman dari BCA 051 BY 500987" sebesar Rp14.850.000,00 (Empat
Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh RIbu Rupiah);

140) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/002 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco dr Bukopin
1115032508” sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 Miliar Rupiah);

141) Bukti Pemasukan / Recieved Voucher PT. Bintuni Energy Persada Nomor
CBN.M.16/08/001 tanggal 01/08/2016 dengan uraian “Interco dari GMS
031/82068004" sebesar Rp323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga
Juta Rupiah).

38. 1 (satu) bundel Kas Bulan maret 2016 PT. Bintuni Energy Persada Cabang

Jayapura, Kemiri Depapre.

39. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Kerja Nomor 042/SK.JAL/
IX/2014 PT. Bumi Infrastruktur JI. Gerilyawan 38 Abepura, tanggal 22
September 2014 ditandatangai oleh Human Resource Development PT. Bumi
Infrastruktur JOI ANTONIUS LEFMANUT.

40. 4 (empat) lembar asli dokumen bermaterai Surat Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu tanggal 31 Oktober 2014 antar Pihak Pertama Nama: JOI A.
LEFMANUT; Pekerjaan: Swasta; Jabatan: Human Resouce Development
(Perusahaan PT. Sinar Global) dengan Pihak Kedua Nama: ANTHON YOSEP
DABER.

41. 1 (satu) lembar asli Print out Daftar Gaji Proyek Depapre - Kemiri.

42. 1 (satu) lembar asli Print out Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah
Kurang; Paket: Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24,00 KM (DAK);
Peningkatan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015; Kontrak Nomor 050/3492,A ; tanggal 16 September 2015.

43. 1 (satu) bundel asli Print out dokumen Daily Reports Kemiri - Depapre PT.
Bintuni Energy Persada Periode bulan Oktober 2015 sebanyak 62 (Enam
puluh dua) lembar.

44. 1 (satu) lembar print out Organization Chart.

45, 1 (satu) lembar print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Waktu
Pelaksanaan, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
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Papua, Tahun Anggaran 2015, Daftar Kebutuhan Bahan.

46. 1 (satu) lembar Print out PT. Bintuni Energy Persada Program: Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24
KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015.

47. 1 (satu) lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Anggaran
Pelaksanaan (RAP), Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.

48. 1 (satu) lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Program:
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran:
2015 Daftar Kebutuhan Upah Pekerjaan.

49. 1 (satu) lembar print out PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Waktu
Pelaksanaan, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran 2015.

50. 1 (satu) lembar PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Kebutuhan Alat
Kerja, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan
Jalan Kemiri- Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua,
Tahun Anggaran: 2015.

51. 3 (tiga) Lembar Print out PT. BINTUNI ENERGY PERKASA Program:
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran:
2015 Biaya Umum Lapangan.

52. 1 (satu) bundel PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Program: Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (111) 24
KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-Papua, Tahun Anggaran: 2015 Analisa Harga
Satuan Pekerjaan.

53. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Denah Pondasi Wordshop Skala 1:50
beserta dengan gambar.

54. 1 (satu) lembar print out Formulir Standar untuk rekaman analisa harga satuan,
Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Provinsi: Papua,
Mata Anggaran: 7.1 (3), Jenis Pekerjaan: Beton Struktur K-350, Satuan
Pekerjaan: M3.

55. 2 (dua) lembar Print out Surat Penawaran Harga PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 007/SPH-BEP/JLN-KD/VII1/2015 tanggal 29 Agustus 2015
tanpa tanda tangan TOMY ISWAHYUDI.SE.

56. 1 (satu) lembar Printout Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24
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KM, Provinsi: Papua, Tahun: 2015.

57. 1 (satu) lembar Printout Rekapitulasi Anggaran Pelaksanaan PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.

58. 1 (satu) lembar Printout PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Rencana Anggaran
Pelaksanaan (RAP), Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM, Lokasi Pekerjaan: Jayapura-
Papua, Tahun Anggaran: 2015.

59. 4 (empat) lembar dokumen terdiri dari Sketsa Potongan Melintang untuk
Galian dan Timbunan, Sketsa Potongan Melintang untuk Galian, Sketsa
Potongan Melintang untuk Timbunan, Sketsa Potongan Melintang.

60. Kumpulan dokumen terkait dengan PT. CENDERAWASIH MAS diantaranya: a.
1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENERAWASIH
MAS,DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI, Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre
(111) 24 KM (DAK) Kelompok Kerja 14 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit
Layana Pengadaan (ULP) Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015"; b. 1 (satu)
lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PAKTA INTEGRITAS, RITOKO
ARFIANTO SE, Direktur PT. CENDERAWASIH MAS, Dalam Rangka
pengadaan "Pembangunan Jalan Kemiri -Depapre (111) 24 Km (DAK)....."; c. 1
(satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "FORMULIR ISIAN
PENILAIAN KUALIFIKASI, Nama RITOKO ARFIANTO, SE Direktur PT.
CENDERAWASIH MAS Alamat Jl Sorong No 9 Abepura Jayapura”; d. 1 (satu)
lembar print out dokumen tertulis "data aministrasi Nama PT. PT
CENDERAWASIH MAS... "; e. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis "D.
LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN, Akta PEndirian PT.
Cenderawasih Mas...... " f. 1 (satu) lembar print out dokumen diantaranya
tertulis "E. PENGELOLA BADAN USAHA, DANIEL DIMARA, SUHAN, RITOKO
ARFIANTO, SE......"; g. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya
"F. DATA KEUANGAN, RITOKO ARFIANTO, SE; SUHAN ..... " h. 1 (satu)
lembar print out dokumen tertulis diantaranya "Daftar Personil Inti, Rasyid
Muhammad ST, Jaya Pura, 31 Agustus 2015, RITOKO ARFIANTO SE Direktur

..... ; I. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya " Jenis,
kapasitas, komposisi, dan jalan peralatan utama minimal yang dibutuhkan ....
PT. CENDERAWASIH MAS RITOKO ARFIANTO, SE direktur "; j. 1 (satu)
lembar print out dokumen tertulis diantaranya "H. DATA PERALATAN ...... "k 1l
(satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "Daftar Pengalaman
Perusahaan ..... " 1. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "J.

DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN ... PT.
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CENDERAWASIH MAS (KSO)."; m. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis
diantaranya "K. MODAL KERJA ...... PT. CENDERAWASIH MAS, RITOKO
ARFIANTO SE, Direktur "; terdapat materai 6000 tanpa tanda tangan dan
stempel; n. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT
CENDERAWASIH MAS , KEMAMMPUAN DASAR (KD) DAN SISA
KEMAMPUAN PAKET (SKP) Nama RITOKO ARFIANTO SE , Direktur, PT.
CENDERAWASIH MAS .... PT. CENDERAWASIH MAS, RITOKO ARFIANTO
SE, Direktur"; o. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya
"BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN... PT. CENDERAWASIH
MAS, RITOKO ARIANTO SE Direktur"; p. 1 (satu) lembar print out dokumen
tertulis diantaranya "SPESIFIKASI TEKNIS ... PT. CENDERAWASIH MAS
RITOKO ARFIANTO SE, Dlrektur"; dan g. 1 (satu) lembar print out dokumen
tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH MAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK
AKAN MENUNTUT GANTI RUGI, PT. CENDERAWASIH MAS RITOKO
ARFIANTO SE Direktur"; terdapat materai 6000 tanpa tanda tangan dan
stempel.

61. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH MAS
Nomor Surat 016/CM-Duk. Bank/VI/2015 perihal Permohonan Surat Dukungan
Keuangan Kepada Yth PT. BANK Papua ..... PT. CENDERAWASIH MAS
RITOKO ARFIANTO SE, Direktur".

62. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI INFRASTRUKTUR
Making the Difference Nomor Surat 015/SDB-BI/V1/2015 Abeura 03 Juni 2015
Kepada Yth PT. Bank Mandiri, PT. BUMI INFRASTRUKTUR WEMART
MERDIN MATNAY Direktur"

63. 1 (satu) lembar dokumen tertulis diantaranya "PT NAFRI JAYA
PRAMTAMA ..... PT. NAFRI JAYA PRATAMA D.A. WINARTA Direktur Utama";
Nomor Nomor: 006/NJP/SDB/VI1/2015.

64. 2 (dua) lembar  dokumen tertulis diantaranya "PT  BUMI
INFRASTRUKTUR ..... Perihal Penawaran Pekerjaan LAnjutan PEmbangunan
FAsilitas Sisi Udara Bandara Aboy .... PT. BUMI INFRASTRUKTUR WEMART
MERDIN MATNAY Direktur..." Nomor 075/SPH-BI/BU.ABOY/V1/2015.

65. 1 (satu) bendel print fotokopi dokumen tertulis diantaranya .... " PT. BUMI
INFRASTRUKTUR-1927041" .
66. 1 (satu) bendel print out fotokopi dokumen tertulis diantaranya .... "PT.

CENDERAWASIH MAS".

67. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI
INFRASTRUKTUR" kepada pemilik email ptbumiinfrastruktur@yahoo.com.

68. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT BUMI
INFRASTRUKTUR.."
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69. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH
MAS..."

70. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENDERAWASIH
MAS..."; kepada pemilik email cenderawasih_jayapura@yahoo.com.

71. 1 (satu) lembar dokumen dibelakangnya print out tertulis diantaranya
"TRAVELOKA ..." di depan terdapat tulisan tangan "Uang Muka 20% Kegiatan
Peningkatan Jalan Kemir Depapre Rp15.798.856.364 Biaya Panitia 1% ........ S

72. 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan diantaranya " SERAH TERIMA ALAT
SURVEY Total Station Top Con (1 Unit .... "

73. 1 (satu) bendel dokumen terdapat kertas dengan tulisan tangan "PT
CEnderawasih Mas" digunakan sebagai pembatas sebagai print out dokumen
penawaran.

74. 1 (satu) bendel kumpulan dokumen di dalam Map Batik Papua, di atas map
terdapat tulisan tangan "Project Bandara Aboy Kab Bintang lzasah dan
Dukungan Bank PT. Bumi Infrastruktur 2015" yang didalamnya terdapat: a. 1
(Satu) bundel dokumen terdapat pembatas dengan kertas kecil dengan tulisan
tangan "PT NAFRI"; b. 1 (Satu) bundel dokumen terdapat pembatas dengan
kertas kecil dengan tulisan tangan “Daftar peralatan”; dan c. 1 (Satu) bundel
dokumen terdapat pembatas dengan kertas kecil dengan tulisan tangan
“Paket Bandara Sentani tenaga ahli PT. NAFRI”.

75. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen terjilid tertulis di halaman depan
"Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua,
PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN KEMIRI -DEPAPRE TAHUN
ANGGARAN 2015".

76. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid, tertulis di halaman depan "
Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua AS BUILD
DRAWING PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPPRE (112) 24".

77. 1 (satu) buah fotokopi dokumen terjilid tertulis di halaman depan " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua SHOP DRAWING
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRe (112) 24.0 KM (DAK
TAHUN ANGGARAN 2015" .

78. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid spiral di depan tertulis "
Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA
PERTAMA PEKERJAAN (PHO) Nomor 050/4826 tanggal 15 Desember 2015
Antara DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA dengan PT. BINTUNEI
ENERGY PERSADA PEkerjaan PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE
(112) 24, 00 KM (DAK) DI KAB. JAYAPURA APBD PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2015"

79. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen terjilid di halaman depan tertulis "
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Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BERITA ACARA RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN (P.C.M) NO. 01/BA/PCM/PJ-KD/I1X/2015
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015 PAKET PENINGKATAN JALAN KEMIRI-
DEPAPRE (112) 24 KM (DAK) NOMOR KONTRAK 050/3492.A TANGGAL
KONTRAK 13 APRIL 2015 APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

80. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN HARIAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015" .

81. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN PENINGKATAN
JALAN KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA TAHUN ANGGARAN 2015".

82. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015".

83. 1 (satu) buah buku fotokopi dokumen di halaman depan tertulis " Pemerintah
Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
PROVINSI PAPUA BECK UP DATA KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
KEMIRI - DEPAPRE (112) 24,00 Km (DAK) PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
TAHUN ANGGARAN 2015".

84. Kumpulan barang yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah amplop ukuran sedang
warna coklat tertulis di depan "SPINDO PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF
INDOENSIA, Tbk.." dan Tulisan tangan "Surat dukungan & surat jaminan
minta u/ kirim ke. Jayapura'; b. 1 (satu) lembar print out warna tertulis
diantaranya "DRAGON INN KEMAYORAN JAKARTA .. GUSET BILL .. FIRST
NAME JANI .. ROOM 511..."; dan c. 1 (satu) buah amplop panjang kecil warna
tertulis diantaranya "DRAGON INN...";

85. 1 (satu) lembar Print out Data Personil Inti (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha.

86. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanda tangang PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA tanggal 1 Oktober 2015 sudah terima dari Gubernur Provinsi
Papua terbilang Rp 17.378.742.200,00 .

87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dinas: Pekerjaan
Umum Provinsi Papua, Bidang: Jalan dan Jembatan, Program: Peningkatan

Jalan dan Jembatan , Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
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24,00 KM Kab. Kab Jayapura, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 KM (DAK) , Lokasi: Kab. Jayapura, Nomor 209.3/BJJ-30501-
BA/X1/2015, tanggal 18 November 2015.

88. 1 (satu) lembar Print Out Data Kuantitas Pekerjaan, Kegiatan Paket
Pekerjaan: Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua, Paket
Kegiatan: Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre (112) 24,00 Km (DAK) dengan
harga total dibulatkan 89.530.000.000,00.

89. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan VIDEI General Insurance SB
Nomor : 1733936 dengan nilai Rp 4.476.500.000.

90. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :900/4477
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua

91. 1 (satu) bundel printout dokumen terdiri dari: a. Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan (P.C.M) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua; b. Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua
Bidang Jalan dan Jembatan Kegiatan Kegiatan Penanganan Jalan dan
Jembatan di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014-2015-2016; dan c.
Rencana Alih Trase.

92. 1 (satu) lembar printout PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Purchase Order,
P.O. No: 001/BEP-PO/IX/2015 tanggal 02- Sep-15 .

93. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak Standar, kode dan nomor seri faktur
pajak: 003.15.91579633, pengusaha kena pajak: PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA.

94. 5 (lima) lembar print out Surat Setoran Pajak (SSP) , NPWP: 31.229.211.8-
952.001, Nama WP: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Uraian Pembayaran
PPN 10% Atas Penagihan Termin 1 (satu) sebesar 80 % Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK).

95. 5 (lima) lembar print out Surat Setoran Pajak (SSP) , NPWP: 31.229.211.8-
952.001, Nama WP: PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Uraian Pembayaran
Pph 3 % Atas Penagihan Termin 1 (satu) sebesar 80 % Pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24.00 Km (DAK).

96. 1 (satu) bundel print out Data Kuantitas Pekerjaan.

97. 4 (empat) lembar Print out Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Penanganan
Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Paket Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Lokasi: Kabupaten Jayapura, T. Anggaran:
2015.

98. 5 (lima) lembar printout Berita Acara Hasil Pelelangan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Kelompok Kerja
14 Tahun Anggaran 2015 Nomor 05/PPBJ.14/BAHP/JL-KD/APBDP/IX/2015
nama pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK),
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Lokasi Pekerjaan :Kabupaten Jayapura.
99. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 9171011501620002 a.n. MIKAEL
KAMBUAYA.

100. 1 (satu) lembar asli SK Gubernur Papua Nomor SK.821.2-112 tanggal 1
Februari 2013 tentang Pengangkatan MIKAEL KAMBUAYA sebagai Kepala
Dinas PU Pemprov Papua, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran.

101. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas PU Provinsi Papua Nomor 800/169 tanggal
23 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan PPK, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerima, dll. SKPD Dinas PU Papua TA 2015.

102. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas PU Pemprov. Papua nomor 700/8350 tanggal
29 September 2016 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre.

103. 1 (satu) jilid fotocopy Hasil Pengukuran Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
oleh CV. ATMA MITRA CIPTA Konsultan Teknik Jayapura.

104. 2 (dua) lembar asli printout Pembelian 3 Unit Ruko oleh MIKAEL KAMBUAYA
(diwakilkan oleh SUPRAPTONO) tertanggal 24 Januari 2017.

105. 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Undangan AJB PT. Jakarta Realty
Nomor 181/JR/DIR/X/16 tanggal 24 Oktober 2016 kepada pemesan unit di
Apartemen the Jakarta Residences (Cosmo Terrace) a.n. MIKAIL KAMBUAYA.

106. 1 (satu) jilid asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Dinas PU
Provinsi Papua TA. 2015.

107. 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Papua Nomor 700/8351 tanggal 29
September 2016 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre, beserta lampiran.

108. 1 (satu) jilid asli Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan per 29 November 2015
Kegiatan APBD Perubahan TA 2015 Dinas PU Papua tanggal 3 Desember
2015.

109. 1 (satu) jilid asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan
Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan
Kolektor-1 (JKP-1) tanggal 25 April 2015.

110. 1 (satu) jilid Back Up Data Kegiatan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112)
24,00 Km (DAK) Dinas PU Papua—PT. Bintuni Energy Persada.

111. 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 168 Tahun 2012
tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi
Papua tanggal 24 Oktober 2012.

112. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua Nomor 050/6655 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak (P3K) pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan yg Dibiayai
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APBD dan DAK TA 2014 di Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU
Papua tanggal 18 Juli 2014, beserta lampiran.

113. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua Nomor 050/3483.Z.D.E tentang Pembentukan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak (P3K) pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan
yg Dibiayai APBD dan DAK TA 2015 di Lingkungan Bidang Jalan dan
Jembatan Dinas PU Papua tanggal 16 September 2015, beserta lampiran.

114. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Papua tanggal 14 Agustus 2014
tentang Penyampaian Usulan Perbaikan Dokumen RAPBD-P TA 2014 atas
Kegiatan pada SKPD Dinas PU Papua, beserta lampiran.

115. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) Dinas
PU Papua tanggal 10 Agustus 2015.

116. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Papua Nomor 050/7388 tanggal 29
Agustus 2016 kepada Direktur CV. Atma Mitra Cipta tentang Bantuan Opname
Hasil Pekerjaan terkait Pekerjaan Jalan Kemiri-Depapre DAK APBD-P TA
2015.

117. 1 (satu) bundel fotocopy Usulan Program Kegiatan DAK Tambahan Sub
Bidang Jalan & Sub Bidang Irigasi Dinas PU Papua TA 2015.

118. Dokumen Renja dan Renstra, dengan rincian: a. 1 (satu) jilid fotocopy
Rencana Kerja SKPD Dinas PU Papua (Renja) 2015; dan b. 1 (satu) jilid asli
Rencana Strategi SKPD Dinas PU Papua Tahun 2013-2018.

119. 4 (empat) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015; Belanja
Langsung; NO DPPA SKPD: 1.03 01 01 31 84 5 2; Kegiatan: Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK); Lokasi Kegiatan: Kab. Jayapura;
Sumber Dana: 4 Dana Alokasi Khusus (DAK); Jumlah Anggaran:
90.000.000.000,00 (Sembilan puluh milyar rupiah); Penguasa
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: Ir. MIKAEL KAMBUAYA.

120. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis di antaranya “Daftar Pengawasan,
12. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111), 24,00 km
(DAK) ROIS 081248145288..."

121. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan diantarnya "REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN
2015, NATIR, WATIMENA, SEKDA, ASISTEN 1, ASISTEN 2, IBU YOGOBA,
Transfer ke M ZAINI, Jumlah 2.625.000.000; b. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN DAN
JEMBATAN 2015, NILAI KONTRAK... 14.548.603.000,... 992.501.506...."; c. 1
(Satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan di antaranya
“PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-P 2015,.. JUMLAH...

Halaman 228 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.074.627.000,... 590.123.422.."; d. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan di antaranya “KA-ANDAL 2015..."; e. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulsian di antaranya “ PENGAWASAN JALAN DAN
JEMBATAN (REGULER) 2015... 8. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (111), 24 Km...”; f. 1 (satu) lembar print out warna dokumen
dengan tulisan di antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN APBD-
P 2015... Jumlah 8.444.046.000..."; dan g. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan di antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN
JEMBATAN (MULTI YEARS CONTRACT) 2015...4.541.291.748...";

122. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan di antaranya “DAFTAR PEROLEHAN
PERENCANAAN & PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN... 26. EDO
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 km
200.000..."; b. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya
“DAFTAR KEGIATAN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN...JUMLAH
14.910.000.000...."; c. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya “DAFTAR KEGIATAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
(REGULER)...8. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (111)
24 km 200.000.000 EDO...."; dan d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya “DAFTAR KEGIATAN PENGAWASAN JALAN DAN
JEMBATAN (MULTI YEARS CONTRACT)... Jumlah 18.800.000.000....";

123. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan di antaranya “REKAP
DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015... NATIR, WATIMENA, SEKDA,
ASISTEN 1, ASISTEN 2, Ibu YAKOBA LOKBERE, Tranfer MUHAMMAD
ZAINI, Transfer HENDRIK WANOTOREY, Tunai via Pak Komang, Jumlah
53.490.703.748... Jumlah 3.625.000.000".

124. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan "/REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015...
Tunai via Pak Komang 700.000.000 Total Jumlah 3.625.000.000...."; b. 1
(satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAAN
JALAN DAN JEMBATAN 2015, ... JUMLAH.. 15.081.413.000..."; c. 1 (satu)
lembar print out warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAN JALAN DAN
JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah 9.074.627.000...."; d. 1 (satu) lembar print
out warna dokumen dengan tulisan "PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
(REGULER) 2015..8. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(111) 24 Km 342.630.000 UMAR FAARAUK...”; e. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan "PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
APBD-P 2015... Jumlah 8.124.122.000...."; dan f. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan "PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
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(MULTI YEARS CONTRACT) 2015... 8.037.203.962...."

125. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan "REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015...
Tunai via Langsung 700.000.000 Total Jumlah 3.625.000.000...."; b. 1 (satu)
lembar print out warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAAN JALAN
DAN JEMBATAN 2015, ... JUMLAH.. 15.081.413.000..."; ¢. 1 (satu) lembar
print out warna dokumen dengan tulisan "PERENCANAN JALAN DAN
JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah 9.074.627.000...."; d. 1 (satu) lembar print
out warna dokumen dengan tulisan "Pengawasan Jalan dan Jembatan
(Reguler) 2015.. 8. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(111) 24 Km 342.630.000 UMAR FAARAUK..."; e. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan "PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
APBD-P 2015... Jumlah 8.124.122.000...."; dan f. 1 (satu) lembar print out
warna dokumen dengan tulisan "Pengawasan Jalan dan Jembatan (MULTI
YEARS CONTRACT) 2015... 8.037.203.962....".

126. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan”’REKAP DANA JALAN
DAN JEMBATAN 2015 ... JUMLAH... 56.972.635.462..., Tunai via Pak
Komang, Jumlah 3.625.000.000.”

127. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan”’REKAP DANA JALAN
DAN JEMBATAN 2015 ... JUMLAH... 52.725.162.462... Jumlah
3.625.000.000” terdapat coretan pada tulisan”via Pak Komang” dan tulisan
tangan”’LANGSUNG”.

128. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out dokumen
dengan tulisan di antaranya “REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2016...
Jumlah 23.057.349.000... Jumlah 840.000.000"; b. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PPTK-sdr. KOMANG SURATA
PERENCANAAN JALAN APBD-P 2016... Jumlah 3.767.766.000.”; c. 1 (satu)
lembar print out dokumen dengan tulisan di antaranya “PPTK-sdr. KOMANG
SURATA PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN REGULER 2016... Jumlah
6.244.407.000...."; d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya “PPTK MAX YEUWUN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
REGULER 2016 Jumlah 4.697.529.000..."; dan e. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PPTK=PPTK FISIK REKAP WAS
JALAN & JEMBATAN MULTI YEARS CONTRACT (2014-2016)...”

129. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out dokumen
dengan tulisan di antaranya “REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2016...
Jumlah 63.641.835.729... Jumlah 140.000.000"; b. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN APBD-P 2016
Jumlah 3.767.766.000...."; c. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
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tulisan di antaranya “PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN REGULER
2016... Jumlah 8.202.359.000"; d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya “REKAP WAS JALAN & JEMBATAN MULTI YEARS
CONTRACT (2014-2016)..."; dan e. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya “DAFTAR KEGIATAN REN& WAS JALAN DAN
JEMBATAN 2016...";

130. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna
dokumen dengan tulisan di antaranya “ PERENCANAAN JALAN DAN
JEMBATAN 2015... Jumlah 14.548.603.000..."; b. 1 (satu) lembar print out
dokumen dengan tulisan di antaranya “PERENCANAAN JALAN DAN
JEMBATAN APBD-P 2015... Jumlah 9.074.627.000"; c. 1 (satu) lembar print
out dokumen dengan tulisan di antaranya “KA-ANDAL 2015... Jumlah
4.960.359.000"; d. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya: a.."Pengawasan Jalan dan Jembatan (REGULER) 2015.. 8.
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kemiri Depapre (111), 24 Km...
Jumlah 12.407.796.500...."; e. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan
tulisan di antaranya "Pengawasan Jalan dan Jembatan APBD-P 2015 Jumlah
7.944.046.000; dan f. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan tulisan di
antaranya "Pengawasan Jalan dan Jembatan” (MULTI YEARS CONTRACT)
2015..”

131. 7 (tujuh) lembar print out dokumen dengan tulisan pada lembar pertama di
antaranya “RENCANA UMUM PENGADAAN SKPD DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2015...”

132. 2 (dua) lembar dokumen tertulis pada halaman depan di antaranya “Lampiran
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tanggal 20 April 2015
Perihal Usulan Kegiatan pada APBD Perubahan Provinsi Papua TA 2015...”
Terdapat coretan tulisan tangan.

133. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 800/3469.B tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang Jalan dan Jembatan
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

134. 1 (satu) bendel dokumen jilid pada halaman depan tertulis di antaranya
“RENCANA PEMAKAIAN TIANG PANCANG DAN RANGKA JEMBATAN
PADA RUAS JALAN KEMIRI-DEPAPRE KAB JAYA PURA...”

135. 1 (satu) bendel dokumen jilid pada halaman pertama tertulis di antaranya
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum BERITA ACARA RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN (P.C.M.) NO: 01/BA/PCM/PJ-KD/1X/2015
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015 PAKET PENINGKATAN JALAN KEMIRI-
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DEPAPRE (112) 24 KM (DAK) NOMOR KONTRAK: 050/3492.A TANGGAL
KONTRAK 13 APRIL 2015 APBD-P TA 2015.”

136. 1 (satu) lembar print warna dokumen tertulis di antaranya “PT. BINTUNY
ENERGY PERSADA SURAT PERNYATAAN Nama TOMY ISWAHYUDI SE
Jayapura 15 Desember 2015 Penyedia Jasa PT. Bintuni Energy Perkasa
TOMY ISWAHYUDI, SE.”

137. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA
PERTAMA PEKERJAAN (PHO) Nomor 050/4826 Tanggal 15 Desember 2015
antara DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA Dengan PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE
(112) 24 KM (DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA APBD-P TA 2015.”

138. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis
“Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum SERAH TERIMA
TERAKHIR PEKERJAAN (FHO) Nomor 050/1769Tanggal 14 Maret 2016
antara DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA Dengan PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KEMIRI-DEPAPRE
(112) 24 KM (DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA APBD-P TA 2015.”

139. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN DESIGN
MIX FORMULA BETON K-250 PENYEDIA JASA PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM
(DAK) DI KABUPATEN JAYAPURA 2015.”

140. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN KUAT
TEKAN BETON K-250 PENYEDIA JASA PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM (DAK) DI
KABUPATEN JAYAPURA 2015.”

141. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN
KEPADATAN DENGAN ALAT SAND CONE PADA LAPIS PONDASI BAWAH
(TIMBUNAN PILIHAN) PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. BINTUNI
ENERGI PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI PAPUA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112)
24 KM (DAK).”

142. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terjilid pada halaman pertama tertulis di
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antaranya “Pemerintah Propinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD BALAI
PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LAPORAN HASIL PENGUJIAN
AGREGAT TIMBUNAN PILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT.
BINTUNI ENERGI PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN
JEMBATAN PROVINSI PAPUA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-
Depapre (112) 24 KM (DAK)”

143. 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Papua
Nomor 020/536/Pmng-ULP-SETDA/2015 tanggal 14 September 2015 tentang
pemberitahuan PT. BINTUNI ENERGY PERSADA sebagai pemenang
pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre (112) 24,00 Km (DAK).

144. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Pokja 14 Paket
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km (DAK) APBD TA 2015.

145. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemprov Papua
Nomor 020/60/SP-ULP/Papua/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, beserta
lampiran, terkait penunjukan Pokja pelaksanaan PBJ yang didanai oleh ABPD
dan APBN 2015.

146. 1 (satu) jilid asli Dokumen Teknis Dinas Pekerjaan Umum Papua Paket
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km di Kabupaten Jayapura
APBD TA 2015 tanpa Pagu dengan HPS: Rp89,530,250,000. Kode KKD No:
599.

147. 1 (satu) jilid asli Dokumen Teknis Dinas Pekerjaan Umum Papua Paket
Pengadaan Rangka/Tiang Pancang Jembatan APBD TA 2015 dengan Pagu:
Rp25,000,000,000 dan HPS Rp89,530,250,000. Kode KKD No: 99.

BB Nomor 143 s.d BB Nomor 147 dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Papua melalui DEBORA DIANA SALOSA,;

148. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua Nomor 050/2910 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penyampaian
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua
dengan sumber Dana APBD Perubahan 2015 yang siap dilelangkan.

149. 4 (empat) lembar fotocoyp Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun
2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Organisasi dan
Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi ULP PBJ Pemprov Papua
Tahun 2015.

150. 3 (tiga) lembar asli Resume dan 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Rapat
tentang APBD P Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua pada Kamis,
10 September 2015.

151. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dokumen Summary Lelalng yang terdapat
keterangan Nama Penyedia PT. BINTUNI ENERGY PERSADA dengan harga
penawaran Rp86,893,713,000.
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152. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. BINTUNI ENERGY PERSADA dengan SIUP 0534/29.01/SIUP-
PB/IV/2012.

153. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. NAFRI dengan SIUP 510/1.584/PM/INDAGKOP.

154. 1 (satu) bundel printout dilegalisir dari LPSE Provinsi Papua: Data Kualifikasi
Peserta PT. CENDERAWASIH dengan SIUP 0193/29.01/SIUP-PB/VI1/2011.

155. 1 (satu) buah asli bonggol buku cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura
15415/008-3467 Cek Nomor GF 994426 s.d. Nomor GF 994450.

156. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengurusan Tagihan Uang Muka
Rek. Kemiri-Depapre sejumlah Rp5,000,000 tanggal 12 Oktober 2015 yg
ditandatangi oleh JANI ANDRIANA.

157. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengajuan Anggaran PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Cabang Jayapura tanggal 5 Oktober 2015, Proyek: Kantor Cabang,
Tahun 2015, Uraian: “Kebutuhan Kantor Cabang 1). By Pengurusan Tagihan
Kemiri—-Depapre” senilai total Rp3,000,000.

158. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengajuan Anggaran PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Cabang Jayapura tanggal 27 Oktober 2015, Proyek: Kemiri—
Depapre, Tahun 2015, Uraian: “Rek. Kemiri-Depapre Panitia 1%” senilai total
Rp789,942,800.

159. 1 (satu) buah buku Kwarto Kas dengan cover warna kuning dan hitam, merk
Kiky Kwarto Kas 100 2K, dan label: Kas Keluar Project Kemiri—-Depapre.

160. 1 (satu) buah Buku Bank dengan cover warna merah muda, merk Utama,
yang pada halaman kedua terdapat tulisan “Tgl: 3/9/15, Nomor Check:
GF.988205, Uraian: Tarik Tunai (Widodo Yulistio) Panitia Project, Kredit:
90.000.000".

161. 1 (satu) buah Buku Kas dengan cover warna kuning kecoklatan, merk
Marabunta 0118 H, yang pada lembar ke-10 terdapat tulisan: “Tgl: 29/7/15,
Kode: Project, Nomor Nota: P'David, Uraian: BY ENTERTAIN DINAS PU PAK
EDY TUPAMAHU (P'DAVID, Kredit: Rp25.000.000...".

162. 1 (satu) buah buku dengan cover warna coklat kemerahan, merk Kiky Folio
Kas 3K, dan label: Buku Kas Besar, yang pada halaman pertama terdapat
tulisan: “Tgl: 1/9/15, Uraian: Saldo Awal, D: Rp9.829.075...".

163. 1 (satu) buah folder warna merah merk InterXFolder yang di dalamnya
terdapat dokumen: a. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Kemiri-Depapre, Daily Reports”; b. 1 (satu) bundel asli dokumen
PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre,
Personnel On Board”; c. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian, Paket:

Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre dan Jembatan (112), Kontraktor: PT.
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BINTUNI ENERGY PERSADA, Konsultan: CV. CIPTA BUANA LESTARI; d. 1
(satu) bundel asli Rencana Alih Trase Proyek Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre (112) 24 KM; dan e. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Pemprov
Papua, tanpa nomor, tanggal 12 Oktober 2014, kepada PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, tentang Pemeriksaan Rangka Jembatan.

164. 1 (satu) buah buku Agenda Batik warna dominan hijau kuning hitam AB: 202 B
dengan data personal Nama: Herma Hafid.

165. 1 (satu) lembar printout booking tiket Garuda Indonesia dengan kode booking
439PMX tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Edy Tupamahu, Hans Leonard,
Calvin Rumakito.

166. 1 (satu) lembar asli dokumen bertuliskan tangan ‘Pengambilan di luar Panitia.

167. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bertuliskan tangan di antaranya “Perincian
Pengeluaran...”.

168. 1 satu) lembar tindisan aplikasi Slip setoran Bank PAPUA tanggal 4 Nov 2015
nomor rekening 150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, penyetor Joi Antonius Lefmanut, sumber dana Tagihan
Proyek (DAK) senilai Rp47.741.465.000, termin 80% Kemiri—-Depapre.

169. 1 satu) lembar tindisan aplikasi Slip setoran Bank PAPUA tanggal 4/01/2016
nomor rekening 150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, penyetor Cica Ratnasari, Keterangan: Pelunasan Pek
Depapre senilai Rp15.882.825.400.

170. 1 satu) lembar tindisan Slip setoran Bank PAPUA tanggal 5/1/16 nomor
rekening 150212001003043, nama pemilik rekening PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, nama penyetor PT. BEP JPR, senilai Rp13.171.612.300.

171. 1 (satu) buah buku dengan cover batik berwarna biru bertuliskan Kwarto Kas
3K yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang di antaranya 31/12/2015
saldo Rp1.755.521.

172. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen bertuliskan tangan di antaranya Provinsi
P’Homer: 15jt (dir. Keu PU).

173. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque
cc 898302, Nilai Rp47.741.465.000, Keperluan RTGS Bank Papua U.
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre.

174. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque
GF 991836, Nilai Rp200.000.000, Keperluan Entertaint Walikota.

175. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher tanggal 7/6/16,
Nomor 006/KK.BEP/061, dibayar kepada/paid to: P’'Widodo, Uraian utk BPK
100.000.000, EDY TUPAMAHU 95.000.000.

176. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA, Nomor Rekening 154-00-0363838383-8 periode 1/12/15
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s/d 23/12/15.

177. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan Izasah Personil Tenaga Ahli
PT. NAFRI beserta dengan lampirannya.

178. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan lzasah Personil tenaga Ahli
PT. CENDERAWASIH MAS beserta dengan lampirannya.

179. 1 (satu) bundel asli Biaya Peminjaman SKA dan lzasah Personil tenaga Ahli
PT. BINTUNI ENERGY PERSADA beserta dengan lampirannya.

180. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher No
007/KK.BEP/0616 tanggal 8/6/16, dibayar kepada/Paid To P'Widodo, Nomor
Cek/BG: GF 994443, Project: Pek. Kemiri-Depapre Lanjutan, dengan uraian
By Pengurusan Tagihan Uang Muka, Jumlah 10.000.000 beserta kuitansinya.

181. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
019/KK.BEP/061 tanggal 17/6/16, dibayar kepada/Paid To P'Widodo, Nomor
Cek/BG: GF 994446, Project....., dengan uraian By Pengurusan Uang Muka
Tagihan 10jt dan By Entertain & Operasional 10jt, Jumlah 20.000.000 beserta
lampiran kuitansinya.

182. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
036/KK.BEP/0616 tanggal 28/6/16, dibayar kepada/Paid To P’'Widodo, Nomor
Cek/BG: Nomor GF 994449, Project: Pek. Kemiri-Depapre Lanjutan, dengan
uraian Pinjaman Pak Ferdinant, Jumlah 30.000.000 beserta kuitansinya.

183. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor
021/KK.BEP/0616 tanggal 20/6/16, dibayar kepada/Paid To:..., Nomor
Cek/BG...., Project:..., dengan uraian Fee 1% Panitia, Jumlah 581.700.000
beserta kuitansinya.

184. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Tanda Anggota Biasa Gabungan
Pelaksana Konstruksi Nasional, Nama Perusahhan: PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Nama Pimpinan: TOMY ISWAHYUDI, Nomor Registrasi:
02.2015.32.9104.002512.

185. 1 (satu) lembar fotocopy warna KTP Komisaris dan Direksi yang diantaranya
atas nama TOMY ISWAHYUDI, NIK: 9206012604780001.

186. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi Lapangan PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 Km
(DAK) Tahun Anggaran 2015.

187. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Pengadaan Rangka Baja Jembatan PT. Waggner Biro Indonesia
Tahun Anggaran 2015.

188. 1 (satu) lembar printout warna Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Pengadaan Tiang Pancang Jembatan PT. Spindo, TBK Tahun
Anggaran 2015.
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189. 1 (satu) bundel printout warna Laporan Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Kegiatan Kunjungan Pabrik Rangka Jembatan PT. Waggner Biro
Indonesia, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri Depapre—Depapre (112) DAK
24,00 Km (DAK).

190. 1 (satu) bundel printout warna Laporan Dokumentasi PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Kegiatan Kunjungan Pabrik Pipa Pancang di PT. Spindo, TBK,
Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kemiri Depapre—Depapre (112) DAK 24,00 Km
(DAK).

191. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 058/VK-BEP/2016 tanggal 10/2/15 Dibayar
Kepada IRZAQ dengan uraian Trf Rek an. IRZAQ utk honor konsultan
pengawas pek. Kemiri Depapre, Jumlah 25.000.000,- beserta fotocopy
voucher Mandiri tanggal 02/10/16 Transfer Rp25,000,000,00 ke IRZAQ
BASIR.

192. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura 15415/008-
3467, Cek Nomor GF 992769, JPR 22 Februari 2016 sejumlah Rp25.000.000
beserta Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA tanggal
22/02/2016 Nomor 073/VK-BEP/20 dibayar kepada p'widodo, uraian Utk
P’Eddy Tupamahu (Pek. Kemiri-Depapre) Jumlah Rp25.000.000.

193. 2 (dua) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura—Abepura 15415/008-
3467 yang diantaranya Cek Nomor GF 991838, JPR 2/12/15.

194. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran BCA, Nomor Rekening 8140123499
atas nama DAVID MANIBUI, tanggal 29/12/15, sejumlah Rp50.000.000,-

195. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Bank Mandiri yang diantaranya tanggal
28/12/2015 dengan nama penerima DAVID MANIBUI sejumlah
Rp1.000.000.000,00;

196. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Jayapura-Abepura 15415/008-
3467, Cek Nomor GF 992764 JPR 04 Februari 2016 sejumlah
Rp334.000.000,- beserta Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 044/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16, uraian Utk Pak EDDY
TUPAMAHU dengan nilai Rp300.000.000,-

197. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Nomor 044/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16, uraian Utk Pak EDDY TUPAMAHU
dengan nilai Rp300.000.000,- beserta fotocopy Kwitansi Telah terima dari PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA, sejumlah Rp300.000.000, Untuk pembayaran
Bp EDY TUPAMAHU PU Provinsi, tanggal 04-02-2016.

198. 4 (empat) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran dan fotocopy Kwitansi yang
diantaranya Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor
045/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16 dengan uraian Reimburs Ticket DJJ-CGK-
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DJJ AN. P'Widodo sejumlah Rp5.000.000,-

199. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Nomor 046/VK-BEP/2016 tanggal 3/2/16 dengan uraian Beli Ticket DJJ-CGK
an YOSEF sejumlah Rp1.574.600,- beserta your flight confirmation Sriwijaya
Air, booking reference AZSYQP, booking date Mon, 01 Feb 2016 atas nama
YOSEPIUS DEDY SUHARJANTO.

200. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi kuitansi telah
terima dari PT. BEP uang sejumlah enam juta rupiah by SEWA MOBIL RUSH
PUTIH PERIODE TANGGAL, IDR 7/12/15 RIMBA SONGGO; b. Print out
mandiri Tanggal 12/08/15 Lokasi JP ID SENTRAL BISNIS 2 TRANSFER
RP10.000.000 DARI TABUNGAN REK NO 13000133xxxx KE: IRZAQ BASIR
REK. Nomor 1540001213630; c. KTP atas nama IRZAQ BASIR; dan d.
fotokopi kuitansi telah terima dari PT. BEP uang sejumlah sepuluh juta rupiah
FEE KONSULTAN PEK. KEMIRI-DEPAPRE JPR, JPR 8/12/15

201. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen
yang terdiri dari: (a.1). fotokopi CEK No GF 992759, 27/1/16 Mandiri Dua
puluh tujuh juta rupiah; (a.2). fotokopi dokumen PT. BINTUNE ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER TANGGAL/DATE
27/1/16 Nomor 038/UK-BEP/2016 P GATOT PROJECT KEMIRI-DEPAPRE,
HONOR KONSULTAN PENGAWAS PEK KEMIRI-DEPAPRE UTK 3 ORG
SELAMA 3 BLN @.3.000.000, DITERIMA M ARIGATO; b. 1 (satu) lembar
fotokopi dokumen FORM ANGGARAN PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
Cabang: Jayapura Proyek PEningaktan Jalan Kemiri Depapre Tanggal 11
JANUARI 2016 TOTAL ANGGARAN 27.000.000 Menyetujui Hermawati
Keuangan, Mengetahui Widodo Kepala Cabang, PEmohon M Arigato Staf
Operasional; dan c. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: (c.1).
Fotokopi  dokumen PT. BINTUNI ENERGY PERSADA BUKTI
PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER Nomor 039/VK-BEP/2016
DIBAYARKAN KEPADA/PAID TO P WIDODO PROJECT PASAR YOTEFA,
URAIAN DINAS PU KOTA Jumlah 105.000.000; (c.2). fotokopi dokumen
kuitansi telah diterima dari PT. BINTUNI NERGY PERSADA uang sejumlah
SEratus lima juta rupiah untuk pembayaran Bp NOVDY RONPI PU KOTA
ABEPURA 28-01-2016 NOVDY.

202. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a.1 (satu) lembar fotokopi
dokumen yang terdiri dari: (a.1). fotokopi kuitansi telah terima dari PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Uang sejumlah Delapan Juta rupiah Untuk
pembayran UJI SANCE UJI TIMHER PILAR JAYAPURA, 18/12/205
KARLOS...., (a.2). fotokopi kuitansi telah terima dari PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Uang sejumlah tiga puluh Juta rupiah Untuk pembayaran
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P'MARPAUNG KEB FLAT DECKER JPR 19/12/15 P MARPAUNG,; b.1 (satu)
lembar fotokopi dokumen Pemerintah Provinsi Papua Dinas PEKERJAAN
UMUM UPTD BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM Nomor 604/BPL-
PU/X1/2015/437 Jayapura, 12 November 2015 Lampiran 1 (satu) berkas
Kepada yth PT. BINTUNI ENERGI PERSADA Perihal Laporan Hasil Pengujian
ditandatangani oleh ABMBANG RUBIYANTO SE; c..3 (tiga) lembar fotokopi
dokumen Pemerintah Provinsi Papua DINAS PEKERJAN UMUM UPTD
BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM NO KODE LAPORAN 604/BPL-
PU/X1/2015 BIDANG PENGUJIAN TANAH PAGE 2/11/2015 PENGUJIAN
KEPADATAN TANAH DENGAN SAND CONE; dan d. fotokopi gambar foto
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN SAND CONE DI LAPANGAN;

203. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi dokumen Surat
Permintaan TTD Cek GF 991828 Rp200.000.000 Dibuat oleh Hermawati
Keuangan Mengetahui Widodo Yullistyo; dan b. fotokopi dokumen mandiri
CEK NO GF 991828 JPR 18/11/15 Widodo Yulistyo Dua ratus juta rupiah;

204. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Garuda Indonesia booking reference
5KKTB4 KARTIKA SARIE IDR 2.455.000

205. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri atas: a. fotokopi dokumen ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN JANI P WIDODO ADJ TAMBAHAN UTK
PANITIA. PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT | KEMIRI-DEPAPRE
RP50.000.000 PENGELUARANNYA RP45.000.000 SISA/RETUR
RP5.000.000; dan b. fotokopi dokumen PT. BINTUNI ENERGY PERSADA
BUKTI PENGELUARAN TANGGAL/ DATE 27/11/15 P WIDODO URAIAN
PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT | (KEMIRI-DEPAPRE) - BP HOMER
20.000, BP REFLI 15.000.000, HIKMAH 5.000.000, ASET DAERAH
2.000.000, IKSAN 3.000.000 Jumlah 45.000.000;

206. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi kuitansi Bp
DAVID MANIBUI empat ratus lima puluh rb RpPapan Duka Kecil Rp450.000;
b. fotokopi dokumen PT. BINTUNI ENERGI PERSADA BON
SEMENTARA/KAS BON DANIEL KEBUTUHAN PERALATAN TIANG
PANCANG KEMIRI DEPAPRE 11.000.000; dan c. fotokopi dokumen NOTA
NO 27112015, 6 Teh Kotak

207. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA BUKTI PERSADA BUKTI PENGELUARNA/PAYMENT VOUCHER
26/11/15 JANI Adj Pengurusan Tagihan Kemiri-Depapre Tgl 24/11/15
Rp15.000.000 Keluar......; dan b. PT. BINTUNI ENERGY PERSADA BUKTI
PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER 26/11/15 P WIDODO PENGURUSAN
TAGIHAN TERMINT | KEMIRI - DEPAPRE...... Jumlah Rp12.500.000.

208. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari: a. fotokopi dokumen Nota
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NO 18 Nov 2015 PT. BINTUNI ENERGI PERSADA 100.000; b. NOTA
KONTAN CV. MITRA PERKASA Jumlah 52.500; dan c. PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA BUKTI PENGELUARAN/PAYMENT VOUCHER 26/11/15 P JANI
TAMBAHAN UTK PANITIA PENGURUSAN TAGIHAN TERMINT 1 KEMIRI
DEPAPRE Jumlah 50.000.000

209. 1 (Satu) lembar fotokopi dokumen Llon air VKHVHD Wed 25 Nov 2015 MR
DAVID MANIBUI IDR 5,644,000

210. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. BIMA ABEPURA Table R 18
(SMALL) MBR NEW RAHMAT HIDAYAT 21/11/2015 Total 659.274; dan b.
CIRITA CAFE RICA RICA DAN WOKU NOTA NO 03038 Makan Bersama Org
PU Provinsi Sub total 430.000;

211. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN 24/11/15 P' WIDODO BY AMBIL NO
PENAGIHAN TERMINT 1 Jumlah 200.000; dan b. PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN 24/11/15 P GATOT UANG MAKAN SEWA
OJEK 2 HARI HELPER OPERATOR DOZER DI KOYA Jumlah 100.000;

212. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. Mandiri Cek No GF 991832
Enam puluh juta rupiah; dan b. Surat Permintaan TTd Cek GF 991872
Rp60.000.000 Pengurusan Tagihan Pekerjaan Kemiri-Depapre Jayapura
24/11/15;

213. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen terdiri dari: a. PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA BUKTI PENGELUARAN 24/11/15 P WIDODO BY PANITIA
ADDENDUM KONTRAK PEK KEMIRI-DEPAPRE BY PENGURUSAN
PENAGIHAN Jumlah 70.000.000; b. Kuitansi Telah terima dari PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA uang sejumlah dua juta rupiah Biaya material timbunan
pilihan 24 Nov 2015

214. 1 (satu) bendel berisi 10 (sepuluh) lembar fotokopi dokumen PT. BINTUNI
PERSADA CAB JAYAPURA KAS BULAN JANUARI 2016.

215. 1 (satu) bundel dokumen draft Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran
2015 tanggal 21 September 2015, tanpa homor dan belum ditandatangani.

216. 1 (satu) bundel fotocopy bagian dari arsip dokumen penawaran lelang a.n. PT.
CENDRAWASIH MAS.

217. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas
Pekerjaan Umum Pemprov Papua atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri—
Depapre (112) 24,00 Km (DAK) beserta kelengkapannya dan pada bagian
depan terdapat tulisan tangan “Arsip Keuangan Kemiri-Depapre (DAK) 2015.

218. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rencana Pemakaian Tiang Pancang dan

Rangka Jembatan Pada Ruas Jalan Kemiri-Depapre Kab. Jayapura yang
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ditandatangani oleh EDY TUPAMAHU - tanpa tanggal.

219. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 050/3483.Z.D tentang Pembentukan Panitia Penerima
Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Yang
Dibiayai Dengan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 di
Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh MIKAEL
KAMBUAYA selaku Kepala Dinas PU Provinsi Papua, beserta lampirannya.

220. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua Nomor 800/2689 tentang Pembentukan Panitia Penerima
Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Yang
Dibiayai Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Papua tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MIKAEL
KAMBUAVYA selaku Kepala Dinas PU Provinsi Papua, beserta lampirannya.

221. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan dari BMKG Stasiun Meteorologi
Maritim Klas | Tanjung Priok Jakarta Nomor Me.401/08/MTJP/11-2016 tanggal 9
Februari 2016.

222. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Danamon atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 17159625 Cabang BDI Timika Bhayangkara.

223. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Central Asia atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 08140041140 Cabang Jayapura.

224. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 08140041140 Cabang Jayapura.

225. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Central Asia Dollar atas nhama
Edy Tupamahu, nomor rekening 08140083284 Cabang Jayapura.

226. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 768-01-00138-12-2 Cabang Jayapura.

227. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 154-0002423550 Cabang Jayapura Abepura.

228. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 154-0002423550 Cabang Jayapura Abepura,
periode 01/01/16 s.d. 16/08/16.

229. 2 (dua) bundel fotocopy Buku Tabungan Bank Papua atas nama Edy
Tupamahu, nomor rekening 1000205044025 Cabang Utama Jayapura.

230. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tabungan BNI 46 atas nama Edy Tupamahu,
nomor rekening 0459139430 Cabang Jayapura.

231. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa
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Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan APBN
TA 2011, Bab VII Spesifikasi Umum.

232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Papua Nomor
SK.821.2-1434 tanggal 23 Juni 2014 beserta lampirannya.

233. 1 (satu) dokumen fotocopy Gambar Design Perencanaan Teknis Jalan Kemiri-
Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun Anggaran 2009 Konsultan
Perencana CV. Citra Daya Bina.

234. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Telaah/Kajian Team Teknik Paket Peningkatan
Jalan Kemiri-Depapre (24.00 KM) DAK perubahan 2015.

235. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Umum 2010 Seksi 3.2 Timbunan.

236. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Keputusan Gubernur Papua Nomor
SK.821.2-2033 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Papua atas nama Mikael Kambuaya, beserta
lampiran pendukung paket Peningkatan Jalan Kemiri—-Depapre (112) 24.00
Km (DAK) Tahun Anggaran 2015.

237. 9 (sembilan) lembar fotocopy dokumen Keputusan Gubernur Papua Nomor
SK.821.2-518 tanggal 7 Maret 2016 beserta lampirannya.

238. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015 oleh PT.
Bintuni Energy Persada.

239. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tiang Pancang dan
Rangka Jembatan tanggal 22 Januari 2015.

240. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Harga Satuan dan Harga Satuan Pekerjaan
(Basic & Unit Price Semester | TA. 2015 Dinas PU Pemprov Papua.

241. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan)
Nomor 050/3505.F tanggal 18 September 2015 Paket Pengawasan
Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Sumber Dana
APBDP Tahun Anggaran 2015 dengan penyedia jasa CV. Cipta Buana Lestari.

242. 1 (satu) bundel fotocopy Draft Dokumen Owner’s Estimate (OE) [tanpa tanda
tangan] Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua, Paket Pengadaan Rangka/
Tiang Pancang Jembatan pada Ruas Kemiri Depapre Provinsi Papua APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2015.

243. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Owner’s Estimate (OE) [dengan tanda tangan]
Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua, Paket Peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre (111) 24 Km Tahun Anggaran 2015.

244, 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pelaksanaan dana alokasi
khusus tambahan pada APBN TA 2015.

245. 1 (satu) bundel fotocopy Owner’s Estimate (OE) Paket Pekerjaan Peningkatan
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Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 Km (DAK) tahun 2015.

246. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran lunas 100% kepada CV. Cipta Buana
Lestari.

247. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reviu Permintaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah TA 2015 pada Provinsi Papua
Nomor LR-305/PW26/3/2015 tangggal 7 Juli 2015.

248. 1 (satu ) bundel fotocopy Peraturan Presiden Rl nomor 36 tahun 2015 tanggal
17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015.

249. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua Nomor 050/2898 Perihal: RUP Kegiatan Perubahan APBD TA 2015
tanggal 10 Agustus 2015 kepada Ketua ULP Prov. Papua beserta
lampirannya.

250. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor
050/3492.A tanggal 16 September 2015 Paket Peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre (112) 24.00 Km (DAK) Tahun Anggaran 2015.

251. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Gubernur Papua Nomor
900/11903/SET tanggal 30 September 2014 perihal: Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015.

252. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Peraturan Menteri PU dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 4 Maret 2015.

253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran lunas 100% kepada PT.
Bintuni Energy Persada dan lampirannya.

254. 1 (satu) bundel asli dokumen Harga Satuan dan Harga Satuan Pekerjaan
(basic & unit price) Semester Il TA.2015 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Provinsi Papua.

255. 2 (dua) lembar Print-out warna Surat Waagner Biro Indonesia nomor 08-
10052/01 tanggal 01/11/2012 kepada Bp. Ir. Edy Tupamahu, MM — Kepala
Divisi Jembatan, subject: Penawaran Harga Perkiraan untuk Pengadaan
Jembatan Rangka.

256. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 tahun 2015
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

257. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk
keperluan Pembayaran Permintaan Angsuran I, I, dan Il sebesar 80% atas
Pek. Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM (DAK) Sesuai Surat
Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492 Tgl. 16 September 2015,
Add. Nomor 050/3962 Tgl. 27 Oktober 2015, beserta lampirannya.

258. 1 (satu) jilid asli Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) tanpa materai
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Nomor 050.1/1557.A Tanggal 02 Juni 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua dengan CV. CITRA DAYA BINA, Pekerjaan: Perencanaan
Teknis Jalan Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 m) di Kabupaten
Jayapura Tahun Anggaran 2009.

259. (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak)
Nomor 050.1/1557.A Tanggal 02 Juni 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua dengan CV. CITRA DAYA BINA, Pekerjaan: Perencanaan
Teknis Jalan Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 m) di Kabupaten
Jayapura Tahun Anggaran 2009.

260. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Kuantitas Harga (EE) Perencanaan Teknis Jalan
Kemiri-Depapre 2 Jalur dan Jembatan (290 M) Tahun Anggaran 2009
Konsultan Perencana CV. CITRA DAYA BINA.

261. 1 (satu) lembar asli legalisir Rekening Koran Bank Papua Capem Abepura
Nomor Rekening: 1020114000021 atas nama PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Periode: 01/01/2015 s.d 31/12/2015.

262. 1 (satu) lembar asli legalisir Rekening Koran Bank Papua Capem Abepura
Nomor Rekening: 1020114000021 atas nama PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA, Periode: 01/01/2016 s.d 31/12/2016.

263. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran atas nama BINTUNI ENERGY
PERSA, Nomor Rekening: 1540036383838, Periode: 1-Jan-2015 s/d 31-Dec-
2015.

264. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya 10/7/15 Tiket Mkw-SOQ
P’David 646.500 dan pada bagian belakang terdapat fotocopy kwitansi Nomor
1003/SS-BBM.INDS/XI1/2015.

265. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Gubernur Papua Nomor
914/7402/SET Jayapura 23 Juni 2015 Hal Permohonan Reviu Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 Kepada Yth
Kepala PErwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Papua yang ditandatangani GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE,
SIP, MH.

266. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pemerintah PRovinsi Papua Dinas
Pekerjaan Umum Nomor 800/13791 Pengajuan Admin RUP Jayapura 25
November 2014.

267. 1 (satu) lembar Berita Acara Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Nomor 01/PPBJ.14/BAKU/PNJ-KD/APBDP/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

268. 3 (tiga) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional LKPP atas nama Johanis
Anthonius Piet Taran, Indra Rerungan, Fitsgeral Drfaidiban, Sandra Dewi
Mirino.

269. Fotokopi 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor
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03/PPBJ.14/BAEP/JL-KD/APBDP/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

270. 2 (dua) lembar Copy dokumen Perjanjian Jasa Ekspedisi Barang antara Pihak
Pertama a.n TOMY ISWAHYUDI sebagai Direktur Utama dari PT. Bintuni
Energy Persada dengan Pihak Kedua a.n REFLY JOCOM sebagai Direktur
Utama dari PT. Nusantara Hebat Logistik.

271. 2 (dua) lembar Copy dokumen Perjanjian Jasa Ekspedisi Barang antara Pihak
Pertama a.n TOMY ISWAHYUDI sebagai Direktur Utama dari PT. Bintuni
Energy Persada dengan Pihak Kedua a.n CITRA INDRAWATI sebagai
Direktur dari PT. Transporindo Agung Sejahtera.

272. 1 (satu) bundel Draft dokumen PT. MANBERS JAYA MANDIRI, Peta Tata
Letak Pipa Pancang Produk SPINDO dan Rangka Jembatan Produk
WAAGNER, Lokasi: Depo Dinas Pekerjaan Umum JI. Pantai Hamadi - Entrop
Jayapura, sebanyak 11 (sebelas) lembar.

273. 1 (satu) bundel Copy dokumen SALINAN AKTA: Pernyataan Keputusan
Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (CIRCULAR RESOLUTION) PT. MANBERS JAYA
MANDIRI, Nomor 04,- tanggal 28 Agustus 2015; Notaris FARIDA
WIDYAWATI,SH.

274. 1 (satu) Jilid dokumen draft Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24,00 KM (DAK); Dokumen Pengadaan Nomor 21/PPBJ.14/DOK-
KUAL/JLN.KD/APBD/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015.

275. 1 (Satu) lembar Kartu nama PT. BINTUNI ENERGY PERSADA atas nama
DAVID MANIBUI 08124827777

276. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Bintuni Energy Persada Setoran Modal
P. David Transfer bbKe Rek. CIMB — NIAGA A/C: 124.01.00027.00.0.

277. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Setoran Modal a/n Mr. Frans M (ldr),
Setoran Modal a/n Mr. David M. (Idr), Setoran Modal a/n Mr. David M. (Usd)
dengan total setoran modal 21,250,941,131.

278. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen PT. Bintuny Energy Persada Setoran Modal
P. David Transfer Ke Rek. CIMB — NIAGA A/C: 124.01.00027.00.0, beserta
Posisi Modal Disetor PT. Bintuni Energy Persada, dan Posisi Modal Disetor
Per 31 Mei 2012.

279. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Setoran Modal a/n Mr. Frans M (Idr),
Setoran Modal a/n Mr. David M. (Idr), dan Setoran Modal a/n Mr. David M.
(Usd), dengan Total Setoran Modal 21,650,941,131.

280. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Gaji PT. Manbers Jaya Mandiri Bulan April 2012,
atas nama KARTIKA SARIE, SE Jabatan Komisaris.

281. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAVID MANIBUI, NIK:
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9171030510730005 dan KARTIKA SARIE, SE NIK: 9171034904730005.

282. 1 (satu) jilid fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintuny Energy
Persada Nomor 02 tanggal: 03 Nopember 2010 dengan Notaris DIRHAMDAN,
SH

283. 1 (satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk To: PT.
Bintuny Energy Persada, Subyek: Penawaran Harga Pipa, tanggal: 12
Agustus 2015, From: Danny T.

284. 4 (empat) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk To:
PT. Bintuny Energy Persada, Subyek: Konfirmasi Order, tanggal: 2 September
2015, From ; Danny T, dengan tulisan tangan tinta berwarna merah yang
diantaranya bertuliskan BCA 11/9 15 Rp1.022.814.000 beserta lampirannya,
yaitu: a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan 19/10 SETORAN
TUNAI DP 20% BEP; 2,045,628,000.00; -43,106,395,443.21; b. 1 (satu)
lembar fotocopy Bukti Setoran BCA dengan Nomor Rekening: 010 306 870 1
atas nama PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, dengan nama penyetor: BEP,
total 7.159.703.000; dan c. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA
dengan Nomor Rekening: 010 306 870 1 atas nama PT. Steel Pipe Industry
Of, dengan nama penyetor: TOMY, total 1.022.814.000.

285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan PT. Steel Pipe Industry Of
Indonesia, Tbk Nomor 047/V111/2015/D tanggal 31.08.2015.

286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk
Nomer: 047/VII/2015/K, Perihal: Kewajiban Penerimaan Surat Dukungan,
Kepada/ Yth: TOMY ISWAHYUDI, tanggal 31.08.2015.

287. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk
Nomor IFP-151788, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 10.12.2015
dengan nilai GR. Total 2.008.800.002 beserta lampiran faktur pajak.

288. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk
Nomor IFP-151789, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 11.12.2015
dengan nilai GR. Total 1.406.160.000 beserta lampiran faktur pajak.

289. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk
Nomor IFP-151850, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 14.12.2015
dengan nilai GR. Total 1.607.040.002 beserta lampiran faktur pajak.

290. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Thk
Nomor IFP-151949, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal 16.12.2015
dengan nilai GR. Total 1.205.280.001 beserta lampiran faktur pajak.

291. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbhk
Nomor [IFP-15J043, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal
17.12.2015 dengan nilai GR. Total 2.008.800.002 beserta lampiran faktur
pajak.
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292. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk
Nomor IFP-15J181, Order By: PT. Bintuni Energy Persada, tanggal
18.12.2015 dengan nilai GR. Total 1.992.060.002 beserta lampiran faktur
pajak.

293. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB) PT.
Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk, Nomor Form :DLV / SPD / 01, Kepada
Yth: PT. Bintuni Energy Persada.

294. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. WAAGNER BIRO INDONESIA nomor 08-
2146/BEP/01 tanggal 5 Agustus 2015 kepada PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA tentang Penawaran Harga Rangka Baja untuk Papua.

295. 1 (satu) bundel fotocopy Purchase/Supply Agreement atau Perjanjian
Pembelian/Pemasokan Nomor 08-2146/T/BEP/08/2015 tanggal 27 Agustus
2015 antara PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dengan PT. BINTUNI ENERGI
PERSADA dengan nilai total Rp11,023,848,000 (sebelas milyar dua puluh tiga
juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

296. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. WAAGNER BIRO
INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA nomor 08-2146/SD-
01/BEP/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

297. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. WAAGNER
BIRO INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA nomor 08-
2146/SPK-02/BEP/09/2015 tanggal 04 September 2015.

298. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kunjungan Pabrik Rangka Jembatan PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani
oleh Pihak DPU Papua: EDY TUPAMAHU dan HANS LEONARD.

299. 4 (empat) lembar fotocopy Invoice PT. WAAGNER BIRO INDONESIA kepada
PT. BINTUNI ENERGI PERSADA dengan ket: Jembatan Papua XX dengan
rincian berikut ini (termasuk pajak): a. Down Payment 10% tanggal 16
September 2015 senilai Rp1,102,384,800; b. Progress Payment 10% tanggal
16 September 2015 senilai Rp1,102,384,800; c. Final Payment 80% ke-1
tanggal 30 November 2015 senilai Rp4,260,643,200; dan d. Final Payment
80% ke-2 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp4,558,435,200.

300. 4 (empat) lembar fotocopy printout bukti penerimaan Deutsche Bank oleh PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA dari PT. BINTUNI ENERGI PERSADA dengan
rincian berikut ini: a. Tanggal 16 September 2015 senilai Rp1,102,384,800.; b.
Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp1,102,384,800; c. Tanggal 07 Desember
2015 senilai Rp4,260,643,200.; dan d. Tanggal 17 Desember 2015 senilai
Rp4,558,435,200.

301. 1 (satu) lembar asli printout dokumen PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
tentang Summary Project 10-777 PT. BINTUNI ENERGI PERSADA (Project
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Papua XX).

302. 4 (empat) lembar fotocopy faktur pajak PPN 10% PT. WAAGNER BIRO
INDONESIA terkait pembelian barang oleh PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
dengan rincian berikut ini: a. Tanggal 16 September 2015 senilai
Rp100,216,800; b. Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp100,216,800; c.
Tanggal 07 Desember 2015 senilai Rp387,331,200; dan d. Tanggal 10
Desember 2015 senilai Rp414,403,200.

303. 4 (empat) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT.
WAAGNER BIRO INDONESIA kepada PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
selaku pembeli barang atau PT. NUSANTARA HEBAT LOGISTIK selaku
ekspedisi pengirim barang, dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor 10-
777/BASTB-B40/BEP/XI1/2015, tertanggal 11 Desember 2015 (1 unit); b.
Nomor 10-777/BASTB-B35/BEP/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015 (3
unit); ¢. Nomor 10-777/BASTB-BG25/BEP/XI11/2015, tertanggal 23 Desember
2015 (1 wunit); d. Nomor 10-777/BASTB-BG30/BEP/XII/2015 tanggal 23
Desember 2015 (6 unit).

304. 2 (dua) bundel fotocopy Delivery Order PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
dengan rincian berikut ini: a. DO: 001/10-777/DO/XII/2015 tanggal 9
Desember 2015 dan b. DO: 002/10-777/DO/XI1/2015 tanggal 18 Desember
2015.

305. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua No 915/2417/SET terkait
pengajuan permohonan dana alokasi khusus (DAK) jalan provinsi pada
perubahan tahun anggaran 2015 tanggal 12 Februari 2015 beserta
lampirannya.

306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua No 910/2418/SET tanggal 12
February 2015 tentang permohonan anggaran DAK bidang sumber daya air
provinsi pada perubahan APBN TA 2015 kepada Badan Anggaran DPR RI
beserta lampirannya.

307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Papua nomor S-864/PW26/3/2015 tanggal 22 Mei
2015 terkait permintaan dokumen usulan dana alokasi khusus tambahan
usulan daerah TA 2015 kepada Gubernur Papua beserta lampirannya.

308. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua nomer 914/6872/SET tanggal
11 Juni 2015 terkait penyampaian rencana definitif (RD) DAK Sumber Daya
Air Perubahan APBN TA. 2015 beserta lampirannya.

309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua Nomor 914/6873/SET tanggal
11 juni 2015 terkait penyampaian rencana definitif (RD) DAK Penanganan
Jalan Provinsi pada Perubahan TA. 2015 beserta lampirannya.

310. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Papua nomor 930/6878/SET tanggal
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7 juli 2015 terkait klarifikasi laporan hasil reviu permintaan dana alokasi
khusus (DAK) tambahan usulan daerah TA 2015 beserta lampirannya.

311. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPKP Perwakilan Papua S-
2020/PW26/3/2016 Tanggal 13 Juli 2015, terkait pelaksanaan DAK tambahan
usulan daerah TA 2015.

312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas PU Provinsi Papua nomor 248/
Kabid.55.30501-UM/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Perihal: Permohonan
Informasi Harga Jembatan Rangka Baja kepada PT. Bukaka Teknik Utama,
PT. Wagner Biro, PT. Bakrie Brother, PT. Wijaya Karya, PT. Gunung Raja
Paksi.

313. 1 (satu) bundel Purchase/Supply Agreement atau Perjanjian Pembelian/
Pemasokan Nomor 08-2146/T/BEP/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara
PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dengan PT. BINTUNI ENERGI PERSADA
dengan nilai total Rp11,023,848,000 (sebelas milyar dua puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak..

314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penawaran Harga Pipa dari PT. Steel
Pipe Industry of Indonesia, Tbk kepada PT. Bintuni Energy Persada tanggal 12
Agustus 2015.

315. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi Order PT. SPINDO, Tbk
tanggal 2 September 2015 kepada PT. Bintuni Energy Persada beserta
lampiran bukti setoran.

316. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor sub1315122700003 dan
sub1315122700004 terkait pengiriman tiang pancang ke papua pada tanggal
24 Desember 2015 sebanyak 62 Container 20 feet Open.

317. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Pembayaran Tiang Pancang PT.
Spindo ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor IFP-151788, IFP-151789, IFP-
151850, IFP-151949, IFP-15J043, IFP-15J181.

318. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor 2215606112VA tanggal 20
Desember 2015 terkait pengiriman Rangka Jembatan Baja sebanyak 19 Unit
Container.

319. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of Lading Nomor 3015648712VA tanggal 02
Januari 2016 terkait pengiriman Rangka Jembatan Baja sebanyak 18 Unit
Container.

320. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pembayaran Biaya Ekspedisi PT. Nusantara
Hebat Logistik ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor 139/NHL-INV/XI1/2015
tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp881.800.000,-.

321. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pembayaran Biaya Ekspedisi PT. Nusantara
Hebat Logistik ke PT. Bintuni Energy Persada Nomor 001/NHL-INV/I/2016
tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp925.200.000,.
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322. 4 (empat) lembar asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Per 29
November 2015 Kegiatan APBD Perubahan TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua yang ditandatangani oleh EDY TUPAMAHU.

323. 12 (dua belas) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor
902/96/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015

324. 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Asuransi Intra Asia Nomor 768419, Ikhtisar
Pertanggungan Asuransi Marine Cargo tertanggal 19 Desember 2015.

325. 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Asuransi Intra Asia Nomor 768696, Ikhtisar
Pertanggungan Asuransi Marine Cargo tertanggal 2 Januari 2016.

326. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Dukungan nomor 08/NHL-
BEP/VII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015.

327. 1 (satu) lembar copy dokumen Invoice Nomor 001/NHL-INV/I/2016 tertanggal
11 Januari 2016.

328. 2 (dua) lembar copy dokumen Bill of Lading B/L Nomor 3015648712VA
tertanggal 2 Januari 2016.

329. 1 (satu) lembar copy dokumen Invoice Nusantara Hebat Logistik Nomor
139/NHL-INV/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015.

330. 2 (dua) lembar copy dokumen Bill of Lading B/L Nomor 2215606112VA
tertanggal 20 Desember 2015.

331. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Transporter/ Forwarder
tertanggal 14 Desember 2015.

332. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Transporter/ Forwarder
tertanggal 8 Desember 2015.

333. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Nusantara Hebat Logistik Nomor
03/PWR/NHL/XII/15 Perihal: Penawaran tertanggal 4 Desember 2015.

334. 1 (satu) lembar copy dokumen bukti setoran BCA tertanggal 4 Januari 2016
sebesar Rp881.800.000; setoran BCA tertanggal 18 Januari 2016 sebesar
Rp800.000.000; dan setoran BCA tertanggal 22 Januari 2016 sebesar
Rp125.200.000,-.

335. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan BCA KCP Taman Pondok
Indah Nomor Rekening 6720327838 an Refly Jocom periode 3 November
2014 sd 18 Januari 2016;

336. 1 (satu) lembar copy dokumen Perincian Transaksi Gabungan Tahapan Bank
Central Asia No Rekening 06720327838 an Refly Jocom tanggal 15/02/16.

337. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sby
TanjungPerak Nomor Rekening 140-00-1526856-9 an PT. Nusantara Hebat
Logistik;
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338. 1 (satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22
Januari 2016 senilai Rp1.351.600.000,- ;

339. 1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.
Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahtera
senilai Rp1.351.600.000,- ;

340. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Nomor Surat:282/TE-MKT/SBY/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal
Surat Keterangan Keterlambatan KM. Kanal Mas Voy 63/15 SUB-UPG-DJJ.

341. 3 (tiga) lembar fotocopy Mutasi Rekening bertuliskan tangan PT. Bintuni
Energy P. 419/IX/15 SETORAN TUNAI TOMY DP 10/PIPA BAJA sebesar
1,022,814,000.00.

342. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk.
Mills Inspection Certificate (Bare Pipe) Nomor 534/MC-BP/XI11/2015, tanggal
19 December 2015, Customer: PT. Bintuni Energy Persada.

343. 1 (satu) bundel asli legalisir dokumen PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia,
Tbk. Pipes Tally Sheet Nomor 512/PTS-BP/XII/2015, tanggal 19 Desember
2015, Customer: PT. Bintuni Energy Persada.

344. 1 (satu) buku asli Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KC Jayapura Ahmad
Yani 15400 atas nama Ir. MUHAMMAD ZAINI, Nomor Rekening: 154-00-
1306602-6.

345. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nomor
533/PB.PASI/St.M/X1/2013 tanggal 25 Nopember 2013, Perihal: S.K. PB.PASI
Nomor 14 Tahun 2013.

346. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan Rekapitulasi Galian / Timbunan
STA. 16+200 s/d 17+574 Jalan Kemiri Depapre;

347. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan Potongan Memanjang Jalan Kemiri-
Depapre 16+200 s/d 17+574 (sesuai perencanan;

348. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan USULAN GAMBAR RENCANA
PERUBAHAN ALIH TRASE Jalan Kemiri Depapre.

349. 1 (satu) lembar rincian Pengeluaran PASI (Uang Pak Zaini) berikut lampiran
bukti transaksinya;

350. 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (112)
24.00 KM, Jalur Daerah Batas Galian dan Timbunan (DAK) tertanggal 15
Desember 2015;

351. 5 (lima) lembar Tanda Terima Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Kemiri —
Depapre 112) 24.00 KM (DAK) Kontrak Nomor 050/3505.F tanggal 18
Desember 2015

352. 1 (satu) bundel Surat Perseroan Komanditer CV. Cipta Buana Lestari Nomor
04 Dengan Notaris Dalwiah Pida, S.H tanggal 13 Oktober 2008
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353. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/4814-A
tanggal 15 Desember 2015

354. 1 (satu) lembar Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi Nomor
06/UM/PTJJ/MP-ABT/2015 tanggal 19 Desember 2015

355. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Paket Peningkatan Jalan Kemiri — Depapre
(112) 24.00 KM (DAK) tanggal 3 Oktober 2015

356. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Nomor Rekening:
1010110001046 Periode 01/01/2015 s.d 11/01/2016

357. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 3:23 AM

358. 2 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 11:21 AM

359. 3 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:21 AM

360. 4 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 6:13 AM

361. 5 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 6:16 AM

362. 6 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 2:08 PM

363. 7 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:10 PM

364. 8 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:11 PM

365. 9 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:14 AM

366. 10 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 3:24 PM,;

367. 11 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
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indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 11:26 PM,;

368. 12 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info
indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke
Indra Rerungan tanggal 09/23/15 jam 8:50 PM;

369. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor
914/7067/Set tanggal 16 Juni 2015 tentang Permohonan Reviu Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;

370. 1 (satu) bundel fotokopi lembar disposisi no urut 900/Dis.468 tanggal 17 Juni
2015 Perihal Permintaan Dokumen Usulan DAK Tambahan Usulan Daerah
Tahun 2015 beserta lampirannya;

371. 1 (satu) bundel fotokopi usulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK)
perubahan sub bidang jalan tahun anggaran 2015;

372. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Papua nomor 900/8683/Set tanggal
23 Juli 2015 perihal Permohonan Transfer Tri Wulan | Dana Alokasi Khusus
(DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;

373. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua
Nomor 188-3/8646/Set tanggal 4 Agustus 2015 tentang penyampaian Nota
Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015;

374. 3 (tiga) lembar fotokopi persetujuan Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua tentang Rancangan;

375. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua
Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penyampaian
Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015 dan RAPERGUB tentang
penjabaran perubahan APBD TA 2015 (beserta lampiran fotokopi tanda terima
surat);

376. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 903-4988 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan PEraturan Daeran
Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 2015;

377. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua
tanggal 7 Agustus 2015;

378. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2015 (Buku I);

379. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2015 (Buku 1);

380. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2015
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tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015;

381. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku I)

382. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku II);

383. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku III);

384. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015;

385. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku I);

386. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku II);

387. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2015 (buku III);

388. 1 (satu) bundel fotokopi surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1218/KEUDA
tanggal 12 November 2014 Hal: penyampaian Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-4633 Tahun 2014;

389. 1 (satu) buah buku DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua Kode SKPD: 1.03.1.1 Tahun Anggaran 2015;

390. 1 (satu) buah buku DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi
Papua Kode SKPD: 1.03.1.1 Tahun Anggaran 2015 (Buku Il);

391. Asli 1 (Satu) bundel dokumen Laporan Investigasi Proyek Peningkatan Jalan
Kemiri-Depapre (112) 24,00 KM (DAK) di Kabupaten Jayapura Dengan
Sumber dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua TA. 2015, ITB Bandung
2016;

392. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Institut Teknologi Bandung kepada Deputi
Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 1488/1.1.B03/
KP/2016 tanggal 10 Agustus 2016 Perihal: Permintaan bantuan Ahli;

393. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas asisten tenaga Ahli, tanggal 10 Agustus
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2016 yang ditandatangani oleh Dr.Ir. Sangriyadi Setio selaku Ketua Tim
Tenaga Ahli

394. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening a/n PT.Bintuni Energy Persada di Bank
Papua Cabang Abepura dengan Nomor 102011400021, periode 01/01/2014
s.d 11/04/2017 beserta lampirannya

395. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening a/n PT.Bintuni Energy Persada di Bank
Papua Cabang Jakarta dengan Nomor 1500110003043, periode 01/01/2014
s.d 11/04/2017 beserta lampirannya

396. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015
tanggal 20 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan
Jalan Kemiri - Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten Jayapura (DAK)
sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/3492.A tanggal 16
September 2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan Jumlah yang
dibayarkan Rp15.324.890.849,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh
Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh
Sembilan Rupiah), beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar Penguji SP2D

397. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015
tanggal 26 November 2015 untuk Pembayaran Angsuran I, Il, 1ll, sebesar 80%
atas pekerjaan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten
Jayapura (DAK) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor
050/3492.A tanggal 16 September 2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan
Jumlah yang dibayarkan Rp47.741.465.503,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh
Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Tiga Rupiah ), beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar Penguji SP2D

398. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor 9262/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015
tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran 1V, sebesar 100%
atas pekerjaan Jalan Kemiri - Depapre (112) 24.00 Km Lokasi Kabupaten
Jayapura (DAK) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor
050/3492.A tanggal 16 September 2015, PT. Bintuni Energy Persada, dengan
Jumlah yang dibayarkan: Rp15.882.825.467,- (Lima Belas Milyar Delapan
Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ), beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar
Penguji SP2D

399. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 992754, sebesar
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 28/12/15 yang dicairkan oleh
CICA RATNA SARI, pada tanggal 28/12/15, dari rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838, beserta lampirannya;

400. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 988240, sebesar
Rp177.000.000,- (seratus tujuh puluh tuju juta rupiah) tanggal 27/10/15 yang
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dicairkan oleh HERMAWATI, pada tanggal 27/10/15, dari rekening PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838, beserta lampirannya;

401. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994442, sebesar
Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 07/06/16
yang dicairkan oleh CICA RATNA SARI, pada tanggal 08/06/16, dari rekening
PT. BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

402. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994449, sebesar
Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 28/06/16 dari rekening PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

403. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994434, sebesar
Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh
CICA RATNA SARI, pada tanggal 09 Mei 2016 dari rekening PT. BINTUNI
ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

404. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994433, sebesar
Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04/05/16 dari rekening PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

405. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 994436, sebesar
Rp69.843.800,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Tigas Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 07/05/16 yang dicairkan oleh
HERMAWATI pada tanggal 17 Mei 2016, dari rekening PT. BINTUNI ENERGY
PERSADA Nomor 1540036383838

406. 1 (satu) lembar foto cek Bank Mandiri Nomor GF 988239, sebesar
Rp788.942.800,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Dua Rlbu Delapan Ratus Rupiah) 26-10-2015 yang dicairkan
oleh WIDODO YULISTIO, pada tanggal 26-10-2015, dari rekening PT.
BINTUNI ENERGY PERSADA Nomor 1540036383838

407. 1 (satu) bundel mutasi rekening Nomor 1540036383838 atas nama PT. Bintuni
Energy Persada periode 30 Juli 2015 s/d 30 Desember 2017

408. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 02 Desember 2009, Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris
WIMPHRY SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

409. 1 (satu) bundel salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 04 Februari 2010 Nomor 6, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

410. 1 (satu) bundel salinan Akta Hibah Saham Tanggal 04 Februari 2010, Nomor
7, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH, yang beralamat di
Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

411. 1 (satu) bundel salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 04 Februari 2010, Nomor 8, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY

Halaman 256 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

412. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 10, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

413. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 11, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

414. 1 (satu) bundel salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Manbers Jaya Mandiri
Tanggal 09 Desember 2010, Nomor 12, yang dibuat oleh Notaris WIMPHRY
SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

415. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 30 Oktober 2012, Nomor 13,
yang dibuat oleh Notaris DIRHAMDAN, SH, yang beralamat di Jalan Dewi
Sartika Nomor 123, Jakarta Timur

416. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 28 Agustus 2015, Nomor 04,
yang dibuat oleh Notaris FARIDA WIDYAWATI, SH, yang beralamat di Jalan
Mayjen. Soetoyo No 37, Cawang, Jakarta Timur

417. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 26 Januari 2016, Nomor 26, yang dibuat oleh Notaris
WIMPHRY SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

418. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manbers Jaya
Mandiri Tanggal 26 Januari 2016, Nomor 33, yang dibuat oleh Notaris
WIMPHRY SUWIGNJO, SH, yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40, Surabaya

419. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham
sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Circular
Resolution) PT. Manbers Jaya Mandiri Tanggal 05 September 2016, Nomor
02, yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA, SH. Mkn, yang
beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya No 9, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur;

420. Kumpulan barang yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah amplop coklat besar
terdapat tulisan tangan di antaranya “kumpul uang dari Rekanan kosultan atas
kerelaan dari konsutltan 12+13 perus saya kumpulkan sendiri di kantor 1
bundel 10jt 2 karet masing2 3jt=6jt.”; b. Uang pecahan Rp100.000 (seratus
ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar total sejumlah Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah); c. Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 30 (tiga puluh) lembar total sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
dan d. Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga
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puluh) lembar total sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

421. Uang tunai sebesar Rp4,000,000,- (Empat juta rupiah) dengan pecahan
Rp100.000,-; .

422. Uang tunai sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan Rp50.000
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar

423. Uang tunai sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar

424. Uang tunai sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar

425. Uang Rp150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

426. Uang Rp150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

427. Uang Rp250,000,000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah);

428. Uang tunai Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

429. Uang Rp12,000,000 (dua belas juta rupiah); dirampas untuk negara
beserta 1 (satu) lembar Asli tindisan Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2018 untuk
Setoran Kembali ke KPK RI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6
dari Penyetor atas nama REFLY MALEKE;

430. Uang Rp15,000,000 (lima belas juta rupiah); di rampas untuk negara
beserta 1 (Satu) lembar Asli tindisan Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2018 untuk
Penyetoran Kembali ke KPK Rl dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6
dari Penyetor atas nama JAMES RICHARD HOMER
tetap terlampir dalam berkas perkara

431. Uang Rp25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) di rampas untuk negara
beserta 1 (Satu) lembar Asli Aplikasi Slip Setoran Bank BRI sebesar
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Februari 2018 untuk
Setoran Kembali ke KPK RI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6
dari Penyetor atas nama FERDINAND KUHEBA
tetap terlampir dalam berkas perkara

432. 1 (satu) keping DVD-R, Warna: Silver, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB,
S/IN: MAPA19RC25184820 1, yang bertuliskan: Data Uthan Logistik, yang
ditanda tangani pada tanggal 31/1 '17

433. 1 (satu) Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 32 GB, dengan
tulisan tangan: Legal, Kode: 154115XA753YBRJ31S, pengguna: Albania
Damayanti / Nia

434. 1 (satu) External Hardisk, Merk: Seagate, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 TB, P/N:
1TEAP5-500, S/N: NA87BVNG, Pengguna: Edy Sulistyono
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435. 1 (satu) Flashdisk, Merk: Sandisk, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, Kode:
BL154925276D, Pengguna: Lina Christiana

436. 1 (satu) Keping CD-R, Warna: Silver, Merk: SPC, Kapasitas: 700 MB, Kode:
07041814, yang bertuliskan: Data Laptop an. Tomy, yang ditandatangani pada
tanggal 31/01-17

437. 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam; Jenis: Handphone; Merk: Nokia;
Model: RM-1035; Code: 059W062; Imei 1: 355119/07/061984/5; Imei 2:
355119/07/061985/2, dengan kartu SimCard 1: Telkomsel; ICCID: 6210 0244
4275 8662 03; SimCard 2: tidak ada (kosong), tanpa memory card dan tanpa
charger.

438. 1 (satu) perangkat elektronik, Warna: coklat; Jenis: Handphone; Merk:
Samsung; Model: Galaxy Note 4 (SM-N910H), Imei: 356001060361597;
Nomor serial: RF1IFB0J1JFD; dengan kartu SimCard: Telkomsel; ICCID: 0012
0000 0147 6463; tanpa memory card eksternal, charger, dan stylus.

439. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis HardDisk TOSHIBA
MK5065GSXN, S/N: YOKDS503S, Kapasitas 500GB, yang diambil dari
Laptop TOSHIBA SATELLITE L645. S/N: ZA072311W, yang digunakan oleh
KOMANG SURATA.

440. 1 (satu) unit HandPhone NOKIA Model 101, Type RM-769, IMEI 1:
358109/05/337340/0, IMEI 2: 358109/05/337341/8, yang di dalamnya terdapat
SIM Card dengan tulisan Kartu As 6210 0297 9031 9488 00, yang digunakan
oleh KOMANG SURATA.

441. 1 (satu) unit HandPhone NOKIA Model C2-00, Type RM-704, IMEI 1:
358610/04/652204/5, IMEI 2: 358610/04/652205/2, yang di dalamnya terdapat
SIM Card dengan tulisan TELKOMSEL 6210 1144 3207 0178 dan MicroSD
ProDisk 1GB, yang digunakan oleh KOMANG SURATA.

442. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis HardDisk TOSHIBA
MK5055GSX, s/N: Z9A1S1TYS, kapasitas 500GB, beserta dengan enclosure
motif kotak-kotak Yang digunakan oleh KOMANG SURATA.

443. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis FlashDisk, MSM USB Flash
Drive USB Device warna Abu-abu, dengan S/N: C010423922B900AF yang
dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05, Kapasitas 124MB, yang digunakan
oleh KOMANG SURATA.

444. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik Expansion Portable Drive
SEAGATE, dengan P/n: 1D6AP1-500, S/N: NA4BXPYB kapasitas 500GB,
beserta dengan Kabel data USB 3, yang digunakan oleh KOMANG SURATA.

445. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis FlashDisk, SanDisk Cruzer
Blade USB Device warna Hitam Merah, S/N: 4C531001520425111024 yang
dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05, Kapasitas 16GB, yang digunakan
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oleh NATIRMALUS D. RENYAAN.

446. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R merk Verbatim
kode: MAPA23RC24091053 2 dengan keterangan Data LPSE Prov. Papua
Kemiri-Depapre (112) ditandatangani oleh ELIAS PAONGANAN tanggal 2
Februari 2017.

447. 1 (satu) buah CD dengan merek Exist CD-R bertuliskan HPS Jalan Kemiri-
Depapre APBDP 2015 yang berisi: (1). 1 (satu) softcopy file berupa folder
dengan nama Asumsi_awal_anto yang berisikan softcopy file type Microsoft
Excel Worksheet dengan nama Kemiri Depapre APBDP 2015 OE.; (2). 1
(satu) softcopy file berupa folder dengan nama Gabung_pertama yang
berisikan softcopy file type Microsoft Excel Worksheet dengan nama Kemiri
Depapre APBDP 2015 OE; (3). 1 (satu) softcopy file type Microsoft Excel
Worksheet dengan nama Kemiri Depapre APBDP 2015 OE Reuvisi |; dan (4). 1
(satu) softcopy file type Microsoft Excel Worksheet dengan nama Kemiri
Depapre APBDP 2015 OE.

448. 1 (satu) keeping DVD-R merk Verbatim 4.7 GB, SN: MFP6BOSD30195185 D3
yang di dalamnya terdapat softcopy file-file berikut ini:

a. Referensi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri TA 2015.

b. Dokumen Owner’s Estimate Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
(112) 24 Km tahun 2015

c. Berita acara hasil pelelangan Nomor 05/PPK.12/BAHP/PNJL-
KD/DAK/2014.

d. Surat penyampaian dokumen pengadaan Nomor 050/2910 tanggal 10
Agustus 2015 dari Mikael Kambuaya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan
Umum kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Papua.

e. Surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun 2015 tanggal 5
Januari 2015 terkait penetapan pokja.

f.  Dokumen Summary Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre
Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 dari SPSE Provinsi Papua.

g. Dokumen Penawaran PT. Nafri Jaya Pratama untuk pekerjaan TA 2015
dengan nama file PT. NAFRI JAYA PRATAMA-2358041.rhs yang diunggah
kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomor
Hash Key 514194d675d026ac181fb2b5b078bf1

h. Dokumen Penawaran PT. Cenderawasih Mas untuk pekerjaan TA 2015
dengan nama file PT. CENDERAWASIH MAS-2358041.rhs yang diunggah
kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomor
Hash Key 8d65bd023323ea203bed1710d5358c5f

i. Dokumen Penawaran PT. Bintuni Energy Persada untuk pekerjaan TA
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2015 dengan nama file PT.BINTUNI ENERGY PERSADA-2358041.rhs
yang diunggah kedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015
dengan nomor Hash Key 833e996d572f711e6647165dc9b597a8

j- Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 02/PPBJ.14/BAPP/JLN.KD/
APBDP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

k. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 04/PPBJ.14/BAPK/JBT-
ALGT/IV/2015.

|. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 06/PPBJ.14/PENT/JL-
KD/APBDP/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

m. Surat perintah perjalanan dinas nomor 1160/SPPD-GP/2015 tanggal 2
September 2015 yang bertujuan untuk pembuktian kualifikasi pekerjaan
peningkatan jalan Kemiri-Depapre Tahun 2015 kepada PT. Waagner Biro
Indonesia.

n. Softcopy Transaksi Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT. Bintuni
Energy Persada dari Kementerian Hukum dan HAM.

0. Softcopy Transaksi Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT.
Cenderawasih Mas dari Kementerian Hukum dan HAM.

p. History Log IP Address penyedia jasa pada pelelangan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri Depapre Tahun Anggaran 2015 yang diunggah
dari SPSE Provinsi Papua.

g. History Log IP Address penyedia jasa pada pelelangan pekerjaan
Peningkatan Jalan Kemiri Depapre Tahun Anggaran 2014 yang diunggah
dari SPSE Provinsi Papua.

r. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 04/Pokja 13/BAPK/PNJ-
KD/APBD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

s. Surat penawaran harga perkiraan untuk rangka jembatan dan jembatan
gelagar baja dengan nomor referensi 08-2146/BEP/01 kepada TOMY
ISWAHYUDI dan DAVID MANIBUI melalui email Danny Ismail, staf PT.
Waagner Biro Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2015.

t. Kontrak Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 050/3492.A
tanggal 16 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar
Rp86.893.711.000,00.

u. Addendum Kontrak Pekerjaan Tahun Anggaran 20015 dengan Nomor
050/3962 tanggal 27 Oktober 2015 dengan penambahan nilai kontrak
menjadi Rp89.530.000.000,00 dan penambahan waktu penyelesaian
pekerjaan menjadi 106 hari kalender atau sampai tanggal 31 Desember
2015.

v. Dokumen SP2D pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre Tahun
Anggaran 2015 dengan nomor 4798/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015
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tanggal 20 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka (20%), SPPD
6420/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2015 tanggal 26 November 2015 untuk
pembayaran angsuran LILIII  (80%), dan SPPD 9262/SP2D-LS-
BM/1.03.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 untuk pembayaran
angsuran ke IV (100%).

w. Dokumen Back Up Data Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre Tahun 2015.

X. Dokumen Back Up Data Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-
Depapre Tahun 2015.

y. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 227.37/ B55.30501-
BA/XI1/2015 tanggal 15 Desember 2015 terkait serah terima pekerjaan dari
pihak pelaksana pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Papua.

449. 1 (satu) buah USB Flasdisk merk Toshiba 8GB warna putih dengan kode N723

D32210 yang di dalamnya berisi file video “Pengamatan Drone.mp4”

450. 1 (satu) keping CD-R warna silver merk: Verbatim, kapasitas 700MB yang
bertuliskan: File hasil pengukuran, Jalan Kemiri Depapre Jayapura, Papua,
Tahun 2015

451. Barang Bukti tambahan yang diperoleh saat persidangan, yaitu: Uang tunai
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 451 tersebut dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DAVID
MANIBUI.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tipikor pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, oleh kami : | Nyoman Adi
Juliasa., S.H. M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Daniel Dalle
Pairunan., S.H.M.H dan Acmad Yusak., S.H.M.H, Hakim-Hakim Tinggi dan
Jeldi Ramadhan, S.H.,M.H, dan Anthon R. Saragih .,S.H..M.H. Hakim-Hakim
Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta tanggal 3 Juni 2020 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI untuk
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mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada
hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H I Nyoman Adi Juliasa, S.H.M.H

Achmad Yusak, S.H.M.H,

Jeldi Ramadhan, S.H.,M.H

Anthon R. Saragih, S.H..M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurhayati, S.H.,

Halaman 263 Puts. No. 16/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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